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Pandemi Covid-19 semakin mereda. 
Pemerintah kini melonggarkan pembatasan 
aktivitas masyarakat di tempat umum 
meskipun masih menerapkan protokol 
kesehatan.

Perpustakaan di berbagai daerah pun mulai 
dibuka dan kembali dikunjungi masyarakat. 
Layanan onsite yang selama ini ditutup 
perlahan dibuka dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Namun demikian, 
layanan digital secara online masih perlu 
terus diselenggarakan dan bahkan 
ditingkatkan kualitasnya. 

Hal ini sejalan dengan tagline Perpustakaan 
Nasional RI (Perpusnas) yang diangkat di 
awal tahun 2022, yaitu “Perpustakaan 
Nasional Menuju Transformasi Digital untuk 
Menciptakan Ekosistem Digital Nasional”.

Digitalisasi perpustakaan kini justru menjadi 
kebutuhan mendesak, mengingat pandemi 
yang belum benar-benar usai, sementara 
kebutuhan akan pengetahuan tidak kian 
menyurut. Pembatasan aktivitas akibat 
pandemi bahkan mendorong pemanfaatan 
teknologi agar masyarakat tetap dapat 
mengakses layanan perpustakaan.

Pembatasan secara fisik tidak boleh 
menghalangi akses pengetahuan. Oleh 
karena itu, diperlukan sinergi antara 
pemerintah dengan berbagai pihak untuk 
mengubah paradigma tentang 
perpustakaan, yang kini tidak lagi menunggu 
dikunjungi masyarakat, tetapi sebaliknya, dan 
menyediakan fasilitas TIK dan sarana 
pendukung lainnya untuk mempermudah 
transfer pengetahuan di tengah masyarakat. 
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engan capaian tersebut, Komisi X DPR RI 
mendorong adanya penambahan anggaran 
Perpusnas untuk mengoptimalkan berbagai 

program kerja.

"Saya mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas. 
Seperti keberhasilan media sosialnya yang mendapat 
predikat terbaik dalam pengunaan bahasa Indonesia, 
ini cukup membanggakan," ujar Anggota Komisi X 

DPR RI Putra Nababan, dalam Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) Komisi X dengan Perpusnas pada 
Rabu, (19/1/2022).

Terkait dengan pencapaian yang telah dilakukan 
dalam memberikan pelayanan literasi di era pandemi, 
legislator Fraksi PDIP ini mendorong Perpusnas terus 
fokus pada upaya peningkatan minat baca 
masyarakat.

"Saya harap capaian ini juga dapat 
berbanding lurus dengan 
perubahan budaya literasi di 
masyarakat," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI 
Hetifah Sjaifudian pun 
mengapresiasi kinerja Perpusnas 
di tahun 2021. Menurutnya, 
dengan banyaknya 
pembangunan perpustakaan di 
daerah dapat menjadi pemantik 
gairah masyarakat untuk datang 
ke perpustakaan.

Hal senada diungkapkan oleh 
legislator Partai Persatuan 
Pembangunan Illiza Sa'aduddin 
Djamal yang turut mengapresiasi 
capaian sasaran program 
Perpusnas di tahun 2021 dapat 
melampaui target.

"Tetapi sangat disayangkan 

anggaran yang diberikan untuk 
Perpusnas masih terbatas. Tentu 
hal ini menjadi kontras dengan 
pencapaian yang telah diraih 
Perpusnas. Sehingga kami 
dorong perlu adanya 
penambahan anggaran," 
ungkapnya.

Dukungan tersebut juga 
disampaikan Fraksi Golongan 
Karya Adrianus Asia Sidot yang 
menilai program-program 
Perpusnas telah dirasakan oleh 
masyarakat sampai ke daerah 
pelosok, salah satunya program 
fisik pembangunan 
perpustakaan.

"Harus ada suara tegas dari 
Komisi X untuk mendukung 
peningkatan anggaran. Ini sejalan 
dengan kinerja prestasi 
Perpusnas," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando mengungkapkan, jika 
usulan tambahan sebesar Rp.1,9 
triliun yang telah disepakati pada 
tahun 2021 lalu dapat terealisasi, 
maka pihaknya akan fokus pada 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial.

“Program ini akan kita bagi 
merata ke seluruh wilayah 
Indonesia, hingga ke 
dusun-dusun. Sehingga 
masyarakat yang ada di tiap 
dusun dapat dicerdaskan sesuai 
dengan potensi daerahnya,” 
ungkap Syarif.
 
Reporter: Wara Merdekawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Senayan, Jakarta—Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi 
anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 98,95 persen serta capaian yang telah diraih Perpusnas sepanjang tahun 
2021.
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“Kita sebagai orang tualah yang 
harus memulai kebiasaan baik ini 
agar anak-anak dapat menuai 
hasil positifnya di masa depan," 
tutupnya.

Kegiatan membacakan cerita 
kepada anak sudah banyak 
dikenal tetapi masih belum 
banyak yang mengetahui 
manfaatnya.

Manfaat read aloud menurut 
Pembina Read Aloud Indonesia 
Roosie Setiawan yaitu mengasah 
kemampuan anak mendengar 
dan menyimak, menambah kosa 
kata, mendorong berbicara, 
akhirnya dapat membaca dan 
menulis.

“Read Aloud memang cara 
mudah untuk mengasah 
kecakapan literasi anak sejak dini,” 
ujar Roosie.

Lebih lanjut Roosie menyebutkan 
bahwa terdapat interaksi yang 
baik antara anak dan orang tua 
sehingga terbangun hubungan 
komunikasi yang baik di antara 
keduanya selain manfaat 

mendorong anak membaca dan 
menulis. Ia bahkan menyarankan 
read aloud dapat dimulai sejak 
trimester akhir kehamilan.

Ketika membacakan buku, 
penting untuk memperhatikan 
tahapan membaca anak. 0-3 
bulan termasuk tahapan 
pramembaca. Oleh karena itu, 
bacakan buku yang merupakan 
buku bayi berupa picture book 
dan biasanya menampilkan 
kehidupan anak umur 0-3 bulan.

“Untuk anak usia 3-6 tahun 
adalah tahapan mempersiapkan 
anak membaca,” imbuh Roosie. 
Buku biasanya berisi teks yang 
lebih panjang daripada buku bayi. 
Dalam hal konten, harus berisi 
tentang kehidupan anak dan 
menggunakan kata-kata yang 
diketahui anak.

Kemudian pada tahapan 
membaca awal, biasanya kelas 1 
dan 2, biasanya bukunya berisi 
gambar, konten lebih luas, seperti 
interaksi dengan teman. Roosie 
menganjurkan untuk memilih 
buku yang tidak menggurui.

“Biarkan anak mendapatkan apa 
yang tersirat dalam buku itu 
melaui dialog dalam buku,” pesan 
Roosie.

Sementara itu, Guru Besar 
Antropologi UI, Prof. Semiarto Aji 
Purwanto, menyebutkan 
komunitas turut berperan dalam 
membentuk budaya. Menurutnya 
membaca nyaring dapat 
berperan banyak jika kita 
menyadari pentingnya membaca 
untuk anak-anak.

“Belajar kebudayaan, belajar 
sistem nilai, dari awal kita lahir 
sampai dewasa, terus menerus 
dalam posisi belajar. Tapi justru 
fondasi utama belajar itu dari 
masa anak-anak. Karena itu 
memformat komunitas masa 
depan, paling bagus dengan 
memformat anak-anak kita,” 
pesannya.
 
Reporter: Wara Merdeka/Noviani 
Maghfiroh/Eka Cahyani
Fotografer: Prakas Agrestian

Membaca Nyaring Bantu
Tumbuhkan Budaya Literasi dan
Asah Kecakapan Literasi Anak
Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Membaca memiliki peran penting dalam konteks kehidupan.

WORLD READ ALOUD DAY 2022

embaca menjadi jembatan bagi seseorang 
yang berkeinginan meraih kemajuan dan 
kesuksesan, baik di lingkungan pendidikan, 

pekerjaan maupun sepanjang kehidupan manusia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, 
Nadiem Anwar Makarim, menyebut, banyak manfaat 
yang diperoleh melalui membaca, seperti menambah 
dan memperluas wawasan, belajar memahami 
pendapat dan cara pandang orang lain, juga dapat 
melatih daya fokus.

"Agar anak-anak jatuh cinta dengan membaca, kita 
perlu melakukan kegiatan yang menarik salah satunya 
dengan membaca nyaring. Dengan kegiatan 
membaca nyaring juga dapat membuat hubungan 
anak dan orang tua akan semakin dekat," ungkap 
Nadiem dalam Talkshow World Read Aloud Day 2022, 
dengan tema Menumbuhkan Budaya Literasi Bangsa 
Indonesia yang diselenggarakan secara hybrid pada 
Rabu, (2/2/2022).

Tak hanya itu, lanjut Nadiem, kemampuan berbahasa 

dan literasi pun akan terasah. 
Dengan program merdeka 
belajar, kemampuan literasi akan 
menjadi fokus kompetensi yang 
utama di sekolah selain 
kemampuan numerasi.

Nadiem mengajak para orang tua 
dan pengajar untuk mulai 
membudayakan aktivitas 
membaca nyaring bersama 
anak-anak.

"Mari kita gotong royong 
menumbuhkan budaya literasi 
bangsa Indonesia dan terus 
bergerak serentak mewujudkan 
merdeka belajar," ajak Nadiem.

Senada, juga diungkapkan oleh 
Kepala Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas), Muhammad Syarif 
Bando. Menurutnya, membaca 
menjadi sangat penting, karena 
tulisan dapat memonopoli 
kebenaran.

"Itu sebabnya invasi pemikiran 
lebih 
dahsyat 
seribu 
kali 

dibanding invasi perang. Artinya, 
kalau dari sekarang kita tidak 
menjabarkan program merdeka 
belajar melalui membaca, maka 
kita akan tertinggal 1.000 tahun 
dari bangsa lain," ujar Syarif.

Padahal, lanjut Syarif, budaya 
mendongeng sudah sangat 
populer di Indonesia sejak 300 
tahun lalu sebelum masehi. 
Bahkan ketika Gutenberg 
menemukan mesin cetak, seluruh 
orang di dunia datang ke Eropa 
hanya untuk membaca.

Syarif mengatakan, membaca 
memiliki keterkaitan terhadap 
tingkat literasi seseorang. 
Bahwasanya saat ini, tingkat 
literasi tertinggi bukan sekadar 
mengenal huruf, kata, dan 
kalimat tetapi mampu 
menciptakan barang dan jasa 
yang dapat bersaing di pasar 
global.

"Karena hadirnya persembahan 
teknologi di muka bumi ini, 
berasal dari seseorang yang 
membaca. Dan ini semua dapat 
diawali dengan read aloud atau 
membaca nyaring untuk 
menumbuhkan kecintaan 
membaca pada anak-anak," kata 
Syarif.

Sementara itu, Dirjen PAUD dan 
Dikdasmen, Jumeri, mengatakan, 

momen perayaan World Read 
Aloud Day adalah sebuah 

momen 

yang tepat untuk bersinergi lebih 
erat lagi dalam peningkatan 
literasi dan numerasi anak-anak 
bangsa.

Menurutnya, tak hanya peran 
pemerintah yang krusial namun 
juga perlu pendekatan yang lebih 
personal pada anak-anak, seperti 
lingkungan sekolah dan keluarga 
dalam pengembangan 
kemampuan literasi dan numerasi 
mereka. Hal ini dilakukan agar 
anak-anak lebih mudah 
menerima.

"Kita ingin anak-anak belajar 
dengan riang, guru mengajar 
dengan hati yang riang, hal ini 
dapat dilakukan dengan kegiatan 
membaca secara menyenangkan 
di sela-sela pembelajaran seperti 
read aloud contohnya," katanya.

Jumeri meyakini bahwa 
membaca nyaring atau read 
aloud dapat menguatkan 
karakter anak, meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis, dan 
menambah keterampilan bahasa 
anak-anak.

Sependapat dengan Jumeri, 
Shahnaz Haque, mengatakan 
kebiasaan membaca nyaring 
menjadi sebuah investasi yang 
akan dituai anak-anak pada saat 
dewasa.

“Salah satu benefit terbesar 
adalah tumbuhnya agile mindset, 
artinya mendorong otak 
anak-anak untuk penasaran, 
otaknya lincah, selalu ingin tahu 
sehingga mereka ingin lari ke 
literasi,” tutur Shahnaz.

Shahnaz menambahkan di masa 
pandemi ini dengan adanya 
kebijakan untuk tinggal di rumah, 
dapat menjadi momen yang pas 
bagi orang tua untuk memulai 
kegiatan read aloud dengan 
buah hati mereka.

sorotan
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dibanding invasi perang. Artinya, 
kalau dari sekarang kita tidak 
menjabarkan program merdeka 
belajar melalui membaca, maka 
kita akan tertinggal 1.000 tahun 
dari bangsa lain," ujar Syarif.

Padahal, lanjut Syarif, budaya 
mendongeng sudah sangat 
populer di Indonesia sejak 300 
tahun lalu sebelum masehi. 
Bahkan ketika Gutenberg 
menemukan mesin cetak, seluruh 
orang di dunia datang ke Eropa 
hanya untuk membaca.

Syarif mengatakan, membaca 
memiliki keterkaitan terhadap 
tingkat literasi seseorang. 
Bahwasanya saat ini, tingkat 
literasi tertinggi bukan sekadar 
mengenal huruf, kata, dan 
kalimat tetapi mampu 
menciptakan barang dan jasa 
yang dapat bersaing di pasar 
global.

"Karena hadirnya persembahan 
teknologi di muka bumi ini, 
berasal dari seseorang yang 
membaca. Dan ini semua dapat 
diawali dengan read aloud atau 
membaca nyaring untuk 
menumbuhkan kecintaan 
membaca pada anak-anak," kata 
Syarif.

Sementara itu, Dirjen PAUD dan 
Dikdasmen, Jumeri, mengatakan, 

momen perayaan World Read 
Aloud Day adalah sebuah 

momen 

yang tepat untuk bersinergi lebih 
erat lagi dalam peningkatan 
literasi dan numerasi anak-anak 
bangsa.

Menurutnya, tak hanya peran 
pemerintah yang krusial namun 
juga perlu pendekatan yang lebih 
personal pada anak-anak, seperti 
lingkungan sekolah dan keluarga 
dalam pengembangan 
kemampuan literasi dan numerasi 
mereka. Hal ini dilakukan agar 
anak-anak lebih mudah 
menerima.

"Kita ingin anak-anak belajar 
dengan riang, guru mengajar 
dengan hati yang riang, hal ini 
dapat dilakukan dengan kegiatan 
membaca secara menyenangkan 
di sela-sela pembelajaran seperti 
read aloud contohnya," katanya.

Jumeri meyakini bahwa 
membaca nyaring atau read 
aloud dapat menguatkan 
karakter anak, meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis, dan 
menambah keterampilan bahasa 
anak-anak.

Sependapat dengan Jumeri, 
Shahnaz Haque, mengatakan 
kebiasaan membaca nyaring 
menjadi sebuah investasi yang 
akan dituai anak-anak pada saat 
dewasa.

“Salah satu benefit terbesar 
adalah tumbuhnya agile mindset, 
artinya mendorong otak 
anak-anak untuk penasaran, 
otaknya lincah, selalu ingin tahu 
sehingga mereka ingin lari ke 
literasi,” tutur Shahnaz.

Shahnaz menambahkan di masa 
pandemi ini dengan adanya 
kebijakan untuk tinggal di rumah, 
dapat menjadi momen yang pas 
bagi orang tua untuk memulai 
kegiatan read aloud dengan 
buah hati mereka.Muhammad Syarif Bando
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“Kita sebagai orang tualah yang 
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Buku biasanya berisi teks yang 
lebih panjang daripada buku bayi. 
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Dukung Terciptanya Satu Data
Perpustakaan, Perpusnas Luncurkan
Aplikasi Pendataan Perpustakaan
Berbasis Wilayah

SOSIALISASI APLIKASI PENDATAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS WILAYAH

Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Perpustakaan di Indonesia yang sudah terbentuk, sebaiknya memberitahukan 
keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai perpustakaan pembina. Hal ini sesuai dengan 
amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 15 ayat 3 huruf e.

ntuk itu, Perpusnas melakukan pendataan 
perpustakaan berbasis wilayah guna 
mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan 

yang ada di Indonesia. Dalam pendataan tersebut, 
Perpusnas menerbitkan nomor pokok perpustakaan 
(NPP) untuk perpustakaan yang telah melaporkan ke 
aplikasi.

Seperti diketahui, Perpusnas sebelumnya telah 

memiliki dua jenis aplikasi untuk pendataan 
perpustakaan yakni Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 
dan pemetaan perpustakaan berbasis wilayah. Pada 
2018, aplikasi tersebut digabungkan menjadi 
pendataan perpustakaan berbasis wilayah, yang 
diakses melalui laman data.perpusnas.go.id.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando 
mengatakan, pendataan perpustakaan ini penting 

dilakukan untuk mengetahui 
kondisi semua jenis perpustakaan 
di Indonesia.

"Pendataan ini menjadi sangat 
penting untuk meyakinkan 
kepada stakeholder kita, bahwa 
perpustakaan suatu ruang belajar 
yang sangat penting pada 
eranya," kata Syarif.

Ia berpendapat bahwa melalui 
data perpustakaan ini dapat 
digunakan untuk menganalisis 
berbagai problematika yang ada 
di Indonesia dalam upaya 
meningkatkan kegemaran 
membaca dan meningkatkan 
indeks literasi.

"Sehingga implikasinya, 
Perpusnas, perpustakaan di 
tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota dapat dengan 
mudah memperoleh data yang 
valid untuk pengambilan 
keputusan, bahkan kebijakan 
dalam hal penganggaran," 
tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Syarif 
berharap ke depannya agar 
pengembangan aplikasi ini dapat 
menampilkan data dan profil 
setiap perpustakaan di wilayah 
provinsi, kabupaten/kota 
berdasarkan jenis perpustakaan 
dan urutan kualitasnya.

Tak hanya itu, menurut Syarif, 
perlu untuk memunculkan 
data-data kebijakan nasional 
untuk semua jenis perpustakaan, 
seperti SDM, koleksi, sarana 
prasarana, hingga kegiatan 
promosi perpustakaan.

"Dengan data-data ini dapat 
diketahui berapa banyak 
perpustakaan yang sudah sesuai 
dengan Standar Nasional 
Perpustakaan (SNP)," ungkapnya.

Syarif menambahkan, adanya 
aplikasi pendataan perpustakaan 
berbasis wilayah ini sesuai 
dengan Peraturan Presiden 
Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia.

"Semoga kesadaran akan 
pentingnya data tentang 
perpustakaan dapat direspon baik 
oleh pemerintah daerah. Saya 
yakin aplikasi ini dapat 
memberikan kemanfaatan untuk 
percepatan memperoleh data," 
harapnya.

Sementara itu, pengembang 
aplikasi, Agung Prihanggoro 
menjelaskan, pengembangan 
aplikasi pendataan perpustakaan 
berbasis wilayah ini dirancang 
dengan dua platform, yakni versi 
website dan mobile. Dengan fitur 
utama, pengelolaan 
perpustakaan, pengajuan NPP, 
simulasi SNP, dan pelaporan atau 
rekapitulasi.

"Fitur ini dapat digunakan untuk 
rekan-rekan pengelola 
perpustakaan di tingkat 
kabupaten/kota, provinsi, dan 
pusat untuk melakukan 
pengelolaan data. Editing, input 
data, sampai ke geotagging," 
jelasnya.

Beberapa fitur baru yang tersedia, 
di antaranya geotagging 
(integrasi ke Google Map), 
simulasi SNP, pengaduan dan live 
chat, dan notifikasi via app dan 
email.

"Simulasi SNP ini dapat 
digunakan sebagai self 
assesment suatu perpustakaan. 
Dari skor yang didapat bisa 
digunakan untuk pengembangan 
perpustakaannya," terang Agung.

Setelah sosialisasi untuk admin di 
tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota, maka 
dilanjutkan dengan sosialisasi 
aplikasi pendataan perpustakaan 
berbasis wilayah untuk 
perpustakaan sekolah/madrasah 
dan perpustakaan perguruan 
tinggi.

Dalam webinar Sosialisasi Aplikasi 
Pendataan Berbasis Wilayah 
khusus untuk Perpustakaan 
Sekolah/Madrasah dan Perguruan 
Tinggi, Deputi Bidang 
Pengembangan Sumber Daya 
Perpustakaan Perpusnas, Deni 
Kurniadi, menyatakan NPP adalah 
kode unik yang menjadi identitas 
suatu perpustakaan sehingga 
harus dimiliki setiap 
perpustakaan di Indonesia.

“NPP merupakan pemberian 
kode identitas pada setiap unit 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, di bawah koordinasi 
Perpusnas berdasarkan kode 
provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan, kode jenis 
perpustakaan, status 
perpustakaan, dan nomor urut 
perpustakaan,” jelasnya saat 
memberikan sambutan secara 

virtual pada Jumat (25/2/2022).

Pendataan perpustakaan berbasis 
wilayah merupakan upaya 
Perpusnas dalam memperbaiki 
tata kelola data untuk terciptanya 
satu data perpustakaan.

Pengintegrasian data seluruh 
jenis perpustakaan, dilakukan 
sebagai tindak lanjut Peraturan 
Presiden Republik Indonesia 
Nomor 39 tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia.

Selain itu, dia menambahkan, 
data perpustakaan yang valid dan 
terbaru ini, akan dijadikan sebagai 
salah satu data dukung di dalam 
pembuatan berbagai kebijakan di 
bidang perpustakaan. Data akan 
digunakan sebagai masukan 
dalam pembinaan dan 
pengembangan perpustakaan di 
Indonesia.

Dia berharap para pustakawan 

dan tenaga perpustakaan dapat 
melaksanakan tugasnya dengan 
baik selaku admin aplikasi 
pendataan maupun pengelola 
perpustakaan. Dengan begitu, 
seluruh perpustakaan yang ada di 
Indonesia dapat terselenggara 
sesuai Standar Nasional 
Perpustakaan.

Salah satu tujuan dari 
pengembangan aplikasi ini 
adalah mewujudkan keterpaduan 
perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan yang didukung 
dengan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta 
mudah untuk diakses dan 
dibagipakaikan, serta dikelola 
secara seksama, terintegrasi, dan 
berkelanjutan. 

Reporter: Wara Merdeka & 
Hanna Meinita
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Perpusnas, perpustakaan di 
tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota dapat dengan 
mudah memperoleh data yang 
valid untuk pengambilan 
keputusan, bahkan kebijakan 
dalam hal penganggaran," 
tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Syarif 
berharap ke depannya agar 
pengembangan aplikasi ini dapat 
menampilkan data dan profil 
setiap perpustakaan di wilayah 
provinsi, kabupaten/kota 
berdasarkan jenis perpustakaan 
dan urutan kualitasnya.

Tak hanya itu, menurut Syarif, 
perlu untuk memunculkan 
data-data kebijakan nasional 
untuk semua jenis perpustakaan, 
seperti SDM, koleksi, sarana 
prasarana, hingga kegiatan 
promosi perpustakaan.

"Dengan data-data ini dapat 
diketahui berapa banyak 
perpustakaan yang sudah sesuai 
dengan Standar Nasional 
Perpustakaan (SNP)," ungkapnya.

Syarif menambahkan, adanya 
aplikasi pendataan perpustakaan 
berbasis wilayah ini sesuai 
dengan Peraturan Presiden 
Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia.

"Semoga kesadaran akan 
pentingnya data tentang 
perpustakaan dapat direspon baik 
oleh pemerintah daerah. Saya 
yakin aplikasi ini dapat 
memberikan kemanfaatan untuk 
percepatan memperoleh data," 
harapnya.

Sementara itu, pengembang 
aplikasi, Agung Prihanggoro 
menjelaskan, pengembangan 
aplikasi pendataan perpustakaan 
berbasis wilayah ini dirancang 
dengan dua platform, yakni versi 
website dan mobile. Dengan fitur 
utama, pengelolaan 
perpustakaan, pengajuan NPP, 
simulasi SNP, dan pelaporan atau 
rekapitulasi.

"Fitur ini dapat digunakan untuk 
rekan-rekan pengelola 
perpustakaan di tingkat 
kabupaten/kota, provinsi, dan 
pusat untuk melakukan 
pengelolaan data. Editing, input 
data, sampai ke geotagging," 
jelasnya.

Beberapa fitur baru yang tersedia, 
di antaranya geotagging 
(integrasi ke Google Map), 
simulasi SNP, pengaduan dan live 
chat, dan notifikasi via app dan 
email.

"Simulasi SNP ini dapat 
digunakan sebagai self 
assesment suatu perpustakaan. 
Dari skor yang didapat bisa 
digunakan untuk pengembangan 
perpustakaannya," terang Agung.

Setelah sosialisasi untuk admin di 
tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota, maka 
dilanjutkan dengan sosialisasi 
aplikasi pendataan perpustakaan 
berbasis wilayah untuk 
perpustakaan sekolah/madrasah 
dan perpustakaan perguruan 
tinggi.

Dalam webinar Sosialisasi Aplikasi 
Pendataan Berbasis Wilayah 
khusus untuk Perpustakaan 
Sekolah/Madrasah dan Perguruan 
Tinggi, Deputi Bidang 
Pengembangan Sumber Daya 
Perpustakaan Perpusnas, Deni 
Kurniadi, menyatakan NPP adalah 
kode unik yang menjadi identitas 
suatu perpustakaan sehingga 
harus dimiliki setiap 
perpustakaan di Indonesia.

“NPP merupakan pemberian 
kode identitas pada setiap unit 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, di bawah koordinasi 
Perpusnas berdasarkan kode 
provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan, kode jenis 
perpustakaan, status 
perpustakaan, dan nomor urut 
perpustakaan,” jelasnya saat 
memberikan sambutan secara 

virtual pada Jumat (25/2/2022).

Pendataan perpustakaan berbasis 
wilayah merupakan upaya 
Perpusnas dalam memperbaiki 
tata kelola data untuk terciptanya 
satu data perpustakaan.

Pengintegrasian data seluruh 
jenis perpustakaan, dilakukan 
sebagai tindak lanjut Peraturan 
Presiden Republik Indonesia 
Nomor 39 tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia.

Selain itu, dia menambahkan, 
data perpustakaan yang valid dan 
terbaru ini, akan dijadikan sebagai 
salah satu data dukung di dalam 
pembuatan berbagai kebijakan di 
bidang perpustakaan. Data akan 
digunakan sebagai masukan 
dalam pembinaan dan 
pengembangan perpustakaan di 
Indonesia.

Dia berharap para pustakawan 

dan tenaga perpustakaan dapat 
melaksanakan tugasnya dengan 
baik selaku admin aplikasi 
pendataan maupun pengelola 
perpustakaan. Dengan begitu, 
seluruh perpustakaan yang ada di 
Indonesia dapat terselenggara 
sesuai Standar Nasional 
Perpustakaan.

Salah satu tujuan dari 
pengembangan aplikasi ini 
adalah mewujudkan keterpaduan 
perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan yang didukung 
dengan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta 
mudah untuk diakses dan 
dibagipakaikan, serta dikelola 
secara seksama, terintegrasi, dan 
berkelanjutan. 

Reporter: Wara Merdeka & 
Hanna Meinita
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Pusat Jasa Informasi Perpustakaan
dan Pengelolaan Naskah Nusantara
Kembali Raih Predikat Pelayanan
Publik “Sangat Baik”

HASIL EVALUASI DAN PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP K/L/D TAHUN 2021

Jakarta—Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional RI 
(Perpusnas), kembali meraih penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik 
lingkup kementerian/lembaga tahun 2021.
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al ini berdasarkan hasil 
evaluasi yang dilakukan 
Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Sipil 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PAN RB) atas kinerja pelayanan 
publik yang dilakukan Perpusnas.

Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo, 
pada Selasa (08/03/2022) 
mengatakan reformasi birokrasi 
merupakan salah satu visi misi 
Presiden Joko Widodo 2019-2014.

Menurut Tjahjo apabila birokrasi 
lambat, masyarakat akan menilai 
bahwa pemerintah pusat sampai 
daerah bahkan hingga 
desa/kelurahan, telah gagal.

“Penjabaran singkat reformasi 

birokrasi adalah memangkas 
birokrasi yang panjang menjadi 
pendek, cepat, berani mengambil 
keputusan, mempercepat proses 
perizinan, dan juga mempercepat 
proses pelayanan publik di 
seluruh lingkup kementerian, 
lembaga, maupun daerah,” 
jelasnya.

Selain itu, mengutip pidato 
Presiden Joko Widodo, Tjahjo juga 
mengingatkan bahwa jiwa 
melayani serta membantu 
masyarakat wajib tertanam kuat 
dalam diri.

“Bukan zamannya lagi aparatur 
negara seperti pejabat zaman 
kolonial, malah minta dilayani,” 
imbuhnya.

Berdasarkan Permenpan RB 
Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman 
Penilaian Kinerja Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik, 
evaluasi pelayanan publik pada 
unit penyelenggara dilakukan 
terhadap 6 aspek yaitu aspek 
kebijakan pelayanan, 
profesionalisme SDM, sarana 
prasarana, sistem informasi 
pelayanan publik, konsultasi dan 
pengaduan, serta inovasi.

Pada penilaian tahun 2021, di 
antaranya sebanyak 30 K/L 
mendapat predikat A- (Sangat 
Baik) dan 17 K/L mendapatkan 
predikat A (Pelayanan Prima).
 
Reporter: Eka Purniawati

Courtesy of Kementerian PAN-RB

Volume XXIX
No. 1/2022 10



Antisipasi Serangan Siber,
Perpusnas Luncurkan
Tim Perpusnas-CSIRT

KOLABORASI PERPUSNAS DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

lt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, 
mengatakan tim PERPUSNAS-CSIRT 
diharapkan bekerja dengan sigap dan tangguh 

dalam menghadapi serangan siber di lingkungan 
Perpusnas. Tim bertanggung jawab untuk menerima, 
meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas 
insiden keamanan siber. Pembentukan tim CSIRT 

berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara 
(BSSN). 

“Ucapan terima kasih dan apresiasi kami haturkan 
kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara beserta 
jajaran yang telah memberikan dukungan dan 
fasilitasi kepada kami, sehingga pada tahun 2022 ini 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Perpustakaan Nasional (Perpusnas) meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber 
atau PERPUSNAS-CSIRT untuk mencegah dan mengantisipasi serangan siber dalam seluruh kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

Perpustakaan Nasional berhasil 
menjadi salah satu dari 25 
lembaga pusat yang dipercaya 
untuk membentuk dan 
meluncurkan tim tanggap 
insiden siber,” ujarnya dalam 
peluncuran tim 
PERPUSNAS-CSIRT di Teater 
Perpusnas, Jl. Medan Merdeka 
Selatan, Jakarta, pada Rabu 
(2/3/2022).

Dia menjelaskan, sebagai 
lembaga publik, Perpusnas 
berinovasi dalam meningkatkan 
kuantitas dan kualitas serta 
memperluas jangkauan 
pelayanan dengan 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi dan 
komunikasi.

Peningkatan kecepatan dan 
perluasan jangkauan layanan 
dengan memanfaatkan teknologi 
berbasis digital dan jejaring 
internet, memberikan 
memberikan dampak kepada 
peningkatan kinerja 
penyelenggaraan tata kelola dan 
pelayanan publik Perpusnas. 
Namun, penyelenggaraan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik 
tidak terlepas dari risiko 
keamanan informasi.

“Implementasi keamanan 
informasi yang telah dilakukan 
oleh Perpustakaan Nasional yaitu, 
sertifikasi ISO 27001 sejak tahun 
2019, peningkatan keamanan 
jaringan komputer, peningkatan 
keamanan aplikasi dan situs web, 
penerapan manajemen hak akses 
sistem, penggunaan antivirus 
skala enterprise pada 
server-server, penerapan 
sertifikat SSL atau secure 
HTTP, dan sebagainya,” 
urainya.

Upaya sudah dilakukan 
untuk mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan berbasis 
elektronik, di antaranya 

membentuk tim dan operasional 
layanan IT service desk sejak 2021 
sebagai salah satu unsur dalam 
upaya penerapan dan sertifikasi 
ISO 20000, serta membentuk 
kelompok kerja Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 
pada Pusat Data dan Informasi 
(Pusdatin) yang menjadi leading 
sector tata kelola TIK, 
peningkatan keamanan 
informasi, dan antisipasi terhadap 
serangan siber.

Perpusnas juga aktif dalam 
jejaring Satu Data Indonesia 
dengan membentuk tim wali 
data dan tim produsen data, serta 
pemanfaatan infrastruktur Pusat 
Data Nasional.

Sekretaris Utama BSSN, Syahrul 
Mubarak, mengungkapkan pada 
hakikatnya, ancaman siber 
dikategorikan sebagai ancaman 
hibrida. Serangan siber bersifat 
teknis dan sosial. Pada umumnya, 
serangan siber teknis menyerang 
data yang berada di jaringan, 
server, database dan aplikasi 
seperti pishing, malware attack, 
dan lainnya. Sementara serangan 
siber sosial menargetkan manusia 
untuk mempengaruhi cara pikir, 
sistem kepercayaan, dan sikap 
tindak manusia yang berinteraksi 
di ruang siber dengan target ide, 
pilihan, pendapat, emosi, opini, 
dan motivasi.

Saat ini, pihaknya 
beserta instansi 

terkait sedang 
menyusun tiga 
peraturan strategis 

keamanan siber 
yaitu strategi 

keamanan 
siber 

nasional, perlindungan 
infrastruktur informasi vital, dan 
manajemen krisis siber. 
“Peraturan akan tertuang dalam 
bentuk peraturan presiden,” 
jelasnya.

Pembentukan CSIRT sendiri 
merupakan salah satu prioritas 
strategis yang diamanatkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 
18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2020-2024. 
Dia menambahkan, pada 2020, 
telah dibentuk 15 CSIRT 
dilanjutkan pada 2021 sebanyak 
39 CSIRT sebagai pelaksana 
keamanan siber.

Ke depan, kemampuan sumber 
daya tim Perpusnas-CSIRT 
ditingkatkan melalui berbagai 
pelatihan, workshop, dan simulasi 
penanganan, sehingga siap 
menghadapi semua serangan 
siber. Dia berharap, tim dapat 
berkolaborasi, bersinergi, dan 
berbagi informasi dengan seluruh 
stakeholder keamanan siber, 
terutama dalam melakukan 
penanggulangan dan pemulihan 
insiden siber.

“Secara khusus, pembentukan 
tim ini kami harapkan dapat 
mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi Perpusnas antara lain 
pembinaan perpustakaan secara 
nasional,” pungkasnya.

Perpusnas-CSIRT beranggotakan 
tim dari Pusdatin dan melibatkan 
perwakilan dari unit kerja di 
Perpusnas. Beberapa kanal 
dibuka untuk menerima respons 
terkait masalah keamanan siber 
di lingkungan Perpusnas, baik 
melalui form aduan di situs web, 
call center maupun via pesan 
WhatsApp.

Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad 
Kemal Nasution
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Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad 
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Sekretaris Utama BSSN
Dok. Perpusnas

Syahrul Mubarak
Sekretaris Utama BSSN
Dok. Perpusnas
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Perpusnas
Fasilitasi
Pembangunan
Gedung
Perpustakaan
di Daerah 
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dalam bentuk 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perpustakaan 
dengan total 6 (enam) menu usulan yang dapat diajukan oleh 
34 perpustakaan provinsi dan 514 perpustakaan 
kabupaten/kota.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SUBBIDANG PERPUSTAKAAN

dapun 6 (enam) menu pengajuan DAK yang dapat 
diusulkan antara lain pembangunan gedung, 
perluasan gedung, renovasi gedung, koleksi 

perpustakaan, pengadaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), dan pengadaan perabot.

Mengingat perpustakaan merupakan jantung pendidikan 
yang mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk 
dapat lebih mudah terkoneksi dengan dunia luar dan sarana 
belajar bagi masyarakat yang menyediakan berbagai 
informasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya, 
maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak provinsi dan 
kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 dalam periode Januari-Maret, Perpusnas 
telah meresmikan gedung perpustakaan di berbagai daerah 
di Indonesia. Tercatat ada 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota 
yang tersebar di beberapa pulau telah mendapatkan bantuan 
tersebut, yaitu: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Gunungkidul, 
Kota Batu, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo 
Utara, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Agam, Kabupaten 
Boyolali, Kota Bima, dan 
Kabupaten Bima.

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat tepatnya 
Kabupaten Majalengka pada 
tahun 2021 mendapat bantuan 
untuk membangun gedung 
perpustakaan melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan. Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Majalengka Irwan 
Dirwan menceritakan kunjungan 
pemustaka ke Perpustakaan 
Kabupaten Majalengka kini kian 
meningkat.

“Terima kasih kehadiran Bapak 
untuk meresmikan gedung 
perpustakaan baru di Majalengka 
membuat kunjungan sangat 
meningkat. Tadinya hanya sekitar 
50 orang per harinya. Sekarang 
bisa mencapai 300 orang,” 
sebutnya saat bertemu Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando, Kamis (27/1/2022), setelah 
diresmikan Kepala Perpusnas 
pada Selasa (4/1/2022).

Kabupaten Lombok Utara
Masyarakat di Kabupaten Lombok 
Utara, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mengapresiasi dan 
menyambut baik kehadiran 
bangunan perpustakaan megah 
di wilayahnya. Anggaran untuk 

membangun Gedung Fasilitas 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Lombok Utara ini 
bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai sebesar Rp10 miliar pada 
tahun 2021.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya 
ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak terkait yang telah 
berkontribusi terutama 
pemerintah pusat melalui 
Perpustakaan Nasional. Adapun 
tujuan dari pembangunan 
perpustakaan ini adalah untuk 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat Kabupaten Lombok 
Utara,” ucap Bupati Lombok Utara 
Djohan Sjamsu pada peresmian 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Lombok Utara yang 
diselenggarakan secara langsung, 
Jumat (14/1/2022).

Kabupaten Gunungkidul
Dengan nilai yang sama, warga 
Kabupaten Gunungkidul kini juga 
telah memiliki gedung fasilitas 
layanan perpustakaan yang 
representatif. Pada kesempatan 

itu, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando 
mengatakan, kehadiran 
perpustakaan merupakan wujud 
dari keberpihakan pemerintah 
pusat dalam menyiapkan 
infrastruktur pelayanan dasar, 
sekaligus mempercepat capaian 
target nasional dalam 
mendukung peningkatan sumber 
daya manusia (SDM).

"Bangunan tiga lantai ini 
merupakan suatu monumental 
untuk Kabupaten Gunungkidul, 
dalam mempercepat agenda 
nasional dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM," ujar 
Syarif Bando, usai meresmikan 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gunungkidul pada Selasa 
(25/1/2022).

Kota Batu

Pada tahun 2021, Kota Batu 
mendapatkan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 
gedung senilai Rp2,75 miliar. Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
mengatakan, gedung 
perpustakaan yang telah selesai 
direnovasi ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
karena sebelumnya, gedung 
perpustakaan daerah kota Batu 
berada di kompleks perkantoran 
Balai Kota Among Tani. Setelah 
dilakukan evaluasi selama enam 
tahun berjalan, masyarakat 
enggan datang ke perpustakaan.

"Dengan diresmikannya gedung 
perpustakaan ini, perpustakaan 
bisa lebih mengembangkan 
inovasi dan kreativitasnya, 
sehingga masyarakat lebih berani 
dan mau datang ke 
perpustakaan. Apalagi, literasi 
membaca adalah hal yang wajib 
untuk kehidupan saat ini jika kita 
mau maju," ungkap Dewati saat 
peresmian gedung perpustakaan 
pada Jumat (4/2/2022).

Kabupaten Kendal
Di Provinsi Jawa Tengah, Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal yang berlokasi 
di Jl. Pemuda No. 39A, Kendal, 
diresmikan oleh Sekretaris Utama 
Perpusnas Woro Titi Haryanti 
pada Kamis (10/2/2022). 
Pembangunannya menggunakan 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun 2021 sebesar 
Rp10 miliar.

Menurut Bupati Kendal Dico 
Mahtado Ganinduto Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal merupakan 
bangunan pertama di daerahnya 
yang dibangun secara modern 
namun tidak meninggalkan 
kearifan lokal. Gedung ini 
disebutnya sebagai The Light 
Library atau perpustakaan yang 
memberikan cahaya.

Kabupaten Deli Serdang
Sementara itu, Gedung Layanan 
Perpustakaan Umum Kabupaten 
Deli Serdang yang baru, 
diresmikan oleh Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 

Bando bersama Bupati Deli 
Serdang Ashari Tambunan pada 
Jumat (11/2/2022).

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan 
Tan yang juga turut hadir 
mengatakan merasa bangga atas 
peresmian gedung perpustakaan 
Deli Serdang. Menurutnya, Deli 
Serdang memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah dan 
perlu membangun sumber daya 
manusia. Dengan begitu sumber 
daya alam yang ada dapat 
dijadikan produk-produk yang 
mampu memberikan dampak 
sosial kesejahteraan bagi 
masyarakatnya.

Provinsi Gorontalo
Peresmian gedung Layanan 
Perpustakaan Umum (LPU) yang 
diberi nama H. B. Jassin di 
Provinsi Gorontalo ditandai 
dengan pengguntingan pita dan 
dilanjutkan dengan 
penandatanganan prasasti oleh 
Kepala Perpusnas dan Gubernur 
Gorontalo Rusli Habibie pada 
Senin (21/2/2022). LPU H. B. Jassin 
mendapat bantuan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 

gedung senilai Rp4,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama 
juga diserahkan bantuan mobil 
perpustakaan keliling. Selain itu, 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
antara Perpusnas dengan 
Pemerintah Provinsi Gorontalo 
dan 8 (delapan) perguruan tinggi.

Kabupaten Gorontalo
Warga Kabupaten Gorontalo 
Utara kini juga telah memiliki 
gedung layanan perpustakaan 
daerah yang megah dan 
representatif. Kehadiran 
perpustakaan ini diharapkan 
dapat membuka wawasan dan 
pengetahuan bagi warga 
Gorontalo Utara dan sekitarnya. 
Gedung perpustakaan yang telah 
diresmikan pada Selasa 
(22/2/2022) ini, dibangun dengan 
bantuan DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun dengan nilai 
kontrak sebesar Rp9,5 miliar.

Bupati Gorontalo Utara Indra 
Yasin pun mengajak para kepala 
sekolah untuk mengagendakan 
kunjungan siswa ke 
perpustakaan. Begitu juga 
perguruan tinggi agar mahasiswa 
dapat memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini.

"Mari kita gunakan perpustakaan 
ini. Di sinilah tempat untuk 
mencari pengetahuan dan 
pengetahuan tidak harus didapat 
secara formal tetapi juga 
nonformal melalui perpustakaan," 
lanjutnya.

Kabupaten Purworejo
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
2021 Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai pagu anggaran sebesar Rp10 
miliar mengesahkan kehadiran 
sebuah fasilitas ruang belajar 
terbuka di Kabupaten Purworejo. 
Acara peresmian secara simbolis 
gedung fasilitas layanan 
perpustakaan umum Kabupaten 
Purworejo ini diselenggarakan 
dalam rangka peringatan hari jadi 
ke-151 Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan yang sama 
Bupati Purworejo Agus Bastian 
mengucapkan terima kasih 
kepada Perpusnas karena telah 
memberikan fasilitas gedung 
yang diharapkan dalam upaya 
menarik minat baca masyarakat 
untuk menambah wawasan dan 
keilmuan.

“Atas nama pemerintah daerah 
Kabupaten Purworejo, saya 
ucapkan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan dan 
saya juga mengajak kepada 
seluruh masyarakat untuk 
memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini,” 
ucap Agus saat peresmian pada 
Jumat (25/2/2022).

Kabupaten Agam
Manusia unggul merupakan 
individu yang menguasai ilmu 
pengetahuan, memiliki 
kemampuan inovasi dan 
kreativitas, dapat menciptakan 
lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran dan memproduksi 

barang dan jasa yang bisa dipakai 
dalam kompetisi global.

Demikian disampaikan Kepala 
Perpusnas usai meresmikan 
gedung layanan perpustakaan 
daerah Kabupaten Agam yang 
pembangunannya bersumber 
pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan tahun anggaran 
2021 senilai Rp9,5 miliar.

Bupati Agam Andri Warman 
menyebut perpustakaan memiliki 
arti penting dalam meningkatkan 
kemampuan literasi masyarakat, 
di antaranya, kemampuan untuk 
mengidentifikasi, mengerti dan 
memahami serta menciptakan 
barang dan jasa.

"Dengan diresmikannya 
perpustakaan ini tentu 
menambah kekayaan Kabupaten 
Agam di bidang literasi. Melalui 
gedung perpustakaan yang 
representatif ini kita dapat 
melaksanakan berbagai kegiatan 
sosialisasi dan promosi minat 
baca masyarakat," tutur Andri, 
Selasa (8/3/2022).

Kabupaten Boyolali
Gedung layanan perpustakaan 
Kabupaten Boyolali yang diberi 
nama Remen Maos diresmikan, 
Selasa (15/3/2022) oleh Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Perpustakaan dan Jasa Informasi 
Perpusnas, Ofy Sofiana bersama 
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Ofy mengatakan skema 

pendanaan pembangunan 
perpustakaan melalui DAK 
Subbidang Perpustakaan 
diharapkan mampu menjadi 
stimulan bagi pemerintah daerah 
untuk mengembangkan layanan 
perpustakaan dan meningkatkan 
indeks literasi masyarakatnya.

Kota Bima
Iqra atau baca berlaku untuk 
seluruh manusia di dunia. Karena 
dengan membaca dapat 
merubah nasib seseorang dan 
membuat sebuah negara menjadi 
maju. “Dengan membaca pasti 
dapat merubah nasib karena 
tidak ada yang bisa menolong 
kita kecuali ilmu pengetahuan,” 
ucap Syarif Bando dalam 
sambutan Peresmian Gedung 
Layanan Perpustakaan Daerah di 
Kota Bima yang diselenggarakan 
secara hybrid, Selasa (22/3/2022).

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, 
berkisah selama ini banyak 
masyarakat Bima yang diketahui 
berprofesi sebagai guru, dengan 
demikian keberadaan gedung 
perpustakaan tersebut sangat 
memberikan manfaat serta 

merupakan cita-cita bagi para 
pendidik yang berada di Kota 
Bima.

Kabupaten Bima
Selain Kota Bima, Kabupaten 
Bima juga tidak ketinggalan 
memperoleh bantuan berupa 
pembangunan gedung 
perpustakaan. Sebagai wujud 
nyata komitmen pemerintah 
dalam menyediakan fasilitas 
layanan dasar untuk masyarakat, 
Pemerintah Pusat melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan membangun 
Gedung Layanan Perpustakaan 
Daerah megah di Kabupaten 
Bima Provinsi dengan pagu 
anggaran tahun 2021 senilai Rp8,6 
miliar.

Bupati Bima Indah Dhamayanti 
Putri menyampaikan terima kasih 
atas dukungan pemerintah pusat 
(Perpusnas) dalam penyediaan 
gedung perpustakaan. 
Kabupaten Bima menjadi salah 
satu dari tiga kabupaten/kota di 
Provinsi NTB. Dikatakan, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bima terus bergerak untuk 
mempersiapkan infrastruktur 
guna mendukung meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, saya menitipkan 
harapan kepada seluruh warga 
agar perpustakaan dapat 
dimanfaatkan bersama. 
Perpustakaan ini milik 
masyarakat, siapa pun boleh hadir 
menikmati bacaan yang 
disediakan disini. Tetapi tetap 
dijaga kebersihannya, dirawat 
bersama," ungkap Indah pada 
sambutannya saat peresmian 
gedung perpustakaan, Rabu 
(23/3/2022).
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dapun 6 (enam) menu pengajuan DAK yang dapat 
diusulkan antara lain pembangunan gedung, 
perluasan gedung, renovasi gedung, koleksi 

perpustakaan, pengadaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), dan pengadaan perabot.

Mengingat perpustakaan merupakan jantung pendidikan 
yang mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk 
dapat lebih mudah terkoneksi dengan dunia luar dan sarana 
belajar bagi masyarakat yang menyediakan berbagai 
informasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya, 
maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak provinsi dan 
kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 dalam periode Januari-Maret, Perpusnas 
telah meresmikan gedung perpustakaan di berbagai daerah 
di Indonesia. Tercatat ada 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota 
yang tersebar di beberapa pulau telah mendapatkan bantuan 
tersebut, yaitu: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Gunungkidul, 
Kota Batu, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo 
Utara, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Agam, Kabupaten 
Boyolali, Kota Bima, dan 
Kabupaten Bima.

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat tepatnya 
Kabupaten Majalengka pada 
tahun 2021 mendapat bantuan 
untuk membangun gedung 
perpustakaan melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan. Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Majalengka Irwan 
Dirwan menceritakan kunjungan 
pemustaka ke Perpustakaan 
Kabupaten Majalengka kini kian 
meningkat.

“Terima kasih kehadiran Bapak 
untuk meresmikan gedung 
perpustakaan baru di Majalengka 
membuat kunjungan sangat 
meningkat. Tadinya hanya sekitar 
50 orang per harinya. Sekarang 
bisa mencapai 300 orang,” 
sebutnya saat bertemu Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando, Kamis (27/1/2022), setelah 
diresmikan Kepala Perpusnas 
pada Selasa (4/1/2022).

Kabupaten Lombok Utara
Masyarakat di Kabupaten Lombok 
Utara, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mengapresiasi dan 
menyambut baik kehadiran 
bangunan perpustakaan megah 
di wilayahnya. Anggaran untuk 

membangun Gedung Fasilitas 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Lombok Utara ini 
bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai sebesar Rp10 miliar pada 
tahun 2021.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya 
ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak terkait yang telah 
berkontribusi terutama 
pemerintah pusat melalui 
Perpustakaan Nasional. Adapun 
tujuan dari pembangunan 
perpustakaan ini adalah untuk 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat Kabupaten Lombok 
Utara,” ucap Bupati Lombok Utara 
Djohan Sjamsu pada peresmian 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Lombok Utara yang 
diselenggarakan secara langsung, 
Jumat (14/1/2022).

Kabupaten Gunungkidul
Dengan nilai yang sama, warga 
Kabupaten Gunungkidul kini juga 
telah memiliki gedung fasilitas 
layanan perpustakaan yang 
representatif. Pada kesempatan 

itu, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando 
mengatakan, kehadiran 
perpustakaan merupakan wujud 
dari keberpihakan pemerintah 
pusat dalam menyiapkan 
infrastruktur pelayanan dasar, 
sekaligus mempercepat capaian 
target nasional dalam 
mendukung peningkatan sumber 
daya manusia (SDM).

"Bangunan tiga lantai ini 
merupakan suatu monumental 
untuk Kabupaten Gunungkidul, 
dalam mempercepat agenda 
nasional dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM," ujar 
Syarif Bando, usai meresmikan 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gunungkidul pada Selasa 
(25/1/2022).

Kota Batu

Pada tahun 2021, Kota Batu 
mendapatkan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 
gedung senilai Rp2,75 miliar. Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
mengatakan, gedung 
perpustakaan yang telah selesai 
direnovasi ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
karena sebelumnya, gedung 
perpustakaan daerah kota Batu 
berada di kompleks perkantoran 
Balai Kota Among Tani. Setelah 
dilakukan evaluasi selama enam 
tahun berjalan, masyarakat 
enggan datang ke perpustakaan.

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Majalengka
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Lombok Utara
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Gunungkidul
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kota Batu
Dok. Pemkot Batu

"Dengan diresmikannya gedung 
perpustakaan ini, perpustakaan 
bisa lebih mengembangkan 
inovasi dan kreativitasnya, 
sehingga masyarakat lebih berani 
dan mau datang ke 
perpustakaan. Apalagi, literasi 
membaca adalah hal yang wajib 
untuk kehidupan saat ini jika kita 
mau maju," ungkap Dewati saat 
peresmian gedung perpustakaan 
pada Jumat (4/2/2022).

Kabupaten Kendal
Di Provinsi Jawa Tengah, Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal yang berlokasi 
di Jl. Pemuda No. 39A, Kendal, 
diresmikan oleh Sekretaris Utama 
Perpusnas Woro Titi Haryanti 
pada Kamis (10/2/2022). 
Pembangunannya menggunakan 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun 2021 sebesar 
Rp10 miliar.

Menurut Bupati Kendal Dico 
Mahtado Ganinduto Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal merupakan 
bangunan pertama di daerahnya 
yang dibangun secara modern 
namun tidak meninggalkan 
kearifan lokal. Gedung ini 
disebutnya sebagai The Light 
Library atau perpustakaan yang 
memberikan cahaya.

Kabupaten Deli Serdang
Sementara itu, Gedung Layanan 
Perpustakaan Umum Kabupaten 
Deli Serdang yang baru, 
diresmikan oleh Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 

Bando bersama Bupati Deli 
Serdang Ashari Tambunan pada 
Jumat (11/2/2022).

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan 
Tan yang juga turut hadir 
mengatakan merasa bangga atas 
peresmian gedung perpustakaan 
Deli Serdang. Menurutnya, Deli 
Serdang memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah dan 
perlu membangun sumber daya 
manusia. Dengan begitu sumber 
daya alam yang ada dapat 
dijadikan produk-produk yang 
mampu memberikan dampak 
sosial kesejahteraan bagi 
masyarakatnya.

Provinsi Gorontalo
Peresmian gedung Layanan 
Perpustakaan Umum (LPU) yang 
diberi nama H. B. Jassin di 
Provinsi Gorontalo ditandai 
dengan pengguntingan pita dan 
dilanjutkan dengan 
penandatanganan prasasti oleh 
Kepala Perpusnas dan Gubernur 
Gorontalo Rusli Habibie pada 
Senin (21/2/2022). LPU H. B. Jassin 
mendapat bantuan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 

gedung senilai Rp4,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama 
juga diserahkan bantuan mobil 
perpustakaan keliling. Selain itu, 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
antara Perpusnas dengan 
Pemerintah Provinsi Gorontalo 
dan 8 (delapan) perguruan tinggi.

Kabupaten Gorontalo
Warga Kabupaten Gorontalo 
Utara kini juga telah memiliki 
gedung layanan perpustakaan 
daerah yang megah dan 
representatif. Kehadiran 
perpustakaan ini diharapkan 
dapat membuka wawasan dan 
pengetahuan bagi warga 
Gorontalo Utara dan sekitarnya. 
Gedung perpustakaan yang telah 
diresmikan pada Selasa 
(22/2/2022) ini, dibangun dengan 
bantuan DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun dengan nilai 
kontrak sebesar Rp9,5 miliar.

Bupati Gorontalo Utara Indra 
Yasin pun mengajak para kepala 
sekolah untuk mengagendakan 
kunjungan siswa ke 
perpustakaan. Begitu juga 
perguruan tinggi agar mahasiswa 
dapat memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini.

"Mari kita gunakan perpustakaan 
ini. Di sinilah tempat untuk 
mencari pengetahuan dan 
pengetahuan tidak harus didapat 
secara formal tetapi juga 
nonformal melalui perpustakaan," 
lanjutnya.

Kabupaten Purworejo
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
2021 Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai pagu anggaran sebesar Rp10 
miliar mengesahkan kehadiran 
sebuah fasilitas ruang belajar 
terbuka di Kabupaten Purworejo. 
Acara peresmian secara simbolis 
gedung fasilitas layanan 
perpustakaan umum Kabupaten 
Purworejo ini diselenggarakan 
dalam rangka peringatan hari jadi 
ke-151 Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan yang sama 
Bupati Purworejo Agus Bastian 
mengucapkan terima kasih 
kepada Perpusnas karena telah 
memberikan fasilitas gedung 
yang diharapkan dalam upaya 
menarik minat baca masyarakat 
untuk menambah wawasan dan 
keilmuan.

“Atas nama pemerintah daerah 
Kabupaten Purworejo, saya 
ucapkan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan dan 
saya juga mengajak kepada 
seluruh masyarakat untuk 
memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini,” 
ucap Agus saat peresmian pada 
Jumat (25/2/2022).

Kabupaten Agam
Manusia unggul merupakan 
individu yang menguasai ilmu 
pengetahuan, memiliki 
kemampuan inovasi dan 
kreativitas, dapat menciptakan 
lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran dan memproduksi 

barang dan jasa yang bisa dipakai 
dalam kompetisi global.

Demikian disampaikan Kepala 
Perpusnas usai meresmikan 
gedung layanan perpustakaan 
daerah Kabupaten Agam yang 
pembangunannya bersumber 
pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan tahun anggaran 
2021 senilai Rp9,5 miliar.

Bupati Agam Andri Warman 
menyebut perpustakaan memiliki 
arti penting dalam meningkatkan 
kemampuan literasi masyarakat, 
di antaranya, kemampuan untuk 
mengidentifikasi, mengerti dan 
memahami serta menciptakan 
barang dan jasa.

"Dengan diresmikannya 
perpustakaan ini tentu 
menambah kekayaan Kabupaten 
Agam di bidang literasi. Melalui 
gedung perpustakaan yang 
representatif ini kita dapat 
melaksanakan berbagai kegiatan 
sosialisasi dan promosi minat 
baca masyarakat," tutur Andri, 
Selasa (8/3/2022).

Kabupaten Boyolali
Gedung layanan perpustakaan 
Kabupaten Boyolali yang diberi 
nama Remen Maos diresmikan, 
Selasa (15/3/2022) oleh Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Perpustakaan dan Jasa Informasi 
Perpusnas, Ofy Sofiana bersama 
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Ofy mengatakan skema 

pendanaan pembangunan 
perpustakaan melalui DAK 
Subbidang Perpustakaan 
diharapkan mampu menjadi 
stimulan bagi pemerintah daerah 
untuk mengembangkan layanan 
perpustakaan dan meningkatkan 
indeks literasi masyarakatnya.

Kota Bima
Iqra atau baca berlaku untuk 
seluruh manusia di dunia. Karena 
dengan membaca dapat 
merubah nasib seseorang dan 
membuat sebuah negara menjadi 
maju. “Dengan membaca pasti 
dapat merubah nasib karena 
tidak ada yang bisa menolong 
kita kecuali ilmu pengetahuan,” 
ucap Syarif Bando dalam 
sambutan Peresmian Gedung 
Layanan Perpustakaan Daerah di 
Kota Bima yang diselenggarakan 
secara hybrid, Selasa (22/3/2022).

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, 
berkisah selama ini banyak 
masyarakat Bima yang diketahui 
berprofesi sebagai guru, dengan 
demikian keberadaan gedung 
perpustakaan tersebut sangat 
memberikan manfaat serta 

merupakan cita-cita bagi para 
pendidik yang berada di Kota 
Bima.

Kabupaten Bima
Selain Kota Bima, Kabupaten 
Bima juga tidak ketinggalan 
memperoleh bantuan berupa 
pembangunan gedung 
perpustakaan. Sebagai wujud 
nyata komitmen pemerintah 
dalam menyediakan fasilitas 
layanan dasar untuk masyarakat, 
Pemerintah Pusat melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan membangun 
Gedung Layanan Perpustakaan 
Daerah megah di Kabupaten 
Bima Provinsi dengan pagu 
anggaran tahun 2021 senilai Rp8,6 
miliar.

Bupati Bima Indah Dhamayanti 
Putri menyampaikan terima kasih 
atas dukungan pemerintah pusat 
(Perpusnas) dalam penyediaan 
gedung perpustakaan. 
Kabupaten Bima menjadi salah 
satu dari tiga kabupaten/kota di 
Provinsi NTB. Dikatakan, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bima terus bergerak untuk 
mempersiapkan infrastruktur 
guna mendukung meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, saya menitipkan 
harapan kepada seluruh warga 
agar perpustakaan dapat 
dimanfaatkan bersama. 
Perpustakaan ini milik 
masyarakat, siapa pun boleh hadir 
menikmati bacaan yang 
disediakan disini. Tetapi tetap 
dijaga kebersihannya, dirawat 
bersama," ungkap Indah pada 
sambutannya saat peresmian 
gedung perpustakaan, Rabu 
(23/3/2022).
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dapun 6 (enam) menu pengajuan DAK yang dapat 
diusulkan antara lain pembangunan gedung, 
perluasan gedung, renovasi gedung, koleksi 

perpustakaan, pengadaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), dan pengadaan perabot.

Mengingat perpustakaan merupakan jantung pendidikan 
yang mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk 
dapat lebih mudah terkoneksi dengan dunia luar dan sarana 
belajar bagi masyarakat yang menyediakan berbagai 
informasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya, 
maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak provinsi dan 
kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 dalam periode Januari-Maret, Perpusnas 
telah meresmikan gedung perpustakaan di berbagai daerah 
di Indonesia. Tercatat ada 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota 
yang tersebar di beberapa pulau telah mendapatkan bantuan 
tersebut, yaitu: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Gunungkidul, 
Kota Batu, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo 
Utara, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Agam, Kabupaten 
Boyolali, Kota Bima, dan 
Kabupaten Bima.

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat tepatnya 
Kabupaten Majalengka pada 
tahun 2021 mendapat bantuan 
untuk membangun gedung 
perpustakaan melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan. Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Majalengka Irwan 
Dirwan menceritakan kunjungan 
pemustaka ke Perpustakaan 
Kabupaten Majalengka kini kian 
meningkat.

“Terima kasih kehadiran Bapak 
untuk meresmikan gedung 
perpustakaan baru di Majalengka 
membuat kunjungan sangat 
meningkat. Tadinya hanya sekitar 
50 orang per harinya. Sekarang 
bisa mencapai 300 orang,” 
sebutnya saat bertemu Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando, Kamis (27/1/2022), setelah 
diresmikan Kepala Perpusnas 
pada Selasa (4/1/2022).

Kabupaten Lombok Utara
Masyarakat di Kabupaten Lombok 
Utara, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mengapresiasi dan 
menyambut baik kehadiran 
bangunan perpustakaan megah 
di wilayahnya. Anggaran untuk 

membangun Gedung Fasilitas 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Lombok Utara ini 
bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai sebesar Rp10 miliar pada 
tahun 2021.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya 
ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak terkait yang telah 
berkontribusi terutama 
pemerintah pusat melalui 
Perpustakaan Nasional. Adapun 
tujuan dari pembangunan 
perpustakaan ini adalah untuk 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat Kabupaten Lombok 
Utara,” ucap Bupati Lombok Utara 
Djohan Sjamsu pada peresmian 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Lombok Utara yang 
diselenggarakan secara langsung, 
Jumat (14/1/2022).

Kabupaten Gunungkidul
Dengan nilai yang sama, warga 
Kabupaten Gunungkidul kini juga 
telah memiliki gedung fasilitas 
layanan perpustakaan yang 
representatif. Pada kesempatan 

itu, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando 
mengatakan, kehadiran 
perpustakaan merupakan wujud 
dari keberpihakan pemerintah 
pusat dalam menyiapkan 
infrastruktur pelayanan dasar, 
sekaligus mempercepat capaian 
target nasional dalam 
mendukung peningkatan sumber 
daya manusia (SDM).

"Bangunan tiga lantai ini 
merupakan suatu monumental 
untuk Kabupaten Gunungkidul, 
dalam mempercepat agenda 
nasional dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM," ujar 
Syarif Bando, usai meresmikan 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gunungkidul pada Selasa 
(25/1/2022).

Kota Batu

Pada tahun 2021, Kota Batu 
mendapatkan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 
gedung senilai Rp2,75 miliar. Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
mengatakan, gedung 
perpustakaan yang telah selesai 
direnovasi ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
karena sebelumnya, gedung 
perpustakaan daerah kota Batu 
berada di kompleks perkantoran 
Balai Kota Among Tani. Setelah 
dilakukan evaluasi selama enam 
tahun berjalan, masyarakat 
enggan datang ke perpustakaan.

"Dengan diresmikannya gedung 
perpustakaan ini, perpustakaan 
bisa lebih mengembangkan 
inovasi dan kreativitasnya, 
sehingga masyarakat lebih berani 
dan mau datang ke 
perpustakaan. Apalagi, literasi 
membaca adalah hal yang wajib 
untuk kehidupan saat ini jika kita 
mau maju," ungkap Dewati saat 
peresmian gedung perpustakaan 
pada Jumat (4/2/2022).

Kabupaten Kendal
Di Provinsi Jawa Tengah, Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal yang berlokasi 
di Jl. Pemuda No. 39A, Kendal, 
diresmikan oleh Sekretaris Utama 
Perpusnas Woro Titi Haryanti 
pada Kamis (10/2/2022). 
Pembangunannya menggunakan 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun 2021 sebesar 
Rp10 miliar.

Menurut Bupati Kendal Dico 
Mahtado Ganinduto Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal merupakan 
bangunan pertama di daerahnya 
yang dibangun secara modern 
namun tidak meninggalkan 
kearifan lokal. Gedung ini 
disebutnya sebagai The Light 
Library atau perpustakaan yang 
memberikan cahaya.

Kabupaten Deli Serdang
Sementara itu, Gedung Layanan 
Perpustakaan Umum Kabupaten 
Deli Serdang yang baru, 
diresmikan oleh Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 

Bando bersama Bupati Deli 
Serdang Ashari Tambunan pada 
Jumat (11/2/2022).

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan 
Tan yang juga turut hadir 
mengatakan merasa bangga atas 
peresmian gedung perpustakaan 
Deli Serdang. Menurutnya, Deli 
Serdang memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah dan 
perlu membangun sumber daya 
manusia. Dengan begitu sumber 
daya alam yang ada dapat 
dijadikan produk-produk yang 
mampu memberikan dampak 
sosial kesejahteraan bagi 
masyarakatnya.

Provinsi Gorontalo
Peresmian gedung Layanan 
Perpustakaan Umum (LPU) yang 
diberi nama H. B. Jassin di 
Provinsi Gorontalo ditandai 
dengan pengguntingan pita dan 
dilanjutkan dengan 
penandatanganan prasasti oleh 
Kepala Perpusnas dan Gubernur 
Gorontalo Rusli Habibie pada 
Senin (21/2/2022). LPU H. B. Jassin 
mendapat bantuan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 

gedung senilai Rp4,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama 
juga diserahkan bantuan mobil 
perpustakaan keliling. Selain itu, 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
antara Perpusnas dengan 
Pemerintah Provinsi Gorontalo 
dan 8 (delapan) perguruan tinggi.

Kabupaten Gorontalo
Warga Kabupaten Gorontalo 
Utara kini juga telah memiliki 
gedung layanan perpustakaan 
daerah yang megah dan 
representatif. Kehadiran 
perpustakaan ini diharapkan 
dapat membuka wawasan dan 
pengetahuan bagi warga 
Gorontalo Utara dan sekitarnya. 
Gedung perpustakaan yang telah 
diresmikan pada Selasa 
(22/2/2022) ini, dibangun dengan 
bantuan DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun dengan nilai 
kontrak sebesar Rp9,5 miliar.

Bupati Gorontalo Utara Indra 
Yasin pun mengajak para kepala 
sekolah untuk mengagendakan 
kunjungan siswa ke 
perpustakaan. Begitu juga 
perguruan tinggi agar mahasiswa 
dapat memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini.

"Mari kita gunakan perpustakaan 
ini. Di sinilah tempat untuk 
mencari pengetahuan dan 
pengetahuan tidak harus didapat 
secara formal tetapi juga 
nonformal melalui perpustakaan," 
lanjutnya.

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Kendal
Dok. Pemkab Kendal

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Deli Serdang
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Gorontalo Utara
Dok. Perpusnas

Kabupaten Purworejo
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
2021 Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai pagu anggaran sebesar Rp10 
miliar mengesahkan kehadiran 
sebuah fasilitas ruang belajar 
terbuka di Kabupaten Purworejo. 
Acara peresmian secara simbolis 
gedung fasilitas layanan 
perpustakaan umum Kabupaten 
Purworejo ini diselenggarakan 
dalam rangka peringatan hari jadi 
ke-151 Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan yang sama 
Bupati Purworejo Agus Bastian 
mengucapkan terima kasih 
kepada Perpusnas karena telah 
memberikan fasilitas gedung 
yang diharapkan dalam upaya 
menarik minat baca masyarakat 
untuk menambah wawasan dan 
keilmuan.

“Atas nama pemerintah daerah 
Kabupaten Purworejo, saya 
ucapkan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan dan 
saya juga mengajak kepada 
seluruh masyarakat untuk 
memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini,” 
ucap Agus saat peresmian pada 
Jumat (25/2/2022).

Kabupaten Agam
Manusia unggul merupakan 
individu yang menguasai ilmu 
pengetahuan, memiliki 
kemampuan inovasi dan 
kreativitas, dapat menciptakan 
lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran dan memproduksi 

barang dan jasa yang bisa dipakai 
dalam kompetisi global.

Demikian disampaikan Kepala 
Perpusnas usai meresmikan 
gedung layanan perpustakaan 
daerah Kabupaten Agam yang 
pembangunannya bersumber 
pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan tahun anggaran 
2021 senilai Rp9,5 miliar.

Bupati Agam Andri Warman 
menyebut perpustakaan memiliki 
arti penting dalam meningkatkan 
kemampuan literasi masyarakat, 
di antaranya, kemampuan untuk 
mengidentifikasi, mengerti dan 
memahami serta menciptakan 
barang dan jasa.

"Dengan diresmikannya 
perpustakaan ini tentu 
menambah kekayaan Kabupaten 
Agam di bidang literasi. Melalui 
gedung perpustakaan yang 
representatif ini kita dapat 
melaksanakan berbagai kegiatan 
sosialisasi dan promosi minat 
baca masyarakat," tutur Andri, 
Selasa (8/3/2022).

Kabupaten Boyolali
Gedung layanan perpustakaan 
Kabupaten Boyolali yang diberi 
nama Remen Maos diresmikan, 
Selasa (15/3/2022) oleh Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Perpustakaan dan Jasa Informasi 
Perpusnas, Ofy Sofiana bersama 
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Ofy mengatakan skema 

pendanaan pembangunan 
perpustakaan melalui DAK 
Subbidang Perpustakaan 
diharapkan mampu menjadi 
stimulan bagi pemerintah daerah 
untuk mengembangkan layanan 
perpustakaan dan meningkatkan 
indeks literasi masyarakatnya.

Kota Bima
Iqra atau baca berlaku untuk 
seluruh manusia di dunia. Karena 
dengan membaca dapat 
merubah nasib seseorang dan 
membuat sebuah negara menjadi 
maju. “Dengan membaca pasti 
dapat merubah nasib karena 
tidak ada yang bisa menolong 
kita kecuali ilmu pengetahuan,” 
ucap Syarif Bando dalam 
sambutan Peresmian Gedung 
Layanan Perpustakaan Daerah di 
Kota Bima yang diselenggarakan 
secara hybrid, Selasa (22/3/2022).

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, 
berkisah selama ini banyak 
masyarakat Bima yang diketahui 
berprofesi sebagai guru, dengan 
demikian keberadaan gedung 
perpustakaan tersebut sangat 
memberikan manfaat serta 

merupakan cita-cita bagi para 
pendidik yang berada di Kota 
Bima.

Kabupaten Bima
Selain Kota Bima, Kabupaten 
Bima juga tidak ketinggalan 
memperoleh bantuan berupa 
pembangunan gedung 
perpustakaan. Sebagai wujud 
nyata komitmen pemerintah 
dalam menyediakan fasilitas 
layanan dasar untuk masyarakat, 
Pemerintah Pusat melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan membangun 
Gedung Layanan Perpustakaan 
Daerah megah di Kabupaten 
Bima Provinsi dengan pagu 
anggaran tahun 2021 senilai Rp8,6 
miliar.

Bupati Bima Indah Dhamayanti 
Putri menyampaikan terima kasih 
atas dukungan pemerintah pusat 
(Perpusnas) dalam penyediaan 
gedung perpustakaan. 
Kabupaten Bima menjadi salah 
satu dari tiga kabupaten/kota di 
Provinsi NTB. Dikatakan, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bima terus bergerak untuk 
mempersiapkan infrastruktur 
guna mendukung meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, saya menitipkan 
harapan kepada seluruh warga 
agar perpustakaan dapat 
dimanfaatkan bersama. 
Perpustakaan ini milik 
masyarakat, siapa pun boleh hadir 
menikmati bacaan yang 
disediakan disini. Tetapi tetap 
dijaga kebersihannya, dirawat 
bersama," ungkap Indah pada 
sambutannya saat peresmian 
gedung perpustakaan, Rabu 
(23/3/2022).
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dapun 6 (enam) menu pengajuan DAK yang dapat 
diusulkan antara lain pembangunan gedung, 
perluasan gedung, renovasi gedung, koleksi 

perpustakaan, pengadaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), dan pengadaan perabot.

Mengingat perpustakaan merupakan jantung pendidikan 
yang mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk 
dapat lebih mudah terkoneksi dengan dunia luar dan sarana 
belajar bagi masyarakat yang menyediakan berbagai 
informasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya, 
maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak provinsi dan 
kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 dalam periode Januari-Maret, Perpusnas 
telah meresmikan gedung perpustakaan di berbagai daerah 
di Indonesia. Tercatat ada 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota 
yang tersebar di beberapa pulau telah mendapatkan bantuan 
tersebut, yaitu: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Gunungkidul, 
Kota Batu, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo 
Utara, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Agam, Kabupaten 
Boyolali, Kota Bima, dan 
Kabupaten Bima.

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat tepatnya 
Kabupaten Majalengka pada 
tahun 2021 mendapat bantuan 
untuk membangun gedung 
perpustakaan melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan. Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Majalengka Irwan 
Dirwan menceritakan kunjungan 
pemustaka ke Perpustakaan 
Kabupaten Majalengka kini kian 
meningkat.

“Terima kasih kehadiran Bapak 
untuk meresmikan gedung 
perpustakaan baru di Majalengka 
membuat kunjungan sangat 
meningkat. Tadinya hanya sekitar 
50 orang per harinya. Sekarang 
bisa mencapai 300 orang,” 
sebutnya saat bertemu Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando, Kamis (27/1/2022), setelah 
diresmikan Kepala Perpusnas 
pada Selasa (4/1/2022).

Kabupaten Lombok Utara
Masyarakat di Kabupaten Lombok 
Utara, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mengapresiasi dan 
menyambut baik kehadiran 
bangunan perpustakaan megah 
di wilayahnya. Anggaran untuk 

membangun Gedung Fasilitas 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Lombok Utara ini 
bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai sebesar Rp10 miliar pada 
tahun 2021.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya 
ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak terkait yang telah 
berkontribusi terutama 
pemerintah pusat melalui 
Perpustakaan Nasional. Adapun 
tujuan dari pembangunan 
perpustakaan ini adalah untuk 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat Kabupaten Lombok 
Utara,” ucap Bupati Lombok Utara 
Djohan Sjamsu pada peresmian 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Lombok Utara yang 
diselenggarakan secara langsung, 
Jumat (14/1/2022).

Kabupaten Gunungkidul
Dengan nilai yang sama, warga 
Kabupaten Gunungkidul kini juga 
telah memiliki gedung fasilitas 
layanan perpustakaan yang 
representatif. Pada kesempatan 

itu, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando 
mengatakan, kehadiran 
perpustakaan merupakan wujud 
dari keberpihakan pemerintah 
pusat dalam menyiapkan 
infrastruktur pelayanan dasar, 
sekaligus mempercepat capaian 
target nasional dalam 
mendukung peningkatan sumber 
daya manusia (SDM).

"Bangunan tiga lantai ini 
merupakan suatu monumental 
untuk Kabupaten Gunungkidul, 
dalam mempercepat agenda 
nasional dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM," ujar 
Syarif Bando, usai meresmikan 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gunungkidul pada Selasa 
(25/1/2022).

Kota Batu

Pada tahun 2021, Kota Batu 
mendapatkan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 
gedung senilai Rp2,75 miliar. Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
mengatakan, gedung 
perpustakaan yang telah selesai 
direnovasi ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
karena sebelumnya, gedung 
perpustakaan daerah kota Batu 
berada di kompleks perkantoran 
Balai Kota Among Tani. Setelah 
dilakukan evaluasi selama enam 
tahun berjalan, masyarakat 
enggan datang ke perpustakaan.

"Dengan diresmikannya gedung 
perpustakaan ini, perpustakaan 
bisa lebih mengembangkan 
inovasi dan kreativitasnya, 
sehingga masyarakat lebih berani 
dan mau datang ke 
perpustakaan. Apalagi, literasi 
membaca adalah hal yang wajib 
untuk kehidupan saat ini jika kita 
mau maju," ungkap Dewati saat 
peresmian gedung perpustakaan 
pada Jumat (4/2/2022).

Kabupaten Kendal
Di Provinsi Jawa Tengah, Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal yang berlokasi 
di Jl. Pemuda No. 39A, Kendal, 
diresmikan oleh Sekretaris Utama 
Perpusnas Woro Titi Haryanti 
pada Kamis (10/2/2022). 
Pembangunannya menggunakan 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun 2021 sebesar 
Rp10 miliar.

Menurut Bupati Kendal Dico 
Mahtado Ganinduto Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal merupakan 
bangunan pertama di daerahnya 
yang dibangun secara modern 
namun tidak meninggalkan 
kearifan lokal. Gedung ini 
disebutnya sebagai The Light 
Library atau perpustakaan yang 
memberikan cahaya.

Kabupaten Deli Serdang
Sementara itu, Gedung Layanan 
Perpustakaan Umum Kabupaten 
Deli Serdang yang baru, 
diresmikan oleh Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 

Bando bersama Bupati Deli 
Serdang Ashari Tambunan pada 
Jumat (11/2/2022).

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan 
Tan yang juga turut hadir 
mengatakan merasa bangga atas 
peresmian gedung perpustakaan 
Deli Serdang. Menurutnya, Deli 
Serdang memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah dan 
perlu membangun sumber daya 
manusia. Dengan begitu sumber 
daya alam yang ada dapat 
dijadikan produk-produk yang 
mampu memberikan dampak 
sosial kesejahteraan bagi 
masyarakatnya.

Provinsi Gorontalo
Peresmian gedung Layanan 
Perpustakaan Umum (LPU) yang 
diberi nama H. B. Jassin di 
Provinsi Gorontalo ditandai 
dengan pengguntingan pita dan 
dilanjutkan dengan 
penandatanganan prasasti oleh 
Kepala Perpusnas dan Gubernur 
Gorontalo Rusli Habibie pada 
Senin (21/2/2022). LPU H. B. Jassin 
mendapat bantuan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 

gedung senilai Rp4,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama 
juga diserahkan bantuan mobil 
perpustakaan keliling. Selain itu, 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
antara Perpusnas dengan 
Pemerintah Provinsi Gorontalo 
dan 8 (delapan) perguruan tinggi.

Kabupaten Gorontalo
Warga Kabupaten Gorontalo 
Utara kini juga telah memiliki 
gedung layanan perpustakaan 
daerah yang megah dan 
representatif. Kehadiran 
perpustakaan ini diharapkan 
dapat membuka wawasan dan 
pengetahuan bagi warga 
Gorontalo Utara dan sekitarnya. 
Gedung perpustakaan yang telah 
diresmikan pada Selasa 
(22/2/2022) ini, dibangun dengan 
bantuan DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun dengan nilai 
kontrak sebesar Rp9,5 miliar.

Bupati Gorontalo Utara Indra 
Yasin pun mengajak para kepala 
sekolah untuk mengagendakan 
kunjungan siswa ke 
perpustakaan. Begitu juga 
perguruan tinggi agar mahasiswa 
dapat memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini.

"Mari kita gunakan perpustakaan 
ini. Di sinilah tempat untuk 
mencari pengetahuan dan 
pengetahuan tidak harus didapat 
secara formal tetapi juga 
nonformal melalui perpustakaan," 
lanjutnya.

Kabupaten Purworejo
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
2021 Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai pagu anggaran sebesar Rp10 
miliar mengesahkan kehadiran 
sebuah fasilitas ruang belajar 
terbuka di Kabupaten Purworejo. 
Acara peresmian secara simbolis 
gedung fasilitas layanan 
perpustakaan umum Kabupaten 
Purworejo ini diselenggarakan 
dalam rangka peringatan hari jadi 
ke-151 Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan yang sama 
Bupati Purworejo Agus Bastian 
mengucapkan terima kasih 
kepada Perpusnas karena telah 
memberikan fasilitas gedung 
yang diharapkan dalam upaya 
menarik minat baca masyarakat 
untuk menambah wawasan dan 
keilmuan.

“Atas nama pemerintah daerah 
Kabupaten Purworejo, saya 
ucapkan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan dan 
saya juga mengajak kepada 
seluruh masyarakat untuk 
memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini,” 
ucap Agus saat peresmian pada 
Jumat (25/2/2022).

Kabupaten Agam
Manusia unggul merupakan 
individu yang menguasai ilmu 
pengetahuan, memiliki 
kemampuan inovasi dan 
kreativitas, dapat menciptakan 
lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran dan memproduksi 

barang dan jasa yang bisa dipakai 
dalam kompetisi global.

Demikian disampaikan Kepala 
Perpusnas usai meresmikan 
gedung layanan perpustakaan 
daerah Kabupaten Agam yang 
pembangunannya bersumber 
pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan tahun anggaran 
2021 senilai Rp9,5 miliar.

Bupati Agam Andri Warman 
menyebut perpustakaan memiliki 
arti penting dalam meningkatkan 
kemampuan literasi masyarakat, 
di antaranya, kemampuan untuk 
mengidentifikasi, mengerti dan 
memahami serta menciptakan 
barang dan jasa.

"Dengan diresmikannya 
perpustakaan ini tentu 
menambah kekayaan Kabupaten 
Agam di bidang literasi. Melalui 
gedung perpustakaan yang 
representatif ini kita dapat 
melaksanakan berbagai kegiatan 
sosialisasi dan promosi minat 
baca masyarakat," tutur Andri, 
Selasa (8/3/2022).

Kabupaten Boyolali
Gedung layanan perpustakaan 
Kabupaten Boyolali yang diberi 
nama Remen Maos diresmikan, 
Selasa (15/3/2022) oleh Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Perpustakaan dan Jasa Informasi 
Perpusnas, Ofy Sofiana bersama 
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Ofy mengatakan skema 

pendanaan pembangunan 
perpustakaan melalui DAK 
Subbidang Perpustakaan 
diharapkan mampu menjadi 
stimulan bagi pemerintah daerah 
untuk mengembangkan layanan 
perpustakaan dan meningkatkan 
indeks literasi masyarakatnya.

Kota Bima
Iqra atau baca berlaku untuk 
seluruh manusia di dunia. Karena 
dengan membaca dapat 
merubah nasib seseorang dan 
membuat sebuah negara menjadi 
maju. “Dengan membaca pasti 
dapat merubah nasib karena 
tidak ada yang bisa menolong 
kita kecuali ilmu pengetahuan,” 
ucap Syarif Bando dalam 
sambutan Peresmian Gedung 
Layanan Perpustakaan Daerah di 
Kota Bima yang diselenggarakan 
secara hybrid, Selasa (22/3/2022).

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, 
berkisah selama ini banyak 
masyarakat Bima yang diketahui 
berprofesi sebagai guru, dengan 
demikian keberadaan gedung 
perpustakaan tersebut sangat 
memberikan manfaat serta 

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Purworejo
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Agam
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Boyolali
Dok. Perpusnas

Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bima
Dok. Perpusnas

merupakan cita-cita bagi para 
pendidik yang berada di Kota 
Bima.

Kabupaten Bima
Selain Kota Bima, Kabupaten 
Bima juga tidak ketinggalan 
memperoleh bantuan berupa 
pembangunan gedung 
perpustakaan. Sebagai wujud 
nyata komitmen pemerintah 
dalam menyediakan fasilitas 
layanan dasar untuk masyarakat, 
Pemerintah Pusat melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan membangun 
Gedung Layanan Perpustakaan 
Daerah megah di Kabupaten 
Bima Provinsi dengan pagu 
anggaran tahun 2021 senilai Rp8,6 
miliar.

Bupati Bima Indah Dhamayanti 
Putri menyampaikan terima kasih 
atas dukungan pemerintah pusat 
(Perpusnas) dalam penyediaan 
gedung perpustakaan. 
Kabupaten Bima menjadi salah 
satu dari tiga kabupaten/kota di 
Provinsi NTB. Dikatakan, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bima terus bergerak untuk 
mempersiapkan infrastruktur 
guna mendukung meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, saya menitipkan 
harapan kepada seluruh warga 
agar perpustakaan dapat 
dimanfaatkan bersama. 
Perpustakaan ini milik 
masyarakat, siapa pun boleh hadir 
menikmati bacaan yang 
disediakan disini. Tetapi tetap 
dijaga kebersihannya, dirawat 
bersama," ungkap Indah pada 
sambutannya saat peresmian 
gedung perpustakaan, Rabu 
(23/3/2022).
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dapun 6 (enam) menu pengajuan DAK yang dapat 
diusulkan antara lain pembangunan gedung, 
perluasan gedung, renovasi gedung, koleksi 

perpustakaan, pengadaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), dan pengadaan perabot.

Mengingat perpustakaan merupakan jantung pendidikan 
yang mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk 
dapat lebih mudah terkoneksi dengan dunia luar dan sarana 
belajar bagi masyarakat yang menyediakan berbagai 
informasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya, 
maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak provinsi dan 
kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 dalam periode Januari-Maret, Perpusnas 
telah meresmikan gedung perpustakaan di berbagai daerah 
di Indonesia. Tercatat ada 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota 
yang tersebar di beberapa pulau telah mendapatkan bantuan 
tersebut, yaitu: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Gunungkidul, 
Kota Batu, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi 
Gorontalo, Kabupaten Gorontalo 
Utara, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Agam, Kabupaten 
Boyolali, Kota Bima, dan 
Kabupaten Bima.

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat tepatnya 
Kabupaten Majalengka pada 
tahun 2021 mendapat bantuan 
untuk membangun gedung 
perpustakaan melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan. Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Majalengka Irwan 
Dirwan menceritakan kunjungan 
pemustaka ke Perpustakaan 
Kabupaten Majalengka kini kian 
meningkat.

“Terima kasih kehadiran Bapak 
untuk meresmikan gedung 
perpustakaan baru di Majalengka 
membuat kunjungan sangat 
meningkat. Tadinya hanya sekitar 
50 orang per harinya. Sekarang 
bisa mencapai 300 orang,” 
sebutnya saat bertemu Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando, Kamis (27/1/2022), setelah 
diresmikan Kepala Perpusnas 
pada Selasa (4/1/2022).

Kabupaten Lombok Utara
Masyarakat di Kabupaten Lombok 
Utara, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat mengapresiasi dan 
menyambut baik kehadiran 
bangunan perpustakaan megah 
di wilayahnya. Anggaran untuk 

membangun Gedung Fasilitas 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Lombok Utara ini 
bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai sebesar Rp10 miliar pada 
tahun 2021.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya 
ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak terkait yang telah 
berkontribusi terutama 
pemerintah pusat melalui 
Perpustakaan Nasional. Adapun 
tujuan dari pembangunan 
perpustakaan ini adalah untuk 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat Kabupaten Lombok 
Utara,” ucap Bupati Lombok Utara 
Djohan Sjamsu pada peresmian 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Lombok Utara yang 
diselenggarakan secara langsung, 
Jumat (14/1/2022).

Kabupaten Gunungkidul
Dengan nilai yang sama, warga 
Kabupaten Gunungkidul kini juga 
telah memiliki gedung fasilitas 
layanan perpustakaan yang 
representatif. Pada kesempatan 

itu, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando 
mengatakan, kehadiran 
perpustakaan merupakan wujud 
dari keberpihakan pemerintah 
pusat dalam menyiapkan 
infrastruktur pelayanan dasar, 
sekaligus mempercepat capaian 
target nasional dalam 
mendukung peningkatan sumber 
daya manusia (SDM).

"Bangunan tiga lantai ini 
merupakan suatu monumental 
untuk Kabupaten Gunungkidul, 
dalam mempercepat agenda 
nasional dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM," ujar 
Syarif Bando, usai meresmikan 
Gedung Fasilitas Layanan 
Perpustakaan Kabupaten 
Gunungkidul pada Selasa 
(25/1/2022).

Kota Batu

Pada tahun 2021, Kota Batu 
mendapatkan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 
gedung senilai Rp2,75 miliar. Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
mengatakan, gedung 
perpustakaan yang telah selesai 
direnovasi ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
karena sebelumnya, gedung 
perpustakaan daerah kota Batu 
berada di kompleks perkantoran 
Balai Kota Among Tani. Setelah 
dilakukan evaluasi selama enam 
tahun berjalan, masyarakat 
enggan datang ke perpustakaan.

"Dengan diresmikannya gedung 
perpustakaan ini, perpustakaan 
bisa lebih mengembangkan 
inovasi dan kreativitasnya, 
sehingga masyarakat lebih berani 
dan mau datang ke 
perpustakaan. Apalagi, literasi 
membaca adalah hal yang wajib 
untuk kehidupan saat ini jika kita 
mau maju," ungkap Dewati saat 
peresmian gedung perpustakaan 
pada Jumat (4/2/2022).

Kabupaten Kendal
Di Provinsi Jawa Tengah, Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal yang berlokasi 
di Jl. Pemuda No. 39A, Kendal, 
diresmikan oleh Sekretaris Utama 
Perpusnas Woro Titi Haryanti 
pada Kamis (10/2/2022). 
Pembangunannya menggunakan 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun 2021 sebesar 
Rp10 miliar.

Menurut Bupati Kendal Dico 
Mahtado Ganinduto Gedung 
Layanan Perpustakaan 
Kabupaten Kendal merupakan 
bangunan pertama di daerahnya 
yang dibangun secara modern 
namun tidak meninggalkan 
kearifan lokal. Gedung ini 
disebutnya sebagai The Light 
Library atau perpustakaan yang 
memberikan cahaya.

Kabupaten Deli Serdang
Sementara itu, Gedung Layanan 
Perpustakaan Umum Kabupaten 
Deli Serdang yang baru, 
diresmikan oleh Kepala 
Perpusnas Muhammad Syarif 

Bando bersama Bupati Deli 
Serdang Ashari Tambunan pada 
Jumat (11/2/2022).

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan 
Tan yang juga turut hadir 
mengatakan merasa bangga atas 
peresmian gedung perpustakaan 
Deli Serdang. Menurutnya, Deli 
Serdang memiliki potensi sumber 
daya alam yang melimpah dan 
perlu membangun sumber daya 
manusia. Dengan begitu sumber 
daya alam yang ada dapat 
dijadikan produk-produk yang 
mampu memberikan dampak 
sosial kesejahteraan bagi 
masyarakatnya.

Provinsi Gorontalo
Peresmian gedung Layanan 
Perpustakaan Umum (LPU) yang 
diberi nama H. B. Jassin di 
Provinsi Gorontalo ditandai 
dengan pengguntingan pita dan 
dilanjutkan dengan 
penandatanganan prasasti oleh 
Kepala Perpusnas dan Gubernur 
Gorontalo Rusli Habibie pada 
Senin (21/2/2022). LPU H. B. Jassin 
mendapat bantuan DAK Bidang 
Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan untuk perluasan 

gedung senilai Rp4,2 miliar.
Pada kesempatan yang sama 
juga diserahkan bantuan mobil 
perpustakaan keliling. Selain itu, 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
antara Perpusnas dengan 
Pemerintah Provinsi Gorontalo 
dan 8 (delapan) perguruan tinggi.

Kabupaten Gorontalo
Warga Kabupaten Gorontalo 
Utara kini juga telah memiliki 
gedung layanan perpustakaan 
daerah yang megah dan 
representatif. Kehadiran 
perpustakaan ini diharapkan 
dapat membuka wawasan dan 
pengetahuan bagi warga 
Gorontalo Utara dan sekitarnya. 
Gedung perpustakaan yang telah 
diresmikan pada Selasa 
(22/2/2022) ini, dibangun dengan 
bantuan DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan Tahun dengan nilai 
kontrak sebesar Rp9,5 miliar.

Bupati Gorontalo Utara Indra 
Yasin pun mengajak para kepala 
sekolah untuk mengagendakan 
kunjungan siswa ke 
perpustakaan. Begitu juga 
perguruan tinggi agar mahasiswa 
dapat memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini.

"Mari kita gunakan perpustakaan 
ini. Di sinilah tempat untuk 
mencari pengetahuan dan 
pengetahuan tidak harus didapat 
secara formal tetapi juga 
nonformal melalui perpustakaan," 
lanjutnya.

Kabupaten Purworejo
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
2021 Bidang Pendidikan 
Subbidang Perpustakaan dengan 
nilai pagu anggaran sebesar Rp10 
miliar mengesahkan kehadiran 
sebuah fasilitas ruang belajar 
terbuka di Kabupaten Purworejo. 
Acara peresmian secara simbolis 
gedung fasilitas layanan 
perpustakaan umum Kabupaten 
Purworejo ini diselenggarakan 
dalam rangka peringatan hari jadi 
ke-151 Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan yang sama 
Bupati Purworejo Agus Bastian 
mengucapkan terima kasih 
kepada Perpusnas karena telah 
memberikan fasilitas gedung 
yang diharapkan dalam upaya 
menarik minat baca masyarakat 
untuk menambah wawasan dan 
keilmuan.

“Atas nama pemerintah daerah 
Kabupaten Purworejo, saya 
ucapkan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan dan 
saya juga mengajak kepada 
seluruh masyarakat untuk 
memanfaatkan gedung 
perpustakaan yang megah ini,” 
ucap Agus saat peresmian pada 
Jumat (25/2/2022).

Kabupaten Agam
Manusia unggul merupakan 
individu yang menguasai ilmu 
pengetahuan, memiliki 
kemampuan inovasi dan 
kreativitas, dapat menciptakan 
lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran dan memproduksi 

barang dan jasa yang bisa dipakai 
dalam kompetisi global.

Demikian disampaikan Kepala 
Perpusnas usai meresmikan 
gedung layanan perpustakaan 
daerah Kabupaten Agam yang 
pembangunannya bersumber 
pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan tahun anggaran 
2021 senilai Rp9,5 miliar.

Bupati Agam Andri Warman 
menyebut perpustakaan memiliki 
arti penting dalam meningkatkan 
kemampuan literasi masyarakat, 
di antaranya, kemampuan untuk 
mengidentifikasi, mengerti dan 
memahami serta menciptakan 
barang dan jasa.

"Dengan diresmikannya 
perpustakaan ini tentu 
menambah kekayaan Kabupaten 
Agam di bidang literasi. Melalui 
gedung perpustakaan yang 
representatif ini kita dapat 
melaksanakan berbagai kegiatan 
sosialisasi dan promosi minat 
baca masyarakat," tutur Andri, 
Selasa (8/3/2022).

Kabupaten Boyolali
Gedung layanan perpustakaan 
Kabupaten Boyolali yang diberi 
nama Remen Maos diresmikan, 
Selasa (15/3/2022) oleh Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Perpustakaan dan Jasa Informasi 
Perpusnas, Ofy Sofiana bersama 
Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Ofy mengatakan skema 

pendanaan pembangunan 
perpustakaan melalui DAK 
Subbidang Perpustakaan 
diharapkan mampu menjadi 
stimulan bagi pemerintah daerah 
untuk mengembangkan layanan 
perpustakaan dan meningkatkan 
indeks literasi masyarakatnya.

Kota Bima
Iqra atau baca berlaku untuk 
seluruh manusia di dunia. Karena 
dengan membaca dapat 
merubah nasib seseorang dan 
membuat sebuah negara menjadi 
maju. “Dengan membaca pasti 
dapat merubah nasib karena 
tidak ada yang bisa menolong 
kita kecuali ilmu pengetahuan,” 
ucap Syarif Bando dalam 
sambutan Peresmian Gedung 
Layanan Perpustakaan Daerah di 
Kota Bima yang diselenggarakan 
secara hybrid, Selasa (22/3/2022).

Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, 
berkisah selama ini banyak 
masyarakat Bima yang diketahui 
berprofesi sebagai guru, dengan 
demikian keberadaan gedung 
perpustakaan tersebut sangat 
memberikan manfaat serta 

merupakan cita-cita bagi para 
pendidik yang berada di Kota 
Bima.

Kabupaten Bima
Selain Kota Bima, Kabupaten 
Bima juga tidak ketinggalan 
memperoleh bantuan berupa 
pembangunan gedung 
perpustakaan. Sebagai wujud 
nyata komitmen pemerintah 
dalam menyediakan fasilitas 
layanan dasar untuk masyarakat, 
Pemerintah Pusat melalui DAK 
Bidang Pendidikan Subbidang 
Perpustakaan membangun 
Gedung Layanan Perpustakaan 
Daerah megah di Kabupaten 
Bima Provinsi dengan pagu 
anggaran tahun 2021 senilai Rp8,6 
miliar.

Bupati Bima Indah Dhamayanti 
Putri menyampaikan terima kasih 
atas dukungan pemerintah pusat 
(Perpusnas) dalam penyediaan 
gedung perpustakaan. 
Kabupaten Bima menjadi salah 
satu dari tiga kabupaten/kota di 
Provinsi NTB. Dikatakan, 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bima terus bergerak untuk 
mempersiapkan infrastruktur 
guna mendukung meningkatkan 
sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, saya menitipkan 
harapan kepada seluruh warga 
agar perpustakaan dapat 
dimanfaatkan bersama. 
Perpustakaan ini milik 
masyarakat, siapa pun boleh hadir 
menikmati bacaan yang 
disediakan disini. Tetapi tetap 
dijaga kebersihannya, dirawat 
bersama," ungkap Indah pada 
sambutannya saat peresmian 
gedung perpustakaan, Rabu 
(23/3/2022).

Penyunting: Basma Sartika

Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Bima
Dok. Perpusnas

Pindai QR Code berikut ini untuk menyaksikan
video gedung perpustakaan daerah
selengkapnya!



Perpusnas, ANRI, dan
JKPI Tanda Tangani
Nota Kesepahaman
Bersama

SINERGITAS PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, DAN NASKAH KUNO

Jakarta—Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Jaringan Kota 
Pusaka Indonesia (JKPI) tingkatkan sinergitas dalam pengembangan bahan perpustakaan, arsip, dan naskah kuno 
bagi kota-kota pusaka Indonesia.

kerja sama
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inergitas tersebut ditandai 
dengan penandatanganan 
Kesepahaman Bersama 

yang dilakukan oleh Kepala 
Perpusnas, Muhammad Syarif 
Bando, Kepala ANRI, Imam 
Gunarto, dan Ketua Presidium 
JKPI, Bima Arya Sugiarto secara 
virtual, Rabu (9/2/2022).

JKPI sebagai organisasi para wali 
kota dan bupati yang memiliki 
komitmen kuat dalam 
membangun wilayahnya sebagai 
Kota Pusaka, Kota Budaya, Kota 
Wisata, Kota Cerdas, dan lain 
sebagainya membutuhkan 
kolaborasi yang optimal dengan 
bidang kearsipan dan 
perpustakaan.

Mengingat bahwa Perpusnas dan 
ANRI adalah Pusat Memori 
Kolektif Bangsa dan Markas 
Pendokumentasian Memori 
Kolektif Dunia, Imam Gunarto 
mengatakan pihaknya akan 
dengan senang hati membantu 
pengembangan Kota Pusaka.

“ANRI siap membantu dalam 
mengembangkan Kota Pusaka 
yang dicanangkan. Karena upaya 
pengembangan kota-kota pusaka 
Indonesia ini tidak bisa lepas dari 
akar arsip dan pustaka sebagai 
Memori Kolektif Bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Syarif Bando juga menyambut 
baik kegiatan penandatanganan 
kesepahaman bersama ini. 
Menurutnya, merupakan sebuah 
momentum yang tepat untuk 
menjalin kerja sama dengan JKPI 
dalam menciptakan sejarah baru.

“Ini adalah momentum untuk kita 
menciptakan program dan 
kegiatan baru guna kembali 
mengangkat nama besar bangsa 
Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarif Bando juga 
menjelaskan sejarah menjadi 
sangat penting karena tanpa 
sejarah tidak akan ada teori dan 
tanpa teori tidak akan lahir ilmu 
pengetahuan baru. Dia pun 

mengajak JKPI untuk 
menjalankan sebuah program 
yang berkaitan dengan RPJMN 
2020-2024 dalam peningkatan 
kualitas SDM, pemulihan 
ekonomi, dan pembangunan 
pariwisata.

“Saya berharap JKPI mampu 
melahirkan sebuah buku yang 
bisa didigitalkan dan dimasukkan 
ke dalam berbagai media untuk 
memperkenalkan kembali dan 
memulihkan eksistensi Indonesia 
dari masa kejayaannya,” ucap 
Syarif Bando.

Sementara itu, Bima Arya 
menegaskan bahwa 
penandatanganan kesepahaman 
bersama ini penting karena tugas 
JKPI tidak hanya menjaga 
peninggalan sejarah secara fisik 
saja, melainkan juga yang jauh 
lebih siginifikan adalah 
memahami konteks nilai yang 
terkandung dalam setiap sejarah 
warisan negara dengan 
menguatkan pendokumentasian 

peninggalan sejarah tersebut.

“Sejarah bukan hanya untuk turis, 
peninggalan pusaka bukan hanya 
soal destinasi, tapi ini adalah nilai 
yangg dilestarikan dari masa ke 
masa. Jadi ini adalah tentang nilai, 
tradisi, prinsip, dan filosofi, bukan 
hanya sekadar fisik,” jelasnya.

Kemudian, sebagai tindak lanjut 
atas penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) RI, Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI), dan 
Jaringan Kota Pusaka Indonesia 
(JKPI) yang berlangsung secara 
virtual pada tanggal 9 Februari 
2022, ketiga pimpinan instansi 
tersebut bertemu secara 
langsung di gedung layanan 
Perpusnas, Jl. Medan Merdeka 
Selatan No. 11 Jakarta Pusat, 
Jum’at (04/03/2022).

Turut hadir dalam pertemuan 
tersebut Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando beserta 

jajaran, Kepala ANRI Imam 
Gunanto beserta jajaran dan 
Walikota Bogor sekaligus Ketua 
Presidium JKPI Bima Arya 
Sugiarto beserta jajaran.

Ketiga pimpinan membahas 
program untuk mewujudkan 
kolaborasi dalam pengembangan 
bahan perpustakaan, arsip, dan 
naskah kuno bagi kota-kota 
pusaka Indonesia.

Muhammad Syarif Bando 
menyatakan kesiapan dan 
komitmen Perpusnas untuk 
berkontribusi nyata dan 
menghasilkan karya.

“Harus ada kinerja yang 
diwujudkan dalam suatu program 
antara Perpusnas, ANRI dan JKPI. 
Kami ingin menegaskan bahwa 
Perpusnas siap bekerja, menggali 
informasi yang berkenaan 
dengan kota–kota pusaka,” 
ungkapnya.

Senada dengan pernyataan Syarif 

Bando, Kepala ANRI, Imam 
Gunarto menuturkan bahwa ANRI 
siap mendukung dan mendorong 
yang bukan hanya melihat dari 
aspek arsip bersejarah untuk 
pengembangan kota wisata tapi 
juga untuk mendorong kinerja 
ANRI secara nasional untuk 
kepentingan akuntabilitas.

“ANRI siap memberikan 
bimbingan dan pendekatan 
kinerja kearsipan untuk seluruh 
anggota JKPI,” terang Imam.

Selaku Ketua Presidium JKPI, 
Bima Arya juga menegaskan 
untuk berfokus pada 
program–program. “Kita harus 
fokus dan konkret tentang 
adanya program kampanye besar 
bagaimana pentingnya 
pengarsipan, pendokumentasian, 
capacity building bagi dinas yang 
bersifat teknis, tentang 
bagaimana cara mengarsipkan 
dan mendokumentasikan dan 
menginisiasi legacy para 
pemimpin kota ke dalam bentuk 
museum dan perpustakaan,” 
tutur Bima Arya.

Bima Arya mengungkapkan 
harapan untuk kolaborasi ini. 
“Yang bisa kita lakukan 
bersama–sama adalah masuk ke 
segmentasi generasi muda. Kami 
ingin menggulirkan program 
semacam trends of museum. 
Anak muda dibiasakan untuk 
mengunjungi destinasi wisata 
yang sarat makna dan nilai seperti 
mengunjungi perpustakaan,” 
harapnya.

Selain membahas 
program–program, pertemuan 
tersebut juga dimanfaatkan 
untuk menandatangani naskah 
Nota Kesepahaman bersama 
secara lengkap antara Perpusnas, 
ANRI dan JKPI.

Reporter: Basma Sartika & 
Anastasia Linawati
Fotografer: Ahmad Kemal
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Dukung Pemberdayaan
Perempuan dan Anak,
Perpusnas Jalin Kerja Sama
dengan Kementerian PPPA

KOMITMEN BERSAMA MENINGKATKAN LITERASI PEREMPUAN DAN ANAK

Pancoran, Jakarta—Sebagai langkah nyata dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan bidang 
pembangunan manusia dan kebudayaan dan bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI 
menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

juga menjadi subjek dalam 
pembangunan," jelasnya.

Maka, lanjut Bintang, diperlukan 
sinergi, kolaborasi, dan kerja sama 
untuk membuat perempuan 
berdaya.

"Kami harap penandatanganan 
nota kesepahaman ini tidak 
menjadi dokumen semata, tetapi 
bagaimana kita tuangkan melalui 
program dan kegiatan untuk 
mewujudkan Perempuan 
Berdaya, Anak Terlindungi, 
Indonesia Maju," lanjut Bintang.

Sementara itu, Kepala Perpusnas 
Muhammad Syarif Bando 
menjelaskan, sesuai mandatori 
pembukaan UUD 1945 bahwa 
siapa pun anak bangsa, baik 
legislatif, eksekutif maupun 
yudikatif, dan TNI /POLRI memiliki 
tugas untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, melindungi 
segenap bangsa Indonesia, serta 
melaksanakan ketertiban dunia.

"Kalau kita cerdas maka sejahtera. 
Kalau kita sehat dan sejahtera 
maka NKRI utuh untuk 

selama-lamanya. Kalau kita 
cerdas, sejahtera, dan kuat akan 
menjadi bagian dari percaturan 
global," terang Syarif.

Syarif Bando juga menyampaikan 
terima kasih atas kerja sama yang 
telah dilakukan bersama 
Kementerian PPPA untuk 
meyakinkan kepada masyarakat 
bahwa untuk mewujudkan 
Indonesia yang sejahtera, adil, dan 
makmur harus dimulai dengan 
bangsa yang cerdas.

"Bahwa kita semua hadir di sini 
untuk mengakselerasikan 
pemerintah daerah, baik di 
tingkat provinsi, kabupaten/kota 
dan juga perguruan tinggi yang 
betul-betul bisa sukses 
membangun sumber daya 
manusia,"

Pada acara yang sama juga 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman antara Perpusnas 
dengan tujuh perguruan tinggi, di 
antaranya, UIN Imam Bonjol 
Padang, UIN Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten, UIN SUltan 
Thaha Saifuddin Jambi, 
Universitas Al Gifari, Universitas Al 

Sali-Al Aitam, IAI Ngawi, STMIK 
Jawa Barat.

Menteri Bintang juga 
berkesempatan menyerahkan 
penghargaan kepada Provinsi 
dengan Nilai Tingkat Kegemaran 
Membaca Tertinggi Tahun 2021, 
Provinsi dengan Nilai Indeks 
Pembangunan Literasi 
Masyarakat Tertinggi Tahun 2021, 
Provinsi dengan Cakupan 
Akreditasi Perpustakaan Terbaik, 
Provinsi dengan Persentasi 
Perpustakaan Terakreditasi, 
Perpustakaan Umum 
Kabupaten/Kota Rujukan 
Nasional Akreditasi, serta Provinsi 
dengan Nilai Kinerja Anggaran 
Dekonsentrasi Terbaik Tahun 2021.

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 mengusung tema 
Transformasi Perpustakaan untuk 
Mewujudkan Ekosistem Digital. 
Acara yang diselenggarakan 
secara hybrid berlangsung selama 
dua hari, 29-30 Maret 2022.

Reporter: Wara Merdekawati
Fotografer: Radhitya Purnama/ 
Ahmad Kemal Nasution

ota kesepahaman 
ditandatangani secara 
langsung oleh Kepala 

Perpusnas Muhammad Syarif 
Bando dan Menteri PPPA Bintang 
Puspayoga pada acara Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Bidang Perpustakaan Tahun 2022, 
Selasa (29/3/2022) di Hotel 
Bidakara, Jakarta.

Menteri Bintang Puspayoga 
menyampaikan kerja sama 
yang dilakukan 
merupakan komitmen 
dan tanggung jawab 
bersama dalam 
meningkatkan 
literasi perempuan 
dan anak. Dikatakan, 
telah terdapat 
beberapa praktik 

baik yang dilakukan terkait 
dengan pemberdayaan 
perempuan, terutama 
pengarusutamaan gender.
"Perpusnas telah melakukan 
implementasi nyatanya melalui 
layanan informasi terkait 
peningkatan keterampilan 
perempuan. Salah satunya, 
dengan program transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial," katanya.

Bintang menjelaskan, perempuan 
dan anak menjadi penting untuk 
diintervensi. Perempuan dan 
anak merupakan sumber daya 
manusia yang tidak boleh 
ditinggalkan, mengingat 
setengah dari populasi Indonesia, 
yakni 49,48 persen adalah 
perempuan dan sebanyak 30,1 

persen adalah 
anak-anak.

"Bicara tentang 
pembangunan, 
perempuan dan 
anak-anak tidak 

hanya menjadi 
objek. Tetapi 
bagaimana 
perempuan dan 
anak ini dilibatkan 

Bintang Puspayoga
Menteri PPPA RI
Dok. Perpusnas

kerja sama
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enandatanganan nota 
kesepahaman dilakukan 
Deputi Bidang 

Pengembangan Bahan Pustaka 
dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana 
dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Utara, Steven Octavianus 
Estefanus Kandouw, pada Selasa 
(22/3/2022).

Ofy mengatakan, sesuai arahan 
Presiden Joko Widodo, isu 
strategis yang terkait erat dengan 
bidang perpustakaan, yaitu 
peningkatan kualitas SDM unggul 
dan transformasi ekosistem 
digital. Transformasi 
perpustakaan di era digital dan 
Revolusi Industri 4.0 
menghadirkan paradigma baru, 
perpustakaan menjangkau 
masyarakat.

“Maka tema besar 
program/kegiatan Perpustakaan 
Nasional RI 2022, adalah 
“Transformasi Perpustakaan 
Membentuk Ekosistem Digital 
Nasional” yang berbasis pada 
kehadiran perpustakaan dalam 
memberikan dampak langsung 
terhadap kesejahteraan 
masyarakat,” sebutnya.

Hal tersebut menurut Ofy 
dilakukan melalui penguatan 

konten literasi terapan berbasis 
digital, perluasan akses informasi, 
dan pengetahuan melalui 
kolaborasi dan kerja sama, serta 
menjadikan perpustakaan 
menjadi ranah publik dalam 
peningkatan ilmu pengetahuan 
(inovasi dan kreativitas), 
pemberdayaan masyarakat 
(ruang pengembangan potensi 
berbasis lokal), dan ruang 
pelestarian dan pemajuan 
kebudayaan.

Dengan dikembangkannya 
berbagai layanan digital 
Perpustakaan Nasional seperti 
eResources, iPusnas, Indonesia 
One Search, dan Khastara, Ofy 
berharap berbagai fasilitas 
tersebut dapat dimanfaatkan 
secara maksimal melalui 
penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Perpusnas 
dengan lima pemerintah daerah 
dan dua belas perguruan tinggi di 
Provinsi Sulawesi Utara.

Perluas Akses dan Jangkauan
Masyarakat ke Perpustakaan,
Perpusnas Jalin Kerja Sama
dengan Pemprov Sulawesi Utara

PERPUSTAKAAN MENJANGKAU MASYARAKAT

Manado, Sulawesi Utara—Perpustakaan Nasional RI menjalin kerja sama bidang perpustakaan dengan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka perpustakaan menjangkau masyarakat dan penguatan fungsi transfer ilmu 
pengetahuan.

“Saya berharap akan terus lahir 
kebijakan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara untuk penguatan 
budaya literasi dan juga peran 
Bunda Literasi terus bergerak 
membangun literasi untuk 
terciptanya kualitas SDM dan 
kemampuan berdaya saing 
dalam menghadapi kompetisi 
global dan juga peningkatan 
kualitas hidup untuk 
kesejahteraan,” ujarnya.

Pada kesempatan 
yang sama juga 
dilakukan 
pengukuhan 15 
Bunda Literasi 
kab/kota seluruh 
Provinsi Sulawesi 
Utara. Anggota Komisi X 
DPR RI, Vanda 
Sarundajang 
mengatakan 
Bunda Literasi ini 
diharapkan 
mampu 
mempercepat 

budaya membaca sampai di 
kalangan masyarakat terutama 
generasi muda dan anak-anak.

“Bunda literasi akan menjadi 
motivator bagi anak-anak kita 
untuk lebih gemar membaca 
serta dapat memanfaatkan 
perpustakaan secara lebih 
optimal lagi,” sebut Vanda.

Dirinya juga memberikan 
apresiasi kepada Perpusnas 
atas kinerja yang luar biasa 
walaupun anggarannya 
yang sangat terbatas 

namun mampu 
menciptakan inovasi 

sehingga mendapatkan 
banyak penghargaan.

“Saya mengajak 
kita semua yang 
hadir di sini 
mulai dari diri 

kita sendiri, 
kemudian 
keluarga, 

tetangga, kita mulai 
mempromosikan kembali 
tentang pentingnya 
perpustakaan dan kegemaran 
membaca kepada siapa pun,” 
imbaunya.

Sementara itu, Wakil Gubernur 
Sulawesi Utara, Steven Kandouw 
menegaskan pentingnya literasi 
untuk masyarakat dan akan 
memberikan dukungan pada 
kepada Bunda Literasi dalam 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat.

“Ibu Ketua PKK di provinsi dan 
kabupaten/kota diangkat sebagai 
Bunda Literasi dengan harapan 
melalui pola ini, penetrasi ke 
masyarakat, upaya-upaya 
peningkatan literasi kita lebih 
efektif dengan memanfaatkan 
itu,” ungkapnya.

Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal
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Reporter: Eka Purniawati
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Sekretaris Utama Perpusnas
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Transformasi Perpustakaan
untuk Mewujudkan

Ekosistem Digital Nasional

PENINGKATAN INDEKS LITERASI MASYARAKAT 

ngkapan “knowledge is 
power” sudah tidak asing 
lagi di telinga. Pesan dari 

ungkapan yang bernas ini sangat 
mengena dan dampaknya dapat 
dirasakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan pengetahuan, 
maka seseorang memiliki modal 
untuk bekerja, berkreasi, bertahan 
hidup, membangun peradaban, 
dan melakukan aktivitas lainnya. 

Salah satu cara untuk 
memperoleh pengetahuan, yaitu 

dengan cara membaca. Perintah 
membaca pun dapat ditemukan 
dalam kitab suci Al Quran. Begitu 
pentingnya membaca bagi umat 
manusia, Allah SWT bahkan 
menurunkan wahyu pertamanya 
yang berbunyi ‘bacalah’ kepada 
Rasulullah SAW.

Perpustakaan sebagai lembaga 
yang menghimpun pengetahuan 
dalam berbagai format, baik 
tercetak maupun terekam 
bertanggung jawab dalam 

menumbuhkembangkan budaya 
membaca di tengah masyarakat. 
Membaca akan membuka dan 
memperluas wawasan seseorang 
yang sekaligus juga menambah 
tingkat literasinya. Kemampuan 
literasi yang tinggi akan 
menjadikan seseorang mampu 
berpikir kritis, membantu 
memecahkan masalah, 
menciptakan gagasan baru 
sehingga mampu bersaing untuk 
memperoleh penghidupan yang 
lebih baik. 

Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) menetapkan Indeks 
Literasi Masyarakat sebagai 
indikator yang menunjukkan 
tingkat literasi masyarakat di 
suatu daerah. Berbagai upaya 
telah dilakukan Perpusnas untuk 
meningkatkan indeks literasi di 
seluruh wilayah Nusantara, di 
antaranya dengan memberikan 
bantuan berupa koleksi 
perpustakaan, pembangunan dan 
perbaikan gedung perpustakaan, 
pelatihan, dan sarana 
perpustakaan keliling setiap 
tahun. Selain itu, Perpusnas 
secara rutin menyelenggarakan 
talk show untuk menanamkan 
pemahaman mengenai 
pentingnya peran perpustakaan 
dalam meningkatkan 
kemampuan literasi dan 
kesejahteraan masyarakat di 
berbagai daerah. Beberapa 
daerah yang telah 
menyelenggarakan kegiatan 
tersebut, di antaranya: 

Kabupaten Majalengka 
Bupati Majalengka Karna Sobahi 
dan Wakil Bupati Tarsono D. 
Mardiana, sependapat dengan 
Kepala Perpustakaan Nasional 
bahwa kemampuan membaca 
bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten 

Majalengka.
Sementara itu, Kepala 
Perpustakaan Nasional 
Muhammad Syarif Bando 
menyampaikan bahwa hanya 10% 
penduduk Indonesia yang terjun 
ke masyarakat dengan ijazah 

perguruan tinggi, sedangkan 90% 
sisanya dengan latar belakang 
SLTA dan bahkan lebih rendah. 
Literasi adalah kunci untuk 
membangun bangsa dan hal 
tersebut perlu didukung dengan 
sarana yang memadai.

“Berapa pun dana yang 
digelontorkan negara untuk 
infrastruktur pasti akan habis tapi 
tidak berlaku untuk ilmu 
pengetahuan. Negara akan maju 
dengan literasi. Maka dari itu, 
dibutuhkan kerja keras dan 
komitmen tinggi dari seluruh 
stakeholder untuk memotivasi 
masyarakat agar gemar 
membaca,” ucap Syarif Bando.

Kabupaten Gunungkidul
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta 
mengakui, bahwa literasi sangat 
penting dalam rangka 
menghadapi perkembangan 
global. Menurutnya, tidak adanya 
penciptaan teknologi baru tanpa 

adanya literasi.
"Literasi menjadi sangat penting 
yang pada akhirnya dapat 
memberikan kesejahteraan 
masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X 
DPR RI, My Esti Wijayati 
mengatakan, perpustakaan 
memiliki daya dukung untuk 
meningkatkan Indeks 
Pembangunan Pemuda (IPP). Di 
tahun 2020, IPP secara nasional 
turun menjadi 51,00. Hal ini 
disebabkan situasi pandemi 
Covid-19 yang berdampak pada 
salah satu sektor domain IPP, 

yakni sektor kesempatan kerja.
"Karena Perpusnas maupun 
perpustakaan daerah memiliki 
daya dukung untuk 
meningkatkan IPP, yang 
merupakan salah satu kunci 
indikator keberhasilan 
pembangunan nasional kita 
melalui peningkatan SDM," 
lanjutnya.

Kota Batu
Menurut Syarif Bando, gerakan 
untuk menumbuhkan gemar 
membaca, menyiapkan buku 
ilmu terapan, buku life skills 
menjadi keniscayaan untuk 
menolong 65 juta masyarakat 
Indonesia yang masuk kelompok 
rentan serta sejalan dengan 
RPJMN Presiden Joko Widodo 
tentang pembangunan SDM 

unggul.
"Mudah-mudahan dengan 
membangun sinergitas dengan 
berbagai stakeholder ini, 
peningkatan SDM unggul lebih 
cepat dicapai," ungkap Syarif.

Pada kesempatan yang sama, 
juga dilakukan Pengukuhan Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
sebagai Bunda Literasi Kota Batu 
sekaligus penandatanganan Nota 
Kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kota Batu.

Kabupaten Deli Serdang
Acara talk show juga dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kabupaten Deli Serdang 
periode 2022-2024, Yunita Siregar, 
dan penandatanganan nota 

kesepakatan dan kesepahaman 
bersama antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kab. Deli 
Serdang, Kab. Pakpak Bharat, Kab. 
Simalungun, Universitas 
Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, 
dan Institut Kesehatan Medistra 
Lubuk Pakam. 

Provinsi Gorontalo
Perpusnas, pada kesempatan 
yang sama juga menyerahkan 
bantuan mobil perpustakaan 
keliling dan melakukan 
penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
dengan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo dan 8 (delapan) 
perguruan tinggi, di antaranya, 
IAIN Sultan Amai Gorontalo, 
Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo, Universitas Bina 
Mandiri Gorontalo, Universitas 
Gorontalo, Universitas Bina 
Taruna Gorontalo, Universitas 
Nahdlatul Ulama Gorontalo, 
Universitas Ichsan dan Politeknik 

Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo Utara
Menurut Anggota Komisi X DPR 
RI Elnino M. Husein Mohi, literasi 
sangat diperlukan dalam 

menghadapi era digital saat ini. 
Pasalnya jika kebutaan literasi 
masih dirawat maka 
permasalahan kemiskinan tidak 
dapat teratasi.

"Apalagi saat ini kita sudah 
dihadapkan dengan teknologi 
metaverse, tiruan dunia yang 
berada di dunia maya. Sangat 
disayangkan jika kita tidak 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang ada untuk keluar 

dari kemiskinan," tuturnya.
Pada acara tersebut Reny Yasin 
Hiola dikukuhkan sebagai bunda 
literasi Kabupaten Gorontalo 
Utara. Selain itu dilakukan 
penandatanganan nota 
kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Gorontalo Utara. 

Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun 
Arif menjelaskan meskipun 
pertumbuhan ekonomi di 
wilayahnya mencapai 15.1 persen 
di atas rata-rata nasional namun 
kondisi tersebut tidak sebanding 
dengan tingginya angka 
kemiskinan di wilayah tersebut. 
Padahal Sulteng memiliki 
delapan potensi industri, seperti 
tambang, minyak, dan emas.

Untuk itu, lanjut Ma'mun, 
pemerintah provinsi mendukung 
berbagai kegiatan literasi yang 
ada di Sulteng. Bahkan pihaknya 
berharap di setiap 
kabupaten/kota bahkan desa 
memiliki gedung perpustakaan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, 
Sakinah menilai untuk 
meningkatkan literasi perlunya 
sinergi antara pemerintah pusat, 
daerah bahkan stakeholder 
lainnya. Termasuk peran dari ibu 
rumah tangga.

"Dengan demikian, melalui literasi 
dapat menjadikan masyarakat 
sesuai dengan apa yang 
diinginkan pemerintah. 
Mendorong masyarakat ini 
menjadi sumber daya manusia 
yang betul-betul unggul dalam 
segala hal," jelasnya.

Kabupaten Agam
Kepala Perpusnas mengukuhkan 
Ketua TP PKK Yenni Andri 
Warman sebagai Bunda Literasi 
Kabupaten Agam. Bupati Andri 
Warman berharap bunda literasi 
bersama perpustakaan daerah 
dan perpustakaan nagari dapat 
lebih berkiprah dalam 
meningkatkan nilai kegemaran 
membaca dan indeks 
pembangunan literasi Kabupaten 

Agam.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur 
Sumatera Barat Bidang Ekonomi 

dan Keuangan, Syafrizal 
mengakui, kondisi literasi 
Sumatera Barat masih 
memerlukan perhatian. Indeks 
Pembangunan Literasi 
Masyarakat Sumatera Barat tahun 
2021 masih di angka 14,17, 
sementara Kabupaten Agam 
pada posisi 3,87.

"Pencapaian 10 indikator indeks 
pembangunan juga kita juga 
rendah sehingga diperlukan 
upaya bersungguh-sungguh 
pemerintah provinsi dan 19 
kabupaten kota untuk 
mengangkat nilai tersebut untuk 
membuktikan sejarah panjang 
literasi Sumatera Barat di masa 
lalu," ungkapnya.

Kota Bima
Acara talk show dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kota Bima dan Kabupaten 
Dompu dan penandatanganan 
Nota Kesepakatan antara 
Perpusnas dengan STISIP Mbojo 
Bima, STIKIP Bima, Akademi 
Kebidanan Harapan Bunda Kota 
Bima, STIKES Yahya Bima, 
Pemerintah Kabupaten Bima 
serta Pemerintah Kota Bima.

Usai dikukuhkan, Bunda Literasi 
Kabupaten Bima berpendapat 

bahwa gelar Bunda Literasi tidak 
hanya menjadi simbol namun 
juga harus mampu memainkan 
peran dalam memberikan contoh 
kepada masyarakat terutama para 
orang tua akan pentingnya literasi 
kepada anak sejak usia dini. 

Provinsi Sulawesi Utara
Sesuai arahan Presiden Joko 
Widodo, isu strategis yang terkait 
erat dengan bidang 
perpustakaan, yaitu peningkatan 
kualitas SDM unggul dan 
transformasi ekosistem digital. 
Transformasi perpustakaan di era 
digital dan Revolusi Industri 4.0 
menghadirkan paradigma baru 
perpustakaan menjangkau 
masyarakat.

“Saya berharap akan terus lahir 
kebijakan Pemerintah Prov. 
Sulawesi Utara untuk penguatan 

budaya literasi dan juga peran 
Bunda Literasi terus bergerak 
membangun literasi untuk 
terciptanya kualitas SDM dan 
kemampuan berdaya saing 
dalam menghadapi kompetisi 
global dan juga peningkatan 
kualitas hidup untuk 
kesejahteraan,” ujar Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy 

Sofiana.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara 
Steven Kandouw menegaskan 
pentingnya literasi untuk 
masyarakat dan akan 
memberikan dukungan pada 
kepada Bunda Literasi 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional
Penyunting: Eka Cahyani

warta khusus
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ngkapan “knowledge is 
power” sudah tidak asing 
lagi di telinga. Pesan dari 

ungkapan yang bernas ini sangat 
mengena dan dampaknya dapat 
dirasakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan pengetahuan, 
maka seseorang memiliki modal 
untuk bekerja, berkreasi, bertahan 
hidup, membangun peradaban, 
dan melakukan aktivitas lainnya. 

Salah satu cara untuk 
memperoleh pengetahuan, yaitu 

dengan cara membaca. Perintah 
membaca pun dapat ditemukan 
dalam kitab suci Al Quran. Begitu 
pentingnya membaca bagi umat 
manusia, Allah SWT bahkan 
menurunkan wahyu pertamanya 
yang berbunyi ‘bacalah’ kepada 
Rasulullah SAW.

Perpustakaan sebagai lembaga 
yang menghimpun pengetahuan 
dalam berbagai format, baik 
tercetak maupun terekam 
bertanggung jawab dalam 

menumbuhkembangkan budaya 
membaca di tengah masyarakat. 
Membaca akan membuka dan 
memperluas wawasan seseorang 
yang sekaligus juga menambah 
tingkat literasinya. Kemampuan 
literasi yang tinggi akan 
menjadikan seseorang mampu 
berpikir kritis, membantu 
memecahkan masalah, 
menciptakan gagasan baru 
sehingga mampu bersaing untuk 
memperoleh penghidupan yang 
lebih baik. 

Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) menetapkan Indeks 
Literasi Masyarakat sebagai 
indikator yang menunjukkan 
tingkat literasi masyarakat di 
suatu daerah. Berbagai upaya 
telah dilakukan Perpusnas untuk 
meningkatkan indeks literasi di 
seluruh wilayah Nusantara, di 
antaranya dengan memberikan 
bantuan berupa koleksi 
perpustakaan, pembangunan dan 
perbaikan gedung perpustakaan, 
pelatihan, dan sarana 
perpustakaan keliling setiap 
tahun. Selain itu, Perpusnas 
secara rutin menyelenggarakan 
talk show untuk menanamkan 
pemahaman mengenai 
pentingnya peran perpustakaan 
dalam meningkatkan 
kemampuan literasi dan 
kesejahteraan masyarakat di 
berbagai daerah. Beberapa 
daerah yang telah 
menyelenggarakan kegiatan 
tersebut, di antaranya: 

Kabupaten Majalengka 
Bupati Majalengka Karna Sobahi 
dan Wakil Bupati Tarsono D. 
Mardiana, sependapat dengan 
Kepala Perpustakaan Nasional 
bahwa kemampuan membaca 
bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten 

Majalengka.
Sementara itu, Kepala 
Perpustakaan Nasional 
Muhammad Syarif Bando 
menyampaikan bahwa hanya 10% 
penduduk Indonesia yang terjun 
ke masyarakat dengan ijazah 

perguruan tinggi, sedangkan 90% 
sisanya dengan latar belakang 
SLTA dan bahkan lebih rendah. 
Literasi adalah kunci untuk 
membangun bangsa dan hal 
tersebut perlu didukung dengan 
sarana yang memadai.

“Berapa pun dana yang 
digelontorkan negara untuk 
infrastruktur pasti akan habis tapi 
tidak berlaku untuk ilmu 
pengetahuan. Negara akan maju 
dengan literasi. Maka dari itu, 
dibutuhkan kerja keras dan 
komitmen tinggi dari seluruh 
stakeholder untuk memotivasi 
masyarakat agar gemar 
membaca,” ucap Syarif Bando.

Kabupaten Gunungkidul
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta 
mengakui, bahwa literasi sangat 
penting dalam rangka 
menghadapi perkembangan 
global. Menurutnya, tidak adanya 
penciptaan teknologi baru tanpa 

adanya literasi.
"Literasi menjadi sangat penting 
yang pada akhirnya dapat 
memberikan kesejahteraan 
masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X 
DPR RI, My Esti Wijayati 
mengatakan, perpustakaan 
memiliki daya dukung untuk 
meningkatkan Indeks 
Pembangunan Pemuda (IPP). Di 
tahun 2020, IPP secara nasional 
turun menjadi 51,00. Hal ini 
disebabkan situasi pandemi 
Covid-19 yang berdampak pada 
salah satu sektor domain IPP, 

yakni sektor kesempatan kerja.
"Karena Perpusnas maupun 
perpustakaan daerah memiliki 
daya dukung untuk 
meningkatkan IPP, yang 
merupakan salah satu kunci 
indikator keberhasilan 
pembangunan nasional kita 
melalui peningkatan SDM," 
lanjutnya.

Kota Batu
Menurut Syarif Bando, gerakan 
untuk menumbuhkan gemar 
membaca, menyiapkan buku 
ilmu terapan, buku life skills 
menjadi keniscayaan untuk 
menolong 65 juta masyarakat 
Indonesia yang masuk kelompok 
rentan serta sejalan dengan 
RPJMN Presiden Joko Widodo 
tentang pembangunan SDM 

unggul.
"Mudah-mudahan dengan 
membangun sinergitas dengan 
berbagai stakeholder ini, 
peningkatan SDM unggul lebih 
cepat dicapai," ungkap Syarif.

Pada kesempatan yang sama, 
juga dilakukan Pengukuhan Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
sebagai Bunda Literasi Kota Batu 
sekaligus penandatanganan Nota 
Kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kota Batu.

Kabupaten Deli Serdang
Acara talk show juga dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kabupaten Deli Serdang 
periode 2022-2024, Yunita Siregar, 
dan penandatanganan nota 

kesepakatan dan kesepahaman 
bersama antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kab. Deli 
Serdang, Kab. Pakpak Bharat, Kab. 
Simalungun, Universitas 
Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, 
dan Institut Kesehatan Medistra 
Lubuk Pakam. 

Provinsi Gorontalo
Perpusnas, pada kesempatan 
yang sama juga menyerahkan 
bantuan mobil perpustakaan 
keliling dan melakukan 
penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
dengan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo dan 8 (delapan) 
perguruan tinggi, di antaranya, 
IAIN Sultan Amai Gorontalo, 
Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo, Universitas Bina 
Mandiri Gorontalo, Universitas 
Gorontalo, Universitas Bina 
Taruna Gorontalo, Universitas 
Nahdlatul Ulama Gorontalo, 
Universitas Ichsan dan Politeknik 

Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo Utara
Menurut Anggota Komisi X DPR 
RI Elnino M. Husein Mohi, literasi 
sangat diperlukan dalam 

menghadapi era digital saat ini. 
Pasalnya jika kebutaan literasi 
masih dirawat maka 
permasalahan kemiskinan tidak 
dapat teratasi.

"Apalagi saat ini kita sudah 
dihadapkan dengan teknologi 
metaverse, tiruan dunia yang 
berada di dunia maya. Sangat 
disayangkan jika kita tidak 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang ada untuk keluar 

dari kemiskinan," tuturnya.
Pada acara tersebut Reny Yasin 
Hiola dikukuhkan sebagai bunda 
literasi Kabupaten Gorontalo 
Utara. Selain itu dilakukan 
penandatanganan nota 
kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Gorontalo Utara. 

Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun 
Arif menjelaskan meskipun 
pertumbuhan ekonomi di 
wilayahnya mencapai 15.1 persen 
di atas rata-rata nasional namun 
kondisi tersebut tidak sebanding 
dengan tingginya angka 
kemiskinan di wilayah tersebut. 
Padahal Sulteng memiliki 
delapan potensi industri, seperti 
tambang, minyak, dan emas.

Untuk itu, lanjut Ma'mun, 
pemerintah provinsi mendukung 
berbagai kegiatan literasi yang 
ada di Sulteng. Bahkan pihaknya 
berharap di setiap 
kabupaten/kota bahkan desa 
memiliki gedung perpustakaan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, 
Sakinah menilai untuk 
meningkatkan literasi perlunya 
sinergi antara pemerintah pusat, 
daerah bahkan stakeholder 
lainnya. Termasuk peran dari ibu 
rumah tangga.

"Dengan demikian, melalui literasi 
dapat menjadikan masyarakat 
sesuai dengan apa yang 
diinginkan pemerintah. 
Mendorong masyarakat ini 
menjadi sumber daya manusia 
yang betul-betul unggul dalam 
segala hal," jelasnya.

Kabupaten Agam
Kepala Perpusnas mengukuhkan 
Ketua TP PKK Yenni Andri 
Warman sebagai Bunda Literasi 
Kabupaten Agam. Bupati Andri 
Warman berharap bunda literasi 
bersama perpustakaan daerah 
dan perpustakaan nagari dapat 
lebih berkiprah dalam 
meningkatkan nilai kegemaran 
membaca dan indeks 
pembangunan literasi Kabupaten 

Agam.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur 
Sumatera Barat Bidang Ekonomi 

dan Keuangan, Syafrizal 
mengakui, kondisi literasi 
Sumatera Barat masih 
memerlukan perhatian. Indeks 
Pembangunan Literasi 
Masyarakat Sumatera Barat tahun 
2021 masih di angka 14,17, 
sementara Kabupaten Agam 
pada posisi 3,87.

"Pencapaian 10 indikator indeks 
pembangunan juga kita juga 
rendah sehingga diperlukan 
upaya bersungguh-sungguh 
pemerintah provinsi dan 19 
kabupaten kota untuk 
mengangkat nilai tersebut untuk 
membuktikan sejarah panjang 
literasi Sumatera Barat di masa 
lalu," ungkapnya.

Kota Bima
Acara talk show dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kota Bima dan Kabupaten 
Dompu dan penandatanganan 
Nota Kesepakatan antara 
Perpusnas dengan STISIP Mbojo 
Bima, STIKIP Bima, Akademi 
Kebidanan Harapan Bunda Kota 
Bima, STIKES Yahya Bima, 
Pemerintah Kabupaten Bima 
serta Pemerintah Kota Bima.

Usai dikukuhkan, Bunda Literasi 
Kabupaten Bima berpendapat 

bahwa gelar Bunda Literasi tidak 
hanya menjadi simbol namun 
juga harus mampu memainkan 
peran dalam memberikan contoh 
kepada masyarakat terutama para 
orang tua akan pentingnya literasi 
kepada anak sejak usia dini. 

Provinsi Sulawesi Utara
Sesuai arahan Presiden Joko 
Widodo, isu strategis yang terkait 
erat dengan bidang 
perpustakaan, yaitu peningkatan 
kualitas SDM unggul dan 
transformasi ekosistem digital. 
Transformasi perpustakaan di era 
digital dan Revolusi Industri 4.0 
menghadirkan paradigma baru 
perpustakaan menjangkau 
masyarakat.

“Saya berharap akan terus lahir 
kebijakan Pemerintah Prov. 
Sulawesi Utara untuk penguatan 

budaya literasi dan juga peran 
Bunda Literasi terus bergerak 
membangun literasi untuk 
terciptanya kualitas SDM dan 
kemampuan berdaya saing 
dalam menghadapi kompetisi 
global dan juga peningkatan 
kualitas hidup untuk 
kesejahteraan,” ujar Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy 

Sofiana.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara 
Steven Kandouw menegaskan 
pentingnya literasi untuk 
masyarakat dan akan 
memberikan dukungan pada 
kepada Bunda Literasi 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional
Penyunting: Eka Cahyani
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ngkapan “knowledge is 
power” sudah tidak asing 
lagi di telinga. Pesan dari 

ungkapan yang bernas ini sangat 
mengena dan dampaknya dapat 
dirasakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan pengetahuan, 
maka seseorang memiliki modal 
untuk bekerja, berkreasi, bertahan 
hidup, membangun peradaban, 
dan melakukan aktivitas lainnya. 

Salah satu cara untuk 
memperoleh pengetahuan, yaitu 

dengan cara membaca. Perintah 
membaca pun dapat ditemukan 
dalam kitab suci Al Quran. Begitu 
pentingnya membaca bagi umat 
manusia, Allah SWT bahkan 
menurunkan wahyu pertamanya 
yang berbunyi ‘bacalah’ kepada 
Rasulullah SAW.

Perpustakaan sebagai lembaga 
yang menghimpun pengetahuan 
dalam berbagai format, baik 
tercetak maupun terekam 
bertanggung jawab dalam 

menumbuhkembangkan budaya 
membaca di tengah masyarakat. 
Membaca akan membuka dan 
memperluas wawasan seseorang 
yang sekaligus juga menambah 
tingkat literasinya. Kemampuan 
literasi yang tinggi akan 
menjadikan seseorang mampu 
berpikir kritis, membantu 
memecahkan masalah, 
menciptakan gagasan baru 
sehingga mampu bersaing untuk 
memperoleh penghidupan yang 
lebih baik. 

Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) menetapkan Indeks 
Literasi Masyarakat sebagai 
indikator yang menunjukkan 
tingkat literasi masyarakat di 
suatu daerah. Berbagai upaya 
telah dilakukan Perpusnas untuk 
meningkatkan indeks literasi di 
seluruh wilayah Nusantara, di 
antaranya dengan memberikan 
bantuan berupa koleksi 
perpustakaan, pembangunan dan 
perbaikan gedung perpustakaan, 
pelatihan, dan sarana 
perpustakaan keliling setiap 
tahun. Selain itu, Perpusnas 
secara rutin menyelenggarakan 
talk show untuk menanamkan 
pemahaman mengenai 
pentingnya peran perpustakaan 
dalam meningkatkan 
kemampuan literasi dan 
kesejahteraan masyarakat di 
berbagai daerah. Beberapa 
daerah yang telah 
menyelenggarakan kegiatan 
tersebut, di antaranya: 

Kabupaten Majalengka 
Bupati Majalengka Karna Sobahi 
dan Wakil Bupati Tarsono D. 
Mardiana, sependapat dengan 
Kepala Perpustakaan Nasional 
bahwa kemampuan membaca 
bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten 

Majalengka.
Sementara itu, Kepala 
Perpustakaan Nasional 
Muhammad Syarif Bando 
menyampaikan bahwa hanya 10% 
penduduk Indonesia yang terjun 
ke masyarakat dengan ijazah 

perguruan tinggi, sedangkan 90% 
sisanya dengan latar belakang 
SLTA dan bahkan lebih rendah. 
Literasi adalah kunci untuk 
membangun bangsa dan hal 
tersebut perlu didukung dengan 
sarana yang memadai.

“Berapa pun dana yang 
digelontorkan negara untuk 
infrastruktur pasti akan habis tapi 
tidak berlaku untuk ilmu 
pengetahuan. Negara akan maju 
dengan literasi. Maka dari itu, 
dibutuhkan kerja keras dan 
komitmen tinggi dari seluruh 
stakeholder untuk memotivasi 
masyarakat agar gemar 
membaca,” ucap Syarif Bando.

Kabupaten Gunungkidul
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta 
mengakui, bahwa literasi sangat 
penting dalam rangka 
menghadapi perkembangan 
global. Menurutnya, tidak adanya 
penciptaan teknologi baru tanpa 

adanya literasi.
"Literasi menjadi sangat penting 
yang pada akhirnya dapat 
memberikan kesejahteraan 
masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X 
DPR RI, My Esti Wijayati 
mengatakan, perpustakaan 
memiliki daya dukung untuk 
meningkatkan Indeks 
Pembangunan Pemuda (IPP). Di 
tahun 2020, IPP secara nasional 
turun menjadi 51,00. Hal ini 
disebabkan situasi pandemi 
Covid-19 yang berdampak pada 
salah satu sektor domain IPP, 

yakni sektor kesempatan kerja.
"Karena Perpusnas maupun 
perpustakaan daerah memiliki 
daya dukung untuk 
meningkatkan IPP, yang 
merupakan salah satu kunci 
indikator keberhasilan 
pembangunan nasional kita 
melalui peningkatan SDM," 
lanjutnya.

Kota Batu
Menurut Syarif Bando, gerakan 
untuk menumbuhkan gemar 
membaca, menyiapkan buku 
ilmu terapan, buku life skills 
menjadi keniscayaan untuk 
menolong 65 juta masyarakat 
Indonesia yang masuk kelompok 
rentan serta sejalan dengan 
RPJMN Presiden Joko Widodo 
tentang pembangunan SDM 

unggul.
"Mudah-mudahan dengan 
membangun sinergitas dengan 
berbagai stakeholder ini, 
peningkatan SDM unggul lebih 
cepat dicapai," ungkap Syarif.

Pada kesempatan yang sama, 
juga dilakukan Pengukuhan Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
sebagai Bunda Literasi Kota Batu 
sekaligus penandatanganan Nota 
Kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kota Batu.

Kabupaten Deli Serdang
Acara talk show juga dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kabupaten Deli Serdang 
periode 2022-2024, Yunita Siregar, 
dan penandatanganan nota 

kesepakatan dan kesepahaman 
bersama antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kab. Deli 
Serdang, Kab. Pakpak Bharat, Kab. 
Simalungun, Universitas 
Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, 
dan Institut Kesehatan Medistra 
Lubuk Pakam. 

Provinsi Gorontalo
Perpusnas, pada kesempatan 
yang sama juga menyerahkan 
bantuan mobil perpustakaan 
keliling dan melakukan 
penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
dengan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo dan 8 (delapan) 
perguruan tinggi, di antaranya, 
IAIN Sultan Amai Gorontalo, 
Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo, Universitas Bina 
Mandiri Gorontalo, Universitas 
Gorontalo, Universitas Bina 
Taruna Gorontalo, Universitas 
Nahdlatul Ulama Gorontalo, 
Universitas Ichsan dan Politeknik 

Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo Utara
Menurut Anggota Komisi X DPR 
RI Elnino M. Husein Mohi, literasi 
sangat diperlukan dalam 

menghadapi era digital saat ini. 
Pasalnya jika kebutaan literasi 
masih dirawat maka 
permasalahan kemiskinan tidak 
dapat teratasi.

"Apalagi saat ini kita sudah 
dihadapkan dengan teknologi 
metaverse, tiruan dunia yang 
berada di dunia maya. Sangat 
disayangkan jika kita tidak 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang ada untuk keluar 

dari kemiskinan," tuturnya.
Pada acara tersebut Reny Yasin 
Hiola dikukuhkan sebagai bunda 
literasi Kabupaten Gorontalo 
Utara. Selain itu dilakukan 
penandatanganan nota 
kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Gorontalo Utara. 

Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun 
Arif menjelaskan meskipun 
pertumbuhan ekonomi di 
wilayahnya mencapai 15.1 persen 
di atas rata-rata nasional namun 
kondisi tersebut tidak sebanding 
dengan tingginya angka 
kemiskinan di wilayah tersebut. 
Padahal Sulteng memiliki 
delapan potensi industri, seperti 
tambang, minyak, dan emas.

Untuk itu, lanjut Ma'mun, 
pemerintah provinsi mendukung 
berbagai kegiatan literasi yang 
ada di Sulteng. Bahkan pihaknya 
berharap di setiap 
kabupaten/kota bahkan desa 
memiliki gedung perpustakaan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, 
Sakinah menilai untuk 
meningkatkan literasi perlunya 
sinergi antara pemerintah pusat, 
daerah bahkan stakeholder 
lainnya. Termasuk peran dari ibu 
rumah tangga.

"Dengan demikian, melalui literasi 
dapat menjadikan masyarakat 
sesuai dengan apa yang 
diinginkan pemerintah. 
Mendorong masyarakat ini 
menjadi sumber daya manusia 
yang betul-betul unggul dalam 
segala hal," jelasnya.

Kabupaten Agam
Kepala Perpusnas mengukuhkan 
Ketua TP PKK Yenni Andri 
Warman sebagai Bunda Literasi 
Kabupaten Agam. Bupati Andri 
Warman berharap bunda literasi 
bersama perpustakaan daerah 
dan perpustakaan nagari dapat 
lebih berkiprah dalam 
meningkatkan nilai kegemaran 
membaca dan indeks 
pembangunan literasi Kabupaten 

Agam.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur 
Sumatera Barat Bidang Ekonomi 

dan Keuangan, Syafrizal 
mengakui, kondisi literasi 
Sumatera Barat masih 
memerlukan perhatian. Indeks 
Pembangunan Literasi 
Masyarakat Sumatera Barat tahun 
2021 masih di angka 14,17, 
sementara Kabupaten Agam 
pada posisi 3,87.

"Pencapaian 10 indikator indeks 
pembangunan juga kita juga 
rendah sehingga diperlukan 
upaya bersungguh-sungguh 
pemerintah provinsi dan 19 
kabupaten kota untuk 
mengangkat nilai tersebut untuk 
membuktikan sejarah panjang 
literasi Sumatera Barat di masa 
lalu," ungkapnya.

Kota Bima
Acara talk show dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kota Bima dan Kabupaten 
Dompu dan penandatanganan 
Nota Kesepakatan antara 
Perpusnas dengan STISIP Mbojo 
Bima, STIKIP Bima, Akademi 
Kebidanan Harapan Bunda Kota 
Bima, STIKES Yahya Bima, 
Pemerintah Kabupaten Bima 
serta Pemerintah Kota Bima.

Usai dikukuhkan, Bunda Literasi 
Kabupaten Bima berpendapat 

bahwa gelar Bunda Literasi tidak 
hanya menjadi simbol namun 
juga harus mampu memainkan 
peran dalam memberikan contoh 
kepada masyarakat terutama para 
orang tua akan pentingnya literasi 
kepada anak sejak usia dini. 

Provinsi Sulawesi Utara
Sesuai arahan Presiden Joko 
Widodo, isu strategis yang terkait 
erat dengan bidang 
perpustakaan, yaitu peningkatan 
kualitas SDM unggul dan 
transformasi ekosistem digital. 
Transformasi perpustakaan di era 
digital dan Revolusi Industri 4.0 
menghadirkan paradigma baru 
perpustakaan menjangkau 
masyarakat.

“Saya berharap akan terus lahir 
kebijakan Pemerintah Prov. 
Sulawesi Utara untuk penguatan 

budaya literasi dan juga peran 
Bunda Literasi terus bergerak 
membangun literasi untuk 
terciptanya kualitas SDM dan 
kemampuan berdaya saing 
dalam menghadapi kompetisi 
global dan juga peningkatan 
kualitas hidup untuk 
kesejahteraan,” ujar Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy 

Sofiana.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara 
Steven Kandouw menegaskan 
pentingnya literasi untuk 
masyarakat dan akan 
memberikan dukungan pada 
kepada Bunda Literasi 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional
Penyunting: Eka Cahyani
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ngkapan “knowledge is 
power” sudah tidak asing 
lagi di telinga. Pesan dari 

ungkapan yang bernas ini sangat 
mengena dan dampaknya dapat 
dirasakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan pengetahuan, 
maka seseorang memiliki modal 
untuk bekerja, berkreasi, bertahan 
hidup, membangun peradaban, 
dan melakukan aktivitas lainnya. 

Salah satu cara untuk 
memperoleh pengetahuan, yaitu 

dengan cara membaca. Perintah 
membaca pun dapat ditemukan 
dalam kitab suci Al Quran. Begitu 
pentingnya membaca bagi umat 
manusia, Allah SWT bahkan 
menurunkan wahyu pertamanya 
yang berbunyi ‘bacalah’ kepada 
Rasulullah SAW.

Perpustakaan sebagai lembaga 
yang menghimpun pengetahuan 
dalam berbagai format, baik 
tercetak maupun terekam 
bertanggung jawab dalam 

menumbuhkembangkan budaya 
membaca di tengah masyarakat. 
Membaca akan membuka dan 
memperluas wawasan seseorang 
yang sekaligus juga menambah 
tingkat literasinya. Kemampuan 
literasi yang tinggi akan 
menjadikan seseorang mampu 
berpikir kritis, membantu 
memecahkan masalah, 
menciptakan gagasan baru 
sehingga mampu bersaing untuk 
memperoleh penghidupan yang 
lebih baik. 

Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) menetapkan Indeks 
Literasi Masyarakat sebagai 
indikator yang menunjukkan 
tingkat literasi masyarakat di 
suatu daerah. Berbagai upaya 
telah dilakukan Perpusnas untuk 
meningkatkan indeks literasi di 
seluruh wilayah Nusantara, di 
antaranya dengan memberikan 
bantuan berupa koleksi 
perpustakaan, pembangunan dan 
perbaikan gedung perpustakaan, 
pelatihan, dan sarana 
perpustakaan keliling setiap 
tahun. Selain itu, Perpusnas 
secara rutin menyelenggarakan 
talk show untuk menanamkan 
pemahaman mengenai 
pentingnya peran perpustakaan 
dalam meningkatkan 
kemampuan literasi dan 
kesejahteraan masyarakat di 
berbagai daerah. Beberapa 
daerah yang telah 
menyelenggarakan kegiatan 
tersebut, di antaranya: 

Kabupaten Majalengka 
Bupati Majalengka Karna Sobahi 
dan Wakil Bupati Tarsono D. 
Mardiana, sependapat dengan 
Kepala Perpustakaan Nasional 
bahwa kemampuan membaca 
bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten 

Majalengka.
Sementara itu, Kepala 
Perpustakaan Nasional 
Muhammad Syarif Bando 
menyampaikan bahwa hanya 10% 
penduduk Indonesia yang terjun 
ke masyarakat dengan ijazah 

perguruan tinggi, sedangkan 90% 
sisanya dengan latar belakang 
SLTA dan bahkan lebih rendah. 
Literasi adalah kunci untuk 
membangun bangsa dan hal 
tersebut perlu didukung dengan 
sarana yang memadai.

“Berapa pun dana yang 
digelontorkan negara untuk 
infrastruktur pasti akan habis tapi 
tidak berlaku untuk ilmu 
pengetahuan. Negara akan maju 
dengan literasi. Maka dari itu, 
dibutuhkan kerja keras dan 
komitmen tinggi dari seluruh 
stakeholder untuk memotivasi 
masyarakat agar gemar 
membaca,” ucap Syarif Bando.

Kabupaten Gunungkidul
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta 
mengakui, bahwa literasi sangat 
penting dalam rangka 
menghadapi perkembangan 
global. Menurutnya, tidak adanya 
penciptaan teknologi baru tanpa 

adanya literasi.
"Literasi menjadi sangat penting 
yang pada akhirnya dapat 
memberikan kesejahteraan 
masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X 
DPR RI, My Esti Wijayati 
mengatakan, perpustakaan 
memiliki daya dukung untuk 
meningkatkan Indeks 
Pembangunan Pemuda (IPP). Di 
tahun 2020, IPP secara nasional 
turun menjadi 51,00. Hal ini 
disebabkan situasi pandemi 
Covid-19 yang berdampak pada 
salah satu sektor domain IPP, 

yakni sektor kesempatan kerja.
"Karena Perpusnas maupun 
perpustakaan daerah memiliki 
daya dukung untuk 
meningkatkan IPP, yang 
merupakan salah satu kunci 
indikator keberhasilan 
pembangunan nasional kita 
melalui peningkatan SDM," 
lanjutnya.

Kota Batu
Menurut Syarif Bando, gerakan 
untuk menumbuhkan gemar 
membaca, menyiapkan buku 
ilmu terapan, buku life skills 
menjadi keniscayaan untuk 
menolong 65 juta masyarakat 
Indonesia yang masuk kelompok 
rentan serta sejalan dengan 
RPJMN Presiden Joko Widodo 
tentang pembangunan SDM 

unggul.
"Mudah-mudahan dengan 
membangun sinergitas dengan 
berbagai stakeholder ini, 
peningkatan SDM unggul lebih 
cepat dicapai," ungkap Syarif.

Pada kesempatan yang sama, 
juga dilakukan Pengukuhan Wali 
Kota Batu Dewati Rumpoko 
sebagai Bunda Literasi Kota Batu 
sekaligus penandatanganan Nota 
Kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kota Batu.

Kabupaten Deli Serdang
Acara talk show juga dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kabupaten Deli Serdang 
periode 2022-2024, Yunita Siregar, 
dan penandatanganan nota 

kesepakatan dan kesepahaman 
bersama antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kab. Deli 
Serdang, Kab. Pakpak Bharat, Kab. 
Simalungun, Universitas 
Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, 
dan Institut Kesehatan Medistra 
Lubuk Pakam. 

Provinsi Gorontalo
Perpusnas, pada kesempatan 
yang sama juga menyerahkan 
bantuan mobil perpustakaan 
keliling dan melakukan 
penandatanganan nota 
kesepahaman dan kesepakatan 
dengan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo dan 8 (delapan) 
perguruan tinggi, di antaranya, 
IAIN Sultan Amai Gorontalo, 
Universitas Muhammadiyah 
Gorontalo, Universitas Bina 
Mandiri Gorontalo, Universitas 
Gorontalo, Universitas Bina 
Taruna Gorontalo, Universitas 
Nahdlatul Ulama Gorontalo, 
Universitas Ichsan dan Politeknik 

Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo Utara
Menurut Anggota Komisi X DPR 
RI Elnino M. Husein Mohi, literasi 
sangat diperlukan dalam 

menghadapi era digital saat ini. 
Pasalnya jika kebutaan literasi 
masih dirawat maka 
permasalahan kemiskinan tidak 
dapat teratasi.

"Apalagi saat ini kita sudah 
dihadapkan dengan teknologi 
metaverse, tiruan dunia yang 
berada di dunia maya. Sangat 
disayangkan jika kita tidak 
memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang ada untuk keluar 

dari kemiskinan," tuturnya.
Pada acara tersebut Reny Yasin 
Hiola dikukuhkan sebagai bunda 
literasi Kabupaten Gorontalo 
Utara. Selain itu dilakukan 
penandatanganan nota 
kesepakatan antara Perpusnas 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Gorontalo Utara. 

Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun 
Arif menjelaskan meskipun 
pertumbuhan ekonomi di 
wilayahnya mencapai 15.1 persen 
di atas rata-rata nasional namun 
kondisi tersebut tidak sebanding 
dengan tingginya angka 
kemiskinan di wilayah tersebut. 
Padahal Sulteng memiliki 
delapan potensi industri, seperti 
tambang, minyak, dan emas.

Untuk itu, lanjut Ma'mun, 
pemerintah provinsi mendukung 
berbagai kegiatan literasi yang 
ada di Sulteng. Bahkan pihaknya 
berharap di setiap 
kabupaten/kota bahkan desa 
memiliki gedung perpustakaan.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, 
Sakinah menilai untuk 
meningkatkan literasi perlunya 
sinergi antara pemerintah pusat, 
daerah bahkan stakeholder 
lainnya. Termasuk peran dari ibu 
rumah tangga.

"Dengan demikian, melalui literasi 
dapat menjadikan masyarakat 
sesuai dengan apa yang 
diinginkan pemerintah. 
Mendorong masyarakat ini 
menjadi sumber daya manusia 
yang betul-betul unggul dalam 
segala hal," jelasnya.

Kabupaten Agam
Kepala Perpusnas mengukuhkan 
Ketua TP PKK Yenni Andri 
Warman sebagai Bunda Literasi 
Kabupaten Agam. Bupati Andri 
Warman berharap bunda literasi 
bersama perpustakaan daerah 
dan perpustakaan nagari dapat 
lebih berkiprah dalam 
meningkatkan nilai kegemaran 
membaca dan indeks 
pembangunan literasi Kabupaten 

Agam.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur 
Sumatera Barat Bidang Ekonomi 

dan Keuangan, Syafrizal 
mengakui, kondisi literasi 
Sumatera Barat masih 
memerlukan perhatian. Indeks 
Pembangunan Literasi 
Masyarakat Sumatera Barat tahun 
2021 masih di angka 14,17, 
sementara Kabupaten Agam 
pada posisi 3,87.

"Pencapaian 10 indikator indeks 
pembangunan juga kita juga 
rendah sehingga diperlukan 
upaya bersungguh-sungguh 
pemerintah provinsi dan 19 
kabupaten kota untuk 
mengangkat nilai tersebut untuk 
membuktikan sejarah panjang 
literasi Sumatera Barat di masa 
lalu," ungkapnya.

Kota Bima
Acara talk show dirangkaikan 
dengan pengukuhan Bunda 
Literasi Kota Bima dan Kabupaten 
Dompu dan penandatanganan 
Nota Kesepakatan antara 
Perpusnas dengan STISIP Mbojo 
Bima, STIKIP Bima, Akademi 
Kebidanan Harapan Bunda Kota 
Bima, STIKES Yahya Bima, 
Pemerintah Kabupaten Bima 
serta Pemerintah Kota Bima.

Usai dikukuhkan, Bunda Literasi 
Kabupaten Bima berpendapat 

bahwa gelar Bunda Literasi tidak 
hanya menjadi simbol namun 
juga harus mampu memainkan 
peran dalam memberikan contoh 
kepada masyarakat terutama para 
orang tua akan pentingnya literasi 
kepada anak sejak usia dini. 

Provinsi Sulawesi Utara
Sesuai arahan Presiden Joko 
Widodo, isu strategis yang terkait 
erat dengan bidang 
perpustakaan, yaitu peningkatan 
kualitas SDM unggul dan 
transformasi ekosistem digital. 
Transformasi perpustakaan di era 
digital dan Revolusi Industri 4.0 
menghadirkan paradigma baru 
perpustakaan menjangkau 
masyarakat.

“Saya berharap akan terus lahir 
kebijakan Pemerintah Prov. 
Sulawesi Utara untuk penguatan 

budaya literasi dan juga peran 
Bunda Literasi terus bergerak 
membangun literasi untuk 
terciptanya kualitas SDM dan 
kemampuan berdaya saing 
dalam menghadapi kompetisi 
global dan juga peningkatan 
kualitas hidup untuk 
kesejahteraan,” ujar Deputi 
Bidang Pengembangan Bahan 
Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy 

Sofiana.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara 
Steven Kandouw menegaskan 
pentingnya literasi untuk 
masyarakat dan akan 
memberikan dukungan pada 
kepada Bunda Literasi 
meningkatkan indeks literasi 
masyarakat.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional
Penyunting: Eka Cahyani
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Maka, guna menghadapinya anak 
harus bisa menyesuaikan diri, 
terus berinovasi, memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana dan 
sehat dan terus belajar yang 
diatur. Selain itu, orang tua tetap 
menyampaikan pentingnya 
interaksi fisik dan sosial serta 
berkomunikasi secara terbuka.

Senada dengan itu, Ketua Umum 
Pengurus Pusat Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI), T 
Syamsul Bahri, menuturkan era 
disrupsi sangat terkait dengan 
teknologi yang mengubah model 
pelayanan perpustakaan yang 
ada dan juga memenuhi harapan 
pemustaka. Ini merupakan masa 
di mana setiap profesi meninjau 
perannya dalam masyarakat. 
Begitu juga dengan pustakawan, 
dituntut untuk meningkatkan 
kompetensinya sebagai pekerja 
profesional dan personal.

"Pustakawan harus menjadi 
mentor, fasilitator, motivator, 
bahkan menginspirasi untuk 
mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas. Pustakawan harus 
berperan dalam meningkatkan 
kompetensi perpustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat saat ini 
karena perpustakaan juga terus 
berkembang, sudah membuat 
diklat dan bimtek online, buku 
serta jurnal digital," ungkapnya.

Maka dari itu, pustakawan harus 
mengubah sikap dan perilaku 
atau mengubah cara untuk 
melayankan informasi kepada 
pemustaka. Perlu memberi 
layanan yang inovatif untuk 
merespons disrupsi digital, 
merencanakan strategi, kebijakan, 
budaya, sistem dan proses kerja 
yang dibutuhkan untuk 
diterapkan di era disrupsi serta 
kompetensi yang memadai.

Dengan demikian, Peneliti BRIN 
yang juga Sekjen Ikatan Sarjana 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
Indonesia (ISIPII), Cahyo 

Trianggoro, menerangkan 
sumber daya manusia (SDM) 
perpustakaan perlu dipersiapkan 
dalam memperkuat ekosistem 
digital nasional karena faktor 
perubahan paradigma.

Pengalaman digital bukan proses 
linear. Perjalanan seorang 
pengguna layanan dalam kanal 
digital dapat dimulai dan berakhir 
pada berbagai kanal digital.

"Paradigma baru itu adalah 
sistem sentralisasi vs federasi, 
interkoneksi layanan dengan 
pihak eksternal dan fokus pada 
perilaku pengguna dan 
perubahannya," ucap dia.

Digitalisasi 
Perpustakaan Jadi 
Kebutuhan Mendesak

Sementara itu, Analis Data dan 
Informasi, Ditjen Paud Dikdas 
Dikmen Kemdikbud, Hendro 
Wicaksono menyampaikan 
bahwa perpustakaan adalah salah 
satu pusat interaksi sosial, lintas 
suku bangsa, agama, profesi, dan 
lainnya. Dalam spesifikasi 
perpustakaan sekolah, bagian ini 
adalah bagian integral yang tak 
terpisahkan dari segala aktivitas 
pembelajaran sekolah.

"Keberadaan perpustakaan 
sekolah di sebuah sekolah 
menjadi sangat strategis, karena 
menjadi alternatif ruang publik 
yang menawarkan suasana 
berbeda, dari sekedar ngobrol, 
baca, dan refreshing. Bahkan, 
perpustakaan dipakai siswa yang 
tak banyak berinteraksi dengan 
orang lain," bukanya.

Saat ini, menurut Hendro, koleksi 
perpustakaan sekolah masih 
konvensional, karena mudah dan 
murah diakses. Tapi, tantangan di 
perpustakaan sekolah kini cukup 
banyak. Yang paling utama 
adalah kompetensi pengelola 

perpustakaan sekolah yang 
rendah.

"Bisa tidak, ekosistem digital 
nasional bisa membantu masalah 
perpustakaan sekolah?," tanyanya.

Karena menurut dia, ekosistem 
digital nasional harus bisa 
menyelesaikan masalah 
turunannya, yakni meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi 
perpustakaan sekolah, 
membantu pengembangan 
koleksi, meningkatkan kualitas 
pengelolaan koleksi, membantu 

reservasi karya lokal dan 
membantu pengambilan 
keputusan.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia, Mariyah menjelaskan 
Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka adalah kebijakan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mendorong 
mahasiswa menguasai berbagai 
dunia keilmuan dalam memasuki 
dunia kerja. Kampus merdeka 

Perpustakaan harus membantu 
masyarakat menghasilkan produk 
dan bisa mendapatkan informasi 
akses untuk menjualnya, terserap, 
dan tersalurkan," katanya.

Hendro Subagyo, Kepala Pusat 
Data dan Informasi BRIN, 
menutup sesi ini dengan paparan 
Transformasi Layanan 
Perpustakaan Khusus dalam 
Mendukung Open Science dan 
Open Data. Menurut Hendro, 
hasil penelitian saat ini tak boleh 
hanya menyajikan hasil 
penelitiannya saja, tapi juga data 
dan langkah untuk mendapatkan 
hasil penelitian tersebut. Hal ini 
agar hasil penelitian itu bisa 
diikuti, dilakukan, dan dinikmati 
oleh siapa pun.

Rekomendasi Rakornas

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 menghasilkan 
beberapa poin rekomendasi 
penting, yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab seluruh insan 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, yaitu:

•   Peningkatan budaya literasi 
dalam mendukung Program 
Prioritas Peningkatan Budaya 
Literasi, Inovasi dan Kreativitas 
Bagi Terwujudnya Masyarakat 
Berpengetahuan dan 
Berkarakter dengan indikator 
Nilai Budaya Literasi yang telah 
ditargetkan pada tahun 2024 
sebesar 71 (tinggi), dengan 
komponen utama tingkat 
kegemaran membaca 
masyarakat, akses internet, dan 
kunjungan ke 
perpustakaan/taman bacaan 
seluruh jenis perpustakaan di 
Indonesia agar mendukung 
target capaian tersebut.

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 

sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi, serta 
para pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dan 
berkolaborasi lintas lembaga 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik 
konvensional maupun digital 
guna mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia. 

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
melaksanakan transformasi 
perpustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan 
mendukung terwujudnya 
ekosistem digital nasional.

•   Mendorong terwujudnya 
perpustakan sebagai pusat 
pengetahuan, pusat kegiatan 
literasi, pusat berkegiatan 
masyarakat dan pusat 
pemajuan kebudayaan yang 
memungkinkan masyarakat 
dapat berbagi pengalaman, 
belajar secara kontekstual dan 
berlatih keterampilan dan 
kecakapan hidup di seluruh 
wilayah Indonesia.

•   Mendorong pemerintah dan 
pemerintah daerah mendirikan 
perpustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa dan 
kelurahan sebagai pusat belajar 
dan berkegiatan masyarakat 
untuk mendukung 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia.

•   Perpustakaan Nasional 

bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk memperkuat literasi 
masyarakat melalui 
peningkatan akses 
pengetahuan, menyediakan 
bahan bacaan baik cetak 
maupun digital di 
tempat-tempat umum dalam 
bentuk layanan perpustakaan 
konvensional dan berbasis 
aplikasi digital.

•   Meningkatkan sinergitas dan 
kolaborasi antar 
kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan untuk 
mendukung percapaian target 
nasional peningkatan budaya 
literasi, sebagai salah satu 
Program Prioritas Nasional 
sesuai RPJMN 2020-2024.

•   Perpustakaan Nasional dan 
para pemangku kepentingan 
bidang perpustakan untuk 
mendorong percepatan 
tersusunnya regulasi Peta Jalan 
Pembangunan Literasi (PJPL).

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
jejaring kerja sama 
perpustakaan lingkup nasional.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional

Muhadjir Effendy: 
Transformasi 
Perpustakaan Wajib

emikian disampaikan 
Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 
Muhadjir Effendy, saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 di Hotel Bidakara 
Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).

Muhadjir menyebut, 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) memiliki peranan 
yang sangat penting terutama 
dalam membentuk ekosistem 
digital perpustakaan di seluruh 
Indonesia.

“Perpusnas menjadi pusat dari 
jaringan perpustakaan seluruh 
Indonesia baik yang 
ada di sekolah, 
pemerintah 
daerah, maupun 
yang ada di 
komunitas dan 
semuanya 
harus 
dibangun 
semacam 
ekosistem digital 
nasional. 
Karena itu, 
peran 

Perpusnas sangat penting 
terutama dalam rangka untuk 
mentransformasi makna dari 
perpustakaan sebagai sarana 
belajar,” ungkapnya.

Keberadaan perpustakaan, lanjut 
Muhadjir, merupakan sarana 
mengembangkan 
keterjangkauan masyarakat 
umum maupun pelajar terhadap 
sumber-sumber bahan bacaan. 
Sehingga perpustakaan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lebih produktif.

“Kalau mau menghancurkan 
peradaban sebuah bangsa 
hancurkan perpustakaannya. 
Kalau kita ingin membangun 
peradaban sebuah bangsa 
bangunlah perpustakaannya. 
Jangan sampai memahami 
perpustakaan hanya untuk 
membaca kemudian yang 
dijadikan ukuran berapa 
pengunjung semakin banyak 

pengunjung berarti semakin 
sukses” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan 
perlu adanya indikator baru 
dalam mengukur keberhasilan 
perpustakaan membangun 

literasi yang tidak hanya diukur 
dari berapa banyak 
pengunjungnya.

“Setelah datang ke 
perpustakaan apa 

produk hasilnya. 
Jangan sampai 

hanya sekadar baca 
selanjutnya tidak 
ada hasilnya yang 
bisa diukur. 
Karena itu perlu 
ada pengukuran 

lebih lanjut 
dalam kaitan 

dengan 
proses 
belajar,” 
imbuhnya.

Penguatan Literasi 
Tingkatkan 
Kemampuan Menuju 
Kesejahteraan

Perpustakaan memiliki peran dan 
sumbangsih sangat penting 
dalam meningkatkan literasi 
masyarakat. Maka disediakan 
ruang yang cukup bagi proses 
interaksi dalam rangka 
penggalian informasi dan 
pengembangan pengetahuan 
berdasarkan sumber-sumber 
bacaan yang disediakan sesuai 
dengan zamannya agar nantinya 
berimbas pada kesejahteraan.

Direktur Agama, Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedeputian 
Pembangunan Manusia 
Masyarakat dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Amich Alhumami, menyatakan 
berkaitan dengan program 
prioritas RPJMN 2020-2024, 
penguatan literasi berkolerasi 
dengan penuntasan kemiskinan 
serta penguatan ekonomi.

“Hadirnya komunitas maupun 
pegiat literasi menjadi pelopor 
gerakan literasi dalam 
peningkatan kemampuan dan 
pemberdayaan masyarakat, yang 
pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan,” katanya dalam 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
2022 di Hotel Bidakara Jakarta, 
Rabu (30/3/2022).

Guna mewujudkannya, Kepala 
Subdirektorat Dana Alokasi 
Khusus Fisik Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan, Nugroho 
Imam Santoso, menjelaskan 
pemerintah terus berusaha 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan umum daerah 
(perpusda) dalam rangka 
memperkuat budaya literasi 

Muhadjir Effendy
Menteri koordinator PMK RI
Dok. Perpusnas

untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, kreatif, inovatif, 
dan berkarakter.

Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan, tanggung 
jawab, peran pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dalam 
pengembangan infrastruktur 
layanan perpustakaan umum 
sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan di provinsi dan 
kabupaten/kota. Pemerataan 
akses layanan perpustakaan 
dalam peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan kesejahteraan 
masyarakat dan sinergitas 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di dalam 
pembangunan perpustakaan 
umum di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kinerja pelaksanaan kontrak dan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Subbidang Perpustakaan 
semakin mengalami perbaikan. 
Pengalokasian DAK Fisik 
harapannya diprioritaskan untuk 
daerah dengan indeks literasi 
yang masih rendah. 
Rekomendasinya agar terus 
mempertahankan dan 
memperbaiki kinerja serta 
memperhatikan kebutuhan tidak 
hanya usulan,” kata dia.

Dengan demikian, penyaluran 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan tahun 2021 meraih 
predikat terbaik empat untuk 
kinerja penandatangan kontrak 
dan terbaik tiga untuk kinerja 
penyaluran di antara subbidang 
yang lain. Harapannya, terus 
meningkatkan kinerja, tidak 
hanya berdasarkan pada usulan, 
tetapi juga pada kebutuhan 
dengan memprioritaskan daerah 
dengan indeks pembangunan 
literasi masyarakat yang masih 
rendah.

Sementara, Direktur 
Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Kerjasama, 
Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kemendagri, Prabawa Eka 
Susanta, mengatakan program 
perpustakaan daerah dan literasi 
dibina dan dikembangkan 
melalui dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (GWPP), 
kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.

“Kegiatan ini merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan 
urusan pemerintahan yang 
merupakan tugas dan wewenang 
GWPP. Namun pembinaan 
kepada masyarakat yang 
dilibatkan dalam kegiatan 
layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial bukan merupakan 
tugas dan wewenang GWPP,” 
ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu 
pelaksanaan tugas pembantuan 
diterapkan dengan melakukan 
sosialisasi kepada 
kementerian/lembaga atas 
rekomendasi menteri keuangan 
tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah untuk 
mendorong percepatan 
penyampaian indikasi program 
dan kegiatan, percepatan 
penetapan peraturan menteri, 
DIPA, dan petunjuk teknis.

“Mendorong terlaksananya 
koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan program/kegiatan 
baik dengan K/L di tingkat pusat 
maupun dengan pemerintah 

daerah sebelum penyusunan 
rencana kerja K/L dalam rangka 
sinergi kebijakan Tugas 
Pembantuan, melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
daerah maupun 
nasional,”lanjutnya.

Perpustakaan di Era 
Disrupsi

Literasi perpustakaan terus 
berkembang maju di berbagai 
daerah pada era disrupsi. Hal ini 
mengindikasikan masa di mana 
terjadi inovasi dan perubahan 
secara masif dan fundamental, 
sehingga mengubah berbagai 
sistem dan tatanan ke cara yang 
baru. Meski demikian, budaya 
masyarakat tetap harus dibangun 
dengan berbagai layanan agar 
menciptakan bangsa yang cerdas.

Ketua Umum Pengurus Pusat 
Forum Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), Opik, menyatakan 
pihaknya menjadi layanan 
pendidikan nonformal atau 
gerakan yang diinisiasi oleh 
masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan budaya baca dan 
kecakapan literasi lainnya. 
Pihaknya berusaha 
menggerakkan budaya baca dari 
pinggiran.

"Kami berfungsi sebagai ruang 
informasi, belajar, rekreasi, dan 
jejaring yang berkegiatan literasi 

baca tulis, numerasi, sains, 
finansial, digital, dan budaya serta 
kewargaan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang 
dilakukan merupakan 
pengembangan budaya baca dan 
aktivitas literasi lainnya seperti 
layanan membaca di tempat dan 
peminjaman buku, buka lapak 
baca, program gambar ceria yakni 
pendampingan pendidikan 
masyarakat, kasmile berdaya 
yakni pelatihan untuk pemuda, 
rekrutmen relawan literasi, 
pengenalan IT untuk anak-anak, 
literasi ceria (pelatihan menulis 
pantun, puisi dan bercerita), serta 
penyuluhan kesehatan untuk 
para ibu, kampanye pendidikan 
kepada orang tua, 
pengembangan kreativitas, 
parenting, internet sehat, layanan 
pendidikan kesetaraan, dan 
lainnya.

Kiprahnya dilakukan di hampir 
semua wilayah Indonesia seperti 
Sorong, Fakfak, Kepulauan Riau, 
Palangka Raya, Garut Jawa Barat, 
Ende, Parigi Moutong, Kubu Raya, 
Nias, Nunukan, Bitung, dan 
wilayah lainnya.

Sementara, Pengurus Perahu 
Pustaka Bakauheni Lampung, 
Radmiadi, menyatakan 
penguatan literasi masyarakat 
perlu dilakukan sebagai gerakan 
sosial di Tanah Air lewat Pustaka 
Bergerak Indonesia.

"Menariknya, Pustaka Bergerak ini 
dilakukan menggunakan 
berbagai macam kendaraan, 
lewat kuda, perahu, motor, 
sepeda, gerobak, noken, bemo, 
ransel, dan lainnya," jelasnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah 
mendekatkan buku pada 
pembaca, turut serta 
mencerdaskan anak-anak bangsa, 
menjangkau daerah terpencil, 
dan membaca lingkungan 
dengan kegiatan sosial. Ini 
merupakan cara hebat, unik, dan 
menarik dalam mengatasi 
problematika sosial.

Ketua Gerakan Pemasyarakatan 
Minat Baca (GPMB), Tjahjo 
Suprajogo menyebut pada era 
disrupsi (perubahan di berbagai 
sektor akibat digitalisasi dan 
internet untuk segala) ini, perlu 
untuk memperkuat budaya baca 
keluarga karena pendidikan 
terkena dampaknya, misalnya, 
materi pembelajaran tersedia 
melimpah di internet, termasuk 
jarak bukan masalah, belajar bisa 
di manapun dan kapanpun.

"Buku dan referensi tidak hanya 
tersedia di toko buku atau 
perpustakaan (e-book, e-journal, 
slide share), bahkan fungsi guru 
bergeser, lebih mengarahkan 
pada nilai-nilai, etika, budaya, 
moral, kebijaksanaan dan 
pengalaman, yang tidak dapat 
diajarkan oleh Google atau mesin 
pencari lainnya," ucap dia.

memberi kebebasan kepada 
mahasiswa untuk memilih mata 
kuliah yang akan mereka ambil.

"Di sini, karya-karya dosen 
maupun civitas akademika harus 
bisa dinikmati seluruh masyarakat 
Indonesia maupun global," 
katanya.

Maka, Gerakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka harus memiliki 
perpustakaan yang memadai 
untuk menunjang segala 
kegiatan keilmuan itu. 
Dikatakannya, perpustakaan 

perguruan tinggi harus dapat 
melakukan transformasi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan inovasi bagi 
banyak orang. Salah satunya 
adalah mengurangi koleksi 
konvensional, dan beralih ke 
koleksi digital yang kini lebih 
ramah pengguna.

"Bagi yang keterbatasan dana, 
Perpustakaan Nasional sudah 
menyediakan beribu-ribu e-book 
yang bisa kita akses untuk 

kebaikan bersama," sambungnya.

Hal ini terkorelasi dengan kondisi 
pandemi yang belum usai saat ini. 
Mariyah menyarankan agar 
semua pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan perpustakaan agar 
semakin gencar memanfaatkan 
ruang digital yang kini banyak 
tersedia.

"Ruang maya sekarang sangat 
potensial, termasuk digital 
self-service yang masuk dalam 
layanan yang harus 
ditransformasi. Penyediaan 

dokumen untuk riset secara 
daring, dan aktivasi laman situs 
perpustakaan sebagai pintu 
masuk perpustakaan virtual 
adalah kewajiban saat ini," 
katanya.

Sementara itu, Jonner Hasugian, 
Ketua Forum Perpustakaan 
Digital Indonesia, tak menampik 
bahwa di tengah banyaknya 
seruan mengenai digitalisasi 
perpustakaan, masih banyak 
perpustakaan di Indonesia yang 

bahkan belum tersentuh 
teknologi. Tapi, perubahan adalah 
keharusan, meski itu berjalan 
pelan.

Perpustakaan digital dinilai 
memiliki banyak kelebihan, 
karena pengguna bisa melakukan 
remote access atau akses jarak 
jauh. Perpustakaan digital juga 
menawarkan akses tanpa batas 
(unlimited), multiuser atau satu 
sumber bisa diakses banyak 
orang, real time, dan kemudahan 
akses karena berjejaring.

"Dulu, harga penerbitan sangat 
tinggi sehingga harga dokumen 
menjadi mahal saat masuk 
perpustakaan. Tapi tren sekarang, 
sebuah dokumen bisa sampai ke 
peneliti atau periset tanpa harus 
melewati penerbitan. Inilah 
keunggulannya. Murah, simple," 
jelasnya.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Umum Indonesia, 
Usman Asshiddiqi Qohara 
mengatakan bahwa transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial merupakan suatu 
pendekatan pelayanan 
perpustakaan yang berkomitmen 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna perpustakaan. 

Katanya, dulu perpustakaan 
adalah pusatnya orang-orang 
pintar yang cenderung serius. 
Tapi image perpustakaan itu kini 
sudah berubah jauh, bahkan 
menjadi salah satu tempat 
rekreasi. Karena perpustakaan kini 
didirikan untuk menghasilkan 
pengetahuan, produktivitas, dan 
kemandirian.

Maka pada konteks perpustakaan 
berbasis inklusi sosial ini, Usman 
mengajak para pengelola 
perpustakaan agar dapat 
melakukan pelibatan masyarakat. 
"Masyarakat menjadi aspek 
penting, melakukan advokasi. 



Maka, guna menghadapinya anak 
harus bisa menyesuaikan diri, 
terus berinovasi, memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana dan 
sehat dan terus belajar yang 
diatur. Selain itu, orang tua tetap 
menyampaikan pentingnya 
interaksi fisik dan sosial serta 
berkomunikasi secara terbuka.

Senada dengan itu, Ketua Umum 
Pengurus Pusat Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI), T 
Syamsul Bahri, menuturkan era 
disrupsi sangat terkait dengan 
teknologi yang mengubah model 
pelayanan perpustakaan yang 
ada dan juga memenuhi harapan 
pemustaka. Ini merupakan masa 
di mana setiap profesi meninjau 
perannya dalam masyarakat. 
Begitu juga dengan pustakawan, 
dituntut untuk meningkatkan 
kompetensinya sebagai pekerja 
profesional dan personal.

"Pustakawan harus menjadi 
mentor, fasilitator, motivator, 
bahkan menginspirasi untuk 
mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas. Pustakawan harus 
berperan dalam meningkatkan 
kompetensi perpustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat saat ini 
karena perpustakaan juga terus 
berkembang, sudah membuat 
diklat dan bimtek online, buku 
serta jurnal digital," ungkapnya.

Maka dari itu, pustakawan harus 
mengubah sikap dan perilaku 
atau mengubah cara untuk 
melayankan informasi kepada 
pemustaka. Perlu memberi 
layanan yang inovatif untuk 
merespons disrupsi digital, 
merencanakan strategi, kebijakan, 
budaya, sistem dan proses kerja 
yang dibutuhkan untuk 
diterapkan di era disrupsi serta 
kompetensi yang memadai.

Dengan demikian, Peneliti BRIN 
yang juga Sekjen Ikatan Sarjana 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
Indonesia (ISIPII), Cahyo 

Trianggoro, menerangkan 
sumber daya manusia (SDM) 
perpustakaan perlu dipersiapkan 
dalam memperkuat ekosistem 
digital nasional karena faktor 
perubahan paradigma.

Pengalaman digital bukan proses 
linear. Perjalanan seorang 
pengguna layanan dalam kanal 
digital dapat dimulai dan berakhir 
pada berbagai kanal digital.

"Paradigma baru itu adalah 
sistem sentralisasi vs federasi, 
interkoneksi layanan dengan 
pihak eksternal dan fokus pada 
perilaku pengguna dan 
perubahannya," ucap dia.

Digitalisasi 
Perpustakaan Jadi 
Kebutuhan Mendesak

Sementara itu, Analis Data dan 
Informasi, Ditjen Paud Dikdas 
Dikmen Kemdikbud, Hendro 
Wicaksono menyampaikan 
bahwa perpustakaan adalah salah 
satu pusat interaksi sosial, lintas 
suku bangsa, agama, profesi, dan 
lainnya. Dalam spesifikasi 
perpustakaan sekolah, bagian ini 
adalah bagian integral yang tak 
terpisahkan dari segala aktivitas 
pembelajaran sekolah.

"Keberadaan perpustakaan 
sekolah di sebuah sekolah 
menjadi sangat strategis, karena 
menjadi alternatif ruang publik 
yang menawarkan suasana 
berbeda, dari sekedar ngobrol, 
baca, dan refreshing. Bahkan, 
perpustakaan dipakai siswa yang 
tak banyak berinteraksi dengan 
orang lain," bukanya.

Saat ini, menurut Hendro, koleksi 
perpustakaan sekolah masih 
konvensional, karena mudah dan 
murah diakses. Tapi, tantangan di 
perpustakaan sekolah kini cukup 
banyak. Yang paling utama 
adalah kompetensi pengelola 

perpustakaan sekolah yang 
rendah.

"Bisa tidak, ekosistem digital 
nasional bisa membantu masalah 
perpustakaan sekolah?," tanyanya.

Karena menurut dia, ekosistem 
digital nasional harus bisa 
menyelesaikan masalah 
turunannya, yakni meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi 
perpustakaan sekolah, 
membantu pengembangan 
koleksi, meningkatkan kualitas 
pengelolaan koleksi, membantu 

reservasi karya lokal dan 
membantu pengambilan 
keputusan.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia, Mariyah menjelaskan 
Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka adalah kebijakan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mendorong 
mahasiswa menguasai berbagai 
dunia keilmuan dalam memasuki 
dunia kerja. Kampus merdeka 

Perpustakaan harus membantu 
masyarakat menghasilkan produk 
dan bisa mendapatkan informasi 
akses untuk menjualnya, terserap, 
dan tersalurkan," katanya.

Hendro Subagyo, Kepala Pusat 
Data dan Informasi BRIN, 
menutup sesi ini dengan paparan 
Transformasi Layanan 
Perpustakaan Khusus dalam 
Mendukung Open Science dan 
Open Data. Menurut Hendro, 
hasil penelitian saat ini tak boleh 
hanya menyajikan hasil 
penelitiannya saja, tapi juga data 
dan langkah untuk mendapatkan 
hasil penelitian tersebut. Hal ini 
agar hasil penelitian itu bisa 
diikuti, dilakukan, dan dinikmati 
oleh siapa pun.

Rekomendasi Rakornas

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 menghasilkan 
beberapa poin rekomendasi 
penting, yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab seluruh insan 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, yaitu:

•   Peningkatan budaya literasi 
dalam mendukung Program 
Prioritas Peningkatan Budaya 
Literasi, Inovasi dan Kreativitas 
Bagi Terwujudnya Masyarakat 
Berpengetahuan dan 
Berkarakter dengan indikator 
Nilai Budaya Literasi yang telah 
ditargetkan pada tahun 2024 
sebesar 71 (tinggi), dengan 
komponen utama tingkat 
kegemaran membaca 
masyarakat, akses internet, dan 
kunjungan ke 
perpustakaan/taman bacaan 
seluruh jenis perpustakaan di 
Indonesia agar mendukung 
target capaian tersebut.

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 

sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi, serta 
para pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dan 
berkolaborasi lintas lembaga 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik 
konvensional maupun digital 
guna mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia. 

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
melaksanakan transformasi 
perpustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan 
mendukung terwujudnya 
ekosistem digital nasional.

•   Mendorong terwujudnya 
perpustakan sebagai pusat 
pengetahuan, pusat kegiatan 
literasi, pusat berkegiatan 
masyarakat dan pusat 
pemajuan kebudayaan yang 
memungkinkan masyarakat 
dapat berbagi pengalaman, 
belajar secara kontekstual dan 
berlatih keterampilan dan 
kecakapan hidup di seluruh 
wilayah Indonesia.

•   Mendorong pemerintah dan 
pemerintah daerah mendirikan 
perpustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa dan 
kelurahan sebagai pusat belajar 
dan berkegiatan masyarakat 
untuk mendukung 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia.

•   Perpustakaan Nasional 

bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk memperkuat literasi 
masyarakat melalui 
peningkatan akses 
pengetahuan, menyediakan 
bahan bacaan baik cetak 
maupun digital di 
tempat-tempat umum dalam 
bentuk layanan perpustakaan 
konvensional dan berbasis 
aplikasi digital.

•   Meningkatkan sinergitas dan 
kolaborasi antar 
kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan untuk 
mendukung percapaian target 
nasional peningkatan budaya 
literasi, sebagai salah satu 
Program Prioritas Nasional 
sesuai RPJMN 2020-2024.

•   Perpustakaan Nasional dan 
para pemangku kepentingan 
bidang perpustakan untuk 
mendorong percepatan 
tersusunnya regulasi Peta Jalan 
Pembangunan Literasi (PJPL).

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
jejaring kerja sama 
perpustakaan lingkup nasional.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional

Muhadjir Effendy: 
Transformasi 
Perpustakaan Wajib

emikian disampaikan 
Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 
Muhadjir Effendy, saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 di Hotel Bidakara 
Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).

Muhadjir menyebut, 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) memiliki peranan 
yang sangat penting terutama 
dalam membentuk ekosistem 
digital perpustakaan di seluruh 
Indonesia.

“Perpusnas menjadi pusat dari 
jaringan perpustakaan seluruh 
Indonesia baik yang 
ada di sekolah, 
pemerintah 
daerah, maupun 
yang ada di 
komunitas dan 
semuanya 
harus 
dibangun 
semacam 
ekosistem digital 
nasional. 
Karena itu, 
peran 

Perpusnas sangat penting 
terutama dalam rangka untuk 
mentransformasi makna dari 
perpustakaan sebagai sarana 
belajar,” ungkapnya.

Keberadaan perpustakaan, lanjut 
Muhadjir, merupakan sarana 
mengembangkan 
keterjangkauan masyarakat 
umum maupun pelajar terhadap 
sumber-sumber bahan bacaan. 
Sehingga perpustakaan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lebih produktif.

“Kalau mau menghancurkan 
peradaban sebuah bangsa 
hancurkan perpustakaannya. 
Kalau kita ingin membangun 
peradaban sebuah bangsa 
bangunlah perpustakaannya. 
Jangan sampai memahami 
perpustakaan hanya untuk 
membaca kemudian yang 
dijadikan ukuran berapa 
pengunjung semakin banyak 

pengunjung berarti semakin 
sukses” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan 
perlu adanya indikator baru 
dalam mengukur keberhasilan 
perpustakaan membangun 

literasi yang tidak hanya diukur 
dari berapa banyak 
pengunjungnya.

“Setelah datang ke 
perpustakaan apa 

produk hasilnya. 
Jangan sampai 

hanya sekadar baca 
selanjutnya tidak 
ada hasilnya yang 
bisa diukur. 
Karena itu perlu 
ada pengukuran 

lebih lanjut 
dalam kaitan 

dengan 
proses 
belajar,” 
imbuhnya.

Penguatan Literasi 
Tingkatkan 
Kemampuan Menuju 
Kesejahteraan

Perpustakaan memiliki peran dan 
sumbangsih sangat penting 
dalam meningkatkan literasi 
masyarakat. Maka disediakan 
ruang yang cukup bagi proses 
interaksi dalam rangka 
penggalian informasi dan 
pengembangan pengetahuan 
berdasarkan sumber-sumber 
bacaan yang disediakan sesuai 
dengan zamannya agar nantinya 
berimbas pada kesejahteraan.

Direktur Agama, Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedeputian 
Pembangunan Manusia 
Masyarakat dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Amich Alhumami, menyatakan 
berkaitan dengan program 
prioritas RPJMN 2020-2024, 
penguatan literasi berkolerasi 
dengan penuntasan kemiskinan 
serta penguatan ekonomi.

“Hadirnya komunitas maupun 
pegiat literasi menjadi pelopor 
gerakan literasi dalam 
peningkatan kemampuan dan 
pemberdayaan masyarakat, yang 
pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan,” katanya dalam 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
2022 di Hotel Bidakara Jakarta, 
Rabu (30/3/2022).

Guna mewujudkannya, Kepala 
Subdirektorat Dana Alokasi 
Khusus Fisik Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan, Nugroho 
Imam Santoso, menjelaskan 
pemerintah terus berusaha 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan umum daerah 
(perpusda) dalam rangka 
memperkuat budaya literasi 

untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, kreatif, inovatif, 
dan berkarakter.

Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan, tanggung 
jawab, peran pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dalam 
pengembangan infrastruktur 
layanan perpustakaan umum 
sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan di provinsi dan 
kabupaten/kota. Pemerataan 
akses layanan perpustakaan 
dalam peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan kesejahteraan 
masyarakat dan sinergitas 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di dalam 
pembangunan perpustakaan 
umum di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kinerja pelaksanaan kontrak dan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Subbidang Perpustakaan 
semakin mengalami perbaikan. 
Pengalokasian DAK Fisik 
harapannya diprioritaskan untuk 
daerah dengan indeks literasi 
yang masih rendah. 
Rekomendasinya agar terus 
mempertahankan dan 
memperbaiki kinerja serta 
memperhatikan kebutuhan tidak 
hanya usulan,” kata dia.

Dengan demikian, penyaluran 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan tahun 2021 meraih 
predikat terbaik empat untuk 
kinerja penandatangan kontrak 
dan terbaik tiga untuk kinerja 
penyaluran di antara subbidang 
yang lain. Harapannya, terus 
meningkatkan kinerja, tidak 
hanya berdasarkan pada usulan, 
tetapi juga pada kebutuhan 
dengan memprioritaskan daerah 
dengan indeks pembangunan 
literasi masyarakat yang masih 
rendah.

Sementara, Direktur 
Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Kerjasama, 
Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kemendagri, Prabawa Eka 
Susanta, mengatakan program 
perpustakaan daerah dan literasi 
dibina dan dikembangkan 
melalui dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (GWPP), 
kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.

“Kegiatan ini merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan 
urusan pemerintahan yang 
merupakan tugas dan wewenang 
GWPP. Namun pembinaan 
kepada masyarakat yang 
dilibatkan dalam kegiatan 
layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial bukan merupakan 
tugas dan wewenang GWPP,” 
ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu 
pelaksanaan tugas pembantuan 
diterapkan dengan melakukan 
sosialisasi kepada 
kementerian/lembaga atas 
rekomendasi menteri keuangan 
tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah untuk 
mendorong percepatan 
penyampaian indikasi program 
dan kegiatan, percepatan 
penetapan peraturan menteri, 
DIPA, dan petunjuk teknis.

“Mendorong terlaksananya 
koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan program/kegiatan 
baik dengan K/L di tingkat pusat 
maupun dengan pemerintah 

daerah sebelum penyusunan 
rencana kerja K/L dalam rangka 
sinergi kebijakan Tugas 
Pembantuan, melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
daerah maupun 
nasional,”lanjutnya.

Perpustakaan di Era 
Disrupsi

Literasi perpustakaan terus 
berkembang maju di berbagai 
daerah pada era disrupsi. Hal ini 
mengindikasikan masa di mana 
terjadi inovasi dan perubahan 
secara masif dan fundamental, 
sehingga mengubah berbagai 
sistem dan tatanan ke cara yang 
baru. Meski demikian, budaya 
masyarakat tetap harus dibangun 
dengan berbagai layanan agar 
menciptakan bangsa yang cerdas.

Ketua Umum Pengurus Pusat 
Forum Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), Opik, menyatakan 
pihaknya menjadi layanan 
pendidikan nonformal atau 
gerakan yang diinisiasi oleh 
masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan budaya baca dan 
kecakapan literasi lainnya. 
Pihaknya berusaha 
menggerakkan budaya baca dari 
pinggiran.

"Kami berfungsi sebagai ruang 
informasi, belajar, rekreasi, dan 
jejaring yang berkegiatan literasi 

baca tulis, numerasi, sains, 
finansial, digital, dan budaya serta 
kewargaan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang 
dilakukan merupakan 
pengembangan budaya baca dan 
aktivitas literasi lainnya seperti 
layanan membaca di tempat dan 
peminjaman buku, buka lapak 
baca, program gambar ceria yakni 
pendampingan pendidikan 
masyarakat, kasmile berdaya 
yakni pelatihan untuk pemuda, 
rekrutmen relawan literasi, 
pengenalan IT untuk anak-anak, 
literasi ceria (pelatihan menulis 
pantun, puisi dan bercerita), serta 
penyuluhan kesehatan untuk 
para ibu, kampanye pendidikan 
kepada orang tua, 
pengembangan kreativitas, 
parenting, internet sehat, layanan 
pendidikan kesetaraan, dan 
lainnya.

Kiprahnya dilakukan di hampir 
semua wilayah Indonesia seperti 
Sorong, Fakfak, Kepulauan Riau, 
Palangka Raya, Garut Jawa Barat, 
Ende, Parigi Moutong, Kubu Raya, 
Nias, Nunukan, Bitung, dan 
wilayah lainnya.

Sementara, Pengurus Perahu 
Pustaka Bakauheni Lampung, 
Radmiadi, menyatakan 
penguatan literasi masyarakat 
perlu dilakukan sebagai gerakan 
sosial di Tanah Air lewat Pustaka 
Bergerak Indonesia.

"Menariknya, Pustaka Bergerak ini 
dilakukan menggunakan 
berbagai macam kendaraan, 
lewat kuda, perahu, motor, 
sepeda, gerobak, noken, bemo, 
ransel, dan lainnya," jelasnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah 
mendekatkan buku pada 
pembaca, turut serta 
mencerdaskan anak-anak bangsa, 
menjangkau daerah terpencil, 
dan membaca lingkungan 
dengan kegiatan sosial. Ini 
merupakan cara hebat, unik, dan 
menarik dalam mengatasi 
problematika sosial.

Ketua Gerakan Pemasyarakatan 
Minat Baca (GPMB), Tjahjo 
Suprajogo menyebut pada era 
disrupsi (perubahan di berbagai 
sektor akibat digitalisasi dan 
internet untuk segala) ini, perlu 
untuk memperkuat budaya baca 
keluarga karena pendidikan 
terkena dampaknya, misalnya, 
materi pembelajaran tersedia 
melimpah di internet, termasuk 
jarak bukan masalah, belajar bisa 
di manapun dan kapanpun.

"Buku dan referensi tidak hanya 
tersedia di toko buku atau 
perpustakaan (e-book, e-journal, 
slide share), bahkan fungsi guru 
bergeser, lebih mengarahkan 
pada nilai-nilai, etika, budaya, 
moral, kebijaksanaan dan 
pengalaman, yang tidak dapat 
diajarkan oleh Google atau mesin 
pencari lainnya," ucap dia.

memberi kebebasan kepada 
mahasiswa untuk memilih mata 
kuliah yang akan mereka ambil.

"Di sini, karya-karya dosen 
maupun civitas akademika harus 
bisa dinikmati seluruh masyarakat 
Indonesia maupun global," 
katanya.

Maka, Gerakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka harus memiliki 
perpustakaan yang memadai 
untuk menunjang segala 
kegiatan keilmuan itu. 
Dikatakannya, perpustakaan 

perguruan tinggi harus dapat 
melakukan transformasi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan inovasi bagi 
banyak orang. Salah satunya 
adalah mengurangi koleksi 
konvensional, dan beralih ke 
koleksi digital yang kini lebih 
ramah pengguna.

"Bagi yang keterbatasan dana, 
Perpustakaan Nasional sudah 
menyediakan beribu-ribu e-book 
yang bisa kita akses untuk 

kebaikan bersama," sambungnya.

Hal ini terkorelasi dengan kondisi 
pandemi yang belum usai saat ini. 
Mariyah menyarankan agar 
semua pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan perpustakaan agar 
semakin gencar memanfaatkan 
ruang digital yang kini banyak 
tersedia.

"Ruang maya sekarang sangat 
potensial, termasuk digital 
self-service yang masuk dalam 
layanan yang harus 
ditransformasi. Penyediaan 

dokumen untuk riset secara 
daring, dan aktivasi laman situs 
perpustakaan sebagai pintu 
masuk perpustakaan virtual 
adalah kewajiban saat ini," 
katanya.

Sementara itu, Jonner Hasugian, 
Ketua Forum Perpustakaan 
Digital Indonesia, tak menampik 
bahwa di tengah banyaknya 
seruan mengenai digitalisasi 
perpustakaan, masih banyak 
perpustakaan di Indonesia yang 

bahkan belum tersentuh 
teknologi. Tapi, perubahan adalah 
keharusan, meski itu berjalan 
pelan.

Perpustakaan digital dinilai 
memiliki banyak kelebihan, 
karena pengguna bisa melakukan 
remote access atau akses jarak 
jauh. Perpustakaan digital juga 
menawarkan akses tanpa batas 
(unlimited), multiuser atau satu 
sumber bisa diakses banyak 
orang, real time, dan kemudahan 
akses karena berjejaring.

"Dulu, harga penerbitan sangat 
tinggi sehingga harga dokumen 
menjadi mahal saat masuk 
perpustakaan. Tapi tren sekarang, 
sebuah dokumen bisa sampai ke 
peneliti atau periset tanpa harus 
melewati penerbitan. Inilah 
keunggulannya. Murah, simple," 
jelasnya.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Umum Indonesia, 
Usman Asshiddiqi Qohara 
mengatakan bahwa transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial merupakan suatu 
pendekatan pelayanan 
perpustakaan yang berkomitmen 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna perpustakaan. 

Katanya, dulu perpustakaan 
adalah pusatnya orang-orang 
pintar yang cenderung serius. 
Tapi image perpustakaan itu kini 
sudah berubah jauh, bahkan 
menjadi salah satu tempat 
rekreasi. Karena perpustakaan kini 
didirikan untuk menghasilkan 
pengetahuan, produktivitas, dan 
kemandirian.

Maka pada konteks perpustakaan 
berbasis inklusi sosial ini, Usman 
mengajak para pengelola 
perpustakaan agar dapat 
melakukan pelibatan masyarakat. 
"Masyarakat menjadi aspek 
penting, melakukan advokasi. 
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Maka, guna menghadapinya anak 
harus bisa menyesuaikan diri, 
terus berinovasi, memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana dan 
sehat dan terus belajar yang 
diatur. Selain itu, orang tua tetap 
menyampaikan pentingnya 
interaksi fisik dan sosial serta 
berkomunikasi secara terbuka.

Senada dengan itu, Ketua Umum 
Pengurus Pusat Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI), T 
Syamsul Bahri, menuturkan era 
disrupsi sangat terkait dengan 
teknologi yang mengubah model 
pelayanan perpustakaan yang 
ada dan juga memenuhi harapan 
pemustaka. Ini merupakan masa 
di mana setiap profesi meninjau 
perannya dalam masyarakat. 
Begitu juga dengan pustakawan, 
dituntut untuk meningkatkan 
kompetensinya sebagai pekerja 
profesional dan personal.

"Pustakawan harus menjadi 
mentor, fasilitator, motivator, 
bahkan menginspirasi untuk 
mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas. Pustakawan harus 
berperan dalam meningkatkan 
kompetensi perpustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat saat ini 
karena perpustakaan juga terus 
berkembang, sudah membuat 
diklat dan bimtek online, buku 
serta jurnal digital," ungkapnya.

Maka dari itu, pustakawan harus 
mengubah sikap dan perilaku 
atau mengubah cara untuk 
melayankan informasi kepada 
pemustaka. Perlu memberi 
layanan yang inovatif untuk 
merespons disrupsi digital, 
merencanakan strategi, kebijakan, 
budaya, sistem dan proses kerja 
yang dibutuhkan untuk 
diterapkan di era disrupsi serta 
kompetensi yang memadai.

Dengan demikian, Peneliti BRIN 
yang juga Sekjen Ikatan Sarjana 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
Indonesia (ISIPII), Cahyo 

Trianggoro, menerangkan 
sumber daya manusia (SDM) 
perpustakaan perlu dipersiapkan 
dalam memperkuat ekosistem 
digital nasional karena faktor 
perubahan paradigma.

Pengalaman digital bukan proses 
linear. Perjalanan seorang 
pengguna layanan dalam kanal 
digital dapat dimulai dan berakhir 
pada berbagai kanal digital.

"Paradigma baru itu adalah 
sistem sentralisasi vs federasi, 
interkoneksi layanan dengan 
pihak eksternal dan fokus pada 
perilaku pengguna dan 
perubahannya," ucap dia.

Digitalisasi 
Perpustakaan Jadi 
Kebutuhan Mendesak

Sementara itu, Analis Data dan 
Informasi, Ditjen Paud Dikdas 
Dikmen Kemdikbud, Hendro 
Wicaksono menyampaikan 
bahwa perpustakaan adalah salah 
satu pusat interaksi sosial, lintas 
suku bangsa, agama, profesi, dan 
lainnya. Dalam spesifikasi 
perpustakaan sekolah, bagian ini 
adalah bagian integral yang tak 
terpisahkan dari segala aktivitas 
pembelajaran sekolah.

"Keberadaan perpustakaan 
sekolah di sebuah sekolah 
menjadi sangat strategis, karena 
menjadi alternatif ruang publik 
yang menawarkan suasana 
berbeda, dari sekedar ngobrol, 
baca, dan refreshing. Bahkan, 
perpustakaan dipakai siswa yang 
tak banyak berinteraksi dengan 
orang lain," bukanya.

Saat ini, menurut Hendro, koleksi 
perpustakaan sekolah masih 
konvensional, karena mudah dan 
murah diakses. Tapi, tantangan di 
perpustakaan sekolah kini cukup 
banyak. Yang paling utama 
adalah kompetensi pengelola 

perpustakaan sekolah yang 
rendah.

"Bisa tidak, ekosistem digital 
nasional bisa membantu masalah 
perpustakaan sekolah?," tanyanya.

Karena menurut dia, ekosistem 
digital nasional harus bisa 
menyelesaikan masalah 
turunannya, yakni meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi 
perpustakaan sekolah, 
membantu pengembangan 
koleksi, meningkatkan kualitas 
pengelolaan koleksi, membantu 

reservasi karya lokal dan 
membantu pengambilan 
keputusan.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia, Mariyah menjelaskan 
Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka adalah kebijakan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mendorong 
mahasiswa menguasai berbagai 
dunia keilmuan dalam memasuki 
dunia kerja. Kampus merdeka 

Perpustakaan harus membantu 
masyarakat menghasilkan produk 
dan bisa mendapatkan informasi 
akses untuk menjualnya, terserap, 
dan tersalurkan," katanya.

Hendro Subagyo, Kepala Pusat 
Data dan Informasi BRIN, 
menutup sesi ini dengan paparan 
Transformasi Layanan 
Perpustakaan Khusus dalam 
Mendukung Open Science dan 
Open Data. Menurut Hendro, 
hasil penelitian saat ini tak boleh 
hanya menyajikan hasil 
penelitiannya saja, tapi juga data 
dan langkah untuk mendapatkan 
hasil penelitian tersebut. Hal ini 
agar hasil penelitian itu bisa 
diikuti, dilakukan, dan dinikmati 
oleh siapa pun.

Rekomendasi Rakornas

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 menghasilkan 
beberapa poin rekomendasi 
penting, yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab seluruh insan 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, yaitu:

•   Peningkatan budaya literasi 
dalam mendukung Program 
Prioritas Peningkatan Budaya 
Literasi, Inovasi dan Kreativitas 
Bagi Terwujudnya Masyarakat 
Berpengetahuan dan 
Berkarakter dengan indikator 
Nilai Budaya Literasi yang telah 
ditargetkan pada tahun 2024 
sebesar 71 (tinggi), dengan 
komponen utama tingkat 
kegemaran membaca 
masyarakat, akses internet, dan 
kunjungan ke 
perpustakaan/taman bacaan 
seluruh jenis perpustakaan di 
Indonesia agar mendukung 
target capaian tersebut.

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 

sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi, serta 
para pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dan 
berkolaborasi lintas lembaga 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik 
konvensional maupun digital 
guna mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia. 

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
melaksanakan transformasi 
perpustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan 
mendukung terwujudnya 
ekosistem digital nasional.

•   Mendorong terwujudnya 
perpustakan sebagai pusat 
pengetahuan, pusat kegiatan 
literasi, pusat berkegiatan 
masyarakat dan pusat 
pemajuan kebudayaan yang 
memungkinkan masyarakat 
dapat berbagi pengalaman, 
belajar secara kontekstual dan 
berlatih keterampilan dan 
kecakapan hidup di seluruh 
wilayah Indonesia.

•   Mendorong pemerintah dan 
pemerintah daerah mendirikan 
perpustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa dan 
kelurahan sebagai pusat belajar 
dan berkegiatan masyarakat 
untuk mendukung 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia.

•   Perpustakaan Nasional 

bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk memperkuat literasi 
masyarakat melalui 
peningkatan akses 
pengetahuan, menyediakan 
bahan bacaan baik cetak 
maupun digital di 
tempat-tempat umum dalam 
bentuk layanan perpustakaan 
konvensional dan berbasis 
aplikasi digital.

•   Meningkatkan sinergitas dan 
kolaborasi antar 
kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan untuk 
mendukung percapaian target 
nasional peningkatan budaya 
literasi, sebagai salah satu 
Program Prioritas Nasional 
sesuai RPJMN 2020-2024.

•   Perpustakaan Nasional dan 
para pemangku kepentingan 
bidang perpustakan untuk 
mendorong percepatan 
tersusunnya regulasi Peta Jalan 
Pembangunan Literasi (PJPL).

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
jejaring kerja sama 
perpustakaan lingkup nasional.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional

Muhadjir Effendy: 
Transformasi 
Perpustakaan Wajib

emikian disampaikan 
Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 
Muhadjir Effendy, saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 di Hotel Bidakara 
Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).

Muhadjir menyebut, 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) memiliki peranan 
yang sangat penting terutama 
dalam membentuk ekosistem 
digital perpustakaan di seluruh 
Indonesia.

“Perpusnas menjadi pusat dari 
jaringan perpustakaan seluruh 
Indonesia baik yang 
ada di sekolah, 
pemerintah 
daerah, maupun 
yang ada di 
komunitas dan 
semuanya 
harus 
dibangun 
semacam 
ekosistem digital 
nasional. 
Karena itu, 
peran 

Perpusnas sangat penting 
terutama dalam rangka untuk 
mentransformasi makna dari 
perpustakaan sebagai sarana 
belajar,” ungkapnya.

Keberadaan perpustakaan, lanjut 
Muhadjir, merupakan sarana 
mengembangkan 
keterjangkauan masyarakat 
umum maupun pelajar terhadap 
sumber-sumber bahan bacaan. 
Sehingga perpustakaan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lebih produktif.

“Kalau mau menghancurkan 
peradaban sebuah bangsa 
hancurkan perpustakaannya. 
Kalau kita ingin membangun 
peradaban sebuah bangsa 
bangunlah perpustakaannya. 
Jangan sampai memahami 
perpustakaan hanya untuk 
membaca kemudian yang 
dijadikan ukuran berapa 
pengunjung semakin banyak 

pengunjung berarti semakin 
sukses” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan 
perlu adanya indikator baru 
dalam mengukur keberhasilan 
perpustakaan membangun 

literasi yang tidak hanya diukur 
dari berapa banyak 
pengunjungnya.

“Setelah datang ke 
perpustakaan apa 

produk hasilnya. 
Jangan sampai 

hanya sekadar baca 
selanjutnya tidak 
ada hasilnya yang 
bisa diukur. 
Karena itu perlu 
ada pengukuran 

lebih lanjut 
dalam kaitan 

dengan 
proses 
belajar,” 
imbuhnya.

Penguatan Literasi 
Tingkatkan 
Kemampuan Menuju 
Kesejahteraan

Perpustakaan memiliki peran dan 
sumbangsih sangat penting 
dalam meningkatkan literasi 
masyarakat. Maka disediakan 
ruang yang cukup bagi proses 
interaksi dalam rangka 
penggalian informasi dan 
pengembangan pengetahuan 
berdasarkan sumber-sumber 
bacaan yang disediakan sesuai 
dengan zamannya agar nantinya 
berimbas pada kesejahteraan.

Direktur Agama, Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedeputian 
Pembangunan Manusia 
Masyarakat dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Amich Alhumami, menyatakan 
berkaitan dengan program 
prioritas RPJMN 2020-2024, 
penguatan literasi berkolerasi 
dengan penuntasan kemiskinan 
serta penguatan ekonomi.

“Hadirnya komunitas maupun 
pegiat literasi menjadi pelopor 
gerakan literasi dalam 
peningkatan kemampuan dan 
pemberdayaan masyarakat, yang 
pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan,” katanya dalam 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
2022 di Hotel Bidakara Jakarta, 
Rabu (30/3/2022).

Guna mewujudkannya, Kepala 
Subdirektorat Dana Alokasi 
Khusus Fisik Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan, Nugroho 
Imam Santoso, menjelaskan 
pemerintah terus berusaha 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan umum daerah 
(perpusda) dalam rangka 
memperkuat budaya literasi 

untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, kreatif, inovatif, 
dan berkarakter.

Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan, tanggung 
jawab, peran pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dalam 
pengembangan infrastruktur 
layanan perpustakaan umum 
sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan di provinsi dan 
kabupaten/kota. Pemerataan 
akses layanan perpustakaan 
dalam peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan kesejahteraan 
masyarakat dan sinergitas 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di dalam 
pembangunan perpustakaan 
umum di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kinerja pelaksanaan kontrak dan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Subbidang Perpustakaan 
semakin mengalami perbaikan. 
Pengalokasian DAK Fisik 
harapannya diprioritaskan untuk 
daerah dengan indeks literasi 
yang masih rendah. 
Rekomendasinya agar terus 
mempertahankan dan 
memperbaiki kinerja serta 
memperhatikan kebutuhan tidak 
hanya usulan,” kata dia.

Dengan demikian, penyaluran 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan tahun 2021 meraih 
predikat terbaik empat untuk 
kinerja penandatangan kontrak 
dan terbaik tiga untuk kinerja 
penyaluran di antara subbidang 
yang lain. Harapannya, terus 
meningkatkan kinerja, tidak 
hanya berdasarkan pada usulan, 
tetapi juga pada kebutuhan 
dengan memprioritaskan daerah 
dengan indeks pembangunan 
literasi masyarakat yang masih 
rendah.

Sementara, Direktur 
Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Kerjasama, 
Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kemendagri, Prabawa Eka 
Susanta, mengatakan program 
perpustakaan daerah dan literasi 
dibina dan dikembangkan 
melalui dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (GWPP), 
kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.

“Kegiatan ini merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan 
urusan pemerintahan yang 
merupakan tugas dan wewenang 
GWPP. Namun pembinaan 
kepada masyarakat yang 
dilibatkan dalam kegiatan 
layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial bukan merupakan 
tugas dan wewenang GWPP,” 
ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu 
pelaksanaan tugas pembantuan 
diterapkan dengan melakukan 
sosialisasi kepada 
kementerian/lembaga atas 
rekomendasi menteri keuangan 
tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah untuk 
mendorong percepatan 
penyampaian indikasi program 
dan kegiatan, percepatan 
penetapan peraturan menteri, 
DIPA, dan petunjuk teknis.

“Mendorong terlaksananya 
koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan program/kegiatan 
baik dengan K/L di tingkat pusat 
maupun dengan pemerintah 

daerah sebelum penyusunan 
rencana kerja K/L dalam rangka 
sinergi kebijakan Tugas 
Pembantuan, melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
daerah maupun 
nasional,”lanjutnya.

Perpustakaan di Era 
Disrupsi

Literasi perpustakaan terus 
berkembang maju di berbagai 
daerah pada era disrupsi. Hal ini 
mengindikasikan masa di mana 
terjadi inovasi dan perubahan 
secara masif dan fundamental, 
sehingga mengubah berbagai 
sistem dan tatanan ke cara yang 
baru. Meski demikian, budaya 
masyarakat tetap harus dibangun 
dengan berbagai layanan agar 
menciptakan bangsa yang cerdas.

Ketua Umum Pengurus Pusat 
Forum Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), Opik, menyatakan 
pihaknya menjadi layanan 
pendidikan nonformal atau 
gerakan yang diinisiasi oleh 
masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan budaya baca dan 
kecakapan literasi lainnya. 
Pihaknya berusaha 
menggerakkan budaya baca dari 
pinggiran.

"Kami berfungsi sebagai ruang 
informasi, belajar, rekreasi, dan 
jejaring yang berkegiatan literasi 

baca tulis, numerasi, sains, 
finansial, digital, dan budaya serta 
kewargaan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang 
dilakukan merupakan 
pengembangan budaya baca dan 
aktivitas literasi lainnya seperti 
layanan membaca di tempat dan 
peminjaman buku, buka lapak 
baca, program gambar ceria yakni 
pendampingan pendidikan 
masyarakat, kasmile berdaya 
yakni pelatihan untuk pemuda, 
rekrutmen relawan literasi, 
pengenalan IT untuk anak-anak, 
literasi ceria (pelatihan menulis 
pantun, puisi dan bercerita), serta 
penyuluhan kesehatan untuk 
para ibu, kampanye pendidikan 
kepada orang tua, 
pengembangan kreativitas, 
parenting, internet sehat, layanan 
pendidikan kesetaraan, dan 
lainnya.

Kiprahnya dilakukan di hampir 
semua wilayah Indonesia seperti 
Sorong, Fakfak, Kepulauan Riau, 
Palangka Raya, Garut Jawa Barat, 
Ende, Parigi Moutong, Kubu Raya, 
Nias, Nunukan, Bitung, dan 
wilayah lainnya.

Sementara, Pengurus Perahu 
Pustaka Bakauheni Lampung, 
Radmiadi, menyatakan 
penguatan literasi masyarakat 
perlu dilakukan sebagai gerakan 
sosial di Tanah Air lewat Pustaka 
Bergerak Indonesia.

"Menariknya, Pustaka Bergerak ini 
dilakukan menggunakan 
berbagai macam kendaraan, 
lewat kuda, perahu, motor, 
sepeda, gerobak, noken, bemo, 
ransel, dan lainnya," jelasnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah 
mendekatkan buku pada 
pembaca, turut serta 
mencerdaskan anak-anak bangsa, 
menjangkau daerah terpencil, 
dan membaca lingkungan 
dengan kegiatan sosial. Ini 
merupakan cara hebat, unik, dan 
menarik dalam mengatasi 
problematika sosial.

Ketua Gerakan Pemasyarakatan 
Minat Baca (GPMB), Tjahjo 
Suprajogo menyebut pada era 
disrupsi (perubahan di berbagai 
sektor akibat digitalisasi dan 
internet untuk segala) ini, perlu 
untuk memperkuat budaya baca 
keluarga karena pendidikan 
terkena dampaknya, misalnya, 
materi pembelajaran tersedia 
melimpah di internet, termasuk 
jarak bukan masalah, belajar bisa 
di manapun dan kapanpun.

"Buku dan referensi tidak hanya 
tersedia di toko buku atau 
perpustakaan (e-book, e-journal, 
slide share), bahkan fungsi guru 
bergeser, lebih mengarahkan 
pada nilai-nilai, etika, budaya, 
moral, kebijaksanaan dan 
pengalaman, yang tidak dapat 
diajarkan oleh Google atau mesin 
pencari lainnya," ucap dia.

memberi kebebasan kepada 
mahasiswa untuk memilih mata 
kuliah yang akan mereka ambil.

"Di sini, karya-karya dosen 
maupun civitas akademika harus 
bisa dinikmati seluruh masyarakat 
Indonesia maupun global," 
katanya.

Maka, Gerakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka harus memiliki 
perpustakaan yang memadai 
untuk menunjang segala 
kegiatan keilmuan itu. 
Dikatakannya, perpustakaan 

perguruan tinggi harus dapat 
melakukan transformasi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan inovasi bagi 
banyak orang. Salah satunya 
adalah mengurangi koleksi 
konvensional, dan beralih ke 
koleksi digital yang kini lebih 
ramah pengguna.

"Bagi yang keterbatasan dana, 
Perpustakaan Nasional sudah 
menyediakan beribu-ribu e-book 
yang bisa kita akses untuk 

kebaikan bersama," sambungnya.

Hal ini terkorelasi dengan kondisi 
pandemi yang belum usai saat ini. 
Mariyah menyarankan agar 
semua pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan perpustakaan agar 
semakin gencar memanfaatkan 
ruang digital yang kini banyak 
tersedia.

"Ruang maya sekarang sangat 
potensial, termasuk digital 
self-service yang masuk dalam 
layanan yang harus 
ditransformasi. Penyediaan 

dokumen untuk riset secara 
daring, dan aktivasi laman situs 
perpustakaan sebagai pintu 
masuk perpustakaan virtual 
adalah kewajiban saat ini," 
katanya.

Sementara itu, Jonner Hasugian, 
Ketua Forum Perpustakaan 
Digital Indonesia, tak menampik 
bahwa di tengah banyaknya 
seruan mengenai digitalisasi 
perpustakaan, masih banyak 
perpustakaan di Indonesia yang 

bahkan belum tersentuh 
teknologi. Tapi, perubahan adalah 
keharusan, meski itu berjalan 
pelan.

Perpustakaan digital dinilai 
memiliki banyak kelebihan, 
karena pengguna bisa melakukan 
remote access atau akses jarak 
jauh. Perpustakaan digital juga 
menawarkan akses tanpa batas 
(unlimited), multiuser atau satu 
sumber bisa diakses banyak 
orang, real time, dan kemudahan 
akses karena berjejaring.

"Dulu, harga penerbitan sangat 
tinggi sehingga harga dokumen 
menjadi mahal saat masuk 
perpustakaan. Tapi tren sekarang, 
sebuah dokumen bisa sampai ke 
peneliti atau periset tanpa harus 
melewati penerbitan. Inilah 
keunggulannya. Murah, simple," 
jelasnya.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Umum Indonesia, 
Usman Asshiddiqi Qohara 
mengatakan bahwa transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial merupakan suatu 
pendekatan pelayanan 
perpustakaan yang berkomitmen 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna perpustakaan. 

Katanya, dulu perpustakaan 
adalah pusatnya orang-orang 
pintar yang cenderung serius. 
Tapi image perpustakaan itu kini 
sudah berubah jauh, bahkan 
menjadi salah satu tempat 
rekreasi. Karena perpustakaan kini 
didirikan untuk menghasilkan 
pengetahuan, produktivitas, dan 
kemandirian.

Maka pada konteks perpustakaan 
berbasis inklusi sosial ini, Usman 
mengajak para pengelola 
perpustakaan agar dapat 
melakukan pelibatan masyarakat. 
"Masyarakat menjadi aspek 
penting, melakukan advokasi. 



Maka, guna menghadapinya anak 
harus bisa menyesuaikan diri, 
terus berinovasi, memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana dan 
sehat dan terus belajar yang 
diatur. Selain itu, orang tua tetap 
menyampaikan pentingnya 
interaksi fisik dan sosial serta 
berkomunikasi secara terbuka.

Senada dengan itu, Ketua Umum 
Pengurus Pusat Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI), T 
Syamsul Bahri, menuturkan era 
disrupsi sangat terkait dengan 
teknologi yang mengubah model 
pelayanan perpustakaan yang 
ada dan juga memenuhi harapan 
pemustaka. Ini merupakan masa 
di mana setiap profesi meninjau 
perannya dalam masyarakat. 
Begitu juga dengan pustakawan, 
dituntut untuk meningkatkan 
kompetensinya sebagai pekerja 
profesional dan personal.

"Pustakawan harus menjadi 
mentor, fasilitator, motivator, 
bahkan menginspirasi untuk 
mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas. Pustakawan harus 
berperan dalam meningkatkan 
kompetensi perpustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat saat ini 
karena perpustakaan juga terus 
berkembang, sudah membuat 
diklat dan bimtek online, buku 
serta jurnal digital," ungkapnya.

Maka dari itu, pustakawan harus 
mengubah sikap dan perilaku 
atau mengubah cara untuk 
melayankan informasi kepada 
pemustaka. Perlu memberi 
layanan yang inovatif untuk 
merespons disrupsi digital, 
merencanakan strategi, kebijakan, 
budaya, sistem dan proses kerja 
yang dibutuhkan untuk 
diterapkan di era disrupsi serta 
kompetensi yang memadai.

Dengan demikian, Peneliti BRIN 
yang juga Sekjen Ikatan Sarjana 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
Indonesia (ISIPII), Cahyo 

Trianggoro, menerangkan 
sumber daya manusia (SDM) 
perpustakaan perlu dipersiapkan 
dalam memperkuat ekosistem 
digital nasional karena faktor 
perubahan paradigma.

Pengalaman digital bukan proses 
linear. Perjalanan seorang 
pengguna layanan dalam kanal 
digital dapat dimulai dan berakhir 
pada berbagai kanal digital.

"Paradigma baru itu adalah 
sistem sentralisasi vs federasi, 
interkoneksi layanan dengan 
pihak eksternal dan fokus pada 
perilaku pengguna dan 
perubahannya," ucap dia.

Digitalisasi 
Perpustakaan Jadi 
Kebutuhan Mendesak

Sementara itu, Analis Data dan 
Informasi, Ditjen Paud Dikdas 
Dikmen Kemdikbud, Hendro 
Wicaksono menyampaikan 
bahwa perpustakaan adalah salah 
satu pusat interaksi sosial, lintas 
suku bangsa, agama, profesi, dan 
lainnya. Dalam spesifikasi 
perpustakaan sekolah, bagian ini 
adalah bagian integral yang tak 
terpisahkan dari segala aktivitas 
pembelajaran sekolah.

"Keberadaan perpustakaan 
sekolah di sebuah sekolah 
menjadi sangat strategis, karena 
menjadi alternatif ruang publik 
yang menawarkan suasana 
berbeda, dari sekedar ngobrol, 
baca, dan refreshing. Bahkan, 
perpustakaan dipakai siswa yang 
tak banyak berinteraksi dengan 
orang lain," bukanya.

Saat ini, menurut Hendro, koleksi 
perpustakaan sekolah masih 
konvensional, karena mudah dan 
murah diakses. Tapi, tantangan di 
perpustakaan sekolah kini cukup 
banyak. Yang paling utama 
adalah kompetensi pengelola 

perpustakaan sekolah yang 
rendah.

"Bisa tidak, ekosistem digital 
nasional bisa membantu masalah 
perpustakaan sekolah?," tanyanya.

Karena menurut dia, ekosistem 
digital nasional harus bisa 
menyelesaikan masalah 
turunannya, yakni meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi 
perpustakaan sekolah, 
membantu pengembangan 
koleksi, meningkatkan kualitas 
pengelolaan koleksi, membantu 

reservasi karya lokal dan 
membantu pengambilan 
keputusan.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia, Mariyah menjelaskan 
Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka adalah kebijakan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mendorong 
mahasiswa menguasai berbagai 
dunia keilmuan dalam memasuki 
dunia kerja. Kampus merdeka 

Perpustakaan harus membantu 
masyarakat menghasilkan produk 
dan bisa mendapatkan informasi 
akses untuk menjualnya, terserap, 
dan tersalurkan," katanya.

Hendro Subagyo, Kepala Pusat 
Data dan Informasi BRIN, 
menutup sesi ini dengan paparan 
Transformasi Layanan 
Perpustakaan Khusus dalam 
Mendukung Open Science dan 
Open Data. Menurut Hendro, 
hasil penelitian saat ini tak boleh 
hanya menyajikan hasil 
penelitiannya saja, tapi juga data 
dan langkah untuk mendapatkan 
hasil penelitian tersebut. Hal ini 
agar hasil penelitian itu bisa 
diikuti, dilakukan, dan dinikmati 
oleh siapa pun.

Rekomendasi Rakornas

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 menghasilkan 
beberapa poin rekomendasi 
penting, yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab seluruh insan 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, yaitu:

•   Peningkatan budaya literasi 
dalam mendukung Program 
Prioritas Peningkatan Budaya 
Literasi, Inovasi dan Kreativitas 
Bagi Terwujudnya Masyarakat 
Berpengetahuan dan 
Berkarakter dengan indikator 
Nilai Budaya Literasi yang telah 
ditargetkan pada tahun 2024 
sebesar 71 (tinggi), dengan 
komponen utama tingkat 
kegemaran membaca 
masyarakat, akses internet, dan 
kunjungan ke 
perpustakaan/taman bacaan 
seluruh jenis perpustakaan di 
Indonesia agar mendukung 
target capaian tersebut.

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 

sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi, serta 
para pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dan 
berkolaborasi lintas lembaga 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik 
konvensional maupun digital 
guna mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia. 

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
melaksanakan transformasi 
perpustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan 
mendukung terwujudnya 
ekosistem digital nasional.

•   Mendorong terwujudnya 
perpustakan sebagai pusat 
pengetahuan, pusat kegiatan 
literasi, pusat berkegiatan 
masyarakat dan pusat 
pemajuan kebudayaan yang 
memungkinkan masyarakat 
dapat berbagi pengalaman, 
belajar secara kontekstual dan 
berlatih keterampilan dan 
kecakapan hidup di seluruh 
wilayah Indonesia.

•   Mendorong pemerintah dan 
pemerintah daerah mendirikan 
perpustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa dan 
kelurahan sebagai pusat belajar 
dan berkegiatan masyarakat 
untuk mendukung 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia.

•   Perpustakaan Nasional 

bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk memperkuat literasi 
masyarakat melalui 
peningkatan akses 
pengetahuan, menyediakan 
bahan bacaan baik cetak 
maupun digital di 
tempat-tempat umum dalam 
bentuk layanan perpustakaan 
konvensional dan berbasis 
aplikasi digital.

•   Meningkatkan sinergitas dan 
kolaborasi antar 
kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan untuk 
mendukung percapaian target 
nasional peningkatan budaya 
literasi, sebagai salah satu 
Program Prioritas Nasional 
sesuai RPJMN 2020-2024.

•   Perpustakaan Nasional dan 
para pemangku kepentingan 
bidang perpustakan untuk 
mendorong percepatan 
tersusunnya regulasi Peta Jalan 
Pembangunan Literasi (PJPL).

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
jejaring kerja sama 
perpustakaan lingkup nasional.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional

Muhadjir Effendy: 
Transformasi 
Perpustakaan Wajib

emikian disampaikan 
Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 
Muhadjir Effendy, saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 di Hotel Bidakara 
Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).

Muhadjir menyebut, 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) memiliki peranan 
yang sangat penting terutama 
dalam membentuk ekosistem 
digital perpustakaan di seluruh 
Indonesia.

“Perpusnas menjadi pusat dari 
jaringan perpustakaan seluruh 
Indonesia baik yang 
ada di sekolah, 
pemerintah 
daerah, maupun 
yang ada di 
komunitas dan 
semuanya 
harus 
dibangun 
semacam 
ekosistem digital 
nasional. 
Karena itu, 
peran 

Perpusnas sangat penting 
terutama dalam rangka untuk 
mentransformasi makna dari 
perpustakaan sebagai sarana 
belajar,” ungkapnya.

Keberadaan perpustakaan, lanjut 
Muhadjir, merupakan sarana 
mengembangkan 
keterjangkauan masyarakat 
umum maupun pelajar terhadap 
sumber-sumber bahan bacaan. 
Sehingga perpustakaan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lebih produktif.

“Kalau mau menghancurkan 
peradaban sebuah bangsa 
hancurkan perpustakaannya. 
Kalau kita ingin membangun 
peradaban sebuah bangsa 
bangunlah perpustakaannya. 
Jangan sampai memahami 
perpustakaan hanya untuk 
membaca kemudian yang 
dijadikan ukuran berapa 
pengunjung semakin banyak 

pengunjung berarti semakin 
sukses” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan 
perlu adanya indikator baru 
dalam mengukur keberhasilan 
perpustakaan membangun 

literasi yang tidak hanya diukur 
dari berapa banyak 
pengunjungnya.

“Setelah datang ke 
perpustakaan apa 

produk hasilnya. 
Jangan sampai 

hanya sekadar baca 
selanjutnya tidak 
ada hasilnya yang 
bisa diukur. 
Karena itu perlu 
ada pengukuran 

lebih lanjut 
dalam kaitan 

dengan 
proses 
belajar,” 
imbuhnya.

Penguatan Literasi 
Tingkatkan 
Kemampuan Menuju 
Kesejahteraan

Perpustakaan memiliki peran dan 
sumbangsih sangat penting 
dalam meningkatkan literasi 
masyarakat. Maka disediakan 
ruang yang cukup bagi proses 
interaksi dalam rangka 
penggalian informasi dan 
pengembangan pengetahuan 
berdasarkan sumber-sumber 
bacaan yang disediakan sesuai 
dengan zamannya agar nantinya 
berimbas pada kesejahteraan.

Direktur Agama, Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedeputian 
Pembangunan Manusia 
Masyarakat dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Amich Alhumami, menyatakan 
berkaitan dengan program 
prioritas RPJMN 2020-2024, 
penguatan literasi berkolerasi 
dengan penuntasan kemiskinan 
serta penguatan ekonomi.

“Hadirnya komunitas maupun 
pegiat literasi menjadi pelopor 
gerakan literasi dalam 
peningkatan kemampuan dan 
pemberdayaan masyarakat, yang 
pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan,” katanya dalam 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
2022 di Hotel Bidakara Jakarta, 
Rabu (30/3/2022).

Guna mewujudkannya, Kepala 
Subdirektorat Dana Alokasi 
Khusus Fisik Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan, Nugroho 
Imam Santoso, menjelaskan 
pemerintah terus berusaha 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan umum daerah 
(perpusda) dalam rangka 
memperkuat budaya literasi 

untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, kreatif, inovatif, 
dan berkarakter.

Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan, tanggung 
jawab, peran pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dalam 
pengembangan infrastruktur 
layanan perpustakaan umum 
sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan di provinsi dan 
kabupaten/kota. Pemerataan 
akses layanan perpustakaan 
dalam peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan kesejahteraan 
masyarakat dan sinergitas 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di dalam 
pembangunan perpustakaan 
umum di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kinerja pelaksanaan kontrak dan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Subbidang Perpustakaan 
semakin mengalami perbaikan. 
Pengalokasian DAK Fisik 
harapannya diprioritaskan untuk 
daerah dengan indeks literasi 
yang masih rendah. 
Rekomendasinya agar terus 
mempertahankan dan 
memperbaiki kinerja serta 
memperhatikan kebutuhan tidak 
hanya usulan,” kata dia.

Dengan demikian, penyaluran 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan tahun 2021 meraih 
predikat terbaik empat untuk 
kinerja penandatangan kontrak 
dan terbaik tiga untuk kinerja 
penyaluran di antara subbidang 
yang lain. Harapannya, terus 
meningkatkan kinerja, tidak 
hanya berdasarkan pada usulan, 
tetapi juga pada kebutuhan 
dengan memprioritaskan daerah 
dengan indeks pembangunan 
literasi masyarakat yang masih 
rendah.

Sementara, Direktur 
Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Kerjasama, 
Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kemendagri, Prabawa Eka 
Susanta, mengatakan program 
perpustakaan daerah dan literasi 
dibina dan dikembangkan 
melalui dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (GWPP), 
kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.

“Kegiatan ini merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan 
urusan pemerintahan yang 
merupakan tugas dan wewenang 
GWPP. Namun pembinaan 
kepada masyarakat yang 
dilibatkan dalam kegiatan 
layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial bukan merupakan 
tugas dan wewenang GWPP,” 
ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu 
pelaksanaan tugas pembantuan 
diterapkan dengan melakukan 
sosialisasi kepada 
kementerian/lembaga atas 
rekomendasi menteri keuangan 
tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah untuk 
mendorong percepatan 
penyampaian indikasi program 
dan kegiatan, percepatan 
penetapan peraturan menteri, 
DIPA, dan petunjuk teknis.

“Mendorong terlaksananya 
koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan program/kegiatan 
baik dengan K/L di tingkat pusat 
maupun dengan pemerintah 

daerah sebelum penyusunan 
rencana kerja K/L dalam rangka 
sinergi kebijakan Tugas 
Pembantuan, melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
daerah maupun 
nasional,”lanjutnya.

Perpustakaan di Era 
Disrupsi

Literasi perpustakaan terus 
berkembang maju di berbagai 
daerah pada era disrupsi. Hal ini 
mengindikasikan masa di mana 
terjadi inovasi dan perubahan 
secara masif dan fundamental, 
sehingga mengubah berbagai 
sistem dan tatanan ke cara yang 
baru. Meski demikian, budaya 
masyarakat tetap harus dibangun 
dengan berbagai layanan agar 
menciptakan bangsa yang cerdas.

Ketua Umum Pengurus Pusat 
Forum Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), Opik, menyatakan 
pihaknya menjadi layanan 
pendidikan nonformal atau 
gerakan yang diinisiasi oleh 
masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan budaya baca dan 
kecakapan literasi lainnya. 
Pihaknya berusaha 
menggerakkan budaya baca dari 
pinggiran.

"Kami berfungsi sebagai ruang 
informasi, belajar, rekreasi, dan 
jejaring yang berkegiatan literasi 

baca tulis, numerasi, sains, 
finansial, digital, dan budaya serta 
kewargaan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang 
dilakukan merupakan 
pengembangan budaya baca dan 
aktivitas literasi lainnya seperti 
layanan membaca di tempat dan 
peminjaman buku, buka lapak 
baca, program gambar ceria yakni 
pendampingan pendidikan 
masyarakat, kasmile berdaya 
yakni pelatihan untuk pemuda, 
rekrutmen relawan literasi, 
pengenalan IT untuk anak-anak, 
literasi ceria (pelatihan menulis 
pantun, puisi dan bercerita), serta 
penyuluhan kesehatan untuk 
para ibu, kampanye pendidikan 
kepada orang tua, 
pengembangan kreativitas, 
parenting, internet sehat, layanan 
pendidikan kesetaraan, dan 
lainnya.

Kiprahnya dilakukan di hampir 
semua wilayah Indonesia seperti 
Sorong, Fakfak, Kepulauan Riau, 
Palangka Raya, Garut Jawa Barat, 
Ende, Parigi Moutong, Kubu Raya, 
Nias, Nunukan, Bitung, dan 
wilayah lainnya.

Sementara, Pengurus Perahu 
Pustaka Bakauheni Lampung, 
Radmiadi, menyatakan 
penguatan literasi masyarakat 
perlu dilakukan sebagai gerakan 
sosial di Tanah Air lewat Pustaka 
Bergerak Indonesia.

"Menariknya, Pustaka Bergerak ini 
dilakukan menggunakan 
berbagai macam kendaraan, 
lewat kuda, perahu, motor, 
sepeda, gerobak, noken, bemo, 
ransel, dan lainnya," jelasnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah 
mendekatkan buku pada 
pembaca, turut serta 
mencerdaskan anak-anak bangsa, 
menjangkau daerah terpencil, 
dan membaca lingkungan 
dengan kegiatan sosial. Ini 
merupakan cara hebat, unik, dan 
menarik dalam mengatasi 
problematika sosial.

Ketua Gerakan Pemasyarakatan 
Minat Baca (GPMB), Tjahjo 
Suprajogo menyebut pada era 
disrupsi (perubahan di berbagai 
sektor akibat digitalisasi dan 
internet untuk segala) ini, perlu 
untuk memperkuat budaya baca 
keluarga karena pendidikan 
terkena dampaknya, misalnya, 
materi pembelajaran tersedia 
melimpah di internet, termasuk 
jarak bukan masalah, belajar bisa 
di manapun dan kapanpun.

"Buku dan referensi tidak hanya 
tersedia di toko buku atau 
perpustakaan (e-book, e-journal, 
slide share), bahkan fungsi guru 
bergeser, lebih mengarahkan 
pada nilai-nilai, etika, budaya, 
moral, kebijaksanaan dan 
pengalaman, yang tidak dapat 
diajarkan oleh Google atau mesin 
pencari lainnya," ucap dia.

memberi kebebasan kepada 
mahasiswa untuk memilih mata 
kuliah yang akan mereka ambil.

"Di sini, karya-karya dosen 
maupun civitas akademika harus 
bisa dinikmati seluruh masyarakat 
Indonesia maupun global," 
katanya.

Maka, Gerakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka harus memiliki 
perpustakaan yang memadai 
untuk menunjang segala 
kegiatan keilmuan itu. 
Dikatakannya, perpustakaan 

perguruan tinggi harus dapat 
melakukan transformasi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan inovasi bagi 
banyak orang. Salah satunya 
adalah mengurangi koleksi 
konvensional, dan beralih ke 
koleksi digital yang kini lebih 
ramah pengguna.

"Bagi yang keterbatasan dana, 
Perpustakaan Nasional sudah 
menyediakan beribu-ribu e-book 
yang bisa kita akses untuk 

kebaikan bersama," sambungnya.

Hal ini terkorelasi dengan kondisi 
pandemi yang belum usai saat ini. 
Mariyah menyarankan agar 
semua pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan perpustakaan agar 
semakin gencar memanfaatkan 
ruang digital yang kini banyak 
tersedia.

"Ruang maya sekarang sangat 
potensial, termasuk digital 
self-service yang masuk dalam 
layanan yang harus 
ditransformasi. Penyediaan 

dokumen untuk riset secara 
daring, dan aktivasi laman situs 
perpustakaan sebagai pintu 
masuk perpustakaan virtual 
adalah kewajiban saat ini," 
katanya.

Sementara itu, Jonner Hasugian, 
Ketua Forum Perpustakaan 
Digital Indonesia, tak menampik 
bahwa di tengah banyaknya 
seruan mengenai digitalisasi 
perpustakaan, masih banyak 
perpustakaan di Indonesia yang 

bahkan belum tersentuh 
teknologi. Tapi, perubahan adalah 
keharusan, meski itu berjalan 
pelan.

Perpustakaan digital dinilai 
memiliki banyak kelebihan, 
karena pengguna bisa melakukan 
remote access atau akses jarak 
jauh. Perpustakaan digital juga 
menawarkan akses tanpa batas 
(unlimited), multiuser atau satu 
sumber bisa diakses banyak 
orang, real time, dan kemudahan 
akses karena berjejaring.

"Dulu, harga penerbitan sangat 
tinggi sehingga harga dokumen 
menjadi mahal saat masuk 
perpustakaan. Tapi tren sekarang, 
sebuah dokumen bisa sampai ke 
peneliti atau periset tanpa harus 
melewati penerbitan. Inilah 
keunggulannya. Murah, simple," 
jelasnya.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Umum Indonesia, 
Usman Asshiddiqi Qohara 
mengatakan bahwa transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial merupakan suatu 
pendekatan pelayanan 
perpustakaan yang berkomitmen 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna perpustakaan. 

Katanya, dulu perpustakaan 
adalah pusatnya orang-orang 
pintar yang cenderung serius. 
Tapi image perpustakaan itu kini 
sudah berubah jauh, bahkan 
menjadi salah satu tempat 
rekreasi. Karena perpustakaan kini 
didirikan untuk menghasilkan 
pengetahuan, produktivitas, dan 
kemandirian.

Maka pada konteks perpustakaan 
berbasis inklusi sosial ini, Usman 
mengajak para pengelola 
perpustakaan agar dapat 
melakukan pelibatan masyarakat. 
"Masyarakat menjadi aspek 
penting, melakukan advokasi. 
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Maka, guna menghadapinya anak 
harus bisa menyesuaikan diri, 
terus berinovasi, memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana dan 
sehat dan terus belajar yang 
diatur. Selain itu, orang tua tetap 
menyampaikan pentingnya 
interaksi fisik dan sosial serta 
berkomunikasi secara terbuka.

Senada dengan itu, Ketua Umum 
Pengurus Pusat Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI), T 
Syamsul Bahri, menuturkan era 
disrupsi sangat terkait dengan 
teknologi yang mengubah model 
pelayanan perpustakaan yang 
ada dan juga memenuhi harapan 
pemustaka. Ini merupakan masa 
di mana setiap profesi meninjau 
perannya dalam masyarakat. 
Begitu juga dengan pustakawan, 
dituntut untuk meningkatkan 
kompetensinya sebagai pekerja 
profesional dan personal.

"Pustakawan harus menjadi 
mentor, fasilitator, motivator, 
bahkan menginspirasi untuk 
mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas. Pustakawan harus 
berperan dalam meningkatkan 
kompetensi perpustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat saat ini 
karena perpustakaan juga terus 
berkembang, sudah membuat 
diklat dan bimtek online, buku 
serta jurnal digital," ungkapnya.

Maka dari itu, pustakawan harus 
mengubah sikap dan perilaku 
atau mengubah cara untuk 
melayankan informasi kepada 
pemustaka. Perlu memberi 
layanan yang inovatif untuk 
merespons disrupsi digital, 
merencanakan strategi, kebijakan, 
budaya, sistem dan proses kerja 
yang dibutuhkan untuk 
diterapkan di era disrupsi serta 
kompetensi yang memadai.

Dengan demikian, Peneliti BRIN 
yang juga Sekjen Ikatan Sarjana 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
Indonesia (ISIPII), Cahyo 

Trianggoro, menerangkan 
sumber daya manusia (SDM) 
perpustakaan perlu dipersiapkan 
dalam memperkuat ekosistem 
digital nasional karena faktor 
perubahan paradigma.

Pengalaman digital bukan proses 
linear. Perjalanan seorang 
pengguna layanan dalam kanal 
digital dapat dimulai dan berakhir 
pada berbagai kanal digital.

"Paradigma baru itu adalah 
sistem sentralisasi vs federasi, 
interkoneksi layanan dengan 
pihak eksternal dan fokus pada 
perilaku pengguna dan 
perubahannya," ucap dia.

Digitalisasi 
Perpustakaan Jadi 
Kebutuhan Mendesak

Sementara itu, Analis Data dan 
Informasi, Ditjen Paud Dikdas 
Dikmen Kemdikbud, Hendro 
Wicaksono menyampaikan 
bahwa perpustakaan adalah salah 
satu pusat interaksi sosial, lintas 
suku bangsa, agama, profesi, dan 
lainnya. Dalam spesifikasi 
perpustakaan sekolah, bagian ini 
adalah bagian integral yang tak 
terpisahkan dari segala aktivitas 
pembelajaran sekolah.

"Keberadaan perpustakaan 
sekolah di sebuah sekolah 
menjadi sangat strategis, karena 
menjadi alternatif ruang publik 
yang menawarkan suasana 
berbeda, dari sekedar ngobrol, 
baca, dan refreshing. Bahkan, 
perpustakaan dipakai siswa yang 
tak banyak berinteraksi dengan 
orang lain," bukanya.

Saat ini, menurut Hendro, koleksi 
perpustakaan sekolah masih 
konvensional, karena mudah dan 
murah diakses. Tapi, tantangan di 
perpustakaan sekolah kini cukup 
banyak. Yang paling utama 
adalah kompetensi pengelola 

perpustakaan sekolah yang 
rendah.

"Bisa tidak, ekosistem digital 
nasional bisa membantu masalah 
perpustakaan sekolah?," tanyanya.

Karena menurut dia, ekosistem 
digital nasional harus bisa 
menyelesaikan masalah 
turunannya, yakni meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi 
perpustakaan sekolah, 
membantu pengembangan 
koleksi, meningkatkan kualitas 
pengelolaan koleksi, membantu 

reservasi karya lokal dan 
membantu pengambilan 
keputusan.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia, Mariyah menjelaskan 
Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka adalah kebijakan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mendorong 
mahasiswa menguasai berbagai 
dunia keilmuan dalam memasuki 
dunia kerja. Kampus merdeka 

Perpustakaan harus membantu 
masyarakat menghasilkan produk 
dan bisa mendapatkan informasi 
akses untuk menjualnya, terserap, 
dan tersalurkan," katanya.

Hendro Subagyo, Kepala Pusat 
Data dan Informasi BRIN, 
menutup sesi ini dengan paparan 
Transformasi Layanan 
Perpustakaan Khusus dalam 
Mendukung Open Science dan 
Open Data. Menurut Hendro, 
hasil penelitian saat ini tak boleh 
hanya menyajikan hasil 
penelitiannya saja, tapi juga data 
dan langkah untuk mendapatkan 
hasil penelitian tersebut. Hal ini 
agar hasil penelitian itu bisa 
diikuti, dilakukan, dan dinikmati 
oleh siapa pun.

Rekomendasi Rakornas

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 menghasilkan 
beberapa poin rekomendasi 
penting, yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab seluruh insan 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, yaitu:

•   Peningkatan budaya literasi 
dalam mendukung Program 
Prioritas Peningkatan Budaya 
Literasi, Inovasi dan Kreativitas 
Bagi Terwujudnya Masyarakat 
Berpengetahuan dan 
Berkarakter dengan indikator 
Nilai Budaya Literasi yang telah 
ditargetkan pada tahun 2024 
sebesar 71 (tinggi), dengan 
komponen utama tingkat 
kegemaran membaca 
masyarakat, akses internet, dan 
kunjungan ke 
perpustakaan/taman bacaan 
seluruh jenis perpustakaan di 
Indonesia agar mendukung 
target capaian tersebut.

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 

sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi, serta 
para pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dan 
berkolaborasi lintas lembaga 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik 
konvensional maupun digital 
guna mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia. 

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
melaksanakan transformasi 
perpustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan 
mendukung terwujudnya 
ekosistem digital nasional.

•   Mendorong terwujudnya 
perpustakan sebagai pusat 
pengetahuan, pusat kegiatan 
literasi, pusat berkegiatan 
masyarakat dan pusat 
pemajuan kebudayaan yang 
memungkinkan masyarakat 
dapat berbagi pengalaman, 
belajar secara kontekstual dan 
berlatih keterampilan dan 
kecakapan hidup di seluruh 
wilayah Indonesia.

•   Mendorong pemerintah dan 
pemerintah daerah mendirikan 
perpustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa dan 
kelurahan sebagai pusat belajar 
dan berkegiatan masyarakat 
untuk mendukung 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia.

•   Perpustakaan Nasional 

bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk memperkuat literasi 
masyarakat melalui 
peningkatan akses 
pengetahuan, menyediakan 
bahan bacaan baik cetak 
maupun digital di 
tempat-tempat umum dalam 
bentuk layanan perpustakaan 
konvensional dan berbasis 
aplikasi digital.

•   Meningkatkan sinergitas dan 
kolaborasi antar 
kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan untuk 
mendukung percapaian target 
nasional peningkatan budaya 
literasi, sebagai salah satu 
Program Prioritas Nasional 
sesuai RPJMN 2020-2024.

•   Perpustakaan Nasional dan 
para pemangku kepentingan 
bidang perpustakan untuk 
mendorong percepatan 
tersusunnya regulasi Peta Jalan 
Pembangunan Literasi (PJPL).

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
jejaring kerja sama 
perpustakaan lingkup nasional.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional

Muhadjir Effendy: 
Transformasi 
Perpustakaan Wajib

emikian disampaikan 
Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 
Muhadjir Effendy, saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 di Hotel Bidakara 
Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).

Muhadjir menyebut, 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) memiliki peranan 
yang sangat penting terutama 
dalam membentuk ekosistem 
digital perpustakaan di seluruh 
Indonesia.

“Perpusnas menjadi pusat dari 
jaringan perpustakaan seluruh 
Indonesia baik yang 
ada di sekolah, 
pemerintah 
daerah, maupun 
yang ada di 
komunitas dan 
semuanya 
harus 
dibangun 
semacam 
ekosistem digital 
nasional. 
Karena itu, 
peran 

Perpusnas sangat penting 
terutama dalam rangka untuk 
mentransformasi makna dari 
perpustakaan sebagai sarana 
belajar,” ungkapnya.

Keberadaan perpustakaan, lanjut 
Muhadjir, merupakan sarana 
mengembangkan 
keterjangkauan masyarakat 
umum maupun pelajar terhadap 
sumber-sumber bahan bacaan. 
Sehingga perpustakaan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lebih produktif.

“Kalau mau menghancurkan 
peradaban sebuah bangsa 
hancurkan perpustakaannya. 
Kalau kita ingin membangun 
peradaban sebuah bangsa 
bangunlah perpustakaannya. 
Jangan sampai memahami 
perpustakaan hanya untuk 
membaca kemudian yang 
dijadikan ukuran berapa 
pengunjung semakin banyak 

pengunjung berarti semakin 
sukses” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan 
perlu adanya indikator baru 
dalam mengukur keberhasilan 
perpustakaan membangun 

literasi yang tidak hanya diukur 
dari berapa banyak 
pengunjungnya.

“Setelah datang ke 
perpustakaan apa 

produk hasilnya. 
Jangan sampai 

hanya sekadar baca 
selanjutnya tidak 
ada hasilnya yang 
bisa diukur. 
Karena itu perlu 
ada pengukuran 

lebih lanjut 
dalam kaitan 

dengan 
proses 
belajar,” 
imbuhnya.

Penguatan Literasi 
Tingkatkan 
Kemampuan Menuju 
Kesejahteraan

Perpustakaan memiliki peran dan 
sumbangsih sangat penting 
dalam meningkatkan literasi 
masyarakat. Maka disediakan 
ruang yang cukup bagi proses 
interaksi dalam rangka 
penggalian informasi dan 
pengembangan pengetahuan 
berdasarkan sumber-sumber 
bacaan yang disediakan sesuai 
dengan zamannya agar nantinya 
berimbas pada kesejahteraan.

Direktur Agama, Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedeputian 
Pembangunan Manusia 
Masyarakat dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Amich Alhumami, menyatakan 
berkaitan dengan program 
prioritas RPJMN 2020-2024, 
penguatan literasi berkolerasi 
dengan penuntasan kemiskinan 
serta penguatan ekonomi.

“Hadirnya komunitas maupun 
pegiat literasi menjadi pelopor 
gerakan literasi dalam 
peningkatan kemampuan dan 
pemberdayaan masyarakat, yang 
pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan,” katanya dalam 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
2022 di Hotel Bidakara Jakarta, 
Rabu (30/3/2022).

Guna mewujudkannya, Kepala 
Subdirektorat Dana Alokasi 
Khusus Fisik Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan, Nugroho 
Imam Santoso, menjelaskan 
pemerintah terus berusaha 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan umum daerah 
(perpusda) dalam rangka 
memperkuat budaya literasi 

untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, kreatif, inovatif, 
dan berkarakter.

Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan, tanggung 
jawab, peran pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dalam 
pengembangan infrastruktur 
layanan perpustakaan umum 
sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan di provinsi dan 
kabupaten/kota. Pemerataan 
akses layanan perpustakaan 
dalam peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan kesejahteraan 
masyarakat dan sinergitas 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di dalam 
pembangunan perpustakaan 
umum di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kinerja pelaksanaan kontrak dan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Subbidang Perpustakaan 
semakin mengalami perbaikan. 
Pengalokasian DAK Fisik 
harapannya diprioritaskan untuk 
daerah dengan indeks literasi 
yang masih rendah. 
Rekomendasinya agar terus 
mempertahankan dan 
memperbaiki kinerja serta 
memperhatikan kebutuhan tidak 
hanya usulan,” kata dia.

Dengan demikian, penyaluran 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan tahun 2021 meraih 
predikat terbaik empat untuk 
kinerja penandatangan kontrak 
dan terbaik tiga untuk kinerja 
penyaluran di antara subbidang 
yang lain. Harapannya, terus 
meningkatkan kinerja, tidak 
hanya berdasarkan pada usulan, 
tetapi juga pada kebutuhan 
dengan memprioritaskan daerah 
dengan indeks pembangunan 
literasi masyarakat yang masih 
rendah.

Sementara, Direktur 
Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Kerjasama, 
Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kemendagri, Prabawa Eka 
Susanta, mengatakan program 
perpustakaan daerah dan literasi 
dibina dan dikembangkan 
melalui dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (GWPP), 
kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.

“Kegiatan ini merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan 
urusan pemerintahan yang 
merupakan tugas dan wewenang 
GWPP. Namun pembinaan 
kepada masyarakat yang 
dilibatkan dalam kegiatan 
layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial bukan merupakan 
tugas dan wewenang GWPP,” 
ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu 
pelaksanaan tugas pembantuan 
diterapkan dengan melakukan 
sosialisasi kepada 
kementerian/lembaga atas 
rekomendasi menteri keuangan 
tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah untuk 
mendorong percepatan 
penyampaian indikasi program 
dan kegiatan, percepatan 
penetapan peraturan menteri, 
DIPA, dan petunjuk teknis.

“Mendorong terlaksananya 
koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan program/kegiatan 
baik dengan K/L di tingkat pusat 
maupun dengan pemerintah 

daerah sebelum penyusunan 
rencana kerja K/L dalam rangka 
sinergi kebijakan Tugas 
Pembantuan, melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
daerah maupun 
nasional,”lanjutnya.

Perpustakaan di Era 
Disrupsi

Literasi perpustakaan terus 
berkembang maju di berbagai 
daerah pada era disrupsi. Hal ini 
mengindikasikan masa di mana 
terjadi inovasi dan perubahan 
secara masif dan fundamental, 
sehingga mengubah berbagai 
sistem dan tatanan ke cara yang 
baru. Meski demikian, budaya 
masyarakat tetap harus dibangun 
dengan berbagai layanan agar 
menciptakan bangsa yang cerdas.

Ketua Umum Pengurus Pusat 
Forum Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), Opik, menyatakan 
pihaknya menjadi layanan 
pendidikan nonformal atau 
gerakan yang diinisiasi oleh 
masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan budaya baca dan 
kecakapan literasi lainnya. 
Pihaknya berusaha 
menggerakkan budaya baca dari 
pinggiran.

"Kami berfungsi sebagai ruang 
informasi, belajar, rekreasi, dan 
jejaring yang berkegiatan literasi 

baca tulis, numerasi, sains, 
finansial, digital, dan budaya serta 
kewargaan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang 
dilakukan merupakan 
pengembangan budaya baca dan 
aktivitas literasi lainnya seperti 
layanan membaca di tempat dan 
peminjaman buku, buka lapak 
baca, program gambar ceria yakni 
pendampingan pendidikan 
masyarakat, kasmile berdaya 
yakni pelatihan untuk pemuda, 
rekrutmen relawan literasi, 
pengenalan IT untuk anak-anak, 
literasi ceria (pelatihan menulis 
pantun, puisi dan bercerita), serta 
penyuluhan kesehatan untuk 
para ibu, kampanye pendidikan 
kepada orang tua, 
pengembangan kreativitas, 
parenting, internet sehat, layanan 
pendidikan kesetaraan, dan 
lainnya.

Kiprahnya dilakukan di hampir 
semua wilayah Indonesia seperti 
Sorong, Fakfak, Kepulauan Riau, 
Palangka Raya, Garut Jawa Barat, 
Ende, Parigi Moutong, Kubu Raya, 
Nias, Nunukan, Bitung, dan 
wilayah lainnya.

Sementara, Pengurus Perahu 
Pustaka Bakauheni Lampung, 
Radmiadi, menyatakan 
penguatan literasi masyarakat 
perlu dilakukan sebagai gerakan 
sosial di Tanah Air lewat Pustaka 
Bergerak Indonesia.

"Menariknya, Pustaka Bergerak ini 
dilakukan menggunakan 
berbagai macam kendaraan, 
lewat kuda, perahu, motor, 
sepeda, gerobak, noken, bemo, 
ransel, dan lainnya," jelasnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah 
mendekatkan buku pada 
pembaca, turut serta 
mencerdaskan anak-anak bangsa, 
menjangkau daerah terpencil, 
dan membaca lingkungan 
dengan kegiatan sosial. Ini 
merupakan cara hebat, unik, dan 
menarik dalam mengatasi 
problematika sosial.

Ketua Gerakan Pemasyarakatan 
Minat Baca (GPMB), Tjahjo 
Suprajogo menyebut pada era 
disrupsi (perubahan di berbagai 
sektor akibat digitalisasi dan 
internet untuk segala) ini, perlu 
untuk memperkuat budaya baca 
keluarga karena pendidikan 
terkena dampaknya, misalnya, 
materi pembelajaran tersedia 
melimpah di internet, termasuk 
jarak bukan masalah, belajar bisa 
di manapun dan kapanpun.

"Buku dan referensi tidak hanya 
tersedia di toko buku atau 
perpustakaan (e-book, e-journal, 
slide share), bahkan fungsi guru 
bergeser, lebih mengarahkan 
pada nilai-nilai, etika, budaya, 
moral, kebijaksanaan dan 
pengalaman, yang tidak dapat 
diajarkan oleh Google atau mesin 
pencari lainnya," ucap dia.

memberi kebebasan kepada 
mahasiswa untuk memilih mata 
kuliah yang akan mereka ambil.

"Di sini, karya-karya dosen 
maupun civitas akademika harus 
bisa dinikmati seluruh masyarakat 
Indonesia maupun global," 
katanya.

Maka, Gerakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka harus memiliki 
perpustakaan yang memadai 
untuk menunjang segala 
kegiatan keilmuan itu. 
Dikatakannya, perpustakaan 

perguruan tinggi harus dapat 
melakukan transformasi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan inovasi bagi 
banyak orang. Salah satunya 
adalah mengurangi koleksi 
konvensional, dan beralih ke 
koleksi digital yang kini lebih 
ramah pengguna.

"Bagi yang keterbatasan dana, 
Perpustakaan Nasional sudah 
menyediakan beribu-ribu e-book 
yang bisa kita akses untuk 

kebaikan bersama," sambungnya.

Hal ini terkorelasi dengan kondisi 
pandemi yang belum usai saat ini. 
Mariyah menyarankan agar 
semua pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan perpustakaan agar 
semakin gencar memanfaatkan 
ruang digital yang kini banyak 
tersedia.

"Ruang maya sekarang sangat 
potensial, termasuk digital 
self-service yang masuk dalam 
layanan yang harus 
ditransformasi. Penyediaan 

dokumen untuk riset secara 
daring, dan aktivasi laman situs 
perpustakaan sebagai pintu 
masuk perpustakaan virtual 
adalah kewajiban saat ini," 
katanya.

Sementara itu, Jonner Hasugian, 
Ketua Forum Perpustakaan 
Digital Indonesia, tak menampik 
bahwa di tengah banyaknya 
seruan mengenai digitalisasi 
perpustakaan, masih banyak 
perpustakaan di Indonesia yang 

bahkan belum tersentuh 
teknologi. Tapi, perubahan adalah 
keharusan, meski itu berjalan 
pelan.

Perpustakaan digital dinilai 
memiliki banyak kelebihan, 
karena pengguna bisa melakukan 
remote access atau akses jarak 
jauh. Perpustakaan digital juga 
menawarkan akses tanpa batas 
(unlimited), multiuser atau satu 
sumber bisa diakses banyak 
orang, real time, dan kemudahan 
akses karena berjejaring.

"Dulu, harga penerbitan sangat 
tinggi sehingga harga dokumen 
menjadi mahal saat masuk 
perpustakaan. Tapi tren sekarang, 
sebuah dokumen bisa sampai ke 
peneliti atau periset tanpa harus 
melewati penerbitan. Inilah 
keunggulannya. Murah, simple," 
jelasnya.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Umum Indonesia, 
Usman Asshiddiqi Qohara 
mengatakan bahwa transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial merupakan suatu 
pendekatan pelayanan 
perpustakaan yang berkomitmen 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna perpustakaan. 

Katanya, dulu perpustakaan 
adalah pusatnya orang-orang 
pintar yang cenderung serius. 
Tapi image perpustakaan itu kini 
sudah berubah jauh, bahkan 
menjadi salah satu tempat 
rekreasi. Karena perpustakaan kini 
didirikan untuk menghasilkan 
pengetahuan, produktivitas, dan 
kemandirian.

Maka pada konteks perpustakaan 
berbasis inklusi sosial ini, Usman 
mengajak para pengelola 
perpustakaan agar dapat 
melakukan pelibatan masyarakat. 
"Masyarakat menjadi aspek 
penting, melakukan advokasi. 
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Maka, guna menghadapinya anak 
harus bisa menyesuaikan diri, 
terus berinovasi, memanfaatkan 
teknologi secara bijaksana dan 
sehat dan terus belajar yang 
diatur. Selain itu, orang tua tetap 
menyampaikan pentingnya 
interaksi fisik dan sosial serta 
berkomunikasi secara terbuka.

Senada dengan itu, Ketua Umum 
Pengurus Pusat Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI), T 
Syamsul Bahri, menuturkan era 
disrupsi sangat terkait dengan 
teknologi yang mengubah model 
pelayanan perpustakaan yang 
ada dan juga memenuhi harapan 
pemustaka. Ini merupakan masa 
di mana setiap profesi meninjau 
perannya dalam masyarakat. 
Begitu juga dengan pustakawan, 
dituntut untuk meningkatkan 
kompetensinya sebagai pekerja 
profesional dan personal.

"Pustakawan harus menjadi 
mentor, fasilitator, motivator, 
bahkan menginspirasi untuk 
mengembangkan imajinasi dan 
kreativitas. Pustakawan harus 
berperan dalam meningkatkan 
kompetensi perpustakaan yang 
dibutuhkan masyarakat saat ini 
karena perpustakaan juga terus 
berkembang, sudah membuat 
diklat dan bimtek online, buku 
serta jurnal digital," ungkapnya.

Maka dari itu, pustakawan harus 
mengubah sikap dan perilaku 
atau mengubah cara untuk 
melayankan informasi kepada 
pemustaka. Perlu memberi 
layanan yang inovatif untuk 
merespons disrupsi digital, 
merencanakan strategi, kebijakan, 
budaya, sistem dan proses kerja 
yang dibutuhkan untuk 
diterapkan di era disrupsi serta 
kompetensi yang memadai.

Dengan demikian, Peneliti BRIN 
yang juga Sekjen Ikatan Sarjana 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi 
Indonesia (ISIPII), Cahyo 

Trianggoro, menerangkan 
sumber daya manusia (SDM) 
perpustakaan perlu dipersiapkan 
dalam memperkuat ekosistem 
digital nasional karena faktor 
perubahan paradigma.

Pengalaman digital bukan proses 
linear. Perjalanan seorang 
pengguna layanan dalam kanal 
digital dapat dimulai dan berakhir 
pada berbagai kanal digital.

"Paradigma baru itu adalah 
sistem sentralisasi vs federasi, 
interkoneksi layanan dengan 
pihak eksternal dan fokus pada 
perilaku pengguna dan 
perubahannya," ucap dia.

Digitalisasi 
Perpustakaan Jadi 
Kebutuhan Mendesak

Sementara itu, Analis Data dan 
Informasi, Ditjen Paud Dikdas 
Dikmen Kemdikbud, Hendro 
Wicaksono menyampaikan 
bahwa perpustakaan adalah salah 
satu pusat interaksi sosial, lintas 
suku bangsa, agama, profesi, dan 
lainnya. Dalam spesifikasi 
perpustakaan sekolah, bagian ini 
adalah bagian integral yang tak 
terpisahkan dari segala aktivitas 
pembelajaran sekolah.

"Keberadaan perpustakaan 
sekolah di sebuah sekolah 
menjadi sangat strategis, karena 
menjadi alternatif ruang publik 
yang menawarkan suasana 
berbeda, dari sekedar ngobrol, 
baca, dan refreshing. Bahkan, 
perpustakaan dipakai siswa yang 
tak banyak berinteraksi dengan 
orang lain," bukanya.

Saat ini, menurut Hendro, koleksi 
perpustakaan sekolah masih 
konvensional, karena mudah dan 
murah diakses. Tapi, tantangan di 
perpustakaan sekolah kini cukup 
banyak. Yang paling utama 
adalah kompetensi pengelola 

perpustakaan sekolah yang 
rendah.

"Bisa tidak, ekosistem digital 
nasional bisa membantu masalah 
perpustakaan sekolah?," tanyanya.

Karena menurut dia, ekosistem 
digital nasional harus bisa 
menyelesaikan masalah 
turunannya, yakni meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi 
perpustakaan sekolah, 
membantu pengembangan 
koleksi, meningkatkan kualitas 
pengelolaan koleksi, membantu 

reservasi karya lokal dan 
membantu pengambilan 
keputusan.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Indonesia, Mariyah menjelaskan 
Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka adalah kebijakan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk mendorong 
mahasiswa menguasai berbagai 
dunia keilmuan dalam memasuki 
dunia kerja. Kampus merdeka 

Perpustakaan harus membantu 
masyarakat menghasilkan produk 
dan bisa mendapatkan informasi 
akses untuk menjualnya, terserap, 
dan tersalurkan," katanya.

Hendro Subagyo, Kepala Pusat 
Data dan Informasi BRIN, 
menutup sesi ini dengan paparan 
Transformasi Layanan 
Perpustakaan Khusus dalam 
Mendukung Open Science dan 
Open Data. Menurut Hendro, 
hasil penelitian saat ini tak boleh 
hanya menyajikan hasil 
penelitiannya saja, tapi juga data 
dan langkah untuk mendapatkan 
hasil penelitian tersebut. Hal ini 
agar hasil penelitian itu bisa 
diikuti, dilakukan, dan dinikmati 
oleh siapa pun.

Rekomendasi Rakornas

Rakornas Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 menghasilkan 
beberapa poin rekomendasi 
penting, yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab seluruh insan 
perpustakaan di seluruh 
Indonesia, yaitu:

•   Peningkatan budaya literasi 
dalam mendukung Program 
Prioritas Peningkatan Budaya 
Literasi, Inovasi dan Kreativitas 
Bagi Terwujudnya Masyarakat 
Berpengetahuan dan 
Berkarakter dengan indikator 
Nilai Budaya Literasi yang telah 
ditargetkan pada tahun 2024 
sebesar 71 (tinggi), dengan 
komponen utama tingkat 
kegemaran membaca 
masyarakat, akses internet, dan 
kunjungan ke 
perpustakaan/taman bacaan 
seluruh jenis perpustakaan di 
Indonesia agar mendukung 
target capaian tersebut.

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 

sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi, serta 
para pemangku kepentingan 
untuk bersinergi dan 
berkolaborasi lintas lembaga 
untuk meningkatkan dan 
mengembangkan layanan 
perpustakaan baik 
konvensional maupun digital 
guna mendukung 
pembangunan sumber daya 
manusia. 

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
melaksanakan transformasi 
perpustakaan sebagai sarana 
memperkuat akses informasi 
ilmu pengetahuan dan 
mendukung terwujudnya 
ekosistem digital nasional.

•   Mendorong terwujudnya 
perpustakan sebagai pusat 
pengetahuan, pusat kegiatan 
literasi, pusat berkegiatan 
masyarakat dan pusat 
pemajuan kebudayaan yang 
memungkinkan masyarakat 
dapat berbagi pengalaman, 
belajar secara kontekstual dan 
berlatih keterampilan dan 
kecakapan hidup di seluruh 
wilayah Indonesia.

•   Mendorong pemerintah dan 
pemerintah daerah mendirikan 
perpustakaan umum di seluruh 
kecamatan hingga desa dan 
kelurahan sebagai pusat belajar 
dan berkegiatan masyarakat 
untuk mendukung 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia.

•   Perpustakaan Nasional 

bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk memperkuat literasi 
masyarakat melalui 
peningkatan akses 
pengetahuan, menyediakan 
bahan bacaan baik cetak 
maupun digital di 
tempat-tempat umum dalam 
bentuk layanan perpustakaan 
konvensional dan berbasis 
aplikasi digital.

•   Meningkatkan sinergitas dan 
kolaborasi antar 
kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota 
dalam mengembangkan 
progam dan kegiatan untuk 
mendukung percapaian target 
nasional peningkatan budaya 
literasi, sebagai salah satu 
Program Prioritas Nasional 
sesuai RPJMN 2020-2024.

•   Perpustakaan Nasional dan 
para pemangku kepentingan 
bidang perpustakan untuk 
mendorong percepatan 
tersusunnya regulasi Peta Jalan 
Pembangunan Literasi (PJPL).

•   Perpustakaan Nasional 
bersama-sama dengan 
perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, 
perpustakaan 
sekolah/madrasah, dan 
perpustakaan perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, forum 
perpustakaan dan literasi serta 
para pemangku kepentingan 
untuk mengembangkan 
jejaring kerja sama 
perpustakaan lingkup nasional.

Reportase: Tim Humas 
Perpustakaan Nasional

Muhadjir Effendy: 
Transformasi 
Perpustakaan Wajib

emikian disampaikan 
Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 
Muhadjir Effendy, saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
Tahun 2022 di Hotel Bidakara 
Jakarta, pada Selasa (29/2/2022).

Muhadjir menyebut, 
Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) memiliki peranan 
yang sangat penting terutama 
dalam membentuk ekosistem 
digital perpustakaan di seluruh 
Indonesia.

“Perpusnas menjadi pusat dari 
jaringan perpustakaan seluruh 
Indonesia baik yang 
ada di sekolah, 
pemerintah 
daerah, maupun 
yang ada di 
komunitas dan 
semuanya 
harus 
dibangun 
semacam 
ekosistem digital 
nasional. 
Karena itu, 
peran 

Perpusnas sangat penting 
terutama dalam rangka untuk 
mentransformasi makna dari 
perpustakaan sebagai sarana 
belajar,” ungkapnya.

Keberadaan perpustakaan, lanjut 
Muhadjir, merupakan sarana 
mengembangkan 
keterjangkauan masyarakat 
umum maupun pelajar terhadap 
sumber-sumber bahan bacaan. 
Sehingga perpustakaan dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang lebih produktif.

“Kalau mau menghancurkan 
peradaban sebuah bangsa 
hancurkan perpustakaannya. 
Kalau kita ingin membangun 
peradaban sebuah bangsa 
bangunlah perpustakaannya. 
Jangan sampai memahami 
perpustakaan hanya untuk 
membaca kemudian yang 
dijadikan ukuran berapa 
pengunjung semakin banyak 

pengunjung berarti semakin 
sukses” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan 
perlu adanya indikator baru 
dalam mengukur keberhasilan 
perpustakaan membangun 

literasi yang tidak hanya diukur 
dari berapa banyak 
pengunjungnya.

“Setelah datang ke 
perpustakaan apa 

produk hasilnya. 
Jangan sampai 

hanya sekadar baca 
selanjutnya tidak 
ada hasilnya yang 
bisa diukur. 
Karena itu perlu 
ada pengukuran 

lebih lanjut 
dalam kaitan 

dengan 
proses 
belajar,” 
imbuhnya.

Penguatan Literasi 
Tingkatkan 
Kemampuan Menuju 
Kesejahteraan

Perpustakaan memiliki peran dan 
sumbangsih sangat penting 
dalam meningkatkan literasi 
masyarakat. Maka disediakan 
ruang yang cukup bagi proses 
interaksi dalam rangka 
penggalian informasi dan 
pengembangan pengetahuan 
berdasarkan sumber-sumber 
bacaan yang disediakan sesuai 
dengan zamannya agar nantinya 
berimbas pada kesejahteraan.

Direktur Agama, Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kedeputian 
Pembangunan Manusia 
Masyarakat dan Kebudayaan, 
Kementerian PPN/Bappenas, 
Amich Alhumami, menyatakan 
berkaitan dengan program 
prioritas RPJMN 2020-2024, 
penguatan literasi berkolerasi 
dengan penuntasan kemiskinan 
serta penguatan ekonomi.

“Hadirnya komunitas maupun 
pegiat literasi menjadi pelopor 
gerakan literasi dalam 
peningkatan kemampuan dan 
pemberdayaan masyarakat, yang 
pada akhirnya bertujuan untuk 
kesejahteraan,” katanya dalam 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Bidang Perpustakaan 
2022 di Hotel Bidakara Jakarta, 
Rabu (30/3/2022).

Guna mewujudkannya, Kepala 
Subdirektorat Dana Alokasi 
Khusus Fisik Sektor 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan, Nugroho 
Imam Santoso, menjelaskan 
pemerintah terus berusaha 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan umum daerah 
(perpusda) dalam rangka 
memperkuat budaya literasi 

untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan, kreatif, inovatif, 
dan berkarakter.

Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan mutu 
penyelenggaraan, tanggung 
jawab, peran pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota dalam 
pengembangan infrastruktur 
layanan perpustakaan umum 
sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan di provinsi dan 
kabupaten/kota. Pemerataan 
akses layanan perpustakaan 
dalam peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan kesejahteraan 
masyarakat dan sinergitas 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah di dalam 
pembangunan perpustakaan 
umum di seluruh wilayah 
Indonesia.

“Kinerja pelaksanaan kontrak dan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Subbidang Perpustakaan 
semakin mengalami perbaikan. 
Pengalokasian DAK Fisik 
harapannya diprioritaskan untuk 
daerah dengan indeks literasi 
yang masih rendah. 
Rekomendasinya agar terus 
mempertahankan dan 
memperbaiki kinerja serta 
memperhatikan kebutuhan tidak 
hanya usulan,” kata dia.

Dengan demikian, penyaluran 
DAK Fisik Subbidang 
Perpustakaan tahun 2021 meraih 
predikat terbaik empat untuk 
kinerja penandatangan kontrak 
dan terbaik tiga untuk kinerja 
penyaluran di antara subbidang 
yang lain. Harapannya, terus 
meningkatkan kinerja, tidak 
hanya berdasarkan pada usulan, 
tetapi juga pada kebutuhan 
dengan memprioritaskan daerah 
dengan indeks pembangunan 
literasi masyarakat yang masih 
rendah.

Sementara, Direktur 
Dekonsentrasi, Tugas 
Pembantuan dan Kerjasama, 
Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kemendagri, Prabawa Eka 
Susanta, mengatakan program 
perpustakaan daerah dan literasi 
dibina dan dikembangkan 
melalui dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada 
Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (GWPP), 
kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.

“Kegiatan ini merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan 
urusan pemerintahan yang 
merupakan tugas dan wewenang 
GWPP. Namun pembinaan 
kepada masyarakat yang 
dilibatkan dalam kegiatan 
layanan perpustakaan berbasis 
inklusi sosial bukan merupakan 
tugas dan wewenang GWPP,” 
ungkap dia.

Tindak lanjut penanganan isu 
pelaksanaan tugas pembantuan 
diterapkan dengan melakukan 
sosialisasi kepada 
kementerian/lembaga atas 
rekomendasi menteri keuangan 
tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah untuk 
mendorong percepatan 
penyampaian indikasi program 
dan kegiatan, percepatan 
penetapan peraturan menteri, 
DIPA, dan petunjuk teknis.

“Mendorong terlaksananya 
koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan program/kegiatan 
baik dengan K/L di tingkat pusat 
maupun dengan pemerintah 

daerah sebelum penyusunan 
rencana kerja K/L dalam rangka 
sinergi kebijakan Tugas 
Pembantuan, melalui kegiatan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
daerah maupun 
nasional,”lanjutnya.

Perpustakaan di Era 
Disrupsi

Literasi perpustakaan terus 
berkembang maju di berbagai 
daerah pada era disrupsi. Hal ini 
mengindikasikan masa di mana 
terjadi inovasi dan perubahan 
secara masif dan fundamental, 
sehingga mengubah berbagai 
sistem dan tatanan ke cara yang 
baru. Meski demikian, budaya 
masyarakat tetap harus dibangun 
dengan berbagai layanan agar 
menciptakan bangsa yang cerdas.

Ketua Umum Pengurus Pusat 
Forum Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM), Opik, menyatakan 
pihaknya menjadi layanan 
pendidikan nonformal atau 
gerakan yang diinisiasi oleh 
masyarakat dengan tujuan 
meningkatkan budaya baca dan 
kecakapan literasi lainnya. 
Pihaknya berusaha 
menggerakkan budaya baca dari 
pinggiran.

"Kami berfungsi sebagai ruang 
informasi, belajar, rekreasi, dan 
jejaring yang berkegiatan literasi 

baca tulis, numerasi, sains, 
finansial, digital, dan budaya serta 
kewargaan," katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang 
dilakukan merupakan 
pengembangan budaya baca dan 
aktivitas literasi lainnya seperti 
layanan membaca di tempat dan 
peminjaman buku, buka lapak 
baca, program gambar ceria yakni 
pendampingan pendidikan 
masyarakat, kasmile berdaya 
yakni pelatihan untuk pemuda, 
rekrutmen relawan literasi, 
pengenalan IT untuk anak-anak, 
literasi ceria (pelatihan menulis 
pantun, puisi dan bercerita), serta 
penyuluhan kesehatan untuk 
para ibu, kampanye pendidikan 
kepada orang tua, 
pengembangan kreativitas, 
parenting, internet sehat, layanan 
pendidikan kesetaraan, dan 
lainnya.

Kiprahnya dilakukan di hampir 
semua wilayah Indonesia seperti 
Sorong, Fakfak, Kepulauan Riau, 
Palangka Raya, Garut Jawa Barat, 
Ende, Parigi Moutong, Kubu Raya, 
Nias, Nunukan, Bitung, dan 
wilayah lainnya.

Sementara, Pengurus Perahu 
Pustaka Bakauheni Lampung, 
Radmiadi, menyatakan 
penguatan literasi masyarakat 
perlu dilakukan sebagai gerakan 
sosial di Tanah Air lewat Pustaka 
Bergerak Indonesia.

"Menariknya, Pustaka Bergerak ini 
dilakukan menggunakan 
berbagai macam kendaraan, 
lewat kuda, perahu, motor, 
sepeda, gerobak, noken, bemo, 
ransel, dan lainnya," jelasnya.

Tujuan kegiatan tersebut adalah 
mendekatkan buku pada 
pembaca, turut serta 
mencerdaskan anak-anak bangsa, 
menjangkau daerah terpencil, 
dan membaca lingkungan 
dengan kegiatan sosial. Ini 
merupakan cara hebat, unik, dan 
menarik dalam mengatasi 
problematika sosial.

Ketua Gerakan Pemasyarakatan 
Minat Baca (GPMB), Tjahjo 
Suprajogo menyebut pada era 
disrupsi (perubahan di berbagai 
sektor akibat digitalisasi dan 
internet untuk segala) ini, perlu 
untuk memperkuat budaya baca 
keluarga karena pendidikan 
terkena dampaknya, misalnya, 
materi pembelajaran tersedia 
melimpah di internet, termasuk 
jarak bukan masalah, belajar bisa 
di manapun dan kapanpun.

"Buku dan referensi tidak hanya 
tersedia di toko buku atau 
perpustakaan (e-book, e-journal, 
slide share), bahkan fungsi guru 
bergeser, lebih mengarahkan 
pada nilai-nilai, etika, budaya, 
moral, kebijaksanaan dan 
pengalaman, yang tidak dapat 
diajarkan oleh Google atau mesin 
pencari lainnya," ucap dia.

memberi kebebasan kepada 
mahasiswa untuk memilih mata 
kuliah yang akan mereka ambil.

"Di sini, karya-karya dosen 
maupun civitas akademika harus 
bisa dinikmati seluruh masyarakat 
Indonesia maupun global," 
katanya.

Maka, Gerakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka harus memiliki 
perpustakaan yang memadai 
untuk menunjang segala 
kegiatan keilmuan itu. 
Dikatakannya, perpustakaan 

perguruan tinggi harus dapat 
melakukan transformasi untuk 
menghasilkan lulusan yang 
mampu melakukan inovasi bagi 
banyak orang. Salah satunya 
adalah mengurangi koleksi 
konvensional, dan beralih ke 
koleksi digital yang kini lebih 
ramah pengguna.

"Bagi yang keterbatasan dana, 
Perpustakaan Nasional sudah 
menyediakan beribu-ribu e-book 
yang bisa kita akses untuk 

kebaikan bersama," sambungnya.

Hal ini terkorelasi dengan kondisi 
pandemi yang belum usai saat ini. 
Mariyah menyarankan agar 
semua pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan perpustakaan agar 
semakin gencar memanfaatkan 
ruang digital yang kini banyak 
tersedia.

"Ruang maya sekarang sangat 
potensial, termasuk digital 
self-service yang masuk dalam 
layanan yang harus 
ditransformasi. Penyediaan 

dokumen untuk riset secara 
daring, dan aktivasi laman situs 
perpustakaan sebagai pintu 
masuk perpustakaan virtual 
adalah kewajiban saat ini," 
katanya.

Sementara itu, Jonner Hasugian, 
Ketua Forum Perpustakaan 
Digital Indonesia, tak menampik 
bahwa di tengah banyaknya 
seruan mengenai digitalisasi 
perpustakaan, masih banyak 
perpustakaan di Indonesia yang 

bahkan belum tersentuh 
teknologi. Tapi, perubahan adalah 
keharusan, meski itu berjalan 
pelan.

Perpustakaan digital dinilai 
memiliki banyak kelebihan, 
karena pengguna bisa melakukan 
remote access atau akses jarak 
jauh. Perpustakaan digital juga 
menawarkan akses tanpa batas 
(unlimited), multiuser atau satu 
sumber bisa diakses banyak 
orang, real time, dan kemudahan 
akses karena berjejaring.

"Dulu, harga penerbitan sangat 
tinggi sehingga harga dokumen 
menjadi mahal saat masuk 
perpustakaan. Tapi tren sekarang, 
sebuah dokumen bisa sampai ke 
peneliti atau periset tanpa harus 
melewati penerbitan. Inilah 
keunggulannya. Murah, simple," 
jelasnya.

Ketua Umum Forum 
Perpustakaan Umum Indonesia, 
Usman Asshiddiqi Qohara 
mengatakan bahwa transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial merupakan suatu 
pendekatan pelayanan 
perpustakaan yang berkomitmen 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat 
pengguna perpustakaan. 

Katanya, dulu perpustakaan 
adalah pusatnya orang-orang 
pintar yang cenderung serius. 
Tapi image perpustakaan itu kini 
sudah berubah jauh, bahkan 
menjadi salah satu tempat 
rekreasi. Karena perpustakaan kini 
didirikan untuk menghasilkan 
pengetahuan, produktivitas, dan 
kemandirian.

Maka pada konteks perpustakaan 
berbasis inklusi sosial ini, Usman 
mengajak para pengelola 
perpustakaan agar dapat 
melakukan pelibatan masyarakat. 
"Masyarakat menjadi aspek 
penting, melakukan advokasi. 
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Pendahuluan

ndonesia merupakan negara 
keempat dengan jumlah 
penduduk terbanyak yang 

terdiri dari beragam suku bangsa. 
Begitu banyak ragam kuliner 
yang diproduksi, dari satu jenis 
makanan saja, berbeda bahannya. 
Misalnya, soto. Hampir di setiap 
daerah memiliki soto, namun cita 
rasanya berbeda, ada coto 
makassar, soto padang, soto 
bening, dan soto betawi. Rendang 
selalu masuk menjadi masakan 
terlezat versi CNN Travel. Tak 
mengherankan, rendang yang 
menjadi khas warung nasi 
padang, dapat dijumpai di 
seluruh Indonesia dan rasanya 
dapat diterima masyarakat 
Indonesia.

Banyak youtuber yang mereviu 
makanan dengan mencoba 
makanan Indonesia dicicipi orang 
luar negeri. Bisa dilihat di kanal 
YouTube Jerome Polin yang 
meminta Tomohiri Yamashita, 
sahabatnya dari Jepang, untuk 
mencicipi makanan khas 
Indonesia. Saat itu, dia makan 
batagor, siomai, dadar jagung, 
sate ayam, cendol, dan tahu pong. 
Walaupun baru pertama kali 
mencoba makanan ini, tak 
disangka mereka menyukainya 
dan mengatakan bahwa 
makanan Indonesia enak. Hal ini 
membuktikan bahwa rasa 
masakan Indonesia bisa diterima 
oleh masyarakat dunia.

Semua orang membutuhkan 
makanan untuk hidup. Namun, 
makanan juga dapat menjadi 
wisata, yang sekarang dikenal 

dengan wisata kuliner. Banyak 
orang ke Thailand atau Korea 
hanya ingin rasa autentik, 
merasakan makanan langsung di 
tempatnya. Makanan sudah 
menjadi paket dari industri kreatif, 
seperti demam Kpop yang 
menampikan makanan khas 
Korea di dalam dramanya. 
Akhirnya, banyak orang yang 
penasaran dengan idolanya saat 
makan makanan khas Korea. 
Makanan ternyata dapat menjadi 
industri kreatif, bahkan acara 
MasterChef Indonesia banyak 
penontonnya.

Makanan Indonesia sangat layak 
untuk diperkenalkan dan dijual di 
luar negeri. Ini terbukti dari 
beberapa restoran yang eksis di 
luar negeri seperti di Sydney, 
Belanda, Paris hingga Osaka. 
Meski begitu, jumlahnya masih 
kalah dibandingkan dengan 
negara lain. Sesungguhnya, 
beragam makanan dari Sabang 
sampai Merauke dapat diangkat 
untuk diperkenalkan ke 
mancanegara. Saking 
beragamnya masakan Indonesia, 
yang menjadi masalah tersendiri 
adalah ketersediaan bahan baku, 
terutama bumbu khas Indonesia.

Pemerintah dapat meniru 
pemerintah Thailand yang 
menyuplai bumbu melalui 
maskapai Thai Airways. Indonesia 
perlu mengandalkan satu 
makanan khas untuk menjadi 
favorit, walaupun mempunyai 
ragam makanan khas. Misalnya, 
Jepang yang terkenal dengan 
sushi, Thailand dengan tom yam, 
Italia dengan piza, Turki dengan 
kebab. Maka diperlukan kajian 
tentang makanan kesukaan 

warga luar negeri. Diplomat di 
kedutaan besar sebagai 
perwakilan Indonesia di luar 
negeri, dapat memperkenalkan 
masakan Indonesia. Pertukaran 
pelajar dan mahasiswa juga 
mempunyai peran 
memperkenalkan masakan 
Indonesia.

Keterkaitan antara hasil pertanian 
harus seimbang dengan 
kebutuhan pangan. Misalnya, 
kedelai merupakan bahan 
pembuatan tempe dan tahu. 
Selama ini, tempe dan tahu 
merupakan makanan rakyat dan 
menjadi favorit masyarakat 
Indonesia karena harganya 
terjangkau, bergizi, dan enak. 
Selain itu, kalangan menengah 
atas juga menyukai tempe karena 
rasanya enak dan gaya hidup 
vegetarian. Namun ternyata, 
bahan baku tempe yaitu kedelai 
masih tergantung impor dari 
Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, 
Argentina, hingga Prancis.

Di Kota Batu, ada kuliner terkenal 
pos ketan 1967. Bahan bakunya 
ketan, dan didatangkan dari 
Thailand karena ketannya disebut 
berbeda. Di Indonesia, juga 
dikenal berbagai macam 
gorengan dan mi. Namun 
sayangnya, bahan bakunya yakni 
tepung masih diimpor. Inilah 
yang menjadi tantangan 
Kementerian Pertanian untuk 
menaikkan produksi lokal. 
Pemerintah seharusnya 
menyediakan bahan baku lewat 
hasil pertanian sehingga 
mengurangi ketergantungan 
impor dan menjadikan Indonesia 
swasembada bahan pokok.

Perpustakaan Bung Karno Mengenalkan Buku
Mustikarasa Warisan Resep Masakan Bung Karno

oleh Hanafi, SIP.
Pustakawan Madya di UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Karno

Bung Karno dalam pidatonya 
berujar, jangan pernah menjadi 
bangsa tempe. Maksudnya bukan 
tidak suka dengan tempe, namun 
sejarah tempe itu sendiri tercipta 
saat bangsa Indonesia masih 
dijajah. Bagaimana rakyat 
Indonesia mencari sumber 
protein pengganti dari protein 
hewani. Pada era sekarang, 
pesannya adalah berdikari.

Petani merupakan tumpuan 
dalam kekurangan pangan. Ahli 
gizi juga memiliki peran penting 
dalam mengedukasi masyarakat 
bahwa karbohidrat tidak hanya 
nasi, namun bisa didapatkan dari 
jagung, tiwul, singkong, talas, dan 
umbi-umbian. Memang tidak 
mudah mengganti nasi. Namun 
dengan edukasi, diharapkan 
masyarakat mendapatkan 
pengetahuan bahwa nilai gizi 
umbi-umbian sama dengan nasi.

Perpustakaan Proklamator Bung 
Karno, selanjutnya disebut 
Perpustakaan Bung Karno, 
sebagai perpustakaan yang 
berperan meningkatkan budaya 
dan peradaban Indonesia juga 
berperan dalam pembentukan 
karakter bangsa. Maka, 
Perpustakaan Bung Karno 
melengkapi sumber-sumber 
informasi untuk melestarikan, 
mengkaji, dan mengaplikasikan 
pemikiran Bung Karno. Layanan 
Koleksi Khusus Perpustakaan 
Bung Karno menyediakan koleksi 
bertema kuliner dengan judul 
Mustikarasa. Buku ini sangat 
tebal. Buku ini akan sangat 
bermanfaat jika tidak hanya 
dibaca, namun diaplikasikan 
dalam kehidupan.

Untuk itu, Perpustakaan Bung 
Karno mengadakan kegiatan 
inklusi sosial Mustikarasa. 
Tujuannya, agar pemustaka 
mendapat ilmu kuliner dari ahli 
kuliner sekaligus mengajarkan 
berwirausaha. Diharapkan 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 

dapat memberdayakan 
masyarakat. Pada masa pandemi, 
usaha kuliner dinilai mampu 
bertahan karena manusia 
membutuhkan makanan.

Buku Mustikarasa 
Salah Satu Diplomasi

Indonesia kaya dengan 
keanekaragaman bahan pokok, 
mulai dari beras hingga ketela. 
Buku Mustikarasa merupakan 
kumpulan resep masakan yang 
tebalnya 1.123 halaman dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
warisan Bung Karno. Pada 1960, 
pemerintah menerbitkan Surat 
Kabinet Menteri Pertanian setelah 
pembicaraan dengan Presiden 
Sukarno yang menghendaki 
penyusunan buku masak. Buku 
ini merupakan satu-satunya buku 
masakan yang dikarang oleh 
pemerintah Indonesia dan terbit 
pada Februari 1967 oleh 
Departemen Pertanian. Pada 
2016, buku ini diterbitkan kembali 
oleh Komunitas Bambu.

Awalnya, pada 1964, Sukarno 
mengutus istrinya, Hartini, untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dari pamong praja tiap desa, ahli 
kuliner, sampai ahli gizi 
dikumpulkan oleh Sukarno untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dalam penyusunannya, banyak 
kendala yang dialami karena 
komunikasi dengan daerah 
melalui surat-menyurat. Terdapat 
lebih dari 1.600 resep yang dicatat.

Buku ini erat hubungannya 
dengan krisis pangan pada saat 
itu. Sayangnya, pada 1965 terjadi 
gerakan Gerakan 30 September. 
Tugas Sukarno setelah merdeka 
adalah mengampanyekan 
kesatuan dalam kebhinekaan, 
salah satunya dengan makanan. 
Praktisi dan pegiat kuliner, Santhi 
Serad, menyatakan buku ini 
membahas banyak hal. Mulai dari 
makananan, tata dapur yang baik, 

gizi, makanan hiburan atau 
jajanan, cara melipat ketupat 
yang baik, dan lainnya. 
Pembuatan buku Mustikarasa 
merupakan usaha monumental, 
karena saat itu, setiap daerah 
belum terbiasa mengonsumsi 
masakan daerah lainnya.

Diplomasi meja makan dari Bung 
Karno merupakan salah satu 
upaya mengenalkan masakan 
Indonesia di dunia internasional. 
Gastrodiplomasi yang dilakukan 
Bung Karno di antaranya pada 
Konferensi Asia Afrika dan Ganefo. 
Bung Karno ikut memantau 
secara langsung proses 
pembuatan makanan dan ikut 
memberi masukan terhadap 
makanan yang disajikan. Saat 
berkunjung ke warga, Bung 
Karno tidak segan mencoba 
masakan dan mencatat resepnya.

Bung Karno juga menandai 
makanan secara lengkap beserta 
asal daerah masakan tersebut. 
Salah satu makanan yang selalu 
ada di meja makan dan Bung 
Karno selalu membawanya saat 
keluar negeri adalah sambal 
pecel. Saat dihidangkan salad, 
Bung mengganti sausnya dengan 
sambal pecel. Bahkan saat pulang 
ke Blitar, Bung Karno akan 
mencari Mbok Rah, penjual nasi 
pecel keliling.

Makanan dapat menjadi alat 
mempererat persaudaraan. Saat 
diadakan kerja bakti atau merti 
desa, warga akan membawa 
makanan untuk dikumpulkan di 
desa. Saat selesai kerja bakti, 
makanan akan dimakan 
bersama-sama. Hal ini 
merupakan salah satu diplomasi 
makanan di desa. Pada zaman 
sekarang, sistem makanan 
bancakan atau makan bersama, 
banyak diterapkan di restoran. 
Makanan beralaskan daun pisang 
dan cara makannya dengan 
tangan, tidak menggunakan 
sendok atau garpu. Hal ini 

merupakan kearifan lokal 
tersendiri yang perlu dilestarikan.

Di pedesaan, budaya gotong 
royong terlihat saat ada 
pernikahan, selametan kelahiran 
anak. Kaum ibu memasak, 
kemudian kaum bapak datang, 
berkumpul, dan berdoa. Sebelum 
pulang, dibagikan makanan 
dengan wadah anyaman bambu 
yang di dalamnya ada nasi 
dengan berbagai sayuran dan 
lauk. Di desa biasanya dinamakan 
nasi berkat. Sesampainya di 
rumah, nasi berkat akan dimakan 
bersama anggota keluarga.

Inklusi Sosial 
Mustikarasa

Perpustakaan Bung Karno 
sebagai bagian dari Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia 
(Perpusnas), mempunyai 
kewajiban untuk menyukseskan 
program kegiatan transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial. Dengan tentu saja, 
menonjolkan literasi kebangsaan.

Hal ini sesuai dengan tujuan 
negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasar 
kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. Perpustakaan 
Bung Karno merupakan 
perpustakaan kepresidenan yang 
menggali warisan Bung Karno.

Literasi Mustikarasa pertama kali 
diadakan pada 10-12 Agustus 2020 
dan selanjutnya diselenggarakan 
pada 2022. Literasi Mustikarasa 
bertujuan agar peserta pelatihan 
dapat menambah keterampilan, 
bahkan mendapatkan 
keuntungan dengan membuka 

usaha dari keterampilan 
memasak, dan tentu saja 
melestarikan khazanah kuliner 
yang ada di Nusantara.

Pustakawan mempunyai peran 
dalam mengenalkan buku 
Mustikarasa tersebut. Agar 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 
berjalan maksimal, pustakawan 
harus melakukan survei, melihat 
statistik siapa yang sering 
meminjam buku masakan, dan 
buku masakan apa yang sering 
dipinjam dan dipraktikkan. Survei 
ini merupakan salah satu cara 
memilih peserta inklusi sosial 
Mustikarasa. Selain itu, ada 
sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi yaitu anggota 
Perpustakaan Bung Karno, usia 
17-45 tahun, dalam kondisi sehat, 
dan berkomitmen mengikuti 
kegiatan sampai akhir. Setelah 
terpilih pesertanya, kemudian 
dibagi ke dalam beberapa 
kelompok dan didampingi oleh 
chef professional.

Kegiatan diadakan selama tiga 
hari, hari pertama peserta 
diberikan materi mengenai 
nilai-nilai pemikiran Bung Karno 
tentang ketahanan pangan. 
Kemudian hari kedua 
mendapatkan materi pengenalan 
kuliner Nusantara. Hari ketiga, 
praktik memasak.

Peserta mendapatkan ilmu 
bagaimana cara mengolah dan 
memasak, di mana resepnya 
terdapat di dalam buku 
Mustikarasa. Semua peralatan 
masak sudah disediakan panitia. 
Setelah mengikuti Literasi 
Mustikarasa, peserta diharapkan 
dapat membuka usaha seperti 
warung makan, katering, dan 
jajanan pasar. 

Peserta inklusi sosial Mustikarasa 
dapat bertanya langsung kepada 
para chef professional, bagaimana 
berinovasi dalam pengolahan 

bahan makanan menjadi enak, 
walaupun dengan bahan 
sederhana. Meski buku 
Mustikarasa dijadikan sebagai 
acuan, peserta dapat berinovasi 
dalam memasak. Dengan 
perkembangan teknologi, 
makanan pokok yang 
mengandung karbohidrat, selain 
nasi, dapat diolah menjadi 
tepung. Misalnya tepung tapioka, 
sagu, dan talas. Hal ini tentunya 
menciptakan masakan baru, yang 
pada akhirnya meningkatkan 
ketahanan pangan masyarakat 
Indonesia.

Kegiatan inklusi Mustikarasa 
sangat dibutuhkan karena tingkat 
pemahaman masyarakat 
terhadap bacaan resep, 
berbeda-beda. Chef sebagai 
pendamping, dapat memberikan 
pemahaman kepada para peserta 
untuk melakukan substitusi 
bahan makanan. Hal ini penting 
mengingat resep Mustikarasa 
bersifat kedaerahan, di mana 
bahan masakan dari Sumatra 
belum tentu ada di Jawa. 
Misalnya, resep Mustikarasa 
menggunakan bahan ikan 
tongkol. Tentunya dapat 
dipertimbangkan untuk 
menggantinya dengan ikan lain. 
Hal ini salah satu keuntungan 
demo memasak. Peserta tidak 
hanya membaca resep 
Mustikarasa, namun dapat 
berkonsultasi dan bertukar ide.

Dalam hal berwirausaha, inklusi 
sosial merupakan langkah 
perpustakaan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat. 
Program Literasi Mustikarasa 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
menjadikan perpustakaan 
sebagai ruang publik untuk 
berbagi pengalaman. Kegiatan 
inklusi sosial juga dilengkapi 
dengan pameran produk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Hal ini sangat 
mendukung, mengingat 
Perpustakaan Bung Karno 
merupakan tempat wisata di 
samping makam Bung Karno, 
yang dikunjungi 600.000 orang 
pada 2019 atau sebelum pandemi.

Dalam setahun, perpustakaan 
juga mengadakan 25 kegiatan 
inklusi sosial dan pameran. Hasil 
dari kegiatan Literasi Mustikarasa 
dipamerkan melalui stan produk 
UMKM. Sinergi kegiatan inklusi 
sosial dengan UMKM ini 
merupakan transfer pengetahuan 
cara memasak dan cara 
pemasaran. Sehingga peserta 
tidak hanya bisa memasak, 
namun juga memasarkan produk 
kulinernya. 

Penutup
Perpustakaan Bung Karno tidak 
hanya menyediakan koleksi, 
namun juga memberikan praktik 
literasi kepada masyarakat. 
Keberadaan perpustakaan tidak 
hanya tempat untuk membaca 
buku, namun dapat 
menyejahterakan masyarakat. 
Sebagai perpustakaan yang 
mempunyai tujuan menyebarkan 
pemikiran Bung Karno, 
Perpustakaan Bung Karno harus 
menyebarkan ilmu yang ada di 
buku Mustikarasa, bukan 
mengkeramatkannya. 
Mengenalkan buku Mustikarasa 
dapat dilakukan antara lain 
melalui kegiatan berinklusi sosial, 
lomba memasak dan membuat 
infografis tentang resep makanan 
yang diposting di media sosial 
Perpustakaan Bung Karno.

Melalui bookloan dan 
perpustakaan keliling, 
Perpustakaan Bung Karno juga 
membawa buku Mustikarasa. 
Sehingga masyarakat dapat 
mencatat resep sesuai yang 
diinginkan. Melalui pameran 
koleksi Bung Karno, juga 
dipamerkan buku Mustikarasa. 
Pustakawan dapat membuat 

pathfinder dengan tema 
masakan, sehingga membantu 
pemustaka menemukan koleksi 
yang dibutuhkan.

Kegiatan inklusi sosial 
Mustikarasa merupakan upaya 
pengenalan bahan makanan 
pokok selain beras, untuk 
menambah referensi makanan. 
Bung Karno sangatlah visioner. 
Apabila terjadi krisis pangan, ada 
bahan pengganti selain nasi. 
Karbohidrat bisa didapat lewat 
ketela, singkong, talas, ubi, 
jagung, atau tiwul. Dan pada 
akhirnya, sebelum masakan 
Indonesia dikenalkan ke luar 
negeri, kaum milineal sebagai 
generasi penerus bangsa harus 
ditanamkan cinta dengan kuliner 
asli Indonesia.

Masakan Indonesia harus menjadi 
raja di rumah sendiri. Apalagi 
Indonesia merupakan negara 
maritim yang kaya dengan ikan 
dan negara agraris yang kaya 
dengan sayuran. Ini menjadikan 
masakan Indonesia lebih sehat 
dan lebih variatif. Makanan tidak 
hanya untuk dimakan, namun 
sebagai identitas dan kekayaaan 
budaya.

Bung Karno berpesan pangan 
merupakan soal mati hidupnya 
suatu bangsa, apabila kebutuhan 
pangan rakyat tidak terpenuhi, 
maka tercipta malapetaka. Oleh 
karena itu, perlu usaha secara 
besar-besaran, radikal, dan 
revolusioner. Mustikarasa 
merupakan usaha pemerintah 
untuk menyatukan kebhinekaan 
melalui kuliner.
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Pendahuluan

ndonesia merupakan negara 
keempat dengan jumlah 
penduduk terbanyak yang 

terdiri dari beragam suku bangsa. 
Begitu banyak ragam kuliner 
yang diproduksi, dari satu jenis 
makanan saja, berbeda bahannya. 
Misalnya, soto. Hampir di setiap 
daerah memiliki soto, namun cita 
rasanya berbeda, ada coto 
makassar, soto padang, soto 
bening, dan soto betawi. Rendang 
selalu masuk menjadi masakan 
terlezat versi CNN Travel. Tak 
mengherankan, rendang yang 
menjadi khas warung nasi 
padang, dapat dijumpai di 
seluruh Indonesia dan rasanya 
dapat diterima masyarakat 
Indonesia.

Banyak youtuber yang mereviu 
makanan dengan mencoba 
makanan Indonesia dicicipi orang 
luar negeri. Bisa dilihat di kanal 
YouTube Jerome Polin yang 
meminta Tomohiri Yamashita, 
sahabatnya dari Jepang, untuk 
mencicipi makanan khas 
Indonesia. Saat itu, dia makan 
batagor, siomai, dadar jagung, 
sate ayam, cendol, dan tahu pong. 
Walaupun baru pertama kali 
mencoba makanan ini, tak 
disangka mereka menyukainya 
dan mengatakan bahwa 
makanan Indonesia enak. Hal ini 
membuktikan bahwa rasa 
masakan Indonesia bisa diterima 
oleh masyarakat dunia.

Semua orang membutuhkan 
makanan untuk hidup. Namun, 
makanan juga dapat menjadi 
wisata, yang sekarang dikenal 

dengan wisata kuliner. Banyak 
orang ke Thailand atau Korea 
hanya ingin rasa autentik, 
merasakan makanan langsung di 
tempatnya. Makanan sudah 
menjadi paket dari industri kreatif, 
seperti demam Kpop yang 
menampikan makanan khas 
Korea di dalam dramanya. 
Akhirnya, banyak orang yang 
penasaran dengan idolanya saat 
makan makanan khas Korea. 
Makanan ternyata dapat menjadi 
industri kreatif, bahkan acara 
MasterChef Indonesia banyak 
penontonnya.

Makanan Indonesia sangat layak 
untuk diperkenalkan dan dijual di 
luar negeri. Ini terbukti dari 
beberapa restoran yang eksis di 
luar negeri seperti di Sydney, 
Belanda, Paris hingga Osaka. 
Meski begitu, jumlahnya masih 
kalah dibandingkan dengan 
negara lain. Sesungguhnya, 
beragam makanan dari Sabang 
sampai Merauke dapat diangkat 
untuk diperkenalkan ke 
mancanegara. Saking 
beragamnya masakan Indonesia, 
yang menjadi masalah tersendiri 
adalah ketersediaan bahan baku, 
terutama bumbu khas Indonesia.

Pemerintah dapat meniru 
pemerintah Thailand yang 
menyuplai bumbu melalui 
maskapai Thai Airways. Indonesia 
perlu mengandalkan satu 
makanan khas untuk menjadi 
favorit, walaupun mempunyai 
ragam makanan khas. Misalnya, 
Jepang yang terkenal dengan 
sushi, Thailand dengan tom yam, 
Italia dengan piza, Turki dengan 
kebab. Maka diperlukan kajian 
tentang makanan kesukaan 

warga luar negeri. Diplomat di 
kedutaan besar sebagai 
perwakilan Indonesia di luar 
negeri, dapat memperkenalkan 
masakan Indonesia. Pertukaran 
pelajar dan mahasiswa juga 
mempunyai peran 
memperkenalkan masakan 
Indonesia.

Keterkaitan antara hasil pertanian 
harus seimbang dengan 
kebutuhan pangan. Misalnya, 
kedelai merupakan bahan 
pembuatan tempe dan tahu. 
Selama ini, tempe dan tahu 
merupakan makanan rakyat dan 
menjadi favorit masyarakat 
Indonesia karena harganya 
terjangkau, bergizi, dan enak. 
Selain itu, kalangan menengah 
atas juga menyukai tempe karena 
rasanya enak dan gaya hidup 
vegetarian. Namun ternyata, 
bahan baku tempe yaitu kedelai 
masih tergantung impor dari 
Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, 
Argentina, hingga Prancis.

Di Kota Batu, ada kuliner terkenal 
pos ketan 1967. Bahan bakunya 
ketan, dan didatangkan dari 
Thailand karena ketannya disebut 
berbeda. Di Indonesia, juga 
dikenal berbagai macam 
gorengan dan mi. Namun 
sayangnya, bahan bakunya yakni 
tepung masih diimpor. Inilah 
yang menjadi tantangan 
Kementerian Pertanian untuk 
menaikkan produksi lokal. 
Pemerintah seharusnya 
menyediakan bahan baku lewat 
hasil pertanian sehingga 
mengurangi ketergantungan 
impor dan menjadikan Indonesia 
swasembada bahan pokok.

Bung Karno dalam pidatonya 
berujar, jangan pernah menjadi 
bangsa tempe. Maksudnya bukan 
tidak suka dengan tempe, namun 
sejarah tempe itu sendiri tercipta 
saat bangsa Indonesia masih 
dijajah. Bagaimana rakyat 
Indonesia mencari sumber 
protein pengganti dari protein 
hewani. Pada era sekarang, 
pesannya adalah berdikari.

Petani merupakan tumpuan 
dalam kekurangan pangan. Ahli 
gizi juga memiliki peran penting 
dalam mengedukasi masyarakat 
bahwa karbohidrat tidak hanya 
nasi, namun bisa didapatkan dari 
jagung, tiwul, singkong, talas, dan 
umbi-umbian. Memang tidak 
mudah mengganti nasi. Namun 
dengan edukasi, diharapkan 
masyarakat mendapatkan 
pengetahuan bahwa nilai gizi 
umbi-umbian sama dengan nasi.

Perpustakaan Proklamator Bung 
Karno, selanjutnya disebut 
Perpustakaan Bung Karno, 
sebagai perpustakaan yang 
berperan meningkatkan budaya 
dan peradaban Indonesia juga 
berperan dalam pembentukan 
karakter bangsa. Maka, 
Perpustakaan Bung Karno 
melengkapi sumber-sumber 
informasi untuk melestarikan, 
mengkaji, dan mengaplikasikan 
pemikiran Bung Karno. Layanan 
Koleksi Khusus Perpustakaan 
Bung Karno menyediakan koleksi 
bertema kuliner dengan judul 
Mustikarasa. Buku ini sangat 
tebal. Buku ini akan sangat 
bermanfaat jika tidak hanya 
dibaca, namun diaplikasikan 
dalam kehidupan.

Untuk itu, Perpustakaan Bung 
Karno mengadakan kegiatan 
inklusi sosial Mustikarasa. 
Tujuannya, agar pemustaka 
mendapat ilmu kuliner dari ahli 
kuliner sekaligus mengajarkan 
berwirausaha. Diharapkan 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 

dapat memberdayakan 
masyarakat. Pada masa pandemi, 
usaha kuliner dinilai mampu 
bertahan karena manusia 
membutuhkan makanan.

Buku Mustikarasa 
Salah Satu Diplomasi

Indonesia kaya dengan 
keanekaragaman bahan pokok, 
mulai dari beras hingga ketela. 
Buku Mustikarasa merupakan 
kumpulan resep masakan yang 
tebalnya 1.123 halaman dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
warisan Bung Karno. Pada 1960, 
pemerintah menerbitkan Surat 
Kabinet Menteri Pertanian setelah 
pembicaraan dengan Presiden 
Sukarno yang menghendaki 
penyusunan buku masak. Buku 
ini merupakan satu-satunya buku 
masakan yang dikarang oleh 
pemerintah Indonesia dan terbit 
pada Februari 1967 oleh 
Departemen Pertanian. Pada 
2016, buku ini diterbitkan kembali 
oleh Komunitas Bambu.

Awalnya, pada 1964, Sukarno 
mengutus istrinya, Hartini, untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dari pamong praja tiap desa, ahli 
kuliner, sampai ahli gizi 
dikumpulkan oleh Sukarno untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dalam penyusunannya, banyak 
kendala yang dialami karena 
komunikasi dengan daerah 
melalui surat-menyurat. Terdapat 
lebih dari 1.600 resep yang dicatat.

Buku ini erat hubungannya 
dengan krisis pangan pada saat 
itu. Sayangnya, pada 1965 terjadi 
gerakan Gerakan 30 September. 
Tugas Sukarno setelah merdeka 
adalah mengampanyekan 
kesatuan dalam kebhinekaan, 
salah satunya dengan makanan. 
Praktisi dan pegiat kuliner, Santhi 
Serad, menyatakan buku ini 
membahas banyak hal. Mulai dari 
makananan, tata dapur yang baik, 

gizi, makanan hiburan atau 
jajanan, cara melipat ketupat 
yang baik, dan lainnya. 
Pembuatan buku Mustikarasa 
merupakan usaha monumental, 
karena saat itu, setiap daerah 
belum terbiasa mengonsumsi 
masakan daerah lainnya.

Diplomasi meja makan dari Bung 
Karno merupakan salah satu 
upaya mengenalkan masakan 
Indonesia di dunia internasional. 
Gastrodiplomasi yang dilakukan 
Bung Karno di antaranya pada 
Konferensi Asia Afrika dan Ganefo. 
Bung Karno ikut memantau 
secara langsung proses 
pembuatan makanan dan ikut 
memberi masukan terhadap 
makanan yang disajikan. Saat 
berkunjung ke warga, Bung 
Karno tidak segan mencoba 
masakan dan mencatat resepnya.

Bung Karno juga menandai 
makanan secara lengkap beserta 
asal daerah masakan tersebut. 
Salah satu makanan yang selalu 
ada di meja makan dan Bung 
Karno selalu membawanya saat 
keluar negeri adalah sambal 
pecel. Saat dihidangkan salad, 
Bung mengganti sausnya dengan 
sambal pecel. Bahkan saat pulang 
ke Blitar, Bung Karno akan 
mencari Mbok Rah, penjual nasi 
pecel keliling.

Makanan dapat menjadi alat 
mempererat persaudaraan. Saat 
diadakan kerja bakti atau merti 
desa, warga akan membawa 
makanan untuk dikumpulkan di 
desa. Saat selesai kerja bakti, 
makanan akan dimakan 
bersama-sama. Hal ini 
merupakan salah satu diplomasi 
makanan di desa. Pada zaman 
sekarang, sistem makanan 
bancakan atau makan bersama, 
banyak diterapkan di restoran. 
Makanan beralaskan daun pisang 
dan cara makannya dengan 
tangan, tidak menggunakan 
sendok atau garpu. Hal ini 

merupakan kearifan lokal 
tersendiri yang perlu dilestarikan.

Di pedesaan, budaya gotong 
royong terlihat saat ada 
pernikahan, selametan kelahiran 
anak. Kaum ibu memasak, 
kemudian kaum bapak datang, 
berkumpul, dan berdoa. Sebelum 
pulang, dibagikan makanan 
dengan wadah anyaman bambu 
yang di dalamnya ada nasi 
dengan berbagai sayuran dan 
lauk. Di desa biasanya dinamakan 
nasi berkat. Sesampainya di 
rumah, nasi berkat akan dimakan 
bersama anggota keluarga.

Inklusi Sosial 
Mustikarasa

Perpustakaan Bung Karno 
sebagai bagian dari Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia 
(Perpusnas), mempunyai 
kewajiban untuk menyukseskan 
program kegiatan transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial. Dengan tentu saja, 
menonjolkan literasi kebangsaan.

Hal ini sesuai dengan tujuan 
negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasar 
kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. Perpustakaan 
Bung Karno merupakan 
perpustakaan kepresidenan yang 
menggali warisan Bung Karno.

Literasi Mustikarasa pertama kali 
diadakan pada 10-12 Agustus 2020 
dan selanjutnya diselenggarakan 
pada 2022. Literasi Mustikarasa 
bertujuan agar peserta pelatihan 
dapat menambah keterampilan, 
bahkan mendapatkan 
keuntungan dengan membuka 

usaha dari keterampilan 
memasak, dan tentu saja 
melestarikan khazanah kuliner 
yang ada di Nusantara.

Pustakawan mempunyai peran 
dalam mengenalkan buku 
Mustikarasa tersebut. Agar 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 
berjalan maksimal, pustakawan 
harus melakukan survei, melihat 
statistik siapa yang sering 
meminjam buku masakan, dan 
buku masakan apa yang sering 
dipinjam dan dipraktikkan. Survei 
ini merupakan salah satu cara 
memilih peserta inklusi sosial 
Mustikarasa. Selain itu, ada 
sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi yaitu anggota 
Perpustakaan Bung Karno, usia 
17-45 tahun, dalam kondisi sehat, 
dan berkomitmen mengikuti 
kegiatan sampai akhir. Setelah 
terpilih pesertanya, kemudian 
dibagi ke dalam beberapa 
kelompok dan didampingi oleh 
chef professional.

Kegiatan diadakan selama tiga 
hari, hari pertama peserta 
diberikan materi mengenai 
nilai-nilai pemikiran Bung Karno 
tentang ketahanan pangan. 
Kemudian hari kedua 
mendapatkan materi pengenalan 
kuliner Nusantara. Hari ketiga, 
praktik memasak.

Peserta mendapatkan ilmu 
bagaimana cara mengolah dan 
memasak, di mana resepnya 
terdapat di dalam buku 
Mustikarasa. Semua peralatan 
masak sudah disediakan panitia. 
Setelah mengikuti Literasi 
Mustikarasa, peserta diharapkan 
dapat membuka usaha seperti 
warung makan, katering, dan 
jajanan pasar. 

Peserta inklusi sosial Mustikarasa 
dapat bertanya langsung kepada 
para chef professional, bagaimana 
berinovasi dalam pengolahan 

bahan makanan menjadi enak, 
walaupun dengan bahan 
sederhana. Meski buku 
Mustikarasa dijadikan sebagai 
acuan, peserta dapat berinovasi 
dalam memasak. Dengan 
perkembangan teknologi, 
makanan pokok yang 
mengandung karbohidrat, selain 
nasi, dapat diolah menjadi 
tepung. Misalnya tepung tapioka, 
sagu, dan talas. Hal ini tentunya 
menciptakan masakan baru, yang 
pada akhirnya meningkatkan 
ketahanan pangan masyarakat 
Indonesia.

Kegiatan inklusi Mustikarasa 
sangat dibutuhkan karena tingkat 
pemahaman masyarakat 
terhadap bacaan resep, 
berbeda-beda. Chef sebagai 
pendamping, dapat memberikan 
pemahaman kepada para peserta 
untuk melakukan substitusi 
bahan makanan. Hal ini penting 
mengingat resep Mustikarasa 
bersifat kedaerahan, di mana 
bahan masakan dari Sumatra 
belum tentu ada di Jawa. 
Misalnya, resep Mustikarasa 
menggunakan bahan ikan 
tongkol. Tentunya dapat 
dipertimbangkan untuk 
menggantinya dengan ikan lain. 
Hal ini salah satu keuntungan 
demo memasak. Peserta tidak 
hanya membaca resep 
Mustikarasa, namun dapat 
berkonsultasi dan bertukar ide.

Dalam hal berwirausaha, inklusi 
sosial merupakan langkah 
perpustakaan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat. 
Program Literasi Mustikarasa 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
menjadikan perpustakaan 
sebagai ruang publik untuk 
berbagi pengalaman. Kegiatan 
inklusi sosial juga dilengkapi 
dengan pameran produk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Hal ini sangat 
mendukung, mengingat 
Perpustakaan Bung Karno 
merupakan tempat wisata di 
samping makam Bung Karno, 
yang dikunjungi 600.000 orang 
pada 2019 atau sebelum pandemi.

Dalam setahun, perpustakaan 
juga mengadakan 25 kegiatan 
inklusi sosial dan pameran. Hasil 
dari kegiatan Literasi Mustikarasa 
dipamerkan melalui stan produk 
UMKM. Sinergi kegiatan inklusi 
sosial dengan UMKM ini 
merupakan transfer pengetahuan 
cara memasak dan cara 
pemasaran. Sehingga peserta 
tidak hanya bisa memasak, 
namun juga memasarkan produk 
kulinernya. 

Penutup
Perpustakaan Bung Karno tidak 
hanya menyediakan koleksi, 
namun juga memberikan praktik 
literasi kepada masyarakat. 
Keberadaan perpustakaan tidak 
hanya tempat untuk membaca 
buku, namun dapat 
menyejahterakan masyarakat. 
Sebagai perpustakaan yang 
mempunyai tujuan menyebarkan 
pemikiran Bung Karno, 
Perpustakaan Bung Karno harus 
menyebarkan ilmu yang ada di 
buku Mustikarasa, bukan 
mengkeramatkannya. 
Mengenalkan buku Mustikarasa 
dapat dilakukan antara lain 
melalui kegiatan berinklusi sosial, 
lomba memasak dan membuat 
infografis tentang resep makanan 
yang diposting di media sosial 
Perpustakaan Bung Karno.

Melalui bookloan dan 
perpustakaan keliling, 
Perpustakaan Bung Karno juga 
membawa buku Mustikarasa. 
Sehingga masyarakat dapat 
mencatat resep sesuai yang 
diinginkan. Melalui pameran 
koleksi Bung Karno, juga 
dipamerkan buku Mustikarasa. 
Pustakawan dapat membuat 

pathfinder dengan tema 
masakan, sehingga membantu 
pemustaka menemukan koleksi 
yang dibutuhkan.

Kegiatan inklusi sosial 
Mustikarasa merupakan upaya 
pengenalan bahan makanan 
pokok selain beras, untuk 
menambah referensi makanan. 
Bung Karno sangatlah visioner. 
Apabila terjadi krisis pangan, ada 
bahan pengganti selain nasi. 
Karbohidrat bisa didapat lewat 
ketela, singkong, talas, ubi, 
jagung, atau tiwul. Dan pada 
akhirnya, sebelum masakan 
Indonesia dikenalkan ke luar 
negeri, kaum milineal sebagai 
generasi penerus bangsa harus 
ditanamkan cinta dengan kuliner 
asli Indonesia.

Masakan Indonesia harus menjadi 
raja di rumah sendiri. Apalagi 
Indonesia merupakan negara 
maritim yang kaya dengan ikan 
dan negara agraris yang kaya 
dengan sayuran. Ini menjadikan 
masakan Indonesia lebih sehat 
dan lebih variatif. Makanan tidak 
hanya untuk dimakan, namun 
sebagai identitas dan kekayaaan 
budaya.

Bung Karno berpesan pangan 
merupakan soal mati hidupnya 
suatu bangsa, apabila kebutuhan 
pangan rakyat tidak terpenuhi, 
maka tercipta malapetaka. Oleh 
karena itu, perlu usaha secara 
besar-besaran, radikal, dan 
revolusioner. Mustikarasa 
merupakan usaha pemerintah 
untuk menyatukan kebhinekaan 
melalui kuliner.
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Pendahuluan

ndonesia merupakan negara 
keempat dengan jumlah 
penduduk terbanyak yang 

terdiri dari beragam suku bangsa. 
Begitu banyak ragam kuliner 
yang diproduksi, dari satu jenis 
makanan saja, berbeda bahannya. 
Misalnya, soto. Hampir di setiap 
daerah memiliki soto, namun cita 
rasanya berbeda, ada coto 
makassar, soto padang, soto 
bening, dan soto betawi. Rendang 
selalu masuk menjadi masakan 
terlezat versi CNN Travel. Tak 
mengherankan, rendang yang 
menjadi khas warung nasi 
padang, dapat dijumpai di 
seluruh Indonesia dan rasanya 
dapat diterima masyarakat 
Indonesia.

Banyak youtuber yang mereviu 
makanan dengan mencoba 
makanan Indonesia dicicipi orang 
luar negeri. Bisa dilihat di kanal 
YouTube Jerome Polin yang 
meminta Tomohiri Yamashita, 
sahabatnya dari Jepang, untuk 
mencicipi makanan khas 
Indonesia. Saat itu, dia makan 
batagor, siomai, dadar jagung, 
sate ayam, cendol, dan tahu pong. 
Walaupun baru pertama kali 
mencoba makanan ini, tak 
disangka mereka menyukainya 
dan mengatakan bahwa 
makanan Indonesia enak. Hal ini 
membuktikan bahwa rasa 
masakan Indonesia bisa diterima 
oleh masyarakat dunia.

Semua orang membutuhkan 
makanan untuk hidup. Namun, 
makanan juga dapat menjadi 
wisata, yang sekarang dikenal 

dengan wisata kuliner. Banyak 
orang ke Thailand atau Korea 
hanya ingin rasa autentik, 
merasakan makanan langsung di 
tempatnya. Makanan sudah 
menjadi paket dari industri kreatif, 
seperti demam Kpop yang 
menampikan makanan khas 
Korea di dalam dramanya. 
Akhirnya, banyak orang yang 
penasaran dengan idolanya saat 
makan makanan khas Korea. 
Makanan ternyata dapat menjadi 
industri kreatif, bahkan acara 
MasterChef Indonesia banyak 
penontonnya.

Makanan Indonesia sangat layak 
untuk diperkenalkan dan dijual di 
luar negeri. Ini terbukti dari 
beberapa restoran yang eksis di 
luar negeri seperti di Sydney, 
Belanda, Paris hingga Osaka. 
Meski begitu, jumlahnya masih 
kalah dibandingkan dengan 
negara lain. Sesungguhnya, 
beragam makanan dari Sabang 
sampai Merauke dapat diangkat 
untuk diperkenalkan ke 
mancanegara. Saking 
beragamnya masakan Indonesia, 
yang menjadi masalah tersendiri 
adalah ketersediaan bahan baku, 
terutama bumbu khas Indonesia.

Pemerintah dapat meniru 
pemerintah Thailand yang 
menyuplai bumbu melalui 
maskapai Thai Airways. Indonesia 
perlu mengandalkan satu 
makanan khas untuk menjadi 
favorit, walaupun mempunyai 
ragam makanan khas. Misalnya, 
Jepang yang terkenal dengan 
sushi, Thailand dengan tom yam, 
Italia dengan piza, Turki dengan 
kebab. Maka diperlukan kajian 
tentang makanan kesukaan 

warga luar negeri. Diplomat di 
kedutaan besar sebagai 
perwakilan Indonesia di luar 
negeri, dapat memperkenalkan 
masakan Indonesia. Pertukaran 
pelajar dan mahasiswa juga 
mempunyai peran 
memperkenalkan masakan 
Indonesia.

Keterkaitan antara hasil pertanian 
harus seimbang dengan 
kebutuhan pangan. Misalnya, 
kedelai merupakan bahan 
pembuatan tempe dan tahu. 
Selama ini, tempe dan tahu 
merupakan makanan rakyat dan 
menjadi favorit masyarakat 
Indonesia karena harganya 
terjangkau, bergizi, dan enak. 
Selain itu, kalangan menengah 
atas juga menyukai tempe karena 
rasanya enak dan gaya hidup 
vegetarian. Namun ternyata, 
bahan baku tempe yaitu kedelai 
masih tergantung impor dari 
Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, 
Argentina, hingga Prancis.

Di Kota Batu, ada kuliner terkenal 
pos ketan 1967. Bahan bakunya 
ketan, dan didatangkan dari 
Thailand karena ketannya disebut 
berbeda. Di Indonesia, juga 
dikenal berbagai macam 
gorengan dan mi. Namun 
sayangnya, bahan bakunya yakni 
tepung masih diimpor. Inilah 
yang menjadi tantangan 
Kementerian Pertanian untuk 
menaikkan produksi lokal. 
Pemerintah seharusnya 
menyediakan bahan baku lewat 
hasil pertanian sehingga 
mengurangi ketergantungan 
impor dan menjadikan Indonesia 
swasembada bahan pokok.

Bung Karno dalam pidatonya 
berujar, jangan pernah menjadi 
bangsa tempe. Maksudnya bukan 
tidak suka dengan tempe, namun 
sejarah tempe itu sendiri tercipta 
saat bangsa Indonesia masih 
dijajah. Bagaimana rakyat 
Indonesia mencari sumber 
protein pengganti dari protein 
hewani. Pada era sekarang, 
pesannya adalah berdikari.

Petani merupakan tumpuan 
dalam kekurangan pangan. Ahli 
gizi juga memiliki peran penting 
dalam mengedukasi masyarakat 
bahwa karbohidrat tidak hanya 
nasi, namun bisa didapatkan dari 
jagung, tiwul, singkong, talas, dan 
umbi-umbian. Memang tidak 
mudah mengganti nasi. Namun 
dengan edukasi, diharapkan 
masyarakat mendapatkan 
pengetahuan bahwa nilai gizi 
umbi-umbian sama dengan nasi.

Perpustakaan Proklamator Bung 
Karno, selanjutnya disebut 
Perpustakaan Bung Karno, 
sebagai perpustakaan yang 
berperan meningkatkan budaya 
dan peradaban Indonesia juga 
berperan dalam pembentukan 
karakter bangsa. Maka, 
Perpustakaan Bung Karno 
melengkapi sumber-sumber 
informasi untuk melestarikan, 
mengkaji, dan mengaplikasikan 
pemikiran Bung Karno. Layanan 
Koleksi Khusus Perpustakaan 
Bung Karno menyediakan koleksi 
bertema kuliner dengan judul 
Mustikarasa. Buku ini sangat 
tebal. Buku ini akan sangat 
bermanfaat jika tidak hanya 
dibaca, namun diaplikasikan 
dalam kehidupan.

Untuk itu, Perpustakaan Bung 
Karno mengadakan kegiatan 
inklusi sosial Mustikarasa. 
Tujuannya, agar pemustaka 
mendapat ilmu kuliner dari ahli 
kuliner sekaligus mengajarkan 
berwirausaha. Diharapkan 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 

dapat memberdayakan 
masyarakat. Pada masa pandemi, 
usaha kuliner dinilai mampu 
bertahan karena manusia 
membutuhkan makanan.

Buku Mustikarasa 
Salah Satu Diplomasi

Indonesia kaya dengan 
keanekaragaman bahan pokok, 
mulai dari beras hingga ketela. 
Buku Mustikarasa merupakan 
kumpulan resep masakan yang 
tebalnya 1.123 halaman dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
warisan Bung Karno. Pada 1960, 
pemerintah menerbitkan Surat 
Kabinet Menteri Pertanian setelah 
pembicaraan dengan Presiden 
Sukarno yang menghendaki 
penyusunan buku masak. Buku 
ini merupakan satu-satunya buku 
masakan yang dikarang oleh 
pemerintah Indonesia dan terbit 
pada Februari 1967 oleh 
Departemen Pertanian. Pada 
2016, buku ini diterbitkan kembali 
oleh Komunitas Bambu.

Awalnya, pada 1964, Sukarno 
mengutus istrinya, Hartini, untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dari pamong praja tiap desa, ahli 
kuliner, sampai ahli gizi 
dikumpulkan oleh Sukarno untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dalam penyusunannya, banyak 
kendala yang dialami karena 
komunikasi dengan daerah 
melalui surat-menyurat. Terdapat 
lebih dari 1.600 resep yang dicatat.

Buku ini erat hubungannya 
dengan krisis pangan pada saat 
itu. Sayangnya, pada 1965 terjadi 
gerakan Gerakan 30 September. 
Tugas Sukarno setelah merdeka 
adalah mengampanyekan 
kesatuan dalam kebhinekaan, 
salah satunya dengan makanan. 
Praktisi dan pegiat kuliner, Santhi 
Serad, menyatakan buku ini 
membahas banyak hal. Mulai dari 
makananan, tata dapur yang baik, 

gizi, makanan hiburan atau 
jajanan, cara melipat ketupat 
yang baik, dan lainnya. 
Pembuatan buku Mustikarasa 
merupakan usaha monumental, 
karena saat itu, setiap daerah 
belum terbiasa mengonsumsi 
masakan daerah lainnya.

Diplomasi meja makan dari Bung 
Karno merupakan salah satu 
upaya mengenalkan masakan 
Indonesia di dunia internasional. 
Gastrodiplomasi yang dilakukan 
Bung Karno di antaranya pada 
Konferensi Asia Afrika dan Ganefo. 
Bung Karno ikut memantau 
secara langsung proses 
pembuatan makanan dan ikut 
memberi masukan terhadap 
makanan yang disajikan. Saat 
berkunjung ke warga, Bung 
Karno tidak segan mencoba 
masakan dan mencatat resepnya.

Bung Karno juga menandai 
makanan secara lengkap beserta 
asal daerah masakan tersebut. 
Salah satu makanan yang selalu 
ada di meja makan dan Bung 
Karno selalu membawanya saat 
keluar negeri adalah sambal 
pecel. Saat dihidangkan salad, 
Bung mengganti sausnya dengan 
sambal pecel. Bahkan saat pulang 
ke Blitar, Bung Karno akan 
mencari Mbok Rah, penjual nasi 
pecel keliling.

Makanan dapat menjadi alat 
mempererat persaudaraan. Saat 
diadakan kerja bakti atau merti 
desa, warga akan membawa 
makanan untuk dikumpulkan di 
desa. Saat selesai kerja bakti, 
makanan akan dimakan 
bersama-sama. Hal ini 
merupakan salah satu diplomasi 
makanan di desa. Pada zaman 
sekarang, sistem makanan 
bancakan atau makan bersama, 
banyak diterapkan di restoran. 
Makanan beralaskan daun pisang 
dan cara makannya dengan 
tangan, tidak menggunakan 
sendok atau garpu. Hal ini 

merupakan kearifan lokal 
tersendiri yang perlu dilestarikan.

Di pedesaan, budaya gotong 
royong terlihat saat ada 
pernikahan, selametan kelahiran 
anak. Kaum ibu memasak, 
kemudian kaum bapak datang, 
berkumpul, dan berdoa. Sebelum 
pulang, dibagikan makanan 
dengan wadah anyaman bambu 
yang di dalamnya ada nasi 
dengan berbagai sayuran dan 
lauk. Di desa biasanya dinamakan 
nasi berkat. Sesampainya di 
rumah, nasi berkat akan dimakan 
bersama anggota keluarga.

Inklusi Sosial 
Mustikarasa

Perpustakaan Bung Karno 
sebagai bagian dari Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia 
(Perpusnas), mempunyai 
kewajiban untuk menyukseskan 
program kegiatan transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial. Dengan tentu saja, 
menonjolkan literasi kebangsaan.

Hal ini sesuai dengan tujuan 
negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasar 
kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. Perpustakaan 
Bung Karno merupakan 
perpustakaan kepresidenan yang 
menggali warisan Bung Karno.

Literasi Mustikarasa pertama kali 
diadakan pada 10-12 Agustus 2020 
dan selanjutnya diselenggarakan 
pada 2022. Literasi Mustikarasa 
bertujuan agar peserta pelatihan 
dapat menambah keterampilan, 
bahkan mendapatkan 
keuntungan dengan membuka 

usaha dari keterampilan 
memasak, dan tentu saja 
melestarikan khazanah kuliner 
yang ada di Nusantara.

Pustakawan mempunyai peran 
dalam mengenalkan buku 
Mustikarasa tersebut. Agar 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 
berjalan maksimal, pustakawan 
harus melakukan survei, melihat 
statistik siapa yang sering 
meminjam buku masakan, dan 
buku masakan apa yang sering 
dipinjam dan dipraktikkan. Survei 
ini merupakan salah satu cara 
memilih peserta inklusi sosial 
Mustikarasa. Selain itu, ada 
sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi yaitu anggota 
Perpustakaan Bung Karno, usia 
17-45 tahun, dalam kondisi sehat, 
dan berkomitmen mengikuti 
kegiatan sampai akhir. Setelah 
terpilih pesertanya, kemudian 
dibagi ke dalam beberapa 
kelompok dan didampingi oleh 
chef professional.

Kegiatan diadakan selama tiga 
hari, hari pertama peserta 
diberikan materi mengenai 
nilai-nilai pemikiran Bung Karno 
tentang ketahanan pangan. 
Kemudian hari kedua 
mendapatkan materi pengenalan 
kuliner Nusantara. Hari ketiga, 
praktik memasak.

Peserta mendapatkan ilmu 
bagaimana cara mengolah dan 
memasak, di mana resepnya 
terdapat di dalam buku 
Mustikarasa. Semua peralatan 
masak sudah disediakan panitia. 
Setelah mengikuti Literasi 
Mustikarasa, peserta diharapkan 
dapat membuka usaha seperti 
warung makan, katering, dan 
jajanan pasar. 

Peserta inklusi sosial Mustikarasa 
dapat bertanya langsung kepada 
para chef professional, bagaimana 
berinovasi dalam pengolahan 

bahan makanan menjadi enak, 
walaupun dengan bahan 
sederhana. Meski buku 
Mustikarasa dijadikan sebagai 
acuan, peserta dapat berinovasi 
dalam memasak. Dengan 
perkembangan teknologi, 
makanan pokok yang 
mengandung karbohidrat, selain 
nasi, dapat diolah menjadi 
tepung. Misalnya tepung tapioka, 
sagu, dan talas. Hal ini tentunya 
menciptakan masakan baru, yang 
pada akhirnya meningkatkan 
ketahanan pangan masyarakat 
Indonesia.

Kegiatan inklusi Mustikarasa 
sangat dibutuhkan karena tingkat 
pemahaman masyarakat 
terhadap bacaan resep, 
berbeda-beda. Chef sebagai 
pendamping, dapat memberikan 
pemahaman kepada para peserta 
untuk melakukan substitusi 
bahan makanan. Hal ini penting 
mengingat resep Mustikarasa 
bersifat kedaerahan, di mana 
bahan masakan dari Sumatra 
belum tentu ada di Jawa. 
Misalnya, resep Mustikarasa 
menggunakan bahan ikan 
tongkol. Tentunya dapat 
dipertimbangkan untuk 
menggantinya dengan ikan lain. 
Hal ini salah satu keuntungan 
demo memasak. Peserta tidak 
hanya membaca resep 
Mustikarasa, namun dapat 
berkonsultasi dan bertukar ide.

Dalam hal berwirausaha, inklusi 
sosial merupakan langkah 
perpustakaan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat. 
Program Literasi Mustikarasa 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
menjadikan perpustakaan 
sebagai ruang publik untuk 
berbagi pengalaman. Kegiatan 
inklusi sosial juga dilengkapi 
dengan pameran produk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Hal ini sangat 
mendukung, mengingat 
Perpustakaan Bung Karno 
merupakan tempat wisata di 
samping makam Bung Karno, 
yang dikunjungi 600.000 orang 
pada 2019 atau sebelum pandemi.

Dalam setahun, perpustakaan 
juga mengadakan 25 kegiatan 
inklusi sosial dan pameran. Hasil 
dari kegiatan Literasi Mustikarasa 
dipamerkan melalui stan produk 
UMKM. Sinergi kegiatan inklusi 
sosial dengan UMKM ini 
merupakan transfer pengetahuan 
cara memasak dan cara 
pemasaran. Sehingga peserta 
tidak hanya bisa memasak, 
namun juga memasarkan produk 
kulinernya. 

Penutup
Perpustakaan Bung Karno tidak 
hanya menyediakan koleksi, 
namun juga memberikan praktik 
literasi kepada masyarakat. 
Keberadaan perpustakaan tidak 
hanya tempat untuk membaca 
buku, namun dapat 
menyejahterakan masyarakat. 
Sebagai perpustakaan yang 
mempunyai tujuan menyebarkan 
pemikiran Bung Karno, 
Perpustakaan Bung Karno harus 
menyebarkan ilmu yang ada di 
buku Mustikarasa, bukan 
mengkeramatkannya. 
Mengenalkan buku Mustikarasa 
dapat dilakukan antara lain 
melalui kegiatan berinklusi sosial, 
lomba memasak dan membuat 
infografis tentang resep makanan 
yang diposting di media sosial 
Perpustakaan Bung Karno.

Melalui bookloan dan 
perpustakaan keliling, 
Perpustakaan Bung Karno juga 
membawa buku Mustikarasa. 
Sehingga masyarakat dapat 
mencatat resep sesuai yang 
diinginkan. Melalui pameran 
koleksi Bung Karno, juga 
dipamerkan buku Mustikarasa. 
Pustakawan dapat membuat 

pathfinder dengan tema 
masakan, sehingga membantu 
pemustaka menemukan koleksi 
yang dibutuhkan.

Kegiatan inklusi sosial 
Mustikarasa merupakan upaya 
pengenalan bahan makanan 
pokok selain beras, untuk 
menambah referensi makanan. 
Bung Karno sangatlah visioner. 
Apabila terjadi krisis pangan, ada 
bahan pengganti selain nasi. 
Karbohidrat bisa didapat lewat 
ketela, singkong, talas, ubi, 
jagung, atau tiwul. Dan pada 
akhirnya, sebelum masakan 
Indonesia dikenalkan ke luar 
negeri, kaum milineal sebagai 
generasi penerus bangsa harus 
ditanamkan cinta dengan kuliner 
asli Indonesia.

Masakan Indonesia harus menjadi 
raja di rumah sendiri. Apalagi 
Indonesia merupakan negara 
maritim yang kaya dengan ikan 
dan negara agraris yang kaya 
dengan sayuran. Ini menjadikan 
masakan Indonesia lebih sehat 
dan lebih variatif. Makanan tidak 
hanya untuk dimakan, namun 
sebagai identitas dan kekayaaan 
budaya.

Bung Karno berpesan pangan 
merupakan soal mati hidupnya 
suatu bangsa, apabila kebutuhan 
pangan rakyat tidak terpenuhi, 
maka tercipta malapetaka. Oleh 
karena itu, perlu usaha secara 
besar-besaran, radikal, dan 
revolusioner. Mustikarasa 
merupakan usaha pemerintah 
untuk menyatukan kebhinekaan 
melalui kuliner.
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Pendahuluan

ndonesia merupakan negara 
keempat dengan jumlah 
penduduk terbanyak yang 

terdiri dari beragam suku bangsa. 
Begitu banyak ragam kuliner 
yang diproduksi, dari satu jenis 
makanan saja, berbeda bahannya. 
Misalnya, soto. Hampir di setiap 
daerah memiliki soto, namun cita 
rasanya berbeda, ada coto 
makassar, soto padang, soto 
bening, dan soto betawi. Rendang 
selalu masuk menjadi masakan 
terlezat versi CNN Travel. Tak 
mengherankan, rendang yang 
menjadi khas warung nasi 
padang, dapat dijumpai di 
seluruh Indonesia dan rasanya 
dapat diterima masyarakat 
Indonesia.

Banyak youtuber yang mereviu 
makanan dengan mencoba 
makanan Indonesia dicicipi orang 
luar negeri. Bisa dilihat di kanal 
YouTube Jerome Polin yang 
meminta Tomohiri Yamashita, 
sahabatnya dari Jepang, untuk 
mencicipi makanan khas 
Indonesia. Saat itu, dia makan 
batagor, siomai, dadar jagung, 
sate ayam, cendol, dan tahu pong. 
Walaupun baru pertama kali 
mencoba makanan ini, tak 
disangka mereka menyukainya 
dan mengatakan bahwa 
makanan Indonesia enak. Hal ini 
membuktikan bahwa rasa 
masakan Indonesia bisa diterima 
oleh masyarakat dunia.

Semua orang membutuhkan 
makanan untuk hidup. Namun, 
makanan juga dapat menjadi 
wisata, yang sekarang dikenal 

dengan wisata kuliner. Banyak 
orang ke Thailand atau Korea 
hanya ingin rasa autentik, 
merasakan makanan langsung di 
tempatnya. Makanan sudah 
menjadi paket dari industri kreatif, 
seperti demam Kpop yang 
menampikan makanan khas 
Korea di dalam dramanya. 
Akhirnya, banyak orang yang 
penasaran dengan idolanya saat 
makan makanan khas Korea. 
Makanan ternyata dapat menjadi 
industri kreatif, bahkan acara 
MasterChef Indonesia banyak 
penontonnya.

Makanan Indonesia sangat layak 
untuk diperkenalkan dan dijual di 
luar negeri. Ini terbukti dari 
beberapa restoran yang eksis di 
luar negeri seperti di Sydney, 
Belanda, Paris hingga Osaka. 
Meski begitu, jumlahnya masih 
kalah dibandingkan dengan 
negara lain. Sesungguhnya, 
beragam makanan dari Sabang 
sampai Merauke dapat diangkat 
untuk diperkenalkan ke 
mancanegara. Saking 
beragamnya masakan Indonesia, 
yang menjadi masalah tersendiri 
adalah ketersediaan bahan baku, 
terutama bumbu khas Indonesia.

Pemerintah dapat meniru 
pemerintah Thailand yang 
menyuplai bumbu melalui 
maskapai Thai Airways. Indonesia 
perlu mengandalkan satu 
makanan khas untuk menjadi 
favorit, walaupun mempunyai 
ragam makanan khas. Misalnya, 
Jepang yang terkenal dengan 
sushi, Thailand dengan tom yam, 
Italia dengan piza, Turki dengan 
kebab. Maka diperlukan kajian 
tentang makanan kesukaan 

warga luar negeri. Diplomat di 
kedutaan besar sebagai 
perwakilan Indonesia di luar 
negeri, dapat memperkenalkan 
masakan Indonesia. Pertukaran 
pelajar dan mahasiswa juga 
mempunyai peran 
memperkenalkan masakan 
Indonesia.

Keterkaitan antara hasil pertanian 
harus seimbang dengan 
kebutuhan pangan. Misalnya, 
kedelai merupakan bahan 
pembuatan tempe dan tahu. 
Selama ini, tempe dan tahu 
merupakan makanan rakyat dan 
menjadi favorit masyarakat 
Indonesia karena harganya 
terjangkau, bergizi, dan enak. 
Selain itu, kalangan menengah 
atas juga menyukai tempe karena 
rasanya enak dan gaya hidup 
vegetarian. Namun ternyata, 
bahan baku tempe yaitu kedelai 
masih tergantung impor dari 
Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, 
Argentina, hingga Prancis.

Di Kota Batu, ada kuliner terkenal 
pos ketan 1967. Bahan bakunya 
ketan, dan didatangkan dari 
Thailand karena ketannya disebut 
berbeda. Di Indonesia, juga 
dikenal berbagai macam 
gorengan dan mi. Namun 
sayangnya, bahan bakunya yakni 
tepung masih diimpor. Inilah 
yang menjadi tantangan 
Kementerian Pertanian untuk 
menaikkan produksi lokal. 
Pemerintah seharusnya 
menyediakan bahan baku lewat 
hasil pertanian sehingga 
mengurangi ketergantungan 
impor dan menjadikan Indonesia 
swasembada bahan pokok.

Bung Karno dalam pidatonya 
berujar, jangan pernah menjadi 
bangsa tempe. Maksudnya bukan 
tidak suka dengan tempe, namun 
sejarah tempe itu sendiri tercipta 
saat bangsa Indonesia masih 
dijajah. Bagaimana rakyat 
Indonesia mencari sumber 
protein pengganti dari protein 
hewani. Pada era sekarang, 
pesannya adalah berdikari.

Petani merupakan tumpuan 
dalam kekurangan pangan. Ahli 
gizi juga memiliki peran penting 
dalam mengedukasi masyarakat 
bahwa karbohidrat tidak hanya 
nasi, namun bisa didapatkan dari 
jagung, tiwul, singkong, talas, dan 
umbi-umbian. Memang tidak 
mudah mengganti nasi. Namun 
dengan edukasi, diharapkan 
masyarakat mendapatkan 
pengetahuan bahwa nilai gizi 
umbi-umbian sama dengan nasi.

Perpustakaan Proklamator Bung 
Karno, selanjutnya disebut 
Perpustakaan Bung Karno, 
sebagai perpustakaan yang 
berperan meningkatkan budaya 
dan peradaban Indonesia juga 
berperan dalam pembentukan 
karakter bangsa. Maka, 
Perpustakaan Bung Karno 
melengkapi sumber-sumber 
informasi untuk melestarikan, 
mengkaji, dan mengaplikasikan 
pemikiran Bung Karno. Layanan 
Koleksi Khusus Perpustakaan 
Bung Karno menyediakan koleksi 
bertema kuliner dengan judul 
Mustikarasa. Buku ini sangat 
tebal. Buku ini akan sangat 
bermanfaat jika tidak hanya 
dibaca, namun diaplikasikan 
dalam kehidupan.

Untuk itu, Perpustakaan Bung 
Karno mengadakan kegiatan 
inklusi sosial Mustikarasa. 
Tujuannya, agar pemustaka 
mendapat ilmu kuliner dari ahli 
kuliner sekaligus mengajarkan 
berwirausaha. Diharapkan 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 

dapat memberdayakan 
masyarakat. Pada masa pandemi, 
usaha kuliner dinilai mampu 
bertahan karena manusia 
membutuhkan makanan.

Buku Mustikarasa 
Salah Satu Diplomasi

Indonesia kaya dengan 
keanekaragaman bahan pokok, 
mulai dari beras hingga ketela. 
Buku Mustikarasa merupakan 
kumpulan resep masakan yang 
tebalnya 1.123 halaman dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
warisan Bung Karno. Pada 1960, 
pemerintah menerbitkan Surat 
Kabinet Menteri Pertanian setelah 
pembicaraan dengan Presiden 
Sukarno yang menghendaki 
penyusunan buku masak. Buku 
ini merupakan satu-satunya buku 
masakan yang dikarang oleh 
pemerintah Indonesia dan terbit 
pada Februari 1967 oleh 
Departemen Pertanian. Pada 
2016, buku ini diterbitkan kembali 
oleh Komunitas Bambu.

Awalnya, pada 1964, Sukarno 
mengutus istrinya, Hartini, untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dari pamong praja tiap desa, ahli 
kuliner, sampai ahli gizi 
dikumpulkan oleh Sukarno untuk 
merangkum buku Mustikarasa. 
Dalam penyusunannya, banyak 
kendala yang dialami karena 
komunikasi dengan daerah 
melalui surat-menyurat. Terdapat 
lebih dari 1.600 resep yang dicatat.

Buku ini erat hubungannya 
dengan krisis pangan pada saat 
itu. Sayangnya, pada 1965 terjadi 
gerakan Gerakan 30 September. 
Tugas Sukarno setelah merdeka 
adalah mengampanyekan 
kesatuan dalam kebhinekaan, 
salah satunya dengan makanan. 
Praktisi dan pegiat kuliner, Santhi 
Serad, menyatakan buku ini 
membahas banyak hal. Mulai dari 
makananan, tata dapur yang baik, 

gizi, makanan hiburan atau 
jajanan, cara melipat ketupat 
yang baik, dan lainnya. 
Pembuatan buku Mustikarasa 
merupakan usaha monumental, 
karena saat itu, setiap daerah 
belum terbiasa mengonsumsi 
masakan daerah lainnya.

Diplomasi meja makan dari Bung 
Karno merupakan salah satu 
upaya mengenalkan masakan 
Indonesia di dunia internasional. 
Gastrodiplomasi yang dilakukan 
Bung Karno di antaranya pada 
Konferensi Asia Afrika dan Ganefo. 
Bung Karno ikut memantau 
secara langsung proses 
pembuatan makanan dan ikut 
memberi masukan terhadap 
makanan yang disajikan. Saat 
berkunjung ke warga, Bung 
Karno tidak segan mencoba 
masakan dan mencatat resepnya.

Bung Karno juga menandai 
makanan secara lengkap beserta 
asal daerah masakan tersebut. 
Salah satu makanan yang selalu 
ada di meja makan dan Bung 
Karno selalu membawanya saat 
keluar negeri adalah sambal 
pecel. Saat dihidangkan salad, 
Bung mengganti sausnya dengan 
sambal pecel. Bahkan saat pulang 
ke Blitar, Bung Karno akan 
mencari Mbok Rah, penjual nasi 
pecel keliling.

Makanan dapat menjadi alat 
mempererat persaudaraan. Saat 
diadakan kerja bakti atau merti 
desa, warga akan membawa 
makanan untuk dikumpulkan di 
desa. Saat selesai kerja bakti, 
makanan akan dimakan 
bersama-sama. Hal ini 
merupakan salah satu diplomasi 
makanan di desa. Pada zaman 
sekarang, sistem makanan 
bancakan atau makan bersama, 
banyak diterapkan di restoran. 
Makanan beralaskan daun pisang 
dan cara makannya dengan 
tangan, tidak menggunakan 
sendok atau garpu. Hal ini 

merupakan kearifan lokal 
tersendiri yang perlu dilestarikan.

Di pedesaan, budaya gotong 
royong terlihat saat ada 
pernikahan, selametan kelahiran 
anak. Kaum ibu memasak, 
kemudian kaum bapak datang, 
berkumpul, dan berdoa. Sebelum 
pulang, dibagikan makanan 
dengan wadah anyaman bambu 
yang di dalamnya ada nasi 
dengan berbagai sayuran dan 
lauk. Di desa biasanya dinamakan 
nasi berkat. Sesampainya di 
rumah, nasi berkat akan dimakan 
bersama anggota keluarga.

Inklusi Sosial 
Mustikarasa

Perpustakaan Bung Karno 
sebagai bagian dari Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia 
(Perpusnas), mempunyai 
kewajiban untuk menyukseskan 
program kegiatan transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi 
sosial. Dengan tentu saja, 
menonjolkan literasi kebangsaan.

Hal ini sesuai dengan tujuan 
negara yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu 
melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasar 
kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. Perpustakaan 
Bung Karno merupakan 
perpustakaan kepresidenan yang 
menggali warisan Bung Karno.

Literasi Mustikarasa pertama kali 
diadakan pada 10-12 Agustus 2020 
dan selanjutnya diselenggarakan 
pada 2022. Literasi Mustikarasa 
bertujuan agar peserta pelatihan 
dapat menambah keterampilan, 
bahkan mendapatkan 
keuntungan dengan membuka 

usaha dari keterampilan 
memasak, dan tentu saja 
melestarikan khazanah kuliner 
yang ada di Nusantara.

Pustakawan mempunyai peran 
dalam mengenalkan buku 
Mustikarasa tersebut. Agar 
kegiatan inklusi sosial Mustikarasa 
berjalan maksimal, pustakawan 
harus melakukan survei, melihat 
statistik siapa yang sering 
meminjam buku masakan, dan 
buku masakan apa yang sering 
dipinjam dan dipraktikkan. Survei 
ini merupakan salah satu cara 
memilih peserta inklusi sosial 
Mustikarasa. Selain itu, ada 
sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi yaitu anggota 
Perpustakaan Bung Karno, usia 
17-45 tahun, dalam kondisi sehat, 
dan berkomitmen mengikuti 
kegiatan sampai akhir. Setelah 
terpilih pesertanya, kemudian 
dibagi ke dalam beberapa 
kelompok dan didampingi oleh 
chef professional.

Kegiatan diadakan selama tiga 
hari, hari pertama peserta 
diberikan materi mengenai 
nilai-nilai pemikiran Bung Karno 
tentang ketahanan pangan. 
Kemudian hari kedua 
mendapatkan materi pengenalan 
kuliner Nusantara. Hari ketiga, 
praktik memasak.

Peserta mendapatkan ilmu 
bagaimana cara mengolah dan 
memasak, di mana resepnya 
terdapat di dalam buku 
Mustikarasa. Semua peralatan 
masak sudah disediakan panitia. 
Setelah mengikuti Literasi 
Mustikarasa, peserta diharapkan 
dapat membuka usaha seperti 
warung makan, katering, dan 
jajanan pasar. 

Peserta inklusi sosial Mustikarasa 
dapat bertanya langsung kepada 
para chef professional, bagaimana 
berinovasi dalam pengolahan 

bahan makanan menjadi enak, 
walaupun dengan bahan 
sederhana. Meski buku 
Mustikarasa dijadikan sebagai 
acuan, peserta dapat berinovasi 
dalam memasak. Dengan 
perkembangan teknologi, 
makanan pokok yang 
mengandung karbohidrat, selain 
nasi, dapat diolah menjadi 
tepung. Misalnya tepung tapioka, 
sagu, dan talas. Hal ini tentunya 
menciptakan masakan baru, yang 
pada akhirnya meningkatkan 
ketahanan pangan masyarakat 
Indonesia.

Kegiatan inklusi Mustikarasa 
sangat dibutuhkan karena tingkat 
pemahaman masyarakat 
terhadap bacaan resep, 
berbeda-beda. Chef sebagai 
pendamping, dapat memberikan 
pemahaman kepada para peserta 
untuk melakukan substitusi 
bahan makanan. Hal ini penting 
mengingat resep Mustikarasa 
bersifat kedaerahan, di mana 
bahan masakan dari Sumatra 
belum tentu ada di Jawa. 
Misalnya, resep Mustikarasa 
menggunakan bahan ikan 
tongkol. Tentunya dapat 
dipertimbangkan untuk 
menggantinya dengan ikan lain. 
Hal ini salah satu keuntungan 
demo memasak. Peserta tidak 
hanya membaca resep 
Mustikarasa, namun dapat 
berkonsultasi dan bertukar ide.

Dalam hal berwirausaha, inklusi 
sosial merupakan langkah 
perpustakaan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat. 
Program Literasi Mustikarasa 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
menjadikan perpustakaan 
sebagai ruang publik untuk 
berbagi pengalaman. Kegiatan 
inklusi sosial juga dilengkapi 
dengan pameran produk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Hal ini sangat 
mendukung, mengingat 
Perpustakaan Bung Karno 
merupakan tempat wisata di 
samping makam Bung Karno, 
yang dikunjungi 600.000 orang 
pada 2019 atau sebelum pandemi.

Dalam setahun, perpustakaan 
juga mengadakan 25 kegiatan 
inklusi sosial dan pameran. Hasil 
dari kegiatan Literasi Mustikarasa 
dipamerkan melalui stan produk 
UMKM. Sinergi kegiatan inklusi 
sosial dengan UMKM ini 
merupakan transfer pengetahuan 
cara memasak dan cara 
pemasaran. Sehingga peserta 
tidak hanya bisa memasak, 
namun juga memasarkan produk 
kulinernya. 

Penutup
Perpustakaan Bung Karno tidak 
hanya menyediakan koleksi, 
namun juga memberikan praktik 
literasi kepada masyarakat. 
Keberadaan perpustakaan tidak 
hanya tempat untuk membaca 
buku, namun dapat 
menyejahterakan masyarakat. 
Sebagai perpustakaan yang 
mempunyai tujuan menyebarkan 
pemikiran Bung Karno, 
Perpustakaan Bung Karno harus 
menyebarkan ilmu yang ada di 
buku Mustikarasa, bukan 
mengkeramatkannya. 
Mengenalkan buku Mustikarasa 
dapat dilakukan antara lain 
melalui kegiatan berinklusi sosial, 
lomba memasak dan membuat 
infografis tentang resep makanan 
yang diposting di media sosial 
Perpustakaan Bung Karno.

Melalui bookloan dan 
perpustakaan keliling, 
Perpustakaan Bung Karno juga 
membawa buku Mustikarasa. 
Sehingga masyarakat dapat 
mencatat resep sesuai yang 
diinginkan. Melalui pameran 
koleksi Bung Karno, juga 
dipamerkan buku Mustikarasa. 
Pustakawan dapat membuat 

pathfinder dengan tema 
masakan, sehingga membantu 
pemustaka menemukan koleksi 
yang dibutuhkan.

Kegiatan inklusi sosial 
Mustikarasa merupakan upaya 
pengenalan bahan makanan 
pokok selain beras, untuk 
menambah referensi makanan. 
Bung Karno sangatlah visioner. 
Apabila terjadi krisis pangan, ada 
bahan pengganti selain nasi. 
Karbohidrat bisa didapat lewat 
ketela, singkong, talas, ubi, 
jagung, atau tiwul. Dan pada 
akhirnya, sebelum masakan 
Indonesia dikenalkan ke luar 
negeri, kaum milineal sebagai 
generasi penerus bangsa harus 
ditanamkan cinta dengan kuliner 
asli Indonesia.

Masakan Indonesia harus menjadi 
raja di rumah sendiri. Apalagi 
Indonesia merupakan negara 
maritim yang kaya dengan ikan 
dan negara agraris yang kaya 
dengan sayuran. Ini menjadikan 
masakan Indonesia lebih sehat 
dan lebih variatif. Makanan tidak 
hanya untuk dimakan, namun 
sebagai identitas dan kekayaaan 
budaya.

Bung Karno berpesan pangan 
merupakan soal mati hidupnya 
suatu bangsa, apabila kebutuhan 
pangan rakyat tidak terpenuhi, 
maka tercipta malapetaka. Oleh 
karena itu, perlu usaha secara 
besar-besaran, radikal, dan 
revolusioner. Mustikarasa 
merupakan usaha pemerintah 
untuk menyatukan kebhinekaan 
melalui kuliner.
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Perjuangan Taman Bacaan,
dari Garasi Rumah

Hidupkan Tradisi Membaca
di Kubu Cubadak

oleh: Fitria Diane Pratiwi Syukri
Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

engubah perilaku anak 
yang terbiasa bermain, 
untuk menjadi “dekat” 

dengan buku, tidak semudah 
membalik telapak tangan. 
Dibutuhkan kesabaran dan 
kemampuan khusus untuk 
meyakinkan masyarakat, 
terutama anak-anak, agar mau 
membaca secara rutin. 
Membangun tradisi membaca 
dan budaya literasi, sama sekali 
tidak mudah. Pengalaman ini 
sangat menarik, tidak akan 
pernah sama dengan seminar 
atau diskusi dengan tema 
tentang pentingnya budaya 
literasi.

Hal ini yang Penulis alami di Kubu 
Cubadak, Sumatra Barat. Sebagai 
pendiri Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) Maribaraja 
Kaflit Babe 2, Penulis berjuang 
dalam menebar virus membaca. 
Perjuangan dimulai sejak awal 
2020. Dengan tekad kuat, 
keberanian, dan komitmen, kini 
upaya Penulis mulai terasa 
dampaknya.

Anak kampung yang semula 
polos, pemalu, dan cenderung 
sulit berinteraksi dengan orang 
dari luar, berubah menjadi anak 
sekolah yang terbiasa membaca. 
Kini, mereka dapat membaca tiga 

kali seminggu, bahkan mampu 
membaca 5-10 buku per pekan. 
Perilaku keseharian anak yang 
semula jauh dari buku, kini lebih 
dekat kepada buku.

Tekad Penulis sederhana saja, 
agar tradisi membaca buku 
dianggap mampu menekan 
angka putus sekolah. Di Kubu 
Cubadak, 81% tingkat 
pendidikannya hanya SD dan 9% 
tingkat pendidikan SMP. Artinya, 
angka putus sekolah sangat 
tinggi. Hal ini kemungkinan 
disebabkan persoalan ekonomi.

Buku dan bacaan diharapkan 
dapat mengubah mindset akan 
pentingnya sekolah dan belajar, 
sehingga angka putus sekolah 
dapat ditekan. Penulis tidak 
memiliki banyak uang untuk 
menyekolahkan mereka. Karena 
itu, Penulis memilih mendirikan 
taman bacaan.

Berangkat dari tekad tersebut, 
Penulis mengubah garasi rumah 
menjadi rentetan rak buku. 
Barang tidak terpakai diubah 
menjadi berkelas, yang menjadi 
cikal bakal TBM Maribaraja Kaflit 
Babe 2. Dengan modal seadanya, 
pembangunan taman bacaan 
dimulai. Tanpa disangka, bantuan 
rekan-rekan yang peduli pun 

mengalir. Seperti donasi buku 
bacaan dari Bunda Sastry Bakri, 
hingga perlengkapan taman 
bacaan.

Pada awal berdiri, hanya delapan 
anak yang mau bergabung untuk 
membaca setiap Rabu, Jumat, 
dan Minggu. Buku yang tersedia 
pun hanya 700 buku bacaan. Kini, 
setelah beberapa bulan berjalan, 
TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 telah 
memiliki 26 anak pembaca aktif 
yang rutin membaca tiga kali 
dalam sepekan. Koleksi buku 
yang tersedia lebih dari 900 buku. 
Anak-anak yang terancam putus 
sekolah pun, berubah menjadi 
anak yang giat membaca buku. 
Mereka berubah menjadi anak 
yang haus buku bacaan baru.

Dari Garasi Rumah 
Hingga Hidupkan 
Tradisi Membaca

TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 
berawal dari garasi rumah. Hal ini 
merupakan ikhtiar kecil untuk 
menghidupkan tradisi membaca 
anak usia sekolah, yang 
sebelumnya jauh dari akses 
bacaan. Setiap harinya, mereka 
terbiasa bermain telepon 
genggam. Kini, anak-anak di 
Kubu Cubadak mulai rajin 

membaca. Meski begitu, 
perjuangan untuk mengajak 
anak-anak lainnya belum usai, 
bahkan tidak akan pernah usai.

Setiap Rabu sore, Jumat sore, dan 
Minggu pagi, anak-anak di Kubu 
Cubadak terus membaca buku 
yang tersedia secara gratis. 
Penulis sadar betul, mengelola 
TBM tidaklah mudah. Karena 
faktanya di Indonesia, banyak 
TBM yang “mati suri” disebabkan 
beberapa hal seperti pembaca 
tidak ada, pembaca ada tetapi 
buku tidak ada, komitmen 
pengelola TBM yang lemah, serta 
tidak fokus mengelola taman 
bacaan.

Maka di benak Penulis, taman 
bacaan harus dapat menjadi 
arena yang asyik dan 
menyenangkan untuk anak-anak. 
Karena selayaknya, salah satu 
fungsi TBM sebagai pusat 
kegiatan rekreasi. Penulis 
menerapkan konsep TBM 
Edutainment, cara yang berbeda 
dalam mengelola TBM. Konsep ini 
membuat taman bacaan bukan 
hanya tempat membaca 
anak-anak atau masyarakat, 
tetapi menjadi motor penggerak 
aktivitas sosial dan 
kemasyarakatan di mana taman 
bacaan tersebut beroperasi.

TBM Edutainment adalah tata 
kelola taman bacaan masyarakat 
yang memadukan edukasi dan 
entertainment. Di TBM Maribaraja 
Kaflit Babe 2, konsep TBM 
Edutainment yang diterapkan 
adalah dengan cara berikut: 
membudayakan membaca 
bersuara (read aloud), selalu ada 
senam-salam-doa literasi sebelum 
jam membaca, yang sedikit demi 
sedikit membantu pembentukan 
karakter anak.

Labor Baca setiap hari Minggu 
yaitu kegiatan pemahaman 
bacaan di alam terbuka. Selalu 
ada event bulanan, dengan 

mendatangkan tamu dari luar 
untuk berinteraksi dan 
memotivasi anak-anak agar rajin 
membaca. Ada jajanan kampung 
gratis setiap bulan agar 
anak-anak mengetahui makanan 
khas tanah kelahirannya.

Selain itu, ada juga kegiatan 
belajar bahasa Inggris oleh Ms. 
Riri yang merupakan salah satu 
pendiri TBM Maribaraja Kaflit 
Babe 2, membuat kerajinan 
tangan dari barang bekas, belajar 
musik dan bernyanyi, anugerah 
pembaca terbaik diberikan 
kepada anak yang rajin membaca 
yang disebut Sahabat Maribaraja, 
serta mengusung moto 
#BacaBukanMain untuk 
menjaga keseimbangan antara 
perilaku membaca dan bermain 
anak-anak agar tidak bergantung 
pada gawai.

Konsep TBM Edutainment 
digagas agar mampu menjadikan 
taman bacaan sebagai pusat dari 
edukasi dan entertainment untuk 
anak-anak. Hal ini sebagai 
penyesuaian terhadap era digital 
dan milenial. Maka harus ada cara 
yang kreatif dan beda untuk 
menghidupkan tradisi membaca 
dan budaya literasi anak. 
Membaca harus asyik dan 
menyenangkan.

Satu hal yang selalu 
diperjuangkan, bahwa mengelola 
taman bacaan butuh kolaborasi 
dengan rekan-rekan yang peduli 
atau korporasi yang concern 
terhadap tradisi membaca dan 
budaya literasi anak. Karena itu, 
TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 
selalu mengajak kalangan 
korporasi demi tegaknya tradisi 
membaca dan budaya literasi 
anak usia sekolah agar tidak 
terlindas oleh pengaruh buruk era 
digital.

Maka ke depan, tradisi membaca 
dan budaya literasi sudah pasti 
hanya dapat tegak apabila 

didukung oleh banyak pihak 
yakni aparatur, masyarakat, kaum 
yang peduli atau relawan, 
donatur, dan korporasi. Semua 
pihak harus peduli tradisi 
membaca dan budaya literasi. 
Karena kepedulian sosial 
bukanlah sekadar niat baik, tetapi 
harus diwujudkan dalam aksi 
nyata. Perilaku nyata untuk terjun 
langsung ke lapangan yang harus 
dilakukan secara konsisten.

Di TBM Maribaraja Kaflit Babe 2, 
tradisi membaca anak-anak di 
Kubu Cubadak dihidupkan dari 
garasi rumah. Memang belum 
usai dan akan terus berlangsung 
agar menjadi warisan bagi 
masyarakat. Kini, TBM Maribaraja 
Kaflit Babe 2 mulai merambah ke 
aktivitas sosial yang lebih besar, 
yakni menyiapkan kreasi dan 
inovasi sebagai bagian untuk 
pengembangan taman bacaan 
sehingga diharapkan anak-anak 
akan semakin rajin membaca.

TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 telah 
menyiapkan beberapa program. 

Pertama, penyelenggaraan 
“GErakan BERantas BUta aksaRA 
(GEBER BURA)” bagi kaum ibu 
dan kaum bapak yang buta huruf 
sebagai bagian gerakan 
pemberantasan buta huruf. Di 
Kubu Cubadak, masih banyak 
warga yang buta huruf dan putus 
sekolah.

Kedua, implementasi “Wisata 
Literasi Maribaraja Kaflit Babe 2” 
sebagai wisata edukasi alternatif. 
Wisata literasi merupakan 
kegiatan berbasis membaca buku 
sambil menyusuri jalan di alam 
terbuka dengan beragam spot 
foto yang menarik, sambil berlatih 
cara mudah memahami isi 
bacaan melalui teknik metaforma. 
Kemudian setelah melakukan 
wisata, anak-anak dapat 
memahami alam sekitar dan 
membuat cerita tentang 
perjalanan yang dilakukannya.

Ketiga, Edukasi Literasi Finansial (EDULIF) sebagai 
bentuk program edukasi literasi keuangan anak setiap 
bulan. Kegiatan ini mengajarkan anak untuk 
mengenal dan mengelola uang secara sederhana, 
serta membelanjakan uang berdasarkan kebutuhan, 
bukan keinginan.

TBM adalah momentum semua pihak untuk terlibat 
menyiapkan masa depan anak yang lebih baik dari 
orang tuanya. Maka semua pihak harus turun tangan 
dan terlibat. Niat baik segera berubah jadi aksi nyata.

Jangan bilang kita mencintai anak, apabila tidak ada 
aksi nyata. Karena cinta bukan hanya serpihan ludah 
yang terpancar dari lisan semata. Tetapi cinta itu 
tentang pengabdian dan kepedulian yang 
tertumpahkan tanpa henti sepanjang masa agar anak 
tetap mau membaca buku.

Oleh karena itu, siapapun, jangan pernah menyerah 
mengelola TBM. Selalu ada cara yang kreatif dan 
inovatif untuk menjadikan TBM agar lebih asyik dan 
menyenangkan. Berbekal semangat itulah, optimisme 
dalam membangun tradisi membaca dan budaya 
literasi anak, akan menjadi kenyataan. Sekalipun dari 
garasi rumah, dari teras rumah atau halaman 
beralaskan tikar, tradisi membaca dan budaya literasi 
harus tetap tegak dalam perilaku anak.

Profil Penulis

Fitria Diane Pratiwi Syukri, lahir 35 tahun yang lalu di 
Padang Panjang, Sumatra Barat. Pada 2019, terpilih 
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engubah perilaku anak 
yang terbiasa bermain, 
untuk menjadi “dekat” 

dengan buku, tidak semudah 
membalik telapak tangan. 
Dibutuhkan kesabaran dan 
kemampuan khusus untuk 
meyakinkan masyarakat, 
terutama anak-anak, agar mau 
membaca secara rutin. 
Membangun tradisi membaca 
dan budaya literasi, sama sekali 
tidak mudah. Pengalaman ini 
sangat menarik, tidak akan 
pernah sama dengan seminar 
atau diskusi dengan tema 
tentang pentingnya budaya 
literasi.

Hal ini yang Penulis alami di Kubu 
Cubadak, Sumatra Barat. Sebagai 
pendiri Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) Maribaraja 
Kaflit Babe 2, Penulis berjuang 
dalam menebar virus membaca. 
Perjuangan dimulai sejak awal 
2020. Dengan tekad kuat, 
keberanian, dan komitmen, kini 
upaya Penulis mulai terasa 
dampaknya.

Anak kampung yang semula 
polos, pemalu, dan cenderung 
sulit berinteraksi dengan orang 
dari luar, berubah menjadi anak 
sekolah yang terbiasa membaca. 
Kini, mereka dapat membaca tiga 

kali seminggu, bahkan mampu 
membaca 5-10 buku per pekan. 
Perilaku keseharian anak yang 
semula jauh dari buku, kini lebih 
dekat kepada buku.

Tekad Penulis sederhana saja, 
agar tradisi membaca buku 
dianggap mampu menekan 
angka putus sekolah. Di Kubu 
Cubadak, 81% tingkat 
pendidikannya hanya SD dan 9% 
tingkat pendidikan SMP. Artinya, 
angka putus sekolah sangat 
tinggi. Hal ini kemungkinan 
disebabkan persoalan ekonomi.

Buku dan bacaan diharapkan 
dapat mengubah mindset akan 
pentingnya sekolah dan belajar, 
sehingga angka putus sekolah 
dapat ditekan. Penulis tidak 
memiliki banyak uang untuk 
menyekolahkan mereka. Karena 
itu, Penulis memilih mendirikan 
taman bacaan.

Berangkat dari tekad tersebut, 
Penulis mengubah garasi rumah 
menjadi rentetan rak buku. 
Barang tidak terpakai diubah 
menjadi berkelas, yang menjadi 
cikal bakal TBM Maribaraja Kaflit 
Babe 2. Dengan modal seadanya, 
pembangunan taman bacaan 
dimulai. Tanpa disangka, bantuan 
rekan-rekan yang peduli pun 

mengalir. Seperti donasi buku 
bacaan dari Bunda Sastry Bakri, 
hingga perlengkapan taman 
bacaan.

Pada awal berdiri, hanya delapan 
anak yang mau bergabung untuk 
membaca setiap Rabu, Jumat, 
dan Minggu. Buku yang tersedia 
pun hanya 700 buku bacaan. Kini, 
setelah beberapa bulan berjalan, 
TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 telah 
memiliki 26 anak pembaca aktif 
yang rutin membaca tiga kali 
dalam sepekan. Koleksi buku 
yang tersedia lebih dari 900 buku. 
Anak-anak yang terancam putus 
sekolah pun, berubah menjadi 
anak yang giat membaca buku. 
Mereka berubah menjadi anak 
yang haus buku bacaan baru.

Dari Garasi Rumah 
Hingga Hidupkan 
Tradisi Membaca

TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 
berawal dari garasi rumah. Hal ini 
merupakan ikhtiar kecil untuk 
menghidupkan tradisi membaca 
anak usia sekolah, yang 
sebelumnya jauh dari akses 
bacaan. Setiap harinya, mereka 
terbiasa bermain telepon 
genggam. Kini, anak-anak di 
Kubu Cubadak mulai rajin 

membaca. Meski begitu, 
perjuangan untuk mengajak 
anak-anak lainnya belum usai, 
bahkan tidak akan pernah usai.

Setiap Rabu sore, Jumat sore, dan 
Minggu pagi, anak-anak di Kubu 
Cubadak terus membaca buku 
yang tersedia secara gratis. 
Penulis sadar betul, mengelola 
TBM tidaklah mudah. Karena 
faktanya di Indonesia, banyak 
TBM yang “mati suri” disebabkan 
beberapa hal seperti pembaca 
tidak ada, pembaca ada tetapi 
buku tidak ada, komitmen 
pengelola TBM yang lemah, serta 
tidak fokus mengelola taman 
bacaan.

Maka di benak Penulis, taman 
bacaan harus dapat menjadi 
arena yang asyik dan 
menyenangkan untuk anak-anak. 
Karena selayaknya, salah satu 
fungsi TBM sebagai pusat 
kegiatan rekreasi. Penulis 
menerapkan konsep TBM 
Edutainment, cara yang berbeda 
dalam mengelola TBM. Konsep ini 
membuat taman bacaan bukan 
hanya tempat membaca 
anak-anak atau masyarakat, 
tetapi menjadi motor penggerak 
aktivitas sosial dan 
kemasyarakatan di mana taman 
bacaan tersebut beroperasi.

TBM Edutainment adalah tata 
kelola taman bacaan masyarakat 
yang memadukan edukasi dan 
entertainment. Di TBM Maribaraja 
Kaflit Babe 2, konsep TBM 
Edutainment yang diterapkan 
adalah dengan cara berikut: 
membudayakan membaca 
bersuara (read aloud), selalu ada 
senam-salam-doa literasi sebelum 
jam membaca, yang sedikit demi 
sedikit membantu pembentukan 
karakter anak.

Labor Baca setiap hari Minggu 
yaitu kegiatan pemahaman 
bacaan di alam terbuka. Selalu 
ada event bulanan, dengan 

mendatangkan tamu dari luar 
untuk berinteraksi dan 
memotivasi anak-anak agar rajin 
membaca. Ada jajanan kampung 
gratis setiap bulan agar 
anak-anak mengetahui makanan 
khas tanah kelahirannya.

Selain itu, ada juga kegiatan 
belajar bahasa Inggris oleh Ms. 
Riri yang merupakan salah satu 
pendiri TBM Maribaraja Kaflit 
Babe 2, membuat kerajinan 
tangan dari barang bekas, belajar 
musik dan bernyanyi, anugerah 
pembaca terbaik diberikan 
kepada anak yang rajin membaca 
yang disebut Sahabat Maribaraja, 
serta mengusung moto 
#BacaBukanMain untuk 
menjaga keseimbangan antara 
perilaku membaca dan bermain 
anak-anak agar tidak bergantung 
pada gawai.

Konsep TBM Edutainment 
digagas agar mampu menjadikan 
taman bacaan sebagai pusat dari 
edukasi dan entertainment untuk 
anak-anak. Hal ini sebagai 
penyesuaian terhadap era digital 
dan milenial. Maka harus ada cara 
yang kreatif dan beda untuk 
menghidupkan tradisi membaca 
dan budaya literasi anak. 
Membaca harus asyik dan 
menyenangkan.

Satu hal yang selalu 
diperjuangkan, bahwa mengelola 
taman bacaan butuh kolaborasi 
dengan rekan-rekan yang peduli 
atau korporasi yang concern 
terhadap tradisi membaca dan 
budaya literasi anak. Karena itu, 
TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 
selalu mengajak kalangan 
korporasi demi tegaknya tradisi 
membaca dan budaya literasi 
anak usia sekolah agar tidak 
terlindas oleh pengaruh buruk era 
digital.

Maka ke depan, tradisi membaca 
dan budaya literasi sudah pasti 
hanya dapat tegak apabila 

didukung oleh banyak pihak 
yakni aparatur, masyarakat, kaum 
yang peduli atau relawan, 
donatur, dan korporasi. Semua 
pihak harus peduli tradisi 
membaca dan budaya literasi. 
Karena kepedulian sosial 
bukanlah sekadar niat baik, tetapi 
harus diwujudkan dalam aksi 
nyata. Perilaku nyata untuk terjun 
langsung ke lapangan yang harus 
dilakukan secara konsisten.

Di TBM Maribaraja Kaflit Babe 2, 
tradisi membaca anak-anak di 
Kubu Cubadak dihidupkan dari 
garasi rumah. Memang belum 
usai dan akan terus berlangsung 
agar menjadi warisan bagi 
masyarakat. Kini, TBM Maribaraja 
Kaflit Babe 2 mulai merambah ke 
aktivitas sosial yang lebih besar, 
yakni menyiapkan kreasi dan 
inovasi sebagai bagian untuk 
pengembangan taman bacaan 
sehingga diharapkan anak-anak 
akan semakin rajin membaca.

TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 telah 
menyiapkan beberapa program. 

Pertama, penyelenggaraan 
“GErakan BERantas BUta aksaRA 
(GEBER BURA)” bagi kaum ibu 
dan kaum bapak yang buta huruf 
sebagai bagian gerakan 
pemberantasan buta huruf. Di 
Kubu Cubadak, masih banyak 
warga yang buta huruf dan putus 
sekolah.

Kedua, implementasi “Wisata 
Literasi Maribaraja Kaflit Babe 2” 
sebagai wisata edukasi alternatif. 
Wisata literasi merupakan 
kegiatan berbasis membaca buku 
sambil menyusuri jalan di alam 
terbuka dengan beragam spot 
foto yang menarik, sambil berlatih 
cara mudah memahami isi 
bacaan melalui teknik metaforma. 
Kemudian setelah melakukan 
wisata, anak-anak dapat 
memahami alam sekitar dan 
membuat cerita tentang 
perjalanan yang dilakukannya.

Ketiga, Edukasi Literasi Finansial (EDULIF) sebagai 
bentuk program edukasi literasi keuangan anak setiap 
bulan. Kegiatan ini mengajarkan anak untuk 
mengenal dan mengelola uang secara sederhana, 
serta membelanjakan uang berdasarkan kebutuhan, 
bukan keinginan.

TBM adalah momentum semua pihak untuk terlibat 
menyiapkan masa depan anak yang lebih baik dari 
orang tuanya. Maka semua pihak harus turun tangan 
dan terlibat. Niat baik segera berubah jadi aksi nyata.

Jangan bilang kita mencintai anak, apabila tidak ada 
aksi nyata. Karena cinta bukan hanya serpihan ludah 
yang terpancar dari lisan semata. Tetapi cinta itu 
tentang pengabdian dan kepedulian yang 
tertumpahkan tanpa henti sepanjang masa agar anak 
tetap mau membaca buku.

Oleh karena itu, siapapun, jangan pernah menyerah 
mengelola TBM. Selalu ada cara yang kreatif dan 
inovatif untuk menjadikan TBM agar lebih asyik dan 
menyenangkan. Berbekal semangat itulah, optimisme 
dalam membangun tradisi membaca dan budaya 
literasi anak, akan menjadi kenyataan. Sekalipun dari 
garasi rumah, dari teras rumah atau halaman 
beralaskan tikar, tradisi membaca dan budaya literasi 
harus tetap tegak dalam perilaku anak.

Profil Penulis

Fitria Diane Pratiwi Syukri, lahir 35 tahun yang lalu di 
Padang Panjang, Sumatra Barat. Pada 2019, terpilih 
menjadi Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat 
Provinsi dan sepuluh besar nasional. Sekarang bekerja 
sebagai pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota 
Padang Panjang, bagian pembinaan ke TBM dan 
perpustakaan sekolah se-kota Padang Panjang.

Penulis dapat dihubungi melalui:

          Fitria Diane Pratiwi Syukri
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engubah perilaku anak 
yang terbiasa bermain, 
untuk menjadi “dekat” 

dengan buku, tidak semudah 
membalik telapak tangan. 
Dibutuhkan kesabaran dan 
kemampuan khusus untuk 
meyakinkan masyarakat, 
terutama anak-anak, agar mau 
membaca secara rutin. 
Membangun tradisi membaca 
dan budaya literasi, sama sekali 
tidak mudah. Pengalaman ini 
sangat menarik, tidak akan 
pernah sama dengan seminar 
atau diskusi dengan tema 
tentang pentingnya budaya 
literasi.

Hal ini yang Penulis alami di Kubu 
Cubadak, Sumatra Barat. Sebagai 
pendiri Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) Maribaraja 
Kaflit Babe 2, Penulis berjuang 
dalam menebar virus membaca. 
Perjuangan dimulai sejak awal 
2020. Dengan tekad kuat, 
keberanian, dan komitmen, kini 
upaya Penulis mulai terasa 
dampaknya.

Anak kampung yang semula 
polos, pemalu, dan cenderung 
sulit berinteraksi dengan orang 
dari luar, berubah menjadi anak 
sekolah yang terbiasa membaca. 
Kini, mereka dapat membaca tiga 

kali seminggu, bahkan mampu 
membaca 5-10 buku per pekan. 
Perilaku keseharian anak yang 
semula jauh dari buku, kini lebih 
dekat kepada buku.

Tekad Penulis sederhana saja, 
agar tradisi membaca buku 
dianggap mampu menekan 
angka putus sekolah. Di Kubu 
Cubadak, 81% tingkat 
pendidikannya hanya SD dan 9% 
tingkat pendidikan SMP. Artinya, 
angka putus sekolah sangat 
tinggi. Hal ini kemungkinan 
disebabkan persoalan ekonomi.

Buku dan bacaan diharapkan 
dapat mengubah mindset akan 
pentingnya sekolah dan belajar, 
sehingga angka putus sekolah 
dapat ditekan. Penulis tidak 
memiliki banyak uang untuk 
menyekolahkan mereka. Karena 
itu, Penulis memilih mendirikan 
taman bacaan.

Berangkat dari tekad tersebut, 
Penulis mengubah garasi rumah 
menjadi rentetan rak buku. 
Barang tidak terpakai diubah 
menjadi berkelas, yang menjadi 
cikal bakal TBM Maribaraja Kaflit 
Babe 2. Dengan modal seadanya, 
pembangunan taman bacaan 
dimulai. Tanpa disangka, bantuan 
rekan-rekan yang peduli pun 

mengalir. Seperti donasi buku 
bacaan dari Bunda Sastry Bakri, 
hingga perlengkapan taman 
bacaan.

Pada awal berdiri, hanya delapan 
anak yang mau bergabung untuk 
membaca setiap Rabu, Jumat, 
dan Minggu. Buku yang tersedia 
pun hanya 700 buku bacaan. Kini, 
setelah beberapa bulan berjalan, 
TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 telah 
memiliki 26 anak pembaca aktif 
yang rutin membaca tiga kali 
dalam sepekan. Koleksi buku 
yang tersedia lebih dari 900 buku. 
Anak-anak yang terancam putus 
sekolah pun, berubah menjadi 
anak yang giat membaca buku. 
Mereka berubah menjadi anak 
yang haus buku bacaan baru.

Dari Garasi Rumah 
Hingga Hidupkan 
Tradisi Membaca

TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 
berawal dari garasi rumah. Hal ini 
merupakan ikhtiar kecil untuk 
menghidupkan tradisi membaca 
anak usia sekolah, yang 
sebelumnya jauh dari akses 
bacaan. Setiap harinya, mereka 
terbiasa bermain telepon 
genggam. Kini, anak-anak di 
Kubu Cubadak mulai rajin 

membaca. Meski begitu, 
perjuangan untuk mengajak 
anak-anak lainnya belum usai, 
bahkan tidak akan pernah usai.

Setiap Rabu sore, Jumat sore, dan 
Minggu pagi, anak-anak di Kubu 
Cubadak terus membaca buku 
yang tersedia secara gratis. 
Penulis sadar betul, mengelola 
TBM tidaklah mudah. Karena 
faktanya di Indonesia, banyak 
TBM yang “mati suri” disebabkan 
beberapa hal seperti pembaca 
tidak ada, pembaca ada tetapi 
buku tidak ada, komitmen 
pengelola TBM yang lemah, serta 
tidak fokus mengelola taman 
bacaan.

Maka di benak Penulis, taman 
bacaan harus dapat menjadi 
arena yang asyik dan 
menyenangkan untuk anak-anak. 
Karena selayaknya, salah satu 
fungsi TBM sebagai pusat 
kegiatan rekreasi. Penulis 
menerapkan konsep TBM 
Edutainment, cara yang berbeda 
dalam mengelola TBM. Konsep ini 
membuat taman bacaan bukan 
hanya tempat membaca 
anak-anak atau masyarakat, 
tetapi menjadi motor penggerak 
aktivitas sosial dan 
kemasyarakatan di mana taman 
bacaan tersebut beroperasi.

TBM Edutainment adalah tata 
kelola taman bacaan masyarakat 
yang memadukan edukasi dan 
entertainment. Di TBM Maribaraja 
Kaflit Babe 2, konsep TBM 
Edutainment yang diterapkan 
adalah dengan cara berikut: 
membudayakan membaca 
bersuara (read aloud), selalu ada 
senam-salam-doa literasi sebelum 
jam membaca, yang sedikit demi 
sedikit membantu pembentukan 
karakter anak.

Labor Baca setiap hari Minggu 
yaitu kegiatan pemahaman 
bacaan di alam terbuka. Selalu 
ada event bulanan, dengan 

mendatangkan tamu dari luar 
untuk berinteraksi dan 
memotivasi anak-anak agar rajin 
membaca. Ada jajanan kampung 
gratis setiap bulan agar 
anak-anak mengetahui makanan 
khas tanah kelahirannya.

Selain itu, ada juga kegiatan 
belajar bahasa Inggris oleh Ms. 
Riri yang merupakan salah satu 
pendiri TBM Maribaraja Kaflit 
Babe 2, membuat kerajinan 
tangan dari barang bekas, belajar 
musik dan bernyanyi, anugerah 
pembaca terbaik diberikan 
kepada anak yang rajin membaca 
yang disebut Sahabat Maribaraja, 
serta mengusung moto 
#BacaBukanMain untuk 
menjaga keseimbangan antara 
perilaku membaca dan bermain 
anak-anak agar tidak bergantung 
pada gawai.

Konsep TBM Edutainment 
digagas agar mampu menjadikan 
taman bacaan sebagai pusat dari 
edukasi dan entertainment untuk 
anak-anak. Hal ini sebagai 
penyesuaian terhadap era digital 
dan milenial. Maka harus ada cara 
yang kreatif dan beda untuk 
menghidupkan tradisi membaca 
dan budaya literasi anak. 
Membaca harus asyik dan 
menyenangkan.

Satu hal yang selalu 
diperjuangkan, bahwa mengelola 
taman bacaan butuh kolaborasi 
dengan rekan-rekan yang peduli 
atau korporasi yang concern 
terhadap tradisi membaca dan 
budaya literasi anak. Karena itu, 
TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 
selalu mengajak kalangan 
korporasi demi tegaknya tradisi 
membaca dan budaya literasi 
anak usia sekolah agar tidak 
terlindas oleh pengaruh buruk era 
digital.

Maka ke depan, tradisi membaca 
dan budaya literasi sudah pasti 
hanya dapat tegak apabila 

didukung oleh banyak pihak 
yakni aparatur, masyarakat, kaum 
yang peduli atau relawan, 
donatur, dan korporasi. Semua 
pihak harus peduli tradisi 
membaca dan budaya literasi. 
Karena kepedulian sosial 
bukanlah sekadar niat baik, tetapi 
harus diwujudkan dalam aksi 
nyata. Perilaku nyata untuk terjun 
langsung ke lapangan yang harus 
dilakukan secara konsisten.

Di TBM Maribaraja Kaflit Babe 2, 
tradisi membaca anak-anak di 
Kubu Cubadak dihidupkan dari 
garasi rumah. Memang belum 
usai dan akan terus berlangsung 
agar menjadi warisan bagi 
masyarakat. Kini, TBM Maribaraja 
Kaflit Babe 2 mulai merambah ke 
aktivitas sosial yang lebih besar, 
yakni menyiapkan kreasi dan 
inovasi sebagai bagian untuk 
pengembangan taman bacaan 
sehingga diharapkan anak-anak 
akan semakin rajin membaca.

TBM Maribaraja Kaflit Babe 2 telah 
menyiapkan beberapa program. 

Pertama, penyelenggaraan 
“GErakan BERantas BUta aksaRA 
(GEBER BURA)” bagi kaum ibu 
dan kaum bapak yang buta huruf 
sebagai bagian gerakan 
pemberantasan buta huruf. Di 
Kubu Cubadak, masih banyak 
warga yang buta huruf dan putus 
sekolah.

Kedua, implementasi “Wisata 
Literasi Maribaraja Kaflit Babe 2” 
sebagai wisata edukasi alternatif. 
Wisata literasi merupakan 
kegiatan berbasis membaca buku 
sambil menyusuri jalan di alam 
terbuka dengan beragam spot 
foto yang menarik, sambil berlatih 
cara mudah memahami isi 
bacaan melalui teknik metaforma. 
Kemudian setelah melakukan 
wisata, anak-anak dapat 
memahami alam sekitar dan 
membuat cerita tentang 
perjalanan yang dilakukannya.

Ketiga, Edukasi Literasi Finansial (EDULIF) sebagai 
bentuk program edukasi literasi keuangan anak setiap 
bulan. Kegiatan ini mengajarkan anak untuk 
mengenal dan mengelola uang secara sederhana, 
serta membelanjakan uang berdasarkan kebutuhan, 
bukan keinginan.

TBM adalah momentum semua pihak untuk terlibat 
menyiapkan masa depan anak yang lebih baik dari 
orang tuanya. Maka semua pihak harus turun tangan 
dan terlibat. Niat baik segera berubah jadi aksi nyata.

Jangan bilang kita mencintai anak, apabila tidak ada 
aksi nyata. Karena cinta bukan hanya serpihan ludah 
yang terpancar dari lisan semata. Tetapi cinta itu 
tentang pengabdian dan kepedulian yang 
tertumpahkan tanpa henti sepanjang masa agar anak 
tetap mau membaca buku.

Oleh karena itu, siapapun, jangan pernah menyerah 
mengelola TBM. Selalu ada cara yang kreatif dan 
inovatif untuk menjadikan TBM agar lebih asyik dan 
menyenangkan. Berbekal semangat itulah, optimisme 
dalam membangun tradisi membaca dan budaya 
literasi anak, akan menjadi kenyataan. Sekalipun dari 
garasi rumah, dari teras rumah atau halaman 
beralaskan tikar, tradisi membaca dan budaya literasi 
harus tetap tegak dalam perilaku anak.

Profil Penulis

Fitria Diane Pratiwi Syukri, lahir 35 tahun yang lalu di 
Padang Panjang, Sumatra Barat. Pada 2019, terpilih 
menjadi Pustakawan Berprestasi Terbaik tingkat 
Provinsi dan sepuluh besar nasional. Sekarang bekerja 
sebagai pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota 
Padang Panjang, bagian pembinaan ke TBM dan 
perpustakaan sekolah se-kota Padang Panjang.

Penulis dapat dihubungi melalui:

          Fitria Diane Pratiwi Syukri
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Data Sains dan Perpustakaan
oleh: Irhamni Ali

Pustakawan Muda Perpustakaan Nasional dan mahasiswa Doktoral bidang Data Sains
di University of North Texas-Amerika Serikat

Abstrak

ata sains adalah sebuah ilmu baru yang lahir 
dari perkembangan pesat data. Banyak 
organisasi mencoba menerapkan data sains 

sebagai alat utama untuk pengambilan keputusan. 
Perpustakaan sebagai pusat informasi mempunyai 
peluang untuk memanfaatkan data sains dalam 
operasional kegiatannya. Menggunakan pendekatan 
kualitatif dan analisis literatur, tulisan ini akan sedikit 
mengupas bagaimana peran data sains di 
perpustakaan, masalah, dan rekomendasi penelitian 
terkait implementasi data sains di perpustakaan.

Pendahuluan
Sudah hampir dua tahun penulis menyandang 
sebagai mahasiswa doktoral program studi data sains 
di University of North Texas. Program yang penulis 
ikuti sedikit melenceng dari yang diinginkan yaitu 
program studi ilmu perpustakaan murni. Data sains 
adalah program studi baru di bawah Department of 
Information Science atau di bawah ilmu komputer. 
Apa itu data sains? Data sains adalah ilmu terapan 
yang fokus membahas properti, analisis pada data 
dengan pendekatan statistik untuk melakukan 
penafsiran, prediksi terkait sebuah fenomena 
berdasarkan data.

Secara garis besar, data sains adalah sebuah keilmuan 
baru yang multidisipliner, dan membutuhkan keahlian 
bidang ilmu lain sehingga data dapat dianalisis, baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam 
perkembangannya, implementasi data sains banyak 
dilakukan dalam dunia bisnis, kesehatan, 
pemerintahan, dan sektor lain. Secara umum, data 
sains mempunyai beberapa elemen mengikuti siklus 
hidup data. Menurut Chakraborty (2021) siklus hidup 
dalam kegiatan data sains terdiri atas:

1.  Analisis Permasalahan
Analisis permasalahan menjadi hal yang sangat 
penting dalam siklus hidup data sains. Dalam tahap 
ini, pemahaman terhadap permasalahan yang 
dihadapi organisasi. Tahap ini merupakan tahapan 
eksplorasi terhadap data apa yang dibutuhkan dan 
dimiliki, apa yang dapat diekstrak dari data yang 
dimiliki. 

2. Ekstraksi Data atau Pengambilan Data
Tahapan ini merupakan tahapan sangat krusial, di 
mana data diambil berdasarkan hasil analisis 
permasalahan yang telah disepakati. Pengambilan 
data memerlukan perolehan informasi dari sumber 
internal dan eksternal organisasi. Setidaknya ada 
dua cara untuk mendapatkan data:
•   Mengekstrak web dengan Python
•   Mengekstrak data menggunakan Application

Program Interface (API) pihak ketiga

3. Data Analytics
Data analisis adalah proses dalam siklus hidup data, 
yang melakukan sejumlah proses pemodelan data. 
Pada proses ini dilakukan proses pemilihan jenis 
model atau representasi yang sesuai dengan 
permasalahan organisasi. Hal ini menjadi sangat 
penting agar diperoleh hasil yang dapat diterapkan 
dalam memberikan solusi permasalahan. Sebagai 
contoh, jika organisasi membutuhkan prediksi 
maka model data yang dipilih adalah metode 
model regresi atau klasifikasi, atau masalah berbasis 
pengelompokan. Bentuk model data sangat 
beragam dan sangat spesifik tergantung dari data 
dan permasalahan yang dihadapi organisasi.

4. Visualisasi Data
Visualisasi data adalah bagian dari siklus hidup data 
yang berfungsi sebagai jembatan antara data 
scientist atau ilmuwan data dengan klien di 
organisasi.  Aparicio & Costa (2015) menyebutkan 
bahwa visualisasi data merupakan bidang yang 
sangat kompleks, melibatkan banyak keilmuan 
mulai dari seni, statistik, dan ilmu komputer. 
Visualisasi data menjadi sangat penting karena 
menjadi bagian penting dalam mempresentasikan 
bagaimana data mampu memberikan sebuah 
cerita.

5. Data Story Telling
Data story telling atau cerita data adalah metode di 
mana data diubah menjadi narasi sehingga mampu 
memberikan perspektif lebih dari sebuah solusi. 
Cerita data merupakan proses untuk memberikan 
pemahaman terkait elemen-elemen data. 
Pembangunan narasi digabungkan dengan 
visualisasi data akan mampu menjelaskan solusi 
dengan baik, naratif dan visual (Dykes, 2016). Data 

story telling atau cerita data adalah sebuah 
fenomena baru yang berkembang dalam berbagai 
bentuk dan format.

Siklus hidup data merupakan elemen penting yang 
dilakukan oleh setiap ilmuwan data dalam melakukan 
eksplorasi data di setiap organisasi. Lalu bagaimana 
dengan implementasi data sains di perpustakaan? 
Burton & Lyon melalui tulisannya “Data Science in 
Libraries” menyebut bahwa perpustakaan banyak 
terlibat dalam penelitian yang melibatkan maha data 
(big data). Perpustakaan dan pustakawan sebagai 
spesialis inti, untuk membantu memenuhi 
permintaan yang meningkat, efisiensi permintaan 
dan analisis analitis di semua sektor tenaga kerja 
nasional. Namun, yang menjadi bahasan dalam 
tulisan kali ini adalah bagaimana implementasi data 
sains di perpustakaan secara teknis dan operasional, 
serta permasalahan yang terjadi pada pustakawan.

Implementasi Data Sains di 
Perpustakaan
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan dan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah 
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyatakan 
bahwa setidaknya ada enam fungsi perpustakaan 
yaitu penyimpanan atau deposit, preservasi, 
pendidikan, informatif, riset, dan rekreasi. Semua 
fungsi tersebut erat kaitannya dengan keilmuan data 
sains. Tulisan kali ini akan mengulas pendekatan data 
sains dari segi teknis terkait kegiatan yang dilakukan 
perpustakaan di Indonesia, antara lain:

•   Kesekretariatan perpustakaan
Kesekretariatan adalah elemen vital dari sebuah 
perpustakaan. Data sains sebagai keilmuan yang 
sangat erat dengan angka dapat membantu 
tugas pokok fungsi kesekretariatan antara lain 
penganggaran, perencanaan dan keuangan. 
Dalam penganggaran dan perencanaan, 
pendekatan data sains mampu menganalisis dan 
memberikan masukan terkait keuangan melalui 
pendekatan visualisasi data, prediksi kondisi 
penganggaran, dan prediksi kesuksesan sebuah 
program. Di bidang keuangan, pendekatan data 
sains mampu menjawab dan memberikan 
gambaran melalui visualisasi data dengan 
dashboard analytics.

•   Pengadaan dan pengolahan  bahan 
perpustakaan 
Pengadaan bahan perpustakaan merupakan 
elemen penting dalam kegiatan perpustakaan. 
Implementasi pendekatan data sains dalam 
pengadaan bahan perpustakaan adalah 

exploratory data analysis terkait data bibliografi 
di perpustakaan. Secara sedehana, exploratory 
data analysis adalah pendekatan pengolahan 
data dengan melihat “ter” dalam perpustakaan, 
misal jumlah buku terbanyak dipinjam, 
tersingkat, jumlah pemustaka teraktif, dan 
sebagainya. Melalui pendekatan exploratory data 
analysis, pustakawan bagian pengadaan akan 
mudah melakukan pengadaan berdasarkan tren 
pengguna.

Di bagian pengolahan bahan perpustakaan, 
penerapan data sains bisa lebih kompleks. 
Namun, penggunaan machine learning dapat 
dilakukan. Machine learning adalah salah satu 
cabang dari data sains yang menggunakan 
algoritma tertentu sehingga mesin atau 
komputer dapat mengenali pola tertentu pada 
data. Di pengolahan bahan perpustakaan, contoh 
paling baik adalah analisis prediksi subjek pada 
Dewey Decimal Classification (DDC) yang 
dilakukan oleh Svein Arne Brygfjeld dari 
Perpustakaan Nasional Swedia. Hasil analisis 
pernah dipresentasikan dalam IFLA 2018 di 
Malaysia. Melalui risetnya, Svein Arne Brygfjeld 
menegaskan bahwa implementasi prediksi 
subjek pada DDC sangat mungkin dilakukan, 
eksperimen yang dilakukannya memperoleh 
hampir 95% tingkat akurasi subjek. 

•   Kehumasan dan analisis  budaya baca
Saat ini, media sosial adalah platform paling 
penting untuk melihat tren di masyarakat. 
Pendekatan data sains yang dapat dilakukan di 
perpustakaan adalah melakukan text mining, 
yaitu metode untuk mendapatkan data dengan 
melakukan pemanenan data secara masif. Melalui 
pendekatan data sains, hal ini dapat dilakukan 
dengan mudah sehingga administrator 
perpustakaan mampu melakukan analisis terkait 
tren dan isu yang tengah berlangsung di 
masyarakat, dan mampu mengetahui keinginan 
masyarakat terkait perpustakaan.

Ada banyak metode yang dapat dilakukan bagian 
humas dalam data analis budaya baca di 
perpustakaan melalui implementasi data sains. 
Salah satunya adalah melakukan tweet sentiment 
analysis perpustakaan, untuk melihat bagaimana 
sentimen masyarakat terhadap layanannya. Selain 
tweet data analysis, perpustakaan bisa 
melakukan topic modelling melalui metode 
Latent Dirilect Allocation (LDA). LDA adalah 
sebuah metode dalam data sains untuk melihat 
pemetaan dalam sebuah teks dokumen atau 
narasi pemberitaan. 

•   Pendidikan dan pelatihan
Pada bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), 
implementasi data sains mampu menjawab 
kebutuhan diklat dan memprediksi kualitas 
diklat. Metode pendekatan data sains akan 
mampu menjawab prediksi kualitas diklat 
dengan pendekatan analisis regresi. Analisis 
regresi adalah analisis dalam statistik yang 
melihat faktor-faktor yang memengaruhi diklat. 
Machine learning dalam data sains akan 
memprediksi kualitas pendidikan dan pelatihan 
secara kualitatif dan kuantitatif.

Data sains adalah disiplin ilmu yang sangat 
multidisipliner dan membutuhkan kolaborasi dan 
kerja sama antarbidang. Data sains tidak mampu 
berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari orang 
yang memiliki kemampuan (Sapienza & Lehmann, 
2021). 

Konsep kerangka kerja data sains di perpustakaan 
mengacu kepada data sentral perpustakaan yaitu data 
bibliografi. Era digital telah mengubah peran data 
bibiliografi menjadi sebuah wahana untuk 
pemrosesan, dan pemahaman terkait tren dan isu 
terbaru dalam dunia riset dan inovasi (Boukher, et.al., 
2021). Peran data bibliografi menjadi sangat sentral 
dalam pengelolaan khazanah dan karya intelektual 
bangsa. Perkembangan teknologi saat ini juga 
mampu menggabungkan satu data dengan data 
yang lain.  Melalui skema interoperabilitas data, data 
bibliografi mampu dikawinkan dengan data 
demografi sehingga dapat diketahui kecenderungan 
publik memilih bahan pustaka. Interoperabilitas data 
menjadi urgensi dalam kebijakan pengelolaan data. 
Namun sebelum ke arah interoperabilitas, perlu 
dilakukan standardisasi metadata terkait dengan data 
bibliografi nasional di Indonesia. Ada banyak 
penerapan implementasi data sains di perpustakaan, 
namun belum dapat menjelaskan secara teknis dan 
perlu adanya pembahasan khusus pada kemudian 
hari.

Data Sains vs Pustakawan 
Data sains dan pustakawan bukanlah sesuatu yang 
perlu diperdebatkan. Data sains adalah metode yang 
dapat digunakan pustakawan dalam menunjang 
pekerjaannya sebagai middle man dalam proses 
pencarian informasi. Data sains mampu menguatkan 
peran pustakawan dalam menyajikan pelbagai 
informasi terkait riset dan tren terbaru di masyarakat. 
Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian 
pustakawan dalam implementasi data sains di 
lembaganya, antara lain:

1.  Kesenjangan Keterampilan 
Pustakawan
Saat ini, banyak perpustakaan melakukan investasi 
yang signifikan dalam infrastruktur data. 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
mengucurkan banyak anggaran dalam melakukan 
pembenahan infrastruktur TIK (Perpusnas, 2020). 
Ruang penyimpanan data menjadi kebutuhan 
primer dalam pengembangan perpustakaan di 
Indonesia. Namun hal ini agak terbalik dengan yang 
terjadi dalam pengembangan pustakawan di 
Indonesia. Pengembangan pustakawan khususnya 
pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan 
pustakawan terpapar dengan data, masih sangat 
sedikit.

Berdasarkan data Pusdiklat Perpustakaan Nasional 
2022, tidak ditemukan adanya pendidikan dan 
pelatihan khusus terkait dengan pengelolaan 
sumber daya data untuk pustakawan. Isu terkait 
pentingnya data sains di perpustakaan masih agak 
jauh. Data sains adalah bidang baru ilmu data, 
melibatkan ilmu statistik dan ilmu komputer 
tingkat lanjut, yang dikombinasikan dengan 
sejumlah keilmuwan lain seperti seni, bisnis dan 
kebijakan Marchionini (2016). Pada masa depan, 
perencanaan strategis perpustakaan dan 
operasional perpustakaan akan melibatkan data 
dan pustakawan yang mempunyai peran strategis, 
melalui data sains.

Kesenjangan pengetahuan terkait pengelolaan data 
menjadi tantangan utama bagi pengembangan 
pustakawan di Indonesia. Dalam data sains, selain 
keterampilan teknis pemahaman kontekstual dari 
domain keilmuan khususnya ilmu perpustakaan, 
adalah hal yang penting. Marchionini (2016) 
menyebutkan penambahan kompetensi terkait 
teknik eksplorasi data menggunakan data sains 
menjadi urgen. Keterampilan yang paling urgen 
bagi pustakawan adalah kemampuan mengekstrak, 
menganalisis, dan menyajikan data menggunakan 
teknik paling mutakhir. Keterampilan ini 
memudahkan pustakawan bertransformasi dalam 
menjalankan peran profesionalnya pada era big 
data. Namun pengembangan keterampilan akan 
sulit dilaksanakan jika masih ada kesenjangan 
manajemen (kebijakan).

2. Kesenjangan Manajemen
Pertentangan kedua antara data sains dan 
pustakawan adalah kesenjangan dalam 
manajemen atau kebijakan dalam sebuah 
organisasi. Burton & Lyon (2019) menyebutkan 
bahwa pustakawan juga membutuhkan dukungan 
dan kerangka kerja serta alat bantu memanfaatkan 

data sains dalam melakukan perencanaan strategis 
dan pengambilan keputusan, dalam manajemen 
operasional yang efisien. Saat ini, kebijakan belum 
sepenuhnya link & match dengan implementasi di 
lapangan. Dalam sebuah lokakarya terkait 
implementasi data sains di perpustakaan University 
of Pittsburgh terungkap bahwa kesenjangan 
kebijakan menjadi hambatan utama (Burton & Lyon, 
2019). Setidaknya ada beberapa kesenjangan 
manajemen antara lain kesenjangan kebijakan, 
teknologi, dan anggaran.

Kesenjangan manajemen menjadi permasalahan 
yang sangat klasik terjadi di setiap organisasi. 
American Library Association memaparkan dalam 
sebuah forum grup diskusi pada 2015, bahwa ada 
kesenjangan kebijakan yang dialami perpustakaan. 
Kesenjangan terbesar adalah kesenjangan 
kebijakan yang merupakan perbedaan sangat 
mencolok antara satu perpustakaan dengan 
perpustakaan lain. Kesenjangan kebijakan terjadi 
ketika pimpinan lebih mementingkan program 
yang bersifat selebrasi, namun melupakan peran 
output operasional (data bibliografi, pengguna, 
koleksi, aktivitas pemustaka) sehingga peran data 
sebagai alat ukur dalam pengambilan kebijakan, 
terlupakan. Kesenjangan manajemen juga dapat 
terjadi pada kesenjangan infrastruktur, yaitu tidak 
meratanya infrastruktur perpustakaan. Kesenjangan 
anggaran juga terjadi karena anggaran tidak 
merata, sehingga divisi yang menangani masalah 
data di perpustakaan sulit berkembang. Banyak 
diskusi menyatakan bahwa ada empat area krusial 
dalam perpustakaan yang menjadi solusi dalam 
mengubah perpustakaan antara lain budaya, skala 
dan penilaian, infrastruktur, serta etika dan nilai. 
Pada masa depan, hal-hal tersebut akan menarik 
untuk diteliti dengan pendekatan dan metodologi 
yang terukur.

KESIMPULAN
Data sains merupakan sebuah metode baru dalam 
penyelesaian masalah dengan pendekatan 
multidisipliner. Pendekatan multididipliner 
menjadikan data sains dapat diterapkan di dalam 
organisasi manapun, termasuk di perpustakaan. 
Implementasi data sains di perpustakaan dapat 
dilakukan di layanan depan (front end) atau layanan 
belakang (back end) perpustakaan. Namun masih 
banyak kendala yang dihadapi perpustakaan dalam 
mengadopsi data sains, antara lain kurangnya sumber 
daya manusia, infrastruktur, juga manajemen dan 
kebijakan. Ada rekomendasi penelitian terkait data 
sains di perpustakaan yaitu bagaimana kesiapan 
perpustakaan dalam mengadopsi data sains dalam 

pengambilan keputusan. Diharapkan, penelitian ini 
membuka sedikit tabir terkait implementasi data sains 
di perpustakaan.
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Abstrak

ata sains adalah sebuah ilmu baru yang lahir 
dari perkembangan pesat data. Banyak 
organisasi mencoba menerapkan data sains 

sebagai alat utama untuk pengambilan keputusan. 
Perpustakaan sebagai pusat informasi mempunyai 
peluang untuk memanfaatkan data sains dalam 
operasional kegiatannya. Menggunakan pendekatan 
kualitatif dan analisis literatur, tulisan ini akan sedikit 
mengupas bagaimana peran data sains di 
perpustakaan, masalah, dan rekomendasi penelitian 
terkait implementasi data sains di perpustakaan.

Pendahuluan
Sudah hampir dua tahun penulis menyandang 
sebagai mahasiswa doktoral program studi data sains 
di University of North Texas. Program yang penulis 
ikuti sedikit melenceng dari yang diinginkan yaitu 
program studi ilmu perpustakaan murni. Data sains 
adalah program studi baru di bawah Department of 
Information Science atau di bawah ilmu komputer. 
Apa itu data sains? Data sains adalah ilmu terapan 
yang fokus membahas properti, analisis pada data 
dengan pendekatan statistik untuk melakukan 
penafsiran, prediksi terkait sebuah fenomena 
berdasarkan data.

Secara garis besar, data sains adalah sebuah keilmuan 
baru yang multidisipliner, dan membutuhkan keahlian 
bidang ilmu lain sehingga data dapat dianalisis, baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam 
perkembangannya, implementasi data sains banyak 
dilakukan dalam dunia bisnis, kesehatan, 
pemerintahan, dan sektor lain. Secara umum, data 
sains mempunyai beberapa elemen mengikuti siklus 
hidup data. Menurut Chakraborty (2021) siklus hidup 
dalam kegiatan data sains terdiri atas:

1.  Analisis Permasalahan
Analisis permasalahan menjadi hal yang sangat 
penting dalam siklus hidup data sains. Dalam tahap 
ini, pemahaman terhadap permasalahan yang 
dihadapi organisasi. Tahap ini merupakan tahapan 
eksplorasi terhadap data apa yang dibutuhkan dan 
dimiliki, apa yang dapat diekstrak dari data yang 
dimiliki. 

2. Ekstraksi Data atau Pengambilan Data
Tahapan ini merupakan tahapan sangat krusial, di 
mana data diambil berdasarkan hasil analisis 
permasalahan yang telah disepakati. Pengambilan 
data memerlukan perolehan informasi dari sumber 
internal dan eksternal organisasi. Setidaknya ada 
dua cara untuk mendapatkan data:
•   Mengekstrak web dengan Python
•   Mengekstrak data menggunakan Application

Program Interface (API) pihak ketiga

3. Data Analytics
Data analisis adalah proses dalam siklus hidup data, 
yang melakukan sejumlah proses pemodelan data. 
Pada proses ini dilakukan proses pemilihan jenis 
model atau representasi yang sesuai dengan 
permasalahan organisasi. Hal ini menjadi sangat 
penting agar diperoleh hasil yang dapat diterapkan 
dalam memberikan solusi permasalahan. Sebagai 
contoh, jika organisasi membutuhkan prediksi 
maka model data yang dipilih adalah metode 
model regresi atau klasifikasi, atau masalah berbasis 
pengelompokan. Bentuk model data sangat 
beragam dan sangat spesifik tergantung dari data 
dan permasalahan yang dihadapi organisasi.

4. Visualisasi Data
Visualisasi data adalah bagian dari siklus hidup data 
yang berfungsi sebagai jembatan antara data 
scientist atau ilmuwan data dengan klien di 
organisasi.  Aparicio & Costa (2015) menyebutkan 
bahwa visualisasi data merupakan bidang yang 
sangat kompleks, melibatkan banyak keilmuan 
mulai dari seni, statistik, dan ilmu komputer. 
Visualisasi data menjadi sangat penting karena 
menjadi bagian penting dalam mempresentasikan 
bagaimana data mampu memberikan sebuah 
cerita.

5. Data Story Telling
Data story telling atau cerita data adalah metode di 
mana data diubah menjadi narasi sehingga mampu 
memberikan perspektif lebih dari sebuah solusi. 
Cerita data merupakan proses untuk memberikan 
pemahaman terkait elemen-elemen data. 
Pembangunan narasi digabungkan dengan 
visualisasi data akan mampu menjelaskan solusi 
dengan baik, naratif dan visual (Dykes, 2016). Data 

story telling atau cerita data adalah sebuah 
fenomena baru yang berkembang dalam berbagai 
bentuk dan format.

Siklus hidup data merupakan elemen penting yang 
dilakukan oleh setiap ilmuwan data dalam melakukan 
eksplorasi data di setiap organisasi. Lalu bagaimana 
dengan implementasi data sains di perpustakaan? 
Burton & Lyon melalui tulisannya “Data Science in 
Libraries” menyebut bahwa perpustakaan banyak 
terlibat dalam penelitian yang melibatkan maha data 
(big data). Perpustakaan dan pustakawan sebagai 
spesialis inti, untuk membantu memenuhi 
permintaan yang meningkat, efisiensi permintaan 
dan analisis analitis di semua sektor tenaga kerja 
nasional. Namun, yang menjadi bahasan dalam 
tulisan kali ini adalah bagaimana implementasi data 
sains di perpustakaan secara teknis dan operasional, 
serta permasalahan yang terjadi pada pustakawan.

Implementasi Data Sains di 
Perpustakaan
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan dan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah 
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyatakan 
bahwa setidaknya ada enam fungsi perpustakaan 
yaitu penyimpanan atau deposit, preservasi, 
pendidikan, informatif, riset, dan rekreasi. Semua 
fungsi tersebut erat kaitannya dengan keilmuan data 
sains. Tulisan kali ini akan mengulas pendekatan data 
sains dari segi teknis terkait kegiatan yang dilakukan 
perpustakaan di Indonesia, antara lain:

•   Kesekretariatan perpustakaan
Kesekretariatan adalah elemen vital dari sebuah 
perpustakaan. Data sains sebagai keilmuan yang 
sangat erat dengan angka dapat membantu 
tugas pokok fungsi kesekretariatan antara lain 
penganggaran, perencanaan dan keuangan. 
Dalam penganggaran dan perencanaan, 
pendekatan data sains mampu menganalisis dan 
memberikan masukan terkait keuangan melalui 
pendekatan visualisasi data, prediksi kondisi 
penganggaran, dan prediksi kesuksesan sebuah 
program. Di bidang keuangan, pendekatan data 
sains mampu menjawab dan memberikan 
gambaran melalui visualisasi data dengan 
dashboard analytics.

•   Pengadaan dan pengolahan  bahan 
perpustakaan 
Pengadaan bahan perpustakaan merupakan 
elemen penting dalam kegiatan perpustakaan. 
Implementasi pendekatan data sains dalam 
pengadaan bahan perpustakaan adalah 

exploratory data analysis terkait data bibliografi 
di perpustakaan. Secara sedehana, exploratory 
data analysis adalah pendekatan pengolahan 
data dengan melihat “ter” dalam perpustakaan, 
misal jumlah buku terbanyak dipinjam, 
tersingkat, jumlah pemustaka teraktif, dan 
sebagainya. Melalui pendekatan exploratory data 
analysis, pustakawan bagian pengadaan akan 
mudah melakukan pengadaan berdasarkan tren 
pengguna.

Di bagian pengolahan bahan perpustakaan, 
penerapan data sains bisa lebih kompleks. 
Namun, penggunaan machine learning dapat 
dilakukan. Machine learning adalah salah satu 
cabang dari data sains yang menggunakan 
algoritma tertentu sehingga mesin atau 
komputer dapat mengenali pola tertentu pada 
data. Di pengolahan bahan perpustakaan, contoh 
paling baik adalah analisis prediksi subjek pada 
Dewey Decimal Classification (DDC) yang 
dilakukan oleh Svein Arne Brygfjeld dari 
Perpustakaan Nasional Swedia. Hasil analisis 
pernah dipresentasikan dalam IFLA 2018 di 
Malaysia. Melalui risetnya, Svein Arne Brygfjeld 
menegaskan bahwa implementasi prediksi 
subjek pada DDC sangat mungkin dilakukan, 
eksperimen yang dilakukannya memperoleh 
hampir 95% tingkat akurasi subjek. 

•   Kehumasan dan analisis  budaya baca
Saat ini, media sosial adalah platform paling 
penting untuk melihat tren di masyarakat. 
Pendekatan data sains yang dapat dilakukan di 
perpustakaan adalah melakukan text mining, 
yaitu metode untuk mendapatkan data dengan 
melakukan pemanenan data secara masif. Melalui 
pendekatan data sains, hal ini dapat dilakukan 
dengan mudah sehingga administrator 
perpustakaan mampu melakukan analisis terkait 
tren dan isu yang tengah berlangsung di 
masyarakat, dan mampu mengetahui keinginan 
masyarakat terkait perpustakaan.

Ada banyak metode yang dapat dilakukan bagian 
humas dalam data analis budaya baca di 
perpustakaan melalui implementasi data sains. 
Salah satunya adalah melakukan tweet sentiment 
analysis perpustakaan, untuk melihat bagaimana 
sentimen masyarakat terhadap layanannya. Selain 
tweet data analysis, perpustakaan bisa 
melakukan topic modelling melalui metode 
Latent Dirilect Allocation (LDA). LDA adalah 
sebuah metode dalam data sains untuk melihat 
pemetaan dalam sebuah teks dokumen atau 
narasi pemberitaan. 

•   Pendidikan dan pelatihan
Pada bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), 
implementasi data sains mampu menjawab 
kebutuhan diklat dan memprediksi kualitas 
diklat. Metode pendekatan data sains akan 
mampu menjawab prediksi kualitas diklat 
dengan pendekatan analisis regresi. Analisis 
regresi adalah analisis dalam statistik yang 
melihat faktor-faktor yang memengaruhi diklat. 
Machine learning dalam data sains akan 
memprediksi kualitas pendidikan dan pelatihan 
secara kualitatif dan kuantitatif.

Data sains adalah disiplin ilmu yang sangat 
multidisipliner dan membutuhkan kolaborasi dan 
kerja sama antarbidang. Data sains tidak mampu 
berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari orang 
yang memiliki kemampuan (Sapienza & Lehmann, 
2021). 

Konsep kerangka kerja data sains di perpustakaan 
mengacu kepada data sentral perpustakaan yaitu data 
bibliografi. Era digital telah mengubah peran data 
bibiliografi menjadi sebuah wahana untuk 
pemrosesan, dan pemahaman terkait tren dan isu 
terbaru dalam dunia riset dan inovasi (Boukher, et.al., 
2021). Peran data bibliografi menjadi sangat sentral 
dalam pengelolaan khazanah dan karya intelektual 
bangsa. Perkembangan teknologi saat ini juga 
mampu menggabungkan satu data dengan data 
yang lain.  Melalui skema interoperabilitas data, data 
bibliografi mampu dikawinkan dengan data 
demografi sehingga dapat diketahui kecenderungan 
publik memilih bahan pustaka. Interoperabilitas data 
menjadi urgensi dalam kebijakan pengelolaan data. 
Namun sebelum ke arah interoperabilitas, perlu 
dilakukan standardisasi metadata terkait dengan data 
bibliografi nasional di Indonesia. Ada banyak 
penerapan implementasi data sains di perpustakaan, 
namun belum dapat menjelaskan secara teknis dan 
perlu adanya pembahasan khusus pada kemudian 
hari.

Data Sains vs Pustakawan 
Data sains dan pustakawan bukanlah sesuatu yang 
perlu diperdebatkan. Data sains adalah metode yang 
dapat digunakan pustakawan dalam menunjang 
pekerjaannya sebagai middle man dalam proses 
pencarian informasi. Data sains mampu menguatkan 
peran pustakawan dalam menyajikan pelbagai 
informasi terkait riset dan tren terbaru di masyarakat. 
Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian 
pustakawan dalam implementasi data sains di 
lembaganya, antara lain:

1.  Kesenjangan Keterampilan 
Pustakawan
Saat ini, banyak perpustakaan melakukan investasi 
yang signifikan dalam infrastruktur data. 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
mengucurkan banyak anggaran dalam melakukan 
pembenahan infrastruktur TIK (Perpusnas, 2020). 
Ruang penyimpanan data menjadi kebutuhan 
primer dalam pengembangan perpustakaan di 
Indonesia. Namun hal ini agak terbalik dengan yang 
terjadi dalam pengembangan pustakawan di 
Indonesia. Pengembangan pustakawan khususnya 
pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan 
pustakawan terpapar dengan data, masih sangat 
sedikit.

Berdasarkan data Pusdiklat Perpustakaan Nasional 
2022, tidak ditemukan adanya pendidikan dan 
pelatihan khusus terkait dengan pengelolaan 
sumber daya data untuk pustakawan. Isu terkait 
pentingnya data sains di perpustakaan masih agak 
jauh. Data sains adalah bidang baru ilmu data, 
melibatkan ilmu statistik dan ilmu komputer 
tingkat lanjut, yang dikombinasikan dengan 
sejumlah keilmuwan lain seperti seni, bisnis dan 
kebijakan Marchionini (2016). Pada masa depan, 
perencanaan strategis perpustakaan dan 
operasional perpustakaan akan melibatkan data 
dan pustakawan yang mempunyai peran strategis, 
melalui data sains.

Kesenjangan pengetahuan terkait pengelolaan data 
menjadi tantangan utama bagi pengembangan 
pustakawan di Indonesia. Dalam data sains, selain 
keterampilan teknis pemahaman kontekstual dari 
domain keilmuan khususnya ilmu perpustakaan, 
adalah hal yang penting. Marchionini (2016) 
menyebutkan penambahan kompetensi terkait 
teknik eksplorasi data menggunakan data sains 
menjadi urgen. Keterampilan yang paling urgen 
bagi pustakawan adalah kemampuan mengekstrak, 
menganalisis, dan menyajikan data menggunakan 
teknik paling mutakhir. Keterampilan ini 
memudahkan pustakawan bertransformasi dalam 
menjalankan peran profesionalnya pada era big 
data. Namun pengembangan keterampilan akan 
sulit dilaksanakan jika masih ada kesenjangan 
manajemen (kebijakan).

2. Kesenjangan Manajemen
Pertentangan kedua antara data sains dan 
pustakawan adalah kesenjangan dalam 
manajemen atau kebijakan dalam sebuah 
organisasi. Burton & Lyon (2019) menyebutkan 
bahwa pustakawan juga membutuhkan dukungan 
dan kerangka kerja serta alat bantu memanfaatkan 

data sains dalam melakukan perencanaan strategis 
dan pengambilan keputusan, dalam manajemen 
operasional yang efisien. Saat ini, kebijakan belum 
sepenuhnya link & match dengan implementasi di 
lapangan. Dalam sebuah lokakarya terkait 
implementasi data sains di perpustakaan University 
of Pittsburgh terungkap bahwa kesenjangan 
kebijakan menjadi hambatan utama (Burton & Lyon, 
2019). Setidaknya ada beberapa kesenjangan 
manajemen antara lain kesenjangan kebijakan, 
teknologi, dan anggaran.

Kesenjangan manajemen menjadi permasalahan 
yang sangat klasik terjadi di setiap organisasi. 
American Library Association memaparkan dalam 
sebuah forum grup diskusi pada 2015, bahwa ada 
kesenjangan kebijakan yang dialami perpustakaan. 
Kesenjangan terbesar adalah kesenjangan 
kebijakan yang merupakan perbedaan sangat 
mencolok antara satu perpustakaan dengan 
perpustakaan lain. Kesenjangan kebijakan terjadi 
ketika pimpinan lebih mementingkan program 
yang bersifat selebrasi, namun melupakan peran 
output operasional (data bibliografi, pengguna, 
koleksi, aktivitas pemustaka) sehingga peran data 
sebagai alat ukur dalam pengambilan kebijakan, 
terlupakan. Kesenjangan manajemen juga dapat 
terjadi pada kesenjangan infrastruktur, yaitu tidak 
meratanya infrastruktur perpustakaan. Kesenjangan 
anggaran juga terjadi karena anggaran tidak 
merata, sehingga divisi yang menangani masalah 
data di perpustakaan sulit berkembang. Banyak 
diskusi menyatakan bahwa ada empat area krusial 
dalam perpustakaan yang menjadi solusi dalam 
mengubah perpustakaan antara lain budaya, skala 
dan penilaian, infrastruktur, serta etika dan nilai. 
Pada masa depan, hal-hal tersebut akan menarik 
untuk diteliti dengan pendekatan dan metodologi 
yang terukur.

KESIMPULAN
Data sains merupakan sebuah metode baru dalam 
penyelesaian masalah dengan pendekatan 
multidisipliner. Pendekatan multididipliner 
menjadikan data sains dapat diterapkan di dalam 
organisasi manapun, termasuk di perpustakaan. 
Implementasi data sains di perpustakaan dapat 
dilakukan di layanan depan (front end) atau layanan 
belakang (back end) perpustakaan. Namun masih 
banyak kendala yang dihadapi perpustakaan dalam 
mengadopsi data sains, antara lain kurangnya sumber 
daya manusia, infrastruktur, juga manajemen dan 
kebijakan. Ada rekomendasi penelitian terkait data 
sains di perpustakaan yaitu bagaimana kesiapan 
perpustakaan dalam mengadopsi data sains dalam 

pengambilan keputusan. Diharapkan, penelitian ini 
membuka sedikit tabir terkait implementasi data sains 
di perpustakaan.
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Abstrak

ata sains adalah sebuah ilmu baru yang lahir 
dari perkembangan pesat data. Banyak 
organisasi mencoba menerapkan data sains 

sebagai alat utama untuk pengambilan keputusan. 
Perpustakaan sebagai pusat informasi mempunyai 
peluang untuk memanfaatkan data sains dalam 
operasional kegiatannya. Menggunakan pendekatan 
kualitatif dan analisis literatur, tulisan ini akan sedikit 
mengupas bagaimana peran data sains di 
perpustakaan, masalah, dan rekomendasi penelitian 
terkait implementasi data sains di perpustakaan.

Pendahuluan
Sudah hampir dua tahun penulis menyandang 
sebagai mahasiswa doktoral program studi data sains 
di University of North Texas. Program yang penulis 
ikuti sedikit melenceng dari yang diinginkan yaitu 
program studi ilmu perpustakaan murni. Data sains 
adalah program studi baru di bawah Department of 
Information Science atau di bawah ilmu komputer. 
Apa itu data sains? Data sains adalah ilmu terapan 
yang fokus membahas properti, analisis pada data 
dengan pendekatan statistik untuk melakukan 
penafsiran, prediksi terkait sebuah fenomena 
berdasarkan data.

Secara garis besar, data sains adalah sebuah keilmuan 
baru yang multidisipliner, dan membutuhkan keahlian 
bidang ilmu lain sehingga data dapat dianalisis, baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam 
perkembangannya, implementasi data sains banyak 
dilakukan dalam dunia bisnis, kesehatan, 
pemerintahan, dan sektor lain. Secara umum, data 
sains mempunyai beberapa elemen mengikuti siklus 
hidup data. Menurut Chakraborty (2021) siklus hidup 
dalam kegiatan data sains terdiri atas:

1.  Analisis Permasalahan
Analisis permasalahan menjadi hal yang sangat 
penting dalam siklus hidup data sains. Dalam tahap 
ini, pemahaman terhadap permasalahan yang 
dihadapi organisasi. Tahap ini merupakan tahapan 
eksplorasi terhadap data apa yang dibutuhkan dan 
dimiliki, apa yang dapat diekstrak dari data yang 
dimiliki. 

2. Ekstraksi Data atau Pengambilan Data
Tahapan ini merupakan tahapan sangat krusial, di 
mana data diambil berdasarkan hasil analisis 
permasalahan yang telah disepakati. Pengambilan 
data memerlukan perolehan informasi dari sumber 
internal dan eksternal organisasi. Setidaknya ada 
dua cara untuk mendapatkan data:
•   Mengekstrak web dengan Python
•   Mengekstrak data menggunakan Application

Program Interface (API) pihak ketiga

3. Data Analytics
Data analisis adalah proses dalam siklus hidup data, 
yang melakukan sejumlah proses pemodelan data. 
Pada proses ini dilakukan proses pemilihan jenis 
model atau representasi yang sesuai dengan 
permasalahan organisasi. Hal ini menjadi sangat 
penting agar diperoleh hasil yang dapat diterapkan 
dalam memberikan solusi permasalahan. Sebagai 
contoh, jika organisasi membutuhkan prediksi 
maka model data yang dipilih adalah metode 
model regresi atau klasifikasi, atau masalah berbasis 
pengelompokan. Bentuk model data sangat 
beragam dan sangat spesifik tergantung dari data 
dan permasalahan yang dihadapi organisasi.

4. Visualisasi Data
Visualisasi data adalah bagian dari siklus hidup data 
yang berfungsi sebagai jembatan antara data 
scientist atau ilmuwan data dengan klien di 
organisasi.  Aparicio & Costa (2015) menyebutkan 
bahwa visualisasi data merupakan bidang yang 
sangat kompleks, melibatkan banyak keilmuan 
mulai dari seni, statistik, dan ilmu komputer. 
Visualisasi data menjadi sangat penting karena 
menjadi bagian penting dalam mempresentasikan 
bagaimana data mampu memberikan sebuah 
cerita.

5. Data Story Telling
Data story telling atau cerita data adalah metode di 
mana data diubah menjadi narasi sehingga mampu 
memberikan perspektif lebih dari sebuah solusi. 
Cerita data merupakan proses untuk memberikan 
pemahaman terkait elemen-elemen data. 
Pembangunan narasi digabungkan dengan 
visualisasi data akan mampu menjelaskan solusi 
dengan baik, naratif dan visual (Dykes, 2016). Data 

story telling atau cerita data adalah sebuah 
fenomena baru yang berkembang dalam berbagai 
bentuk dan format.

Siklus hidup data merupakan elemen penting yang 
dilakukan oleh setiap ilmuwan data dalam melakukan 
eksplorasi data di setiap organisasi. Lalu bagaimana 
dengan implementasi data sains di perpustakaan? 
Burton & Lyon melalui tulisannya “Data Science in 
Libraries” menyebut bahwa perpustakaan banyak 
terlibat dalam penelitian yang melibatkan maha data 
(big data). Perpustakaan dan pustakawan sebagai 
spesialis inti, untuk membantu memenuhi 
permintaan yang meningkat, efisiensi permintaan 
dan analisis analitis di semua sektor tenaga kerja 
nasional. Namun, yang menjadi bahasan dalam 
tulisan kali ini adalah bagaimana implementasi data 
sains di perpustakaan secara teknis dan operasional, 
serta permasalahan yang terjadi pada pustakawan.

Implementasi Data Sains di 
Perpustakaan
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan dan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah 
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyatakan 
bahwa setidaknya ada enam fungsi perpustakaan 
yaitu penyimpanan atau deposit, preservasi, 
pendidikan, informatif, riset, dan rekreasi. Semua 
fungsi tersebut erat kaitannya dengan keilmuan data 
sains. Tulisan kali ini akan mengulas pendekatan data 
sains dari segi teknis terkait kegiatan yang dilakukan 
perpustakaan di Indonesia, antara lain:

•   Kesekretariatan perpustakaan
Kesekretariatan adalah elemen vital dari sebuah 
perpustakaan. Data sains sebagai keilmuan yang 
sangat erat dengan angka dapat membantu 
tugas pokok fungsi kesekretariatan antara lain 
penganggaran, perencanaan dan keuangan. 
Dalam penganggaran dan perencanaan, 
pendekatan data sains mampu menganalisis dan 
memberikan masukan terkait keuangan melalui 
pendekatan visualisasi data, prediksi kondisi 
penganggaran, dan prediksi kesuksesan sebuah 
program. Di bidang keuangan, pendekatan data 
sains mampu menjawab dan memberikan 
gambaran melalui visualisasi data dengan 
dashboard analytics.

•   Pengadaan dan pengolahan  bahan 
perpustakaan 
Pengadaan bahan perpustakaan merupakan 
elemen penting dalam kegiatan perpustakaan. 
Implementasi pendekatan data sains dalam 
pengadaan bahan perpustakaan adalah 

exploratory data analysis terkait data bibliografi 
di perpustakaan. Secara sedehana, exploratory 
data analysis adalah pendekatan pengolahan 
data dengan melihat “ter” dalam perpustakaan, 
misal jumlah buku terbanyak dipinjam, 
tersingkat, jumlah pemustaka teraktif, dan 
sebagainya. Melalui pendekatan exploratory data 
analysis, pustakawan bagian pengadaan akan 
mudah melakukan pengadaan berdasarkan tren 
pengguna.

Di bagian pengolahan bahan perpustakaan, 
penerapan data sains bisa lebih kompleks. 
Namun, penggunaan machine learning dapat 
dilakukan. Machine learning adalah salah satu 
cabang dari data sains yang menggunakan 
algoritma tertentu sehingga mesin atau 
komputer dapat mengenali pola tertentu pada 
data. Di pengolahan bahan perpustakaan, contoh 
paling baik adalah analisis prediksi subjek pada 
Dewey Decimal Classification (DDC) yang 
dilakukan oleh Svein Arne Brygfjeld dari 
Perpustakaan Nasional Swedia. Hasil analisis 
pernah dipresentasikan dalam IFLA 2018 di 
Malaysia. Melalui risetnya, Svein Arne Brygfjeld 
menegaskan bahwa implementasi prediksi 
subjek pada DDC sangat mungkin dilakukan, 
eksperimen yang dilakukannya memperoleh 
hampir 95% tingkat akurasi subjek. 

•   Kehumasan dan analisis  budaya baca
Saat ini, media sosial adalah platform paling 
penting untuk melihat tren di masyarakat. 
Pendekatan data sains yang dapat dilakukan di 
perpustakaan adalah melakukan text mining, 
yaitu metode untuk mendapatkan data dengan 
melakukan pemanenan data secara masif. Melalui 
pendekatan data sains, hal ini dapat dilakukan 
dengan mudah sehingga administrator 
perpustakaan mampu melakukan analisis terkait 
tren dan isu yang tengah berlangsung di 
masyarakat, dan mampu mengetahui keinginan 
masyarakat terkait perpustakaan.

Ada banyak metode yang dapat dilakukan bagian 
humas dalam data analis budaya baca di 
perpustakaan melalui implementasi data sains. 
Salah satunya adalah melakukan tweet sentiment 
analysis perpustakaan, untuk melihat bagaimana 
sentimen masyarakat terhadap layanannya. Selain 
tweet data analysis, perpustakaan bisa 
melakukan topic modelling melalui metode 
Latent Dirilect Allocation (LDA). LDA adalah 
sebuah metode dalam data sains untuk melihat 
pemetaan dalam sebuah teks dokumen atau 
narasi pemberitaan. 

•   Pendidikan dan pelatihan
Pada bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), 
implementasi data sains mampu menjawab 
kebutuhan diklat dan memprediksi kualitas 
diklat. Metode pendekatan data sains akan 
mampu menjawab prediksi kualitas diklat 
dengan pendekatan analisis regresi. Analisis 
regresi adalah analisis dalam statistik yang 
melihat faktor-faktor yang memengaruhi diklat. 
Machine learning dalam data sains akan 
memprediksi kualitas pendidikan dan pelatihan 
secara kualitatif dan kuantitatif.

Data sains adalah disiplin ilmu yang sangat 
multidisipliner dan membutuhkan kolaborasi dan 
kerja sama antarbidang. Data sains tidak mampu 
berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari orang 
yang memiliki kemampuan (Sapienza & Lehmann, 
2021). 

Konsep kerangka kerja data sains di perpustakaan 
mengacu kepada data sentral perpustakaan yaitu data 
bibliografi. Era digital telah mengubah peran data 
bibiliografi menjadi sebuah wahana untuk 
pemrosesan, dan pemahaman terkait tren dan isu 
terbaru dalam dunia riset dan inovasi (Boukher, et.al., 
2021). Peran data bibliografi menjadi sangat sentral 
dalam pengelolaan khazanah dan karya intelektual 
bangsa. Perkembangan teknologi saat ini juga 
mampu menggabungkan satu data dengan data 
yang lain.  Melalui skema interoperabilitas data, data 
bibliografi mampu dikawinkan dengan data 
demografi sehingga dapat diketahui kecenderungan 
publik memilih bahan pustaka. Interoperabilitas data 
menjadi urgensi dalam kebijakan pengelolaan data. 
Namun sebelum ke arah interoperabilitas, perlu 
dilakukan standardisasi metadata terkait dengan data 
bibliografi nasional di Indonesia. Ada banyak 
penerapan implementasi data sains di perpustakaan, 
namun belum dapat menjelaskan secara teknis dan 
perlu adanya pembahasan khusus pada kemudian 
hari.

Data Sains vs Pustakawan 
Data sains dan pustakawan bukanlah sesuatu yang 
perlu diperdebatkan. Data sains adalah metode yang 
dapat digunakan pustakawan dalam menunjang 
pekerjaannya sebagai middle man dalam proses 
pencarian informasi. Data sains mampu menguatkan 
peran pustakawan dalam menyajikan pelbagai 
informasi terkait riset dan tren terbaru di masyarakat. 
Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian 
pustakawan dalam implementasi data sains di 
lembaganya, antara lain:

1.  Kesenjangan Keterampilan 
Pustakawan
Saat ini, banyak perpustakaan melakukan investasi 
yang signifikan dalam infrastruktur data. 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
mengucurkan banyak anggaran dalam melakukan 
pembenahan infrastruktur TIK (Perpusnas, 2020). 
Ruang penyimpanan data menjadi kebutuhan 
primer dalam pengembangan perpustakaan di 
Indonesia. Namun hal ini agak terbalik dengan yang 
terjadi dalam pengembangan pustakawan di 
Indonesia. Pengembangan pustakawan khususnya 
pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan 
pustakawan terpapar dengan data, masih sangat 
sedikit.

Berdasarkan data Pusdiklat Perpustakaan Nasional 
2022, tidak ditemukan adanya pendidikan dan 
pelatihan khusus terkait dengan pengelolaan 
sumber daya data untuk pustakawan. Isu terkait 
pentingnya data sains di perpustakaan masih agak 
jauh. Data sains adalah bidang baru ilmu data, 
melibatkan ilmu statistik dan ilmu komputer 
tingkat lanjut, yang dikombinasikan dengan 
sejumlah keilmuwan lain seperti seni, bisnis dan 
kebijakan Marchionini (2016). Pada masa depan, 
perencanaan strategis perpustakaan dan 
operasional perpustakaan akan melibatkan data 
dan pustakawan yang mempunyai peran strategis, 
melalui data sains.

Kesenjangan pengetahuan terkait pengelolaan data 
menjadi tantangan utama bagi pengembangan 
pustakawan di Indonesia. Dalam data sains, selain 
keterampilan teknis pemahaman kontekstual dari 
domain keilmuan khususnya ilmu perpustakaan, 
adalah hal yang penting. Marchionini (2016) 
menyebutkan penambahan kompetensi terkait 
teknik eksplorasi data menggunakan data sains 
menjadi urgen. Keterampilan yang paling urgen 
bagi pustakawan adalah kemampuan mengekstrak, 
menganalisis, dan menyajikan data menggunakan 
teknik paling mutakhir. Keterampilan ini 
memudahkan pustakawan bertransformasi dalam 
menjalankan peran profesionalnya pada era big 
data. Namun pengembangan keterampilan akan 
sulit dilaksanakan jika masih ada kesenjangan 
manajemen (kebijakan).

2. Kesenjangan Manajemen
Pertentangan kedua antara data sains dan 
pustakawan adalah kesenjangan dalam 
manajemen atau kebijakan dalam sebuah 
organisasi. Burton & Lyon (2019) menyebutkan 
bahwa pustakawan juga membutuhkan dukungan 
dan kerangka kerja serta alat bantu memanfaatkan 

data sains dalam melakukan perencanaan strategis 
dan pengambilan keputusan, dalam manajemen 
operasional yang efisien. Saat ini, kebijakan belum 
sepenuhnya link & match dengan implementasi di 
lapangan. Dalam sebuah lokakarya terkait 
implementasi data sains di perpustakaan University 
of Pittsburgh terungkap bahwa kesenjangan 
kebijakan menjadi hambatan utama (Burton & Lyon, 
2019). Setidaknya ada beberapa kesenjangan 
manajemen antara lain kesenjangan kebijakan, 
teknologi, dan anggaran.

Kesenjangan manajemen menjadi permasalahan 
yang sangat klasik terjadi di setiap organisasi. 
American Library Association memaparkan dalam 
sebuah forum grup diskusi pada 2015, bahwa ada 
kesenjangan kebijakan yang dialami perpustakaan. 
Kesenjangan terbesar adalah kesenjangan 
kebijakan yang merupakan perbedaan sangat 
mencolok antara satu perpustakaan dengan 
perpustakaan lain. Kesenjangan kebijakan terjadi 
ketika pimpinan lebih mementingkan program 
yang bersifat selebrasi, namun melupakan peran 
output operasional (data bibliografi, pengguna, 
koleksi, aktivitas pemustaka) sehingga peran data 
sebagai alat ukur dalam pengambilan kebijakan, 
terlupakan. Kesenjangan manajemen juga dapat 
terjadi pada kesenjangan infrastruktur, yaitu tidak 
meratanya infrastruktur perpustakaan. Kesenjangan 
anggaran juga terjadi karena anggaran tidak 
merata, sehingga divisi yang menangani masalah 
data di perpustakaan sulit berkembang. Banyak 
diskusi menyatakan bahwa ada empat area krusial 
dalam perpustakaan yang menjadi solusi dalam 
mengubah perpustakaan antara lain budaya, skala 
dan penilaian, infrastruktur, serta etika dan nilai. 
Pada masa depan, hal-hal tersebut akan menarik 
untuk diteliti dengan pendekatan dan metodologi 
yang terukur.

KESIMPULAN
Data sains merupakan sebuah metode baru dalam 
penyelesaian masalah dengan pendekatan 
multidisipliner. Pendekatan multididipliner 
menjadikan data sains dapat diterapkan di dalam 
organisasi manapun, termasuk di perpustakaan. 
Implementasi data sains di perpustakaan dapat 
dilakukan di layanan depan (front end) atau layanan 
belakang (back end) perpustakaan. Namun masih 
banyak kendala yang dihadapi perpustakaan dalam 
mengadopsi data sains, antara lain kurangnya sumber 
daya manusia, infrastruktur, juga manajemen dan 
kebijakan. Ada rekomendasi penelitian terkait data 
sains di perpustakaan yaitu bagaimana kesiapan 
perpustakaan dalam mengadopsi data sains dalam 

pengambilan keputusan. Diharapkan, penelitian ini 
membuka sedikit tabir terkait implementasi data sains 
di perpustakaan.
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Abstrak

ata sains adalah sebuah ilmu baru yang lahir 
dari perkembangan pesat data. Banyak 
organisasi mencoba menerapkan data sains 

sebagai alat utama untuk pengambilan keputusan. 
Perpustakaan sebagai pusat informasi mempunyai 
peluang untuk memanfaatkan data sains dalam 
operasional kegiatannya. Menggunakan pendekatan 
kualitatif dan analisis literatur, tulisan ini akan sedikit 
mengupas bagaimana peran data sains di 
perpustakaan, masalah, dan rekomendasi penelitian 
terkait implementasi data sains di perpustakaan.

Pendahuluan
Sudah hampir dua tahun penulis menyandang 
sebagai mahasiswa doktoral program studi data sains 
di University of North Texas. Program yang penulis 
ikuti sedikit melenceng dari yang diinginkan yaitu 
program studi ilmu perpustakaan murni. Data sains 
adalah program studi baru di bawah Department of 
Information Science atau di bawah ilmu komputer. 
Apa itu data sains? Data sains adalah ilmu terapan 
yang fokus membahas properti, analisis pada data 
dengan pendekatan statistik untuk melakukan 
penafsiran, prediksi terkait sebuah fenomena 
berdasarkan data.

Secara garis besar, data sains adalah sebuah keilmuan 
baru yang multidisipliner, dan membutuhkan keahlian 
bidang ilmu lain sehingga data dapat dianalisis, baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam 
perkembangannya, implementasi data sains banyak 
dilakukan dalam dunia bisnis, kesehatan, 
pemerintahan, dan sektor lain. Secara umum, data 
sains mempunyai beberapa elemen mengikuti siklus 
hidup data. Menurut Chakraborty (2021) siklus hidup 
dalam kegiatan data sains terdiri atas:

1.  Analisis Permasalahan
Analisis permasalahan menjadi hal yang sangat 
penting dalam siklus hidup data sains. Dalam tahap 
ini, pemahaman terhadap permasalahan yang 
dihadapi organisasi. Tahap ini merupakan tahapan 
eksplorasi terhadap data apa yang dibutuhkan dan 
dimiliki, apa yang dapat diekstrak dari data yang 
dimiliki. 

2. Ekstraksi Data atau Pengambilan Data
Tahapan ini merupakan tahapan sangat krusial, di 
mana data diambil berdasarkan hasil analisis 
permasalahan yang telah disepakati. Pengambilan 
data memerlukan perolehan informasi dari sumber 
internal dan eksternal organisasi. Setidaknya ada 
dua cara untuk mendapatkan data:
•   Mengekstrak web dengan Python
•   Mengekstrak data menggunakan Application

Program Interface (API) pihak ketiga

3. Data Analytics
Data analisis adalah proses dalam siklus hidup data, 
yang melakukan sejumlah proses pemodelan data. 
Pada proses ini dilakukan proses pemilihan jenis 
model atau representasi yang sesuai dengan 
permasalahan organisasi. Hal ini menjadi sangat 
penting agar diperoleh hasil yang dapat diterapkan 
dalam memberikan solusi permasalahan. Sebagai 
contoh, jika organisasi membutuhkan prediksi 
maka model data yang dipilih adalah metode 
model regresi atau klasifikasi, atau masalah berbasis 
pengelompokan. Bentuk model data sangat 
beragam dan sangat spesifik tergantung dari data 
dan permasalahan yang dihadapi organisasi.

4. Visualisasi Data
Visualisasi data adalah bagian dari siklus hidup data 
yang berfungsi sebagai jembatan antara data 
scientist atau ilmuwan data dengan klien di 
organisasi.  Aparicio & Costa (2015) menyebutkan 
bahwa visualisasi data merupakan bidang yang 
sangat kompleks, melibatkan banyak keilmuan 
mulai dari seni, statistik, dan ilmu komputer. 
Visualisasi data menjadi sangat penting karena 
menjadi bagian penting dalam mempresentasikan 
bagaimana data mampu memberikan sebuah 
cerita.

5. Data Story Telling
Data story telling atau cerita data adalah metode di 
mana data diubah menjadi narasi sehingga mampu 
memberikan perspektif lebih dari sebuah solusi. 
Cerita data merupakan proses untuk memberikan 
pemahaman terkait elemen-elemen data. 
Pembangunan narasi digabungkan dengan 
visualisasi data akan mampu menjelaskan solusi 
dengan baik, naratif dan visual (Dykes, 2016). Data 

story telling atau cerita data adalah sebuah 
fenomena baru yang berkembang dalam berbagai 
bentuk dan format.

Siklus hidup data merupakan elemen penting yang 
dilakukan oleh setiap ilmuwan data dalam melakukan 
eksplorasi data di setiap organisasi. Lalu bagaimana 
dengan implementasi data sains di perpustakaan? 
Burton & Lyon melalui tulisannya “Data Science in 
Libraries” menyebut bahwa perpustakaan banyak 
terlibat dalam penelitian yang melibatkan maha data 
(big data). Perpustakaan dan pustakawan sebagai 
spesialis inti, untuk membantu memenuhi 
permintaan yang meningkat, efisiensi permintaan 
dan analisis analitis di semua sektor tenaga kerja 
nasional. Namun, yang menjadi bahasan dalam 
tulisan kali ini adalah bagaimana implementasi data 
sains di perpustakaan secara teknis dan operasional, 
serta permasalahan yang terjadi pada pustakawan.

Implementasi Data Sains di 
Perpustakaan
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan dan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah 
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyatakan 
bahwa setidaknya ada enam fungsi perpustakaan 
yaitu penyimpanan atau deposit, preservasi, 
pendidikan, informatif, riset, dan rekreasi. Semua 
fungsi tersebut erat kaitannya dengan keilmuan data 
sains. Tulisan kali ini akan mengulas pendekatan data 
sains dari segi teknis terkait kegiatan yang dilakukan 
perpustakaan di Indonesia, antara lain:

•   Kesekretariatan perpustakaan
Kesekretariatan adalah elemen vital dari sebuah 
perpustakaan. Data sains sebagai keilmuan yang 
sangat erat dengan angka dapat membantu 
tugas pokok fungsi kesekretariatan antara lain 
penganggaran, perencanaan dan keuangan. 
Dalam penganggaran dan perencanaan, 
pendekatan data sains mampu menganalisis dan 
memberikan masukan terkait keuangan melalui 
pendekatan visualisasi data, prediksi kondisi 
penganggaran, dan prediksi kesuksesan sebuah 
program. Di bidang keuangan, pendekatan data 
sains mampu menjawab dan memberikan 
gambaran melalui visualisasi data dengan 
dashboard analytics.

•   Pengadaan dan pengolahan  bahan 
perpustakaan 
Pengadaan bahan perpustakaan merupakan 
elemen penting dalam kegiatan perpustakaan. 
Implementasi pendekatan data sains dalam 
pengadaan bahan perpustakaan adalah 

exploratory data analysis terkait data bibliografi 
di perpustakaan. Secara sedehana, exploratory 
data analysis adalah pendekatan pengolahan 
data dengan melihat “ter” dalam perpustakaan, 
misal jumlah buku terbanyak dipinjam, 
tersingkat, jumlah pemustaka teraktif, dan 
sebagainya. Melalui pendekatan exploratory data 
analysis, pustakawan bagian pengadaan akan 
mudah melakukan pengadaan berdasarkan tren 
pengguna.

Di bagian pengolahan bahan perpustakaan, 
penerapan data sains bisa lebih kompleks. 
Namun, penggunaan machine learning dapat 
dilakukan. Machine learning adalah salah satu 
cabang dari data sains yang menggunakan 
algoritma tertentu sehingga mesin atau 
komputer dapat mengenali pola tertentu pada 
data. Di pengolahan bahan perpustakaan, contoh 
paling baik adalah analisis prediksi subjek pada 
Dewey Decimal Classification (DDC) yang 
dilakukan oleh Svein Arne Brygfjeld dari 
Perpustakaan Nasional Swedia. Hasil analisis 
pernah dipresentasikan dalam IFLA 2018 di 
Malaysia. Melalui risetnya, Svein Arne Brygfjeld 
menegaskan bahwa implementasi prediksi 
subjek pada DDC sangat mungkin dilakukan, 
eksperimen yang dilakukannya memperoleh 
hampir 95% tingkat akurasi subjek. 

•   Kehumasan dan analisis  budaya baca
Saat ini, media sosial adalah platform paling 
penting untuk melihat tren di masyarakat. 
Pendekatan data sains yang dapat dilakukan di 
perpustakaan adalah melakukan text mining, 
yaitu metode untuk mendapatkan data dengan 
melakukan pemanenan data secara masif. Melalui 
pendekatan data sains, hal ini dapat dilakukan 
dengan mudah sehingga administrator 
perpustakaan mampu melakukan analisis terkait 
tren dan isu yang tengah berlangsung di 
masyarakat, dan mampu mengetahui keinginan 
masyarakat terkait perpustakaan.

Ada banyak metode yang dapat dilakukan bagian 
humas dalam data analis budaya baca di 
perpustakaan melalui implementasi data sains. 
Salah satunya adalah melakukan tweet sentiment 
analysis perpustakaan, untuk melihat bagaimana 
sentimen masyarakat terhadap layanannya. Selain 
tweet data analysis, perpustakaan bisa 
melakukan topic modelling melalui metode 
Latent Dirilect Allocation (LDA). LDA adalah 
sebuah metode dalam data sains untuk melihat 
pemetaan dalam sebuah teks dokumen atau 
narasi pemberitaan. 

•   Pendidikan dan pelatihan
Pada bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), 
implementasi data sains mampu menjawab 
kebutuhan diklat dan memprediksi kualitas 
diklat. Metode pendekatan data sains akan 
mampu menjawab prediksi kualitas diklat 
dengan pendekatan analisis regresi. Analisis 
regresi adalah analisis dalam statistik yang 
melihat faktor-faktor yang memengaruhi diklat. 
Machine learning dalam data sains akan 
memprediksi kualitas pendidikan dan pelatihan 
secara kualitatif dan kuantitatif.

Data sains adalah disiplin ilmu yang sangat 
multidisipliner dan membutuhkan kolaborasi dan 
kerja sama antarbidang. Data sains tidak mampu 
berbuat banyak tanpa adanya bantuan dari orang 
yang memiliki kemampuan (Sapienza & Lehmann, 
2021). 

Konsep kerangka kerja data sains di perpustakaan 
mengacu kepada data sentral perpustakaan yaitu data 
bibliografi. Era digital telah mengubah peran data 
bibiliografi menjadi sebuah wahana untuk 
pemrosesan, dan pemahaman terkait tren dan isu 
terbaru dalam dunia riset dan inovasi (Boukher, et.al., 
2021). Peran data bibliografi menjadi sangat sentral 
dalam pengelolaan khazanah dan karya intelektual 
bangsa. Perkembangan teknologi saat ini juga 
mampu menggabungkan satu data dengan data 
yang lain.  Melalui skema interoperabilitas data, data 
bibliografi mampu dikawinkan dengan data 
demografi sehingga dapat diketahui kecenderungan 
publik memilih bahan pustaka. Interoperabilitas data 
menjadi urgensi dalam kebijakan pengelolaan data. 
Namun sebelum ke arah interoperabilitas, perlu 
dilakukan standardisasi metadata terkait dengan data 
bibliografi nasional di Indonesia. Ada banyak 
penerapan implementasi data sains di perpustakaan, 
namun belum dapat menjelaskan secara teknis dan 
perlu adanya pembahasan khusus pada kemudian 
hari.

Data Sains vs Pustakawan 
Data sains dan pustakawan bukanlah sesuatu yang 
perlu diperdebatkan. Data sains adalah metode yang 
dapat digunakan pustakawan dalam menunjang 
pekerjaannya sebagai middle man dalam proses 
pencarian informasi. Data sains mampu menguatkan 
peran pustakawan dalam menyajikan pelbagai 
informasi terkait riset dan tren terbaru di masyarakat. 
Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian 
pustakawan dalam implementasi data sains di 
lembaganya, antara lain:

1.  Kesenjangan Keterampilan 
Pustakawan
Saat ini, banyak perpustakaan melakukan investasi 
yang signifikan dalam infrastruktur data. 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
mengucurkan banyak anggaran dalam melakukan 
pembenahan infrastruktur TIK (Perpusnas, 2020). 
Ruang penyimpanan data menjadi kebutuhan 
primer dalam pengembangan perpustakaan di 
Indonesia. Namun hal ini agak terbalik dengan yang 
terjadi dalam pengembangan pustakawan di 
Indonesia. Pengembangan pustakawan khususnya 
pendidikan dan pelatihan yang mengkhususkan 
pustakawan terpapar dengan data, masih sangat 
sedikit.

Berdasarkan data Pusdiklat Perpustakaan Nasional 
2022, tidak ditemukan adanya pendidikan dan 
pelatihan khusus terkait dengan pengelolaan 
sumber daya data untuk pustakawan. Isu terkait 
pentingnya data sains di perpustakaan masih agak 
jauh. Data sains adalah bidang baru ilmu data, 
melibatkan ilmu statistik dan ilmu komputer 
tingkat lanjut, yang dikombinasikan dengan 
sejumlah keilmuwan lain seperti seni, bisnis dan 
kebijakan Marchionini (2016). Pada masa depan, 
perencanaan strategis perpustakaan dan 
operasional perpustakaan akan melibatkan data 
dan pustakawan yang mempunyai peran strategis, 
melalui data sains.

Kesenjangan pengetahuan terkait pengelolaan data 
menjadi tantangan utama bagi pengembangan 
pustakawan di Indonesia. Dalam data sains, selain 
keterampilan teknis pemahaman kontekstual dari 
domain keilmuan khususnya ilmu perpustakaan, 
adalah hal yang penting. Marchionini (2016) 
menyebutkan penambahan kompetensi terkait 
teknik eksplorasi data menggunakan data sains 
menjadi urgen. Keterampilan yang paling urgen 
bagi pustakawan adalah kemampuan mengekstrak, 
menganalisis, dan menyajikan data menggunakan 
teknik paling mutakhir. Keterampilan ini 
memudahkan pustakawan bertransformasi dalam 
menjalankan peran profesionalnya pada era big 
data. Namun pengembangan keterampilan akan 
sulit dilaksanakan jika masih ada kesenjangan 
manajemen (kebijakan).

2. Kesenjangan Manajemen
Pertentangan kedua antara data sains dan 
pustakawan adalah kesenjangan dalam 
manajemen atau kebijakan dalam sebuah 
organisasi. Burton & Lyon (2019) menyebutkan 
bahwa pustakawan juga membutuhkan dukungan 
dan kerangka kerja serta alat bantu memanfaatkan 

data sains dalam melakukan perencanaan strategis 
dan pengambilan keputusan, dalam manajemen 
operasional yang efisien. Saat ini, kebijakan belum 
sepenuhnya link & match dengan implementasi di 
lapangan. Dalam sebuah lokakarya terkait 
implementasi data sains di perpustakaan University 
of Pittsburgh terungkap bahwa kesenjangan 
kebijakan menjadi hambatan utama (Burton & Lyon, 
2019). Setidaknya ada beberapa kesenjangan 
manajemen antara lain kesenjangan kebijakan, 
teknologi, dan anggaran.

Kesenjangan manajemen menjadi permasalahan 
yang sangat klasik terjadi di setiap organisasi. 
American Library Association memaparkan dalam 
sebuah forum grup diskusi pada 2015, bahwa ada 
kesenjangan kebijakan yang dialami perpustakaan. 
Kesenjangan terbesar adalah kesenjangan 
kebijakan yang merupakan perbedaan sangat 
mencolok antara satu perpustakaan dengan 
perpustakaan lain. Kesenjangan kebijakan terjadi 
ketika pimpinan lebih mementingkan program 
yang bersifat selebrasi, namun melupakan peran 
output operasional (data bibliografi, pengguna, 
koleksi, aktivitas pemustaka) sehingga peran data 
sebagai alat ukur dalam pengambilan kebijakan, 
terlupakan. Kesenjangan manajemen juga dapat 
terjadi pada kesenjangan infrastruktur, yaitu tidak 
meratanya infrastruktur perpustakaan. Kesenjangan 
anggaran juga terjadi karena anggaran tidak 
merata, sehingga divisi yang menangani masalah 
data di perpustakaan sulit berkembang. Banyak 
diskusi menyatakan bahwa ada empat area krusial 
dalam perpustakaan yang menjadi solusi dalam 
mengubah perpustakaan antara lain budaya, skala 
dan penilaian, infrastruktur, serta etika dan nilai. 
Pada masa depan, hal-hal tersebut akan menarik 
untuk diteliti dengan pendekatan dan metodologi 
yang terukur.

KESIMPULAN
Data sains merupakan sebuah metode baru dalam 
penyelesaian masalah dengan pendekatan 
multidisipliner. Pendekatan multididipliner 
menjadikan data sains dapat diterapkan di dalam 
organisasi manapun, termasuk di perpustakaan. 
Implementasi data sains di perpustakaan dapat 
dilakukan di layanan depan (front end) atau layanan 
belakang (back end) perpustakaan. Namun masih 
banyak kendala yang dihadapi perpustakaan dalam 
mengadopsi data sains, antara lain kurangnya sumber 
daya manusia, infrastruktur, juga manajemen dan 
kebijakan. Ada rekomendasi penelitian terkait data 
sains di perpustakaan yaitu bagaimana kesiapan 
perpustakaan dalam mengadopsi data sains dalam 

pengambilan keputusan. Diharapkan, penelitian ini 
membuka sedikit tabir terkait implementasi data sains 
di perpustakaan.
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Salam sehat pembaca setia,
dalam rangka evaluasi dan penilaian terhadap kualitas
terbitan Subkelompok Substansi Kerja Sama dan Humas
Perpustakaan Nasional, mohon kesediaan pembaca setia
untuk mengisi kuesioner yang dapat dipindai melalui
gadget atau diakses melalui tautan:

s.id/terbitanhumasperpusnas
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